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KATA PENGANTAR 
 

 

Kemajuan era digital memberikan pengaruh besar pada berbagai 

aspek kehidupan, termasuk bagaimana individu, lembaga, dan negara saling 

berhubungan dalam konteks hukum. Teknologi membuka peluang baru 

untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam penerapan 

hukum perdata. Namun, hal ini juga membawa tantangan signifikan, seperti 

perlindungan privasi data, validasi digital, dan pengaturan izin melewati 

batas negara. 

 

Buku referensi ini membahas bagaimana hukum perdata dapat 

beradaptasi dengan kebutuhan zaman digital. Melalui analisis mendalam 

dan kajian dari berbagai perspektif, buku referensi ini membahas tantangan-

tantangan yang muncul dalam implementasi hukum perdata di era digital, 

dan juga membuka peluang-peluang baru untuk menciptakan sistem hukum 

yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. 

 

Semoga buku referensi ini dapat memberikan kontribusi dalam 

mendukung perkembangan hukum perdata di era digital. 

 

 

Salam hangat. 

 

PENULIS  
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BAB I 
PENDAHULUAN  

 

 

 

Pada beberapa dekade terakhir, teknologi telah berkembang 

dengan pesat, membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk di bidang hukum. Salah satu dampak paling jelas 

terlihat pada hukum perdata, yang kini menghadapi tantangan besar 

untuk beradaptasi dengan transformasi digital. Fenomena seperti kontrak 

elektronik, transaksi digital, e-commerce, dan penggunaan teknologi 

blockchain telah memunculkan kebutuhan akan regulasi hukum yang 

lebih fleksibel dan inovatif. Di sisi lain, perkembangan ini juga membuka 

peluang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efisien, transparan, 

dan mudah diakses.  

Gambar 1. E-commerce 

 
Sumber: Pusko Media 

Buku ini bertujuan untuk membahas bagaimana hukum perdata 

dapat bertransformasi untuk menjawab tantangan digitalisasi ini. Dengan 

memeriksa berbagai aspek hukum perdata dalam konteks teknologi, 
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buku ini akan membantu pembaca memahami bagaimana sistem hukum 

dapat beradaptasi untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan 

keadilan di era digital. Seiring dengan itu, buku ini juga akan 

mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat 

fondasi hukum yang relevan dan responsif terhadap kemajuan teknologi. 

 

A. Latar Belakang 

 

Hukum perdata adalah pilar penting dalam sistem hukum 

Indonesia, berperan sebagai pengatur hubungan antarindividu atau badan 

hukum di ranah privat. Dalam perkembangannya, masyarakat modern 

mengalami perubahan signifikan akibat globalisasi dan digitalisasi. Hal 

ini menantang penerapan hukum perdata yang sebelumnya berbasis 

dokumen fisik dan interaksi langsung menjadi berbasis digital, seperti 

dalam kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, dan transaksi 

daring. 

 

1. Tantangan Era Digital pada Hukum Perdata 

Tantangan yang dihadapi oleh hukum perdata di era digital 

semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. 

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana hukum perdata dapat 

mengakomodasi transaksi yang kini dilakukan secara elektronik. Di 

Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) telah diterbitkan untuk mengatur transaksi digital 

dan penggunaan teknologi informasi. Namun, meskipun ada upaya 

regulasi, berbagai permasalahan masih muncul, terutama terkait dengan 

validitas dokumen elektronik dan penerimaan bukti elektronik di 

pengadilan. Dalam banyak kasus, keabsahan transaksi elektronik sering 

dipertanyakan, terutama terkait dengan tanda tangan elektronik dan 

identitas pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut (Jusuf & 

Hamzah, 2022). 

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi untuk transaksi 

perdata, masalah keamanan data menjadi isu penting. Di tengah 

banyaknya data pribadi dan informasi bisnis yang dipertukarkan secara 

digital, risiko kebocoran atau penyalahgunaan data juga meningkat. Oleh 

karena itu, hukum perdata harus lebih mengedepankan perlindungan data 

pribadi sebagai hak yang harus dijaga dengan ketat, sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum perlindungan data di era digital (Sutrisno, 2023). 
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Keamanan data yang lemah dapat berpotensi merugikan pihak-pihak 

yang terlibat dalam transaksi perdata, baik itu individu maupun 

perusahaan. 

Ada tantangan dalam hal yurisdiksi yang timbul ketika terjadi 

sengketa lintas negara. Mengingat transaksi digital dapat dilakukan dari 

mana saja dan oleh siapa saja di seluruh dunia, penentuan yurisdiksi 

pengadilan yang tepat menjadi masalah yang cukup rumit. Hukum 

perdata yang ada di Indonesia dan di banyak negara lainnya belum 

sepenuhnya siap untuk mengatasi sengketa yang melibatkan berbagai 

hukum negara yang berbeda dalam transaksi digital internasional (Rizal 

& Nabila, 2021). Hal ini menuntut adanya kerjasama internasional dan 

pengembangan regulasi yang lebih fleksibel untuk menyelesaikan 

sengketa yang melibatkan aspek digital. 

 

2. Perubahan Sosial dan Ekonomi 

Perubahan sosial dan ekonomi yang dipicu oleh digitalisasi telah 

membawa dampak yang signifikan terhadap pola interaksi masyarakat, 

terutama dalam ranah transaksi perdata. Layanan e-commerce seperti 

Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak kini menjadi platform utama dalam 

menjalankan aktivitas jual beli, menggantikan transaksi konvensional 

yang dilakukan secara langsung. Di dunia digital, kontrak perdata 

banyak terjadi dalam bentuk transaksi daring, di mana pembeli dan 

penjual berinteraksi tanpa bertemu muka. Perubahan ini menciptakan 

efisiensi dan kemudahan, namun juga menimbulkan tantangan baru 

dalam hal perlindungan hukum. 

Meningkatnya transaksi daring memunculkan risiko yang harus 

dihadapi, seperti penipuan dan pelanggaran privasi. Penipuan dalam 

transaksi elektronik, seperti penjual yang tidak mengirimkan barang 

yang dibeli atau yang menawarkan produk palsu, menjadi salah satu 

bentuk kejahatan yang semakin berkembang. Selain itu, risiko 

pelanggaran privasi melalui penyalahgunaan data pribadi konsumen juga 

meningkat, seiring dengan banyaknya informasi pribadi yang dibagikan 

selama transaksi digital. Hal ini menyebabkan kekhawatiran terkait 

perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi dalam dunia maya 

(Jusuf & Hamzah, 2022). 

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan 

regulasi yang dapat mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi dan 

e-commerce. Salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah 
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Indonesia adalah penerbitan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 

tentang Perlindungan Data Pribadi, yang bertujuan untuk memberikan 

perlindungan terhadap data pribadi warga negara, terutama dalam 

transaksi digital. UU ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi 

pengelolaan dan perlindungan data pribadi, serta memberi sanksi kepada 

pihak-pihak yang melanggar hak atas privasi individu. Langkah ini 

diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam 

bertransaksi dan mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat 

pelanggaran privasi (BPHN, 2023). 

 

3. Pentingnya Adaptasi dan Transformasi 

Untuk menghadapi perubahan zaman yang cepat, hukum perdata 

sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional harus mampu 

beradaptasi agar tetap relevan dan efektif. Hukum perdata, yang 

memiliki karakter dinamis, membutuhkan fleksibilitas untuk 

menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan 

sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Nofi et al. (2023), fleksibilitas 

hukum sangat penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian 

hukum, terutama di era digital yang penuh dengan inovasi teknologi dan 

tantangan baru. Dalam hal ini, hukum perdata harus bisa menangani 

transaksi yang tidak hanya terjadi dalam ranah fisik, tetapi juga di dunia 

maya, dengan memperkenalkan instrumen hukum yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat digital. 

Salah satu contoh penting dari adaptasi hukum perdata di era 

digital adalah implementasi teknologi blockchain dan kontrak pintar 

(Smart Contracts). Blockchain sebagai teknologi yang memungkinkan 

pencatatan transaksi secara transparan dan aman, menawarkan cara baru 

untuk mengelola kontrak dan transaksi yang sebelumnya hanya 

dilakukan melalui perjanjian tertulis. Dengan blockchain, proses 

verifikasi transaksi dapat dilakukan tanpa membutuhkan perantara, yang 

berpotensi mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam 

penyelesaian sengketa perdata (Nofi et al., 2023). Kontrak pintar, yang 

merupakan program komputer yang dieksekusi secara otomatis 

berdasarkan kondisi tertentu yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang 

terlibat, juga dapat menjadi alat yang memperluas cakupan hukum 

perdata. Kontrak ini berfungsi dengan cara yang tidak hanya lebih cepat 

dan lebih aman tetapi juga mengurangi risiko penyalahgunaan atau 

pelanggaran ketentuan kontrak. 
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Gambar 2. Blockchain 

 
Sumber: Market Bisnis 

Transformasi ini menunjukkan bagaimana hukum perdata 

berusaha mengintegrasikan teknologi untuk menciptakan sistem yang 

lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, dalam 

hal transaksi daring atau e-commerce, kontrak pintar memungkinkan 

proses jual beli yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, 

mengingat tidak ada pihak ketiga yang diperlukan untuk memverifikasi 

kesepakatan tersebut. Adaptasi hukum ini tidak hanya bermanfaat dalam 

menciptakan keadilan bagi konsumen dan pelaku bisnis, tetapi juga 

berkontribusi pada terciptanya kepastian hukum yang diperlukan untuk 

mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di dunia digital. 

 

4. Konteks Global 

Konteks global dalam transformasi hukum perdata di era digital 

sangat penting untuk dipahami, terutama ketika regulasi internasional 

mempengaruhi kebijakan di negara-negara seperti Indonesia. Salah satu 

contoh regulasi internasional yang menjadi acuan utama dalam 

pembentukan kebijakan perlindungan data adalah General Data 

Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan oleh Uni Eropa. GDPR 

memberikan pedoman yang ketat mengenai pengumpulan, 
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penyimpanan, dan penggunaan data pribadi, serta hak-hak individu yang 

berkaitan dengan data tersebut. Peraturan ini tidak hanya berlaku di 

negara-negara anggota Uni Eropa, tetapi juga mempengaruhi perusahaan 

dan entitas global yang berinteraksi dengan warga negara Uni Eropa. 

Oleh karena itu, negara-negara lain, termasuk Indonesia, perlu 

mengadopsi prinsip-prinsip serupa untuk memastikan perlindungan data 

yang memadai bagi warganya dan menjaga hubungan perdagangan 

internasional. 

Pada konteks Indonesia, meskipun Undang-Undang 

Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) baru diundangkan pada tahun 

2022, regulasi ini dirancang dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang 

telah terbukti efektif di negara-negara dengan standar hukum digital 

yang lebih maju, seperti yang terdapat dalam GDPR. Implementasi 

GDPR telah memberikan panduan yang jelas mengenai hak-hak individu 

atas data pribadi, serta kewajiban perusahaan atau entitas yang 

mengumpulkan dan mengolah data tersebut untuk menjaga 

keamanannya. Indonesia, dengan populasi yang besar dan penggunaan 

teknologi digital yang semakin meluas, menghadapi tantangan untuk 

memastikan bahwa hukum perdata yang mengatur transaksi digital dan 

perlindungan data pribadi bisa tetap kompetitif di tingkat internasional. 

Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana regulasi di Indonesia 

harus selaras dengan standar global, yang juga memberi jaminan 

perlindungan yang setara bagi konsumen dan perusahaan yang 

beroperasi secara digital. 

Gambar 3. General Data Protection Regulation 

 
Sumber: Delta Gap 

Transformasi hukum perdata di Indonesia, jika tidak diselaraskan 

dengan regulasi internasional, berisiko menghambat perkembangan 

ekonomi digital dan membuat pelaku usaha kesulitan untuk berkompetisi 
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di pasar global. Misalnya, transaksi lintas negara yang melibatkan data 

pribadi harus mematuhi regulasi yang berlaku di negara asal data 

tersebut. Oleh karena itu, negara-negara seperti Indonesia harus terus 

memperbarui regulasi perdatanya dengan mempertimbangkan prinsip-

prinsip yang sudah diterapkan secara internasional agar tidak tertinggal 

dalam hal perlindungan data dan transaksi digital.  

 

B. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Perdata 

 

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan 

antara individu atau badan hukum dalam bidang privat. Menurut Wirjono 

Prodjodikoro (2017), hukum perdata mencakup aturan-aturan yang 

mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat, khususnya 

dalam hubungan keluarga, harta benda, perjanjian, dan waris. Dalam 

konteks yang lebih luas, hukum perdata adalah bagian dari sistem hukum 

yang membentuk fondasi interaksi sosial dan ekonomi. Definisi ini juga 

diperkuat oleh Subekti (2018), yang menyatakan bahwa hukum perdata 

merupakan "hukum antarpribadi" yang mengatur hubungan hukum di 

antara individu, termasuk aspek hak milik, perikatan, serta tanggung 

jawab perdata. Hukum perdata di Indonesia terbagi menjadi beberapa 

aspek utama yang mencakup berbagai hubungan hukum, sebagaimana 

diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Ruang lingkup utama hukum 

perdata meliputi: 

 

1. Hukum Kekeluargaan 

Hukum kekeluargaan adalah cabang hukum yang mengatur 

hubungan antara anggota keluarga, termasuk hak dan kewajiban dalam 

perkawinan, pengasuhan anak, pengangkatan anak, serta masalah 

warisan. Di Indonesia, hukum kekeluargaan mengacu pada berbagai 

undang-undang, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 

Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata). Namun, seiring dengan perkembangan zaman, hukum 

kekeluargaan juga harus menghadapi tantangan baru yang muncul 

sebagai akibat dari kemajuan teknologi, terutama di era digital ini. Salah 

satu perubahan besar yang mempengaruhi hukum kekeluargaan adalah 

penggunaan teknologi dalam proses-proses yang sebelumnya dilakukan 

secara konvensional, seperti pencatatan perkawinan atau pengasuhan 

anak. 
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Penggunaan teknologi dalam pengasuhan anak adalah salah satu 

tantangan yang muncul di era digital. Saat ini, orang tua dapat 

mengakses berbagai alat digital untuk membantu mengasuh anak, 

seperti aplikasi pemantauan kesehatan, pendidikan, serta pengasuhan 

berbasis teknologi. Namun, hal ini menimbulkan dilema terkait dengan 

perlindungan data pribadi anak, privasi, dan keamanan digital. 

Misalnya, aplikasi yang digunakan untuk memantau perkembangan 

anak seringkali mengumpulkan data pribadi yang sensitif, sehingga 

menjadi penting untuk memastikan bahwa data tersebut dilindungi 

dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada (BPHN, 2023). Dalam 

konteks ini, hukum kekeluargaan perlu beradaptasi untuk melindungi 

hak-hak anak dalam dunia yang semakin digital, dengan 

memperkenalkan aturan baru yang mengatur pengumpulan dan 

penggunaan data anak serta mekanisme pengawasan terhadap aplikasi-

aplikasi yang digunakan. 

Di era digital, pencatatan perkawinan juga mulai menghadapi 

transformasi. Pencatatan perkawinan daring atau melalui sistem 

elektronik kini menjadi pilihan di banyak negara, termasuk Indonesia. 

Meskipun demikian, hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan 

mengenai validitas hukum dari perkawinan yang dicatat secara daring, 

serta masalah terkait yurisdiksi dan penerapan hukum dalam konteks 

perkawinan lintas negara. Apakah perkawinan yang dicatat secara 

online memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perkawinan yang 

tercatat secara tradisional? Bagaimana dengan hak-hak pasangan yang 

terlibat dalam perkawinan digital, terutama ketika salah satu pasangan 

tinggal di negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda? 

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi tantangan bagi hukum kekeluargaan 

untuk memastikan bahwa seluruh aspek perkawinan, baik yang 

konvensional maupun digital, tetap mendapat pengakuan dan 

perlindungan yang setara (Quinn et al., 2023). 

 

2. Hukum Benda 

Hukum benda adalah cabang hukum yang mengatur hak 

kepemilikan dan penguasaan atas benda, baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak. Dalam konteks hukum Indonesia, hukum benda 

mengacu pada berbagai ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur hak milik, 

penggunaan, dan pengalihan benda, serta penyelesaian sengketa yang 
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berkaitan dengan hak atas benda. Namun, perkembangan teknologi, 

terutama dalam dunia digital, telah menghadirkan jenis baru 

kepemilikan yang tidak tercakup dalam peraturan hukum yang ada, 

seperti aset digital dan Non-Fungible Tokens (NFTs). 

NFT, sebagai contoh, merupakan jenis aset digital yang mewakili 

kepemilikan atas karya seni digital, koleksi, atau benda lainnya di dunia 

maya. Aset ini beroperasi berdasarkan teknologi blockchain yang 

menjamin keaslian dan kepemilikan yang tercatat secara transparan dan 

tidak dapat diubah. Berbeda dengan barang fisik, yang memiliki bentuk 

yang jelas dan dapat dilihat serta disentuh, NFT dan aset digital lainnya 

tidak memiliki eksistensi fisik, tetapi memiliki nilai yang diakui di dunia 

maya. Perkembangan teknologi digital ini mendorong terjadinya 

perubahan dalam cara orang melihat dan mengelola kekayaan. 

Kepemilikan atas NFT, misalnya, bukan lagi sekadar hak atas benda 

fisik, tetapi melibatkan data dan sistem teknologi yang dapat 

diperdagangkan dan dipindahtangankan. Karena itulah, hukum benda 

perlu diperbarui agar dapat mengakomodasi perkembangan ini, seperti 

dengan memasukkan pengaturan tentang aset digital dalam undang-

undang yang relevan (Wirawan, 2022).  

 

3. Hukum Perikatan 

Hukum perikatan adalah salah satu aspek penting dalam hukum 

perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di 

mana satu pihak berhak untuk menuntut prestasi atau kinerja dari pihak 

lainnya. Pada umumnya, perikatan ini diatur dalam bentuk perjanjian 

yang memiliki dasar hukum dan mengikat kedua belah pihak untuk 

memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kontrak-kontrak 

yang terjadi dalam hubungan perikatan bisa mencakup banyak hal, 

mulai dari jual beli, pinjaman, sewa menyewa, hingga berbagai bentuk 

kerjasama lainnya. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi 

dan digitalisasi, hukum perikatan kini semakin meluas ke ranah kontrak 

elektronik, yang membutuhkan pendekatan dan regulasi hukum yang 

lebih sesuai dengan karakteristik transaksi digital. 

Di era digital, kontrak elektronik (e-Contracts) menjadi salah 

satu bentuk kontrak yang sangat umum digunakan dalam berbagai 

transaksi online, mulai dari pembelian barang atau jasa, pembuatan 

perjanjian kerja, hingga pengalihan hak atas kekayaan intelektual. 

Kontrak elektronik ini biasanya dilakukan melalui platform digital yang 
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memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk 

menyetujui syarat dan ketentuan perjanjian tanpa harus bertemu secara 

fisik. Meskipun demikian, penerimaan dan pelaksanaan kontrak 

elektronik menimbulkan beberapa tantangan hukum, khususnya terkait 

dengan validitas hukum dan keabsahan transaksi yang dilakukan secara 

daring. 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh hukum perikatan 

dalam konteks digitalisasi adalah bagaimana memastikan bahwa 

kontrak elektronik yang dibuat tetap sah dan mengikat secara hukum. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Widodo (2022), untuk memastikan 

keabsahan kontrak elektronik, diperlukan regulasi yang jelas terkait 

dengan tanda tangan elektronik, otentikasi pihak-pihak yang terlibat 

dalam kontrak, serta pengaturan mengenai pemenuhan kewajiban yang 

tercantum dalam perjanjian tersebut. Tanpa adanya aturan yang jelas, 

kontrak elektronik bisa rentan terhadap penyalahgunaan dan bahkan 

pembatalan yang tidak sah. 

 

4. Hukum Waris 

Hukum waris adalah cabang hukum yang mengatur tentang 

pembagian harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia. 

Pembagian warisan ini biasanya didasarkan pada ketentuan hukum yang 

berlaku, baik melalui wasiat yang sah atau berdasarkan ketentuan 

hukum waris yang berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia, 

hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), yang mengatur siapa yang berhak menerima warisan 

dan bagaimana pembagian harta dilakukan. Namun, di era digital, 

fenomena baru muncul yang memperkenalkan kebutuhan untuk 

memperbarui dan menyesuaikan hukum waris dengan perkembangan 

teknologi, seperti aset digital, yang belum diatur secara komprehensif 

dalam hukum waris konvensional. 

Di zaman digital saat ini, aset digital menjadi bagian penting dari 

kekayaan seseorang. Aset digital mencakup akun media sosial, uang 

kripto, file-file digital, karya seni digital, dan barang virtual lainnya 

yang bernilai. Misalnya, seseorang mungkin memiliki akun Instagram 

atau Facebook yang memiliki banyak pengikut dan nilai komersial. 

Selain itu, ada pula aset seperti dompet kripto yang berisi Bitcoin atau 

Ethereum yang nilainya sangat berharga. Dalam hal ini, aset digital ini 

berpotensi menjadi bagian dari warisan yang harus dibagikan setelah 
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seseorang meninggal dunia, tetapi hukum waris tradisional belum 

mengakomodasi hal ini secara memadai (Hasan, 2023). 

Sebagai contoh karya digital atau NFT (Non-Fungible Tokens) 

yang terikat dengan seni digital, musik, atau objek digital lainnya, kini 

juga memiliki nilai yang sangat tinggi di pasar global. Aset ini 

memerlukan perhatian khusus dalam pembagiannya, mengingat sifatnya 

yang terikat dengan identitas dan akun digital pribadi, yang harus 

dipindahkan atau diwariskan kepada ahli waris yang sah. Tanpa regulasi 

yang jelas, pengelolaan dan pembagian aset digital ini dapat 

menimbulkan sengketa hukum, terutama terkait dengan masalah hak 

akses ke akun dan verifikasi warisan. 

Gambar 4. Non-Fungible Tokens 

 
Sumber: Government Accountability Office 

Beberapa negara telah mulai mengembangkan regulasi untuk 

mengatasi masalah ini. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, beberapa 

negara bagian telah memperkenalkan hukum yang mengizinkan ahli 

waris untuk mengakses akun digital almarhum, meskipun ada tantangan 

mengenai perlindungan privasi dan pengelolaan data pribadi. Di sisi 

lain, di Eropa, beberapa negara telah mulai memasukkan aset digital 

dalam hukum waris untuk memastikan bahwa warisan yang mencakup 

akun-akun digital dan aset virtual dapat dikelola dan diwariskan sesuai 

dengan kehendak almarhum atau ketentuan hukum yang berlaku. 
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5. Hukum Perlindungan Data Pribadi 

Hukum Perlindungan Data Pribadi adalah salah satu aspek 

penting dalam hukum perdata yang semakin relevan di era digital ini. 

Dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi dan data digital, 

perlindungan data pribadi individu menjadi isu utama yang harus diatur 

dalam hukum. Di Indonesia, hal ini diakomodasi dalam Undang-

Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang 

bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap 

informasi pribadi seseorang dalam ekosistem digital. 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini mengatur tentang 

hak individu terkait data pribadi, termasuk hak untuk mengetahui, 

mengakses, mengubah, dan menghapus data pribadinya yang disimpan 

oleh pihak lain. Hal ini menjadi penting karena dalam dunia digital, data 

pribadi sering kali digunakan oleh berbagai platform dan perusahaan 

untuk tujuan komersial, yang berisiko disalahgunakan. Regulasi ini 

bertujuan untuk menjaga privasi individu serta mengatur pengumpulan, 

penggunaan, dan distribusi data pribadi yang dilakukan oleh entitas lain, 

baik itu perusahaan, pemerintah, atau individu lainnya (BPHN, 2023). 

Salah satu tantangan besar dalam implementasi hukum 

perlindungan data pribadi adalah kesadaran masyarakat dan perusahaan 

mengenai pentingnya perlindungan data pribadi serta penerapan 

kebijakan yang memadai. Banyak pihak yang belum sepenuhnya 

memahami hak-haknya terkait data pribadi, sementara perusahaan dan 

penyedia layanan digital juga harus menyesuaikan kebijakan internal 

agar selaras dengan aturan yang berlaku. Ini membutuhkan sinergi 

antara kebijakan publik, pendidikan masyarakat, dan kepatuhan 

perusahaan terhadap regulasi yang ada (Quinn et al., 2023). 

 

C. Perkembangan Teknologi dan Dampaknya Pada Hukum 

Perdata 

 

Teknologi telah membawa perubahan mendasar pada berbagai 

aspek kehidupan, termasuk sistem hukum perdata. Dalam dua dekade 

terakhir, revolusi digital telah memperkenalkan konsep-konsep baru 

yang memengaruhi penerapan dan pengembangan hukum perdata. 

Teknologi seperti internet, blockchain, dan kecerdasan buatan (AI) 

mengubah cara individu, perusahaan, dan pemerintah berinteraksi di 

ranah hukum. Menurut Zhang et al. (2023), transformasi digital 
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menciptakan peluang untuk efisiensi dan inovasi, tetapi juga 

menimbulkan tantangan signifikan, seperti kebutuhan pembaruan 

regulasi yang kompleks dan pengamanan data pribadi. Perkembangan 

teknologi memengaruhi hukum perdata di berbagai bidang, termasuk: 

 

1. Kontrak Elektronik 

Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat dan 

disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa memerlukan kehadiran 

fisik. Dalam era digital, teknologi memungkinkan penyusunan, 

penandatanganan, dan pengelolaan kontrak secara elektronik, 

memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai transaksi bisnis, 

baik yang dilakukan secara domestik maupun internasional. Salah satu 

komponen penting dari kontrak elektronik adalah penggunaan tanda 

tangan digital yang menjadi alat sah untuk memvalidasi persetujuan 

antara para pihak yang terlibat. Di Indonesia, kontrak elektronik diatur 

oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 

yang memberikan landasan hukum untuk penerimaan dan pengakuan 

kontrak elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan (BPHN, 

2023). 

UU ITE, khususnya Pasal 11, mengatur mengenai tanda tangan 

elektronik dan menetapkan bahwa tanda tangan elektronik yang sah 

adalah tanda tangan yang terhubung secara teknis dengan data 

elektronik dan dapat diverifikasi. Hal ini menciptakan legitimasi hukum 

bagi transaksi yang dilakukan tanpa bentuk fisik, yang seringkali lebih 

efisien dan hemat biaya. Meskipun demikian, meskipun kontrak 

elektronik telah diakui sah secara hukum, tantangan terbesar yang 

dihadapi adalah masalah validitas dan eksekusi hukum terhadap kontrak 

tersebut, terutama dalam konteks transaksi yang melibatkan pihak-pihak 

lintas negara (Quinn et al., 2023). 

Salah satu isu utama terkait kontrak elektronik adalah 

penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat pelanggaran atau 

ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang disepakati. Dalam transaksi 

domestik, pengadilan Indonesia dapat mengadili sengketa yang 

melibatkan kontrak elektronik, namun masalah menjadi lebih kompleks 

ketika kontrak tersebut melibatkan pihak-pihak internasional. Jurisdiksi, 

hukum yang berlaku, dan ketentuan internasional terkait kontrak 

elektronik menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami dalam 

konteks ini. Dalam transaksi lintas negara, sering kali terdapat 
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perbedaan sistem hukum yang dapat mempengaruhi pengakuan dan 

pelaksanaan kontrak elektronik.  

 

2. Perlindungan Data Pribadi 

Perlindungan data pribadi di era digital menjadi topik yang 

semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi 

dan digitalisasi di berbagai sektor kehidupan. Data pribadi, yang 

mencakup informasi seperti identitas, riwayat kesehatan, riwayat 

keuangan, hingga preferensi konsumen, telah menjadi aset yang sangat 

bernilai, baik bagi individu maupun perusahaan. Namun, dengan 

meningkatnya pemanfaatan data pribadi dalam transaksi digital, muncul 

pula risiko terhadap pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. 

Pelanggaran ini dapat mencakup kebocoran informasi pribadi, 

penyalahgunaan data untuk kepentingan yang tidak sah, serta peretasan 

yang menempatkan individu dalam posisi rentan (Kominfo, 2023). 

Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia mengeluarkan regulasi 

yang dikenal dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini bertujuan untuk 

memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang dikelola oleh 

penyedia layanan digital, termasuk platform e-commerce, media sosial, 

dan aplikasi lainnya. Salah satu pokok utama dari regulasi ini adalah 

kewajiban bagi penyedia layanan untuk memperoleh persetujuan 

eksplisit dari pengguna sebelum mengumpulkan, mengolah, atau 

menyebarkan data pribadi. Dengan kata lain, data pribadi tidak bisa 

dikelola tanpa izin yang jelas dari individu yang bersangkutan 

(Kominfo, 2023). UU PDP juga menekankan perlunya langkah-langkah 

keamanan yang memadai dalam pengelolaan data pribadi. Ini termasuk 

kewajiban untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, kebocoran, 

atau kerusakan. Penyedia layanan digital juga harus siap menghadapi 

dan mengatasi insiden kebocoran data, serta memberikan 

pemberitahuan kepada pengguna dalam waktu yang tepat apabila terjadi 

pelanggaran yang melibatkan data pribadi (Nofli, 2023).  

 

3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital menghadapi 

tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan replikasi dan 

distribusi karya tanpa izin. Seiring dengan pesatnya perkembangan 

teknologi, terutama di dunia maya, pelanggaran terhadap hak cipta 
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menjadi lebih mudah dilakukan, seperti pembajakan karya digital 

melalui media sosial, website, atau platform berbagi file. Para pemilik 

hak cipta, termasuk pembuat konten digital, seniman, dan pengembang 

perangkat lunak, sering kali merugi karena reproduksi karyanya tanpa 

izin, yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga 

mengurangi nilai dari karya tersebut (Hasan, 2023). Dalam konteks ini, 

perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi semakin kompleks, 

karena sulit untuk melacak distribusi dan kepemilikan karya digital. 

Gambar 5. Smart Contract 

 
Sumber: Ikosmos 

Salah satu solusi yang kini mulai berkembang adalah 

pemanfaatan teknologi blockchain untuk mendukung transparansi 

dalam pencatatan dan distribusi hak cipta. Blockchain memungkinkan 

pencatatan data secara terdesentralisasi dan permanen, yang dapat 

digunakan untuk memastikan bahwa hak cipta suatu karya tercatat 

secara transparan dan tidak dapat diubah. Teknologi ini memberikan 

jaminan yang lebih kuat terhadap kepemilikan karya dan dapat 

mempermudah proses verifikasi dalam perselisihan hukum mengenai 

hak cipta. Selain itu, blockchain memungkinkan pembayaran royalti 

secara otomatis melalui Smart Contracts, yang memastikan bahwa 

pemilik hak menerima imbalan yang adil ketika karyanya digunakan 

(Quinn et al., 2023). 

Penerapan blockchain dalam perlindungan hak kekayaan 

intelektual juga menghadapi beberapa kendala. Salah satu masalah 
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utama adalah adopsi teknologi ini oleh industri dan pemangku 

kepentingan terkait. Meskipun ada potensi besar dalam penggunaan 

blockchain untuk melindungi hak cipta, banyak pelaku industri yang 

masih kurang familiar dengan teknologi ini, sehingga perlu ada upaya 

lebih untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan di tingkat global 

dan lokal (BPHN, 2023). Selain itu, meskipun teknologi ini 

menawarkan solusi terhadap masalah kepemilikan digital, ia juga 

menimbulkan pertanyaan baru terkait dengan regulasi dan harmonisasi 

hukum antarnegara, karena perlindungan hak kekayaan intelektual 

sering kali bergantung pada hukum nasional yang berbeda. 

 

4. Transaksi Elektronik dan Pembayaran Digital 

Transaksi elektronik dan pembayaran digital telah merevolusi 

cara kita berinteraksi dalam dunia ekonomi, memberikan kemudahan 

dan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Platform 

pembayaran seperti e-wallet dan layanan fintech memungkinkan 

konsumen dan pelaku bisnis untuk melakukan transaksi secara instan 

tanpa harus bertatap muka. Hal ini tidak hanya menyederhanakan proses 

transaksi tetapi juga memperluas jangkauan layanan ke konsumen yang 

lebih luas, bahkan yang berada di daerah terpencil (Wirawan, 2022).  

Salah satu masalah terbesar yang muncul adalah potensi 

penipuan daring. Dengan meningkatnya volume transaksi digital, 

terdapat peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan siber untuk 

mengeksploitasi celah keamanan pada platform-platform pembayaran. 

Misalnya, teknik phishing, malware, dan peretasan akun sering kali 

digunakan untuk mencuri data pribadi dan informasi finansial 

pengguna. Penipuan ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, 

baik bagi individu maupun perusahaan, yang pada akhirnya merusak 

kepercayaan konsumen terhadap sistem pembayaran digital (BPHN, 

2023). 

Serangan siber terhadap sistem pembayaran digital juga 

merupakan ancaman yang nyata. Keamanan data dan transaksi yang 

tidak terlindungi dengan baik dapat mengakibatkan kebocoran 

informasi pribadi dan kerugian finansial yang besar. Hal ini menjadi 

perhatian utama bagi regulator dan penyedia layanan keuangan, yang 

harus memastikan bahwa ia menerapkan teknologi dan prosedur 

keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna. Dalam hal ini, 

penting bagi lembaga-lembaga yang terkait untuk terus memperbarui 
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sistem untuk mengatasi ancaman yang berkembang, serta untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya proteksi 

data dan langkah-langkah keamanan yang perlu diambil dalam 

bertransaksi (Kominfo, 2023). 

 

5. Smart Contracts dan Blockchain 

Smart Contracts, yang dibangun menggunakan teknologi 

blockchain, merupakan jenis perjanjian digital yang dieksekusi secara 

otomatis berdasarkan kode program yang terintegrasi dalam blockchain. 

Kontrak ini dapat diprogram untuk mengeksekusi kesepakatan begitu 

kondisi-kondisi tertentu terpenuhi, tanpa memerlukan perantara atau 

pihak ketiga, seperti notaris atau pengacara. Teknologi blockchain 

memberikan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem 

tradisional, karena setiap transaksi tercatat secara transparan dan tidak 

dapat diubah, menjadikan kontrak ini lebih efisien dan mengurangi 

potensi penipuan (Quinn et al., 2023). 

Kelebihan utama dari Smart Contracts adalah kemampuannya 

untuk mempercepat proses kontrak dan mengurangi biaya yang 

biasanya terkait dengan pelaksanaan kontrak tradisional. Misalnya, 

dalam transaksi jual beli, Smart contract dapat secara otomatis 

mentransfer pembayaran ke penjual begitu pembeli mengonfirmasi 

penerimaan barang. Dengan demikian, proses ini mengurangi 

kemungkinan terjadinya perselisihan atau keterlambatan yang sering 

terjadi dalam kontrak konvensional. Selain itu, penggunaan blockchain 

sebagai platform untuk Smart contract memastikan bahwa setiap 

perubahan pada kontrak dapat dilacak, yang memberikan transparansi 

dan keamanan yang lebih tinggi bagi semua pihak yang terlibat (Hasan, 

2023). 

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, penggunaan Smart 

Contracts juga menghadirkan tantangan hukum yang signifikan. Salah 

satu tantangan utama adalah terkait dengan yurisdiksi. Karena 

blockchain bersifat terdesentralisasi dan transaksi Smart contract dapat 

dilakukan secara global, sering kali timbul pertanyaan mengenai sistem 

hukum mana yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan sengketa 

yang muncul. Misalnya, dalam sebuah Smart contract yang melibatkan 

pihak dari dua negara yang berbeda, akan sangat sulit untuk menentukan 

negara mana yang berhak mengadili jika terjadi sengketa. Masalah ini 

menjadi semakin rumit karena blockchain tidak terikat pada satu lokasi 
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geografis tertentu, berbeda dengan sistem tradisional yang dapat 

mengandalkan batasan-batasan negara untuk menentukan yurisdiksi 

(BPHN, 2023). 

 

D. Tujuan dan Struktur Buku 

 

Buku ini bertujuan untuk memperkenalkan perspektif hukum 

perdata yang lebih adaptif terhadap teknologi digital, buku ini 

mengharapkan pembaca memperoleh wawasan yang lebih luas 

mengenai tantangan, peluang, dan solusi yang dapat diterapkan. Melalui 

struktur yang sistematis, pembaca akan mendapatkan pemahaman 

menyeluruh mengenai penerapan hukum perdata dalam konteks digital 

yang terus berkembang. 

 

1. Tujuan Buku 

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

mendalam mengenai transformasi hukum perdata di era digital. Seiring 

dengan pesatnya perkembangan teknologi yang mencakup berbagai 

aspek kehidupan, hukum perdata tidak bisa lagi dipandang sebagai 

disiplin statis yang terisolasi dari dunia luar. Oleh karena itu, tujuan 

utama buku ini adalah untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan 

oleh inovasi teknologi terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perdata, 

serta mengkaji bagaimana hukum perdata harus beradaptasi untuk 

menjaga relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi perubahan 

zaman. Secara lebih rinci, tujuan buku ini meliputi: 

a. Mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh 

teknologi terhadap penerapan hukum perdata, khususnya dalam 

bidang kontrak, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, 

dan hak kekayaan intelektual. 

b. Menyediakan wawasan tentang perkembangan terbaru dalam 

teknologi yang memengaruhi hukum perdata, seperti blockchain, 

Smart Contracts, dan e-commerce. 

c. Memberikan solusi hukum praktis terhadap permasalahan yang 

timbul akibat interaksi antara hukum perdata dan dunia digital, 

baik di tingkat nasional maupun internasional. 

d. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya regulasi dan 

kebijakan yang adaptif terhadap perubahan teknologi, serta peran 

teknologi dalam meningkatkan akses dan efisiensi sistem hukum. 
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2. Struktur Buku 

Buku ini disusun dengan mengikuti urutan yang logis untuk 

membahas permasalahan hukum perdata dalam konteks digital. Struktur 

buku ini dibagi menjadi 12 bab yang mencakup berbagai topik penting 

yang berhubungan dengan hukum perdata dan teknologi. Berikut adalah 

penjelasan singkat mengenai struktur buku ini: 

a. Bab 1: Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang, definisi, ruang lingkup, serta 

tujuan dan struktur buku. Bab ini menjadi dasar pemahaman 

tentang pentingnya transformasi hukum perdata di era digital. 

b. Bab 2: Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdata 

Membahas asas-asas hukum perdata, sumber-sumber hukum, 

pembagian hukum perdata, serta relevansi prinsip-prinsip 

tersebut dalam menghadapi tantangan digital. 

c. Bab 3: Kontrak Elektronik 

Menelusuri definisi dan bentuk kontrak elektronik, validitas 

hukum kontrak tersebut, serta isu hukum yang timbul dari 

penandatanganan digital dan perjanjian dalam dunia maya. 

d. Bab 4: Perlindungan Data Pribadi 

Mengkaji pentingnya perlindungan data pribadi, regulasi yang 

berlaku di Indonesia, serta perbandingan dengan standar 

internasional. Bab ini juga membahas penerapan regulasi tersebut 

dalam konteks teknologi yang berkembang. 

e. Bab 5: Hak Kekayaan Intelektual 

Bab ini membahas pengertian hak kekayaan intelektual dalam 

konteks digital, tantangan yang dihadapi, dan solusi serta 

kebijakan yang dapat diterapkan untuk melindungi hak cipta di 

dunia maya. 

f. Bab 6: Transaksi dan Pembayaran Elektronik 

Memahami jenis transaksi elektronik, regulasi yang mengatur 

pembayaran digital, serta langkah-langkah keamanan yang 

diperlukan untuk melindungi konsumen dan penyelesaian 

sengketa yang terjadi dalam transaksi digital. 

g. Bab 7: E-commerce dan Perlindungan Konsumen 

Membahas definisi dan perkembangan e-commerce, regulasi 

yang berlaku di Indonesia, serta hak dan kewajiban konsumen 

dalam dunia e-commerce, termasuk penyelesaian sengketa 

konsumen. 
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h. Bab 8: Teknologi Blockchain dan Smart Contracts 

Bab ini membahas pengertian blockchain dan Smart Contracts, 

potensi serta tantangan dalam penerapannya, serta kasus-kasus 

yang menunjukkan bagaimana teknologi ini digunakan dalam 

berbagai sektor. 

i. Bab 9: Hukum Keluarga di Era Digital 

Memaparkan perubahan dalam dinamika keluarga yang 

dipengaruhi oleh teknologi, termasuk pengaturan perkawinan 

dan perceraian secara online, hak asuh anak, serta warisan dan 

pembagian harta dalam konteks digital. 

j. Bab 10: Hukum Perdata Internasional dan Era Digital 

Menganalisis pengertian hukum perdata internasional, konflik 

hukum dan yurisdiksi di era digital, serta penyelesaian sengketa 

internasional dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. 

k. Bab 11: Masa Depan Hukum Perdata di Era Digital 

Bab ini mengidentifikasi tren dan prediksi perkembangan hukum 

perdata di masa depan, termasuk peran teknologi dalam 

transformasi hukum, serta tantangan etis dan sosial yang harus 

dihadapi oleh sistem hukum. 

l. Bab 12: Kesimpulan 

Bab terakhir merangkum keseluruhan pembahasan dan 

menyarankan langkah-langkah yang perlu diambil untuk 

memastikan bahwa hukum perdata tetap relevan dan efektif di era 

digital, serta bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi untuk 

menghadapi tantangan yang muncul seiring dengan 

perkembangan teknologi.     
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BAB II 
PRINSIP-PRINSIP DASAR 

HUKUM PERDATA 
 

 

 

Prinsip-prinsip dasar hukum perdata merupakan fondasi utama 

yang membentuk kerangka hukum dalam mengatur hubungan antara 

individu, kelompok, dan badan hukum dalam masyarakat. Prinsip-

prinsip ini mencakup berbagai aturan dasar yang dirancang untuk 

memastikan keadilan, keteraturan, dan perlindungan hak setiap pihak 

yang terlibat dalam hubungan hukum. Beberapa asas penting dalam 

hukum perdata antara lain asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, 

asas perlindungan hak, serta asas tanggung jawab. Asas-asas ini tidak 

hanya berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perjanjian atau 

kontrak, tetapi juga sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa dan 

memastikan keadilan dalam berbagai transaksi hukum. Seiring dengan 

perkembangan zaman dan perubahan sosial, prinsip-prinsip dasar ini 

harus mampu beradaptasi, terutama dalam menghadapi tantangan baru 

di era digital dan globalisasi, di mana interaksi hukum seringkali 

melibatkan teknologi dan platform online yang memerlukan interpretasi 

yang lebih dinamis dan relevan. 

 

A. Asas-asas Hukum Perdata 

 

Asas-asas hukum perdata adalah prinsip dasar yang mengatur 

hubungan hukum antara individu dalam masyarakat. Asas-asas ini 

memberikan kerangka yang mendasari penerapan hukum perdata, 

membantu menciptakan tatanan hukum yang adil dan seimbang. 

Beberapa asas utama dalam hukum perdata yang perlu dipahami adalah: 
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1. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu prinsip fundamental 

dalam hukum perdata yang memberikan keleluasaan kepada individu 

atau pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk menentukan isi, 

bentuk, serta syarat-syarat kontrak sesuai dengan kehendak bersama. 

Prinsip ini memungkinkan para pihak mengatur hubungan hukum secara 

mandiri, selama tidak melanggar ketertiban umum, moralitas, atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soerjono, 2020). 

Kebebasan ini mencerminkan pengakuan terhadap otonomi individu dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks hukum 

perdata. 

Kebebasan berkontrak memiliki beberapa elemen utama, 

termasuk kebebasan untuk memilih pihak yang akan diajak bekerja 

sama, menentukan isi perjanjian, dan menentukan bentuk serta tata cara 

pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip 

ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ini 

memberikan dasar legal bagi setiap perjanjian yang dibuat secara 

sukarela oleh para pihak untuk dapat dilaksanakan dan dihormati. 

Kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, 

kebebasan berkontrak dibatasi oleh beberapa faktor, termasuk ketentuan 

hukum yang mengatur perlindungan konsumen, keadilan, dan ketertiban 

umum. Misalnya, dalam konteks perlindungan konsumen, asas ini 

dibatasi oleh peraturan yang melindungi pihak yang lebih lemah dalam 

transaksi, seperti konsumen dalam hubungan dengan produsen atau 

penyedia layanan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen memberikan jaminan bahwa kebebasan 

kontraktual tidak dapat digunakan untuk menciptakan ketentuan yang 

merugikan konsumen (Poespoprodjo, 2018). 

 

2. Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum 

perdata yang menuntut setiap pihak untuk bertindak dengan niat yang 

jujur, tulus, dan sesuai norma kepatutan dalam melakukan perbuatan 

hukum. Prinsip ini berfungsi sebagai panduan moral dan etika dalam 

hubungan hukum, yang bertujuan untuk menjaga keadilan, integritas, 

dan kepercayaan antar pihak. Sebagaimana dijelaskan oleh 
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Mertokusumo (2017), asas itikad baik meliputi sikap transparansi dan 

tanggung jawab yang diwujudkan melalui perilaku yang tidak menipu, 

tidak memanfaatkan kelemahan pihak lain, dan tidak bertindak secara 

sewenang-wenang. 

Pada konteks kontrak, asas itikad baik berlaku sejak tahap 

negosiasi, pelaksanaan, hingga penyelesaian perjanjian. Misalnya, pada 

tahap negosiasi, para pihak diharapkan memberikan informasi yang jujur 

terkait isi dan syarat perjanjian. Dalam pelaksanaan kontrak, asas ini 

mengharuskan para pihak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan 

tanpa upaya untuk mengelak atau mengurangi hak pihak lain. Dengan 

demikian, asas itikad baik menjadi elemen yang penting untuk mencegah 

penyalahgunaan hak dan melindungi pihak yang lebih lemah dalam suatu 

hubungan hukum. 

Di era digital, asas itikad baik menjadi semakin relevan. 

Transaksi elektronik yang semakin marak, seperti e-commerce dan 

layanan fintech, membawa tantangan baru terkait kepercayaan dan 

integritas dalam hubungan hukum. Banyaknya transaksi yang dilakukan 

tanpa interaksi langsung antara para pihak meningkatkan risiko 

penipuan, pelanggaran kontrak, dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh 

karena itu, asas itikad baik menjadi landasan penting untuk memastikan 

bahwa transaksi digital dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan 

dapat dipercaya. 

 

3. Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam 

sistem hukum yang menjamin adanya kejelasan, konsistensi, dan 

keadilan dalam penerapan hukum. Prinsip ini memberikan panduan 

bahwa aturan hukum harus dirumuskan dengan jelas dan diterapkan 

secara konsisten, sehingga semua pihak yang terlibat dalam hubungan 

hukum dapat memahami hak dan kewajibannya tanpa ambiguitas. 

Menurut Hasan (2021), asas ini memastikan bahwa keputusan hukum 

yang dibuat oleh pengadilan atau lembaga hukum lainnya tidak 

menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian bagi masyarakat. 

Pada praktiknya, kepastian hukum mencakup beberapa aspek 

penting. Hukum harus ditulis dan dipublikasikan secara transparan agar 

dapat diakses oleh semua orang. Peraturan yang berlaku harus diterapkan 

secara adil tanpa adanya diskriminasi atau perubahan mendadak yang 

dapat merugikan pihak tertentu. Keputusan hukum harus memiliki 
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landasan yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara 

rasional. Di era digital, asas kepastian hukum menjadi semakin relevan, 

khususnya dalam mengatur transaksi elektronik, perlindungan data 

pribadi, dan inovasi teknologi lainnya. Transaksi elektronik, misalnya, 

memerlukan regulasi yang jelas terkait dengan validitas kontrak 

elektronik, mekanisme pembayaran digital, dan penyelesaian sengketa 

online. Ketidakjelasan aturan dalam hal ini dapat menyebabkan 

ketidakpastian dan berpotensi merugikan konsumen atau pelaku usaha. 

Perlindungan data pribadi menjadi salah satu isu utama di era 

digital yang membutuhkan kepastian hukum. Undang-Undang No. 27 

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia merupakan 

langkah penting dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum 

terkait hak dan kewajiban penyedia layanan digital serta pengguna. 

Regulasi ini, antara lain, mengatur kewajiban perusahaan untuk menjaga 

keamanan data pengguna dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, 

sehingga menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan 

layanan digital. 

 

4. Asas Keadilan 

Asas keadilan adalah prinsip fundamental dalam hukum perdata 

yang berfokus pada upaya memastikan kesetaraan dan kewajaran dalam 

hubungan hukum. Prinsip ini menuntut agar pembagian hak dan 

kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dilakukan secara 

proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan 

secara tidak wajar. Subekti (2020) menyebutkan bahwa asas keadilan 

bertujuan untuk memberikan solusi yang setara bagi semua pihak yang 

bersengketa, baik dalam konteks transaksi bisnis, hubungan keluarga, 

maupun berbagai permasalahan hukum lainnya. 

Pada implementasinya, keadilan dalam hukum perdata mencakup 

berbagai aspek. Dalam transaksi bisnis, misalnya, keadilan diwujudkan 

melalui kontrak yang adil, di mana setiap pihak memiliki posisi tawar 

yang seimbang dan tidak ada yang dieksploitasi. Hal yang sama berlaku 

dalam hubungan keluarga, seperti dalam pembagian warisan atau 

penyelesaian konflik keluarga, di mana asas keadilan menjadi landasan 

utama untuk menjamin bahwa hak-hak setiap anggota keluarga 

dihormati dan dipenuhi. 

Di era digital, penerapan asas keadilan menghadapi tantangan 

baru. Salah satu contohnya adalah perlindungan hak konsumen dalam 
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penggunaan teknologi dan platform digital. Dalam ekosistem digital, 

sering kali terjadi ketimpangan informasi antara penyedia layanan dan 

pengguna. Penyedia layanan biasanya memiliki akses lebih besar 

terhadap data dan informasi, sementara konsumen sering kali tidak 

sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan yang disetujui. Dalam 

konteks ini, asas keadilan mengharuskan adanya transparansi dan 

perlindungan yang memadai bagi konsumen agar tidak dirugikan oleh 

praktik bisnis yang tidak adil. 

 

5. Asas Pemenuhan Perjanjian 

Asas pemenuhan perjanjian adalah salah satu prinsip dasar dalam 

hukum perdata yang mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat 

secara sah harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini 

mengandung makna bahwa apabila salah satu pihak gagal memenuhi 

kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian, pihak lain 

berhak untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau bahkan meminta 

ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Asas ini penting untuk 

menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual 

antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam sistem hukum Indonesia, asas 

ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa perjanjian 

yang sah berlaku seperti undang-undang bagi yang membuatnya, 

memberikan kekuatan hukum yang mengikat terhadap perjanjian yang 

telah disepakati. 

Asas pemenuhan perjanjian berfungsi untuk memberikan 

perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat ketidakpatuhan salah 

satu pihak terhadap kewajiban yang telah disepakati. Prinsip ini 

mendorong para pihak untuk bertindak sesuai dengan komitmen, serta 

memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau terabaikan dalam 

pelaksanaan perjanjian tersebut. Salah satu aspek yang penting dalam 

penerapan asas ini adalah adanya mekanisme penyelesaian sengketa 

yang dapat digunakan oleh pihak yang dirugikan untuk mendapatkan 

pemenuhan hak-haknya, baik melalui pengadilan maupun alternatif 

penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. 

Pada praktiknya, asas pemenuhan perjanjian menjadi sangat 

penting untuk mendorong kepatuhan terhadap kontrak yang telah 

disepakati. Tanpa adanya asas ini, perjanjian bisa kehilangan makna dan 

tujuan yang ingin dicapainya, karena pihak-pihak yang terlibat tidak 
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merasa berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang telah disetujui 

bersama. Selain itu, prinsip ini juga berfungsi sebagai alat untuk 

menghindari penyalahgunaan posisi dalam hubungan kontraktual, 

terutama bagi pihak yang memiliki posisi lebih lemah atau tidak 

memiliki kemampuan untuk melawan ketidakpatuhan dari pihak yang 

lebih kuat. 

 

6. Asas Non-retroaktif (Tidak Berlaku Surut) 

Asas non-retroaktif adalah prinsip hukum yang menyatakan 

bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan 

secara surut atau berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum 

peraturan tersebut diundangkan. Dengan kata lain, asas ini memastikan 

bahwa hukum hanya berlaku untuk tindakan atau peristiwa yang terjadi 

setelah peraturan tersebut mulai diberlakukan. Prinsip ini berfungsi 

untuk melindungi kepastian hukum dan mencegah kerugian bagi 

individu atau kelompok akibat penerapan hukum baru terhadap peristiwa 

masa lalu (Rangkuti, 2019). 

Secara filosofis, asas non-retroaktif berakar pada konsep 

keadilan. Hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman dan adil 

kepada masyarakat. Jika suatu peraturan dapat diberlakukan surut, maka 

individu dapat dihukum atau dikenakan kewajiban yang tidak diketahui 

sebelumnya, karena aturan tersebut belum ada pada saat melakukan 

suatu tindakan. Misalnya, seseorang yang melakukan kegiatan tertentu 

yang sah pada masanya tidak dapat dihukum berdasarkan aturan yang 

baru diterapkan setelah tindakan tersebut dilakukan. Dengan demikian, 

asas ini melindungi hak-hak individu dan menjaga integritas sistem 

hukum. 

Pada sistem hukum Indonesia, asas non-retroaktif diatur dalam 

berbagai ketentuan hukum, salah satunya adalah Pasal 1 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa 

“tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan 

kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada 

sebelum perbuatan dilakukan.” Prinsip ini memastikan bahwa hukum 

pidana tidak boleh diterapkan surut, memberikan perlindungan yang kuat 

bagi individu dari potensi ketidakadilan. 
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B. Sumber-sumber Hukum Perdata 

 

Sumber hukum perdata mengacu pada semua bentuk aturan atau 

ketentuan hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antar 

individu dalam masyarakat. Secara umum, sumber hukum perdata dapat 

dibagi menjadi dua kategori utama: sumber tertulis dan sumber tidak 

tertulis. Sumber-sumber ini berperan penting dalam penegakan hukum 

dan penyelesaian sengketa dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. 

 

1. Undang-Undang (Peraturan Perundang-undangan) 

Undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah 

sumber hukum tertulis yang paling utama dalam sistem hukum perdata 

di Indonesia. Peraturan ini memiliki peran penting dalam mengatur 

kehidupan masyarakat, khususnya dalam hubungan-hubungan perdata 

antara individu atau badan hukum. Salah satu undang-undang yang 

sangat fundamental dalam hukum perdata Indonesia adalah Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pertama kali 

diundangkan pada tahun 1847 oleh pemerintah kolonial Belanda. 

Meskipun sudah berusia lebih dari satu abad, KUHPerdata masih 

menjadi acuan utama dalam penyelesaian masalah hukum perdata di 

Indonesia hingga saat ini. KUHPerdata terdiri dari berbagai bagian yang 

mengatur bidang-bidang hukum penting, seperti hukum perjanjian, 

hukum keluarga, hukum waris, dan hukum harta kekayaan. 

Terdapat pula berbagai peraturan perundang-undangan lainnya 

yang mengatur bidang perdata secara lebih spesifik. Misalnya, Undang-

Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memberikan 

perlindungan bagi konsumen dalam transaksi barang dan jasa, Undang-

Undang Hak Cipta yang mengatur perlindungan terhadap karya cipta dan 

hak kekayaan intelektual, serta Undang-Undang Perlindungan Data 

Pribadi yang bertujuan untuk melindungi data pribadi warga negara dari 

penyalahgunaan dalam era digital. Peraturan-peraturan ini, meskipun 

lebih khusus, tetap berperan penting dalam menjaga ketertiban dan 

keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Undang-undang dalam sistem hukum Indonesia memiliki 

kedudukan yang sangat penting karena merupakan dasar hukum yang 

mengatur segala hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh 

karena itu, setiap perubahan atau perkembangan dalam masyarakat, baik 

itu dari segi sosial, ekonomi, maupun teknologi, sering kali 
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memengaruhi kebutuhan akan pembaruan undang-undang yang ada. 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, misalnya, banyak 

aspek hukum perdata yang perlu disesuaikan dengan kenyataan baru, 

seperti transaksi elektronik, kontrak digital, atau perlindungan hak 

kekayaan intelektual di dunia maya. Hal ini mendorong pembaruan 

peraturan perundang-undangan yang lebih relevan dengan kebutuhan 

zaman. 

 

2. Perjanjian atau Kontrak 

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu sumber utama 

hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antar pihak-pihak yang 

terlibat. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian adalah 

kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan, mengubah, 

atau menghapuskan hak dan kewajiban. Perjanjian ini menjadi dasar bagi 

terbentuknya hubungan hukum yang diatur berdasarkan asas kebebasan 

berkontrak, yang memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan 

isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban 

umum, atau kesusilaan (Soerjono, 2020). 

Sebuah perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat 

yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) kesepakatan 

para pihak, (2) kecakapan untuk membuat perjanjian, (3) adanya objek 

tertentu, dan (4) tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. 

Jika syarat-syarat ini terpenuhi, perjanjian yang dibuat menjadi sah dan 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menciptakan hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan prinsip 

pacta sunt servanda, yang menyatakan bahwa perjanjian harus 

dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Pada perkembangan teknologi, bentuk perjanjian telah meluas 

hingga mencakup kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah 

kesepakatan yang dibuat melalui media digital, seperti email atau 

platform online, yang memiliki keabsahan hukum yang sama dengan 

kontrak konvensional. Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 1 angka 17, mengakui keabsahan 

kontrak elektronik sebagai alat bukti sah di pengadilan selama memenuhi 

persyaratan hukum yang berlaku. Perkembangan ini menjadi penting 

dalam mengakomodasi transaksi bisnis yang semakin banyak dilakukan 

secara daring, termasuk e-commerce dan layanan berbasis digital 

(Tumpal, 2023). 
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3. Yurisprudensi 

Yurisprudensi, atau keputusan pengadilan, merupakan salah satu 

sumber hukum perdata yang signifikan, terutama dalam menghadapi 

situasi hukum yang belum diatur secara jelas oleh peraturan perundang-

undangan. Dalam konteks hukum perdata, yurisprudensi merujuk pada 

serangkaian putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap dan diakui sebagai pedoman bagi penyelesaian kasus serupa di 

masa mendatang. Yurisprudensi menjadi penting karena memberikan 

kepastian hukum, mengisi kekosongan hukum, dan membantu 

interpretasi terhadap peraturan yang bersifat umum atau ambigu. 

Keputusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi biasanya 

dihasilkan dari pengadilan tingkat tinggi, seperti Mahkamah Agung. 

Setelah diputuskan, keputusan tersebut dapat menjadi preseden yang 

digunakan oleh hakim dalam memutus perkara serupa. Fungsi ini 

menempatkan yurisprudensi sebagai panduan penting dalam sistem 

hukum, meskipun secara formal bukan bagian dari peraturan perundang-

undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi sering 

digunakan untuk menafsirkan undang-undang yang bersifat umum atau 

untuk memberikan solusi atas masalah hukum yang belum diatur secara 

spesifik. 

Di era digital, relevansi yurisprudensi semakin meningkat. 

Perkembangan teknologi telah melahirkan tantangan baru dalam sistem 

hukum, seperti kasus-kasus terkait kontrak elektronik, perlindungan data 

pribadi, dan transaksi e-commerce. Karena peraturan yang ada sering 

kali tidak mampu mengikuti kecepatan perubahan teknologi, pengadilan 

memiliki peran penting dalam membentuk yurisprudensi yang relevan 

dengan situasi terkini. Sebagai contoh, kasus-kasus yang berkaitan 

dengan pelanggaran privasi melalui media sosial atau sengketa dalam 

transaksi online dapat menjadi dasar bagi interpretasi hukum baru yang 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman (Harahap, 2022). 

 

4. Doktrin atau Pendapat Ahli 

Doktrin, atau pendapat ahli, merupakan sumber hukum yang 

memiliki peran penting dalam sistem hukum perdata, terutama dalam 

menangani masalah hukum yang belum memiliki ketentuan jelas dalam 

peraturan perundang-undangan. Doktrin adalah pandangan atau ajaran 

yang diberikan oleh para pakar hukum mengenai suatu isu hukum 

tertentu, yang berfungsi sebagai petunjuk atau penafsiran ketika 
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peraturan yang ada tidak cukup jelas atau komprehensif untuk mengatasi 

suatu permasalahan. Pendapat ini sering digunakan oleh hakim dalam 

mengambil keputusan atas kasus yang tidak diatur dengan jelas oleh 

undang-undang, sehingga dapat mengisi celah hukum yang ada 

(Poespoprodjo, 2021). 

Doktrin dapat menjadi rujukan penting dalam pengembangan 

hukum, khususnya dalam situasi di mana hukum positif tidak 

menyediakan pedoman yang memadai. Sebagai contoh, dalam kasus 

yang berkaitan dengan perkembangan teknologi baru atau isu-isu sosial 

yang terus berkembang, seperti kontrak digital atau perlindungan data 

pribadi, pendapat para ahli dapat memberikan wawasan dan interpretasi 

yang lebih sesuai dengan perubahan zaman. Misalnya, dengan 

munculnya e-commerce dan transaksi elektronik, hukum perdata 

memerlukan penyesuaian dan klarifikasi tentang bagaimana perjanjian 

yang dilakukan secara online dapat diakui sah dan dilaksanakan secara 

efektif. Dalam situasi seperti ini, doktrin yang dikeluarkan oleh ahli 

hukum dapat berfungsi sebagai panduan yang membantu hakim 

memutuskan perkara sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan 

kebutuhan praktis dalam masyarakat (Tumpal, 2023). 

Meskipun doktrin tidak memiliki kekuatan hukum yang setara 

dengan undang-undang atau yurisprudensi, pendapat ahli tetap memiliki 

pengaruh signifikan dalam membentuk arah pemikiran dan 

perkembangan hukum. Hal ini karena pendapat para ahli umumnya 

bersifat sistematis, berdasarkan analisis mendalam, dan disampaikan 

dengan tujuan untuk mengklarifikasi atau memberi penjelasan atas 

permasalahan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, doktrin sering 

dijadikan acuan oleh hakim dalam membentuk argumen dan 

merumuskan keputusan dalam kasus yang tidak secara langsung diatur 

oleh undang-undang. 

 

5. Kebiasaan atau Praktek Hukum 

Kebiasaan atau praktek hukum merujuk pada kebiasaan yang 

diterima oleh suatu komunitas atau masyarakat yang dapat dijadikan 

pedoman dalam menjalankan transaksi atau hubungan hukum, meskipun 

tidak diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan. 

Meskipun sumber hukum ini lebih terbatas dan hanya berlaku dalam 

konteks tertentu, kebiasaan atau praktek hukum memiliki peranan 
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penting dalam menyelesaikan masalah hukum yang muncul, terutama 

ketika hukum positif tidak memberikan aturan yang jelas. 

Sebagai contoh dalam dunia bisnis, terdapat berbagai kebiasaan 

yang berkembang antar perusahaan. Salah satu contoh yang sering 

dijumpai adalah kebiasaan untuk menyelesaikan sengketa melalui 

mekanisme arbitrase. Hal ini, meskipun tidak selalu diatur secara rinci 

dalam perundang-undangan, dapat menjadi pedoman yang sah dan 

diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis tersebut. 

Kebiasaan ini menjadi penting karena memberikan kejelasan mengenai 

cara penyelesaian sengketa tanpa perlu melalui prosedur peradilan 

umum yang mungkin lebih memakan waktu dan biaya. Oleh karena itu, 

praktik ini sering digunakan di banyak negara dan di berbagai sektor 

bisnis (Sudjana, 2020). 

Kebiasaan dalam dunia perniagaan atau perdagangan juga dapat 

mencakup cara-cara transaksi yang sudah berlangsung lama dan diterima 

oleh masyarakat setempat. Misalnya, dalam jual beli barang atau jasa, 

terdapat kebiasaan tertentu yang diikuti oleh para pelaku usaha. 

Kebiasaan ini bisa saja berbeda antar daerah atau negara, namun selama 

pihak-pihak yang terlibat sepakat dan tidak bertentangan dengan hukum 

yang berlaku, kebiasaan tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam 

penyelesaian sengketa atau ketidakjelasan yang muncul. 

 

6. Sumber Hukum Internasional 

Sumber hukum internasional berperan penting dalam hukum 

perdata internasional, yang semakin relevan di era globalisasi dan 

kemajuan teknologi. Sumber hukum ini mencakup perjanjian 

internasional, konvensi, dan prinsip-prinsip yang diakui oleh negara-

negara di seluruh dunia. Salah satu contoh perjanjian internasional yang 

sangat berpengaruh adalah Konvensi PBB tentang Kontrak Perdagangan 

Internasional (CISG), yang memberikan pedoman dan aturan hukum 

untuk menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Negara-

negara yang menjadi pihak dalam konvensi ini wajib mengikuti 

ketentuan yang ada, sehingga memberikan kepastian hukum dalam 

penyelesaian sengketa perdagangan antar negara. 

Perjanjian internasional juga mencakup bidang-bidang lain, 

seperti hak kekayaan intelektual, kontrak internasional, dan 

perlindungan data pribadi. Sebagai contoh, dalam era digital saat ini, 

banyak negara yang terlibat dalam perjanjian atau konvensi yang 
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mengatur bagaimana data pribadi harus dilindungi ketika melintasi batas 

negara. Salah satu perjanjian internasional yang penting dalam hal ini 

adalah General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, yang 

mempengaruhi cara negara-negara lain menangani data pribadi yang 

terkait dengan warga negara Uni Eropa, meskipun data tersebut disimpan 

di luar Eropa. 

Sumber hukum internasional juga mencakup tata cara 

penyelesaian sengketa internasional, yang mengatur bagaimana negara-

negara dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus melibatkan 

peperangan atau konflik. Organisasi seperti Organisasi Perdagangan 

Dunia (WTO) dan Pengadilan Internasional (ICJ) berperan penting 

dalam menyelesaikan sengketa antar negara yang timbul dalam konteks 

perdagangan dan masalah internasional lainnya. Dalam konteks hukum 

perdata internasional, globalisasi dan kemajuan teknologi telah membuat 

hukum internasional semakin relevan. Contohnya adalah transaksi e-

commerce lintas negara, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam 

transaksi online berasal dari negara yang berbeda. Dalam hal ini, 

perjanjian internasional memberikan pedoman mengenai hak dan 

kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak digital, 

serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan. 

 

7. Undang-Undang Dasar Negara 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), 

meskipun bukan merupakan sumber hukum perdata secara langsung, 

berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia yang 

memberikan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-

undangan, termasuk hukum perdata. UUD 1945 mengatur prinsip-

prinsip dasar yang memengaruhi seluruh sistem hukum di Indonesia, 

salah satunya adalah hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial. 

Kedua prinsip ini sangat penting dalam membentuk hukum perdata yang 

bertujuan untuk menciptakan keadilan dan perlindungan bagi setiap 

individu dalam masyarakat. 

Salah satu prinsip penting yang diatur dalam UUD 1945 adalah 

keadilan sosial dan persamaan di depan hukum. Prinsip ini memberikan 

arahan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus 

memperhatikan kesejahteraan bersama dan memastikan bahwa setiap 

individu mendapatkan hak yang sama dalam perlakuan hukum. Dalam 

konteks hukum perdata, prinsip ini terlihat dalam berbagai ketentuan 
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yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam berhubungan satu 

sama lain, seperti dalam perjanjian, waris, dan permasalahan hak milik. 

UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia, yang menjadi 

dasar bagi pengaturan perlindungan hak-hak individu dalam hukum 

perdata. Misalnya, hak atas kebebasan berkontrak, hak atas perlindungan 

pribadi, serta hak untuk memperoleh keadilan dalam setiap 

permasalahan hukum yang melibatkan individu. Oleh karena itu, 

pengaturan tentang hak-hak pribadi dan perlindungan terhadap hak-hak 

tersebut selalu merujuk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam 

UUD 1945. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam hukum perdata di 

Indonesia berfungsi untuk menjaga agar peraturan hukum yang ada tidak 

hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, 

kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, hukum perdata 

mengatur tentang bagaimana penyelesaian sengketa yang melibatkan 

hak pribadi atau harta kekayaan dilakukan dengan memperhatikan asas 

keadilan dan persamaan di depan hukum, yang tercermin dalam sistem 

peradilan yang ada. 

 

C. Pembagian Hukum Perdata 

 

Hukum perdata adalah bagian dari hukum yang mengatur 

hubungan antara individu dalam masyarakat, termasuk hak dan 

kewajiban yang timbul dari perbuatan-perbuatan hukum. Pembagian 

hukum perdata dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, seperti 

objek yang diatur, tujuan hukum, serta jenis perbuatan hukum yang 

diatur. Berikut ini adalah pembagian utama dalam hukum perdata yang 

biasa ditemukan dalam berbagai literatur hukum. 

 

1. Hukum Perdata Substantif dan Hukum Perdata Prosedural 

Hukum perdata dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu 

hukum perdata substantif dan hukum perdata prosedural, yang masing-

masing memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. 

Keduanya saling melengkapi dan bekerja bersama untuk memastikan 

bahwa hak-hak individu dilindungi dan kewajiban-kewajiban yang ada 

dapat ditegakkan secara efektif.  

Hukum Perdata Substantif berfokus pada substansi hak dan 

kewajiban dalam hubungan hukum antar individu. Hukum ini mengatur 

mengenai hak-hak yang dimiliki oleh individu serta kewajiban yang 
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harus dipenuhi dalam berbagai hubungan hukum. Contohnya termasuk 

hukum perjanjian, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum kekayaan. 

Dalam hukum perjanjian, misalnya, hukum substantif mengatur tentang 

syarat sahnya suatu kontrak, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, 

serta akibat hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. 

Demikian pula dalam hukum keluarga, hukum substantif mengatur hak-

hak dalam perkawinan, hak asuh anak, dan pembagian harta warisan. 

Semua ketentuan ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) yang menjadi pedoman utama dalam hukum 

perdata di Indonesia (Sutedi, 2019). Hukum perdata substantif bertujuan 

untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu serta 

memastikan bahwa hubungan hukum antar pihak dijalankan sesuai 

dengan norma yang berlaku. 

Hukum Perdata Prosedural lebih berfokus pada mekanisme 

pelaksanaan dan penegakan hak-hak yang sudah diatur dalam hukum 

substantif. Hukum ini mengatur cara-cara penyelesaian sengketa yang 

mungkin timbul dalam hubungan hukum perdata, serta langkah-langkah 

yang harus diambil untuk menuntut pemenuhan hak atau 

mempertahankan kewajiban. Hukum perdata prosedural mengatur 

tentang prosedur yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang 

bersengketa untuk memperoleh keputusan hukum melalui pengadilan 

atau lembaga hukum lainnya. Ini mencakup tahapan mulai dari 

pengajuan gugatan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan 

pengadilan. Dengan demikian, hukum perdata prosedural memastikan 

bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan adil, transparan, dan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Munir, 2021). Tanpa 

hukum prosedural yang jelas, meskipun hak-hak individu diatur dengan 

baik dalam hukum substantif, akan sulit bagi individu untuk 

mendapatkan perlindungan hukum atau penegakan haknya. 

 

2. Hukum Perjanjian dan Hukum Keluarga 

Hukum perdata dapat dibagi ke dalam beberapa cabang, di 

antaranya adalah hukum perjanjian dan hukum keluarga, yang masing-

masing mengatur aspek-aspek berbeda dalam hubungan hukum antar 

individu. Kedua cabang hukum ini sangat penting dalam memastikan 

keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam berbagai konteks 

sosial dan pribadi. 
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Hukum Perjanjian adalah cabang hukum perdata yang mengatur 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dalam 

bentuk perjanjian atau kontrak. Dalam hukum perjanjian, yang utama 

adalah adanya kesepakatan yang sah antara para pihak yang terlibat, 

yang mencakup kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi. Hukum perjanjian juga mengatur bagaimana suatu kontrak 

dapat dibatalkan atau dipenuhi apabila terjadi pelanggaran. Syarat 

sahnya suatu perjanjian tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata), terutama Pasal 1320 yang menyatakan bahwa 

suatu perjanjian hanya sah apabila memenuhi empat syarat utama: 

adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan para pihak untuk 

membuat perjanjian, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Sebagai 

contoh, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, hukum 

perjanjian akan mengatur hak pihak lainnya untuk menuntut pelaksanaan 

atau pembatalan kontrak, serta pemberian ganti rugi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku (Ramadhan, 2022). Hukum perjanjian sangat 

penting dalam dunia bisnis dan transaksi komersial karena memberikan 

kepastian hukum dalam setiap kesepakatan yang dibuat. 

Hukum Keluarga mengatur hubungan hukum antara anggota 

keluarga, seperti hubungan suami-istri, orang tua-anak, serta hubungan 

hukum lainnya seperti adopsi atau perwalian. Hukum keluarga memiliki 

peran yang sangat besar dalam melindungi hak-hak individu dalam 

konteks keluarga. Aspek yang diatur dalam hukum keluarga mencakup 

berbagai hal, antara lain pernikahan, perceraian, hak-hak anak, dan 

masalah warisan. Dalam hal pernikahan, hukum keluarga memastikan 

bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sah dan 

dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Hal yang sama 

berlaku pada perceraian, yang juga memerlukan proses hukum untuk 

memastikan hak-hak masing-masing pihak, termasuk hak-hak anak yang 

terlibat, dilindungi dengan baik. Begitu pula dalam hal warisan, hukum 

keluarga mengatur bagaimana pembagian harta warisan dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan hukum agama maupun 

hukum negara. Dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai tradisional 

yang tinggi, hukum keluarga juga berperan dalam menjaga 

keharmonisan dan kesejahteraan anggota keluarga, serta memberikan 

perlindungan terhadap anak-anak dan pihak yang lebih rentan 

(Sudarsono, 2021). 
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3. Hukum Waris dan Hukum Kekayaan 

Hukum perdata mencakup berbagai aspek yang mengatur 

hubungan antar individu, dan dua cabang yang sangat penting adalah 

hukum waris dan hukum kekayaan. Kedua cabang ini memiliki peran 

besar dalam pengaturan hak-hak terkait harta kekayaan dan warisan, 

yang menjadi sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah 

keluarga maupun dalam masyarakat luas. 

Hukum Waris adalah cabang hukum yang mengatur pembagian 

harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli 

warisnya. Proses ini melibatkan peralihan hak kepemilikan atas harta 

warisan, yang bisa mencakup berbagai jenis aset seperti uang, properti, 

dan barang-barang berharga lainnya. Di Indonesia, hukum waris ini 

sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan agama, yang memberikan 

aturan berbeda dalam pembagian harta warisan. Misalnya, dalam hukum 

waris Islam, yang diatur dalam fiqh, ada ketentuan jelas mengenai 

pembagian harta warisan berdasarkan bagian yang ditentukan untuk ahli 

waris laki-laki dan perempuan, serta siapa saja yang berhak menerima 

warisan. Di sisi lain, hukum waris perdata modern di Indonesia mengacu 

pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang 

memberikan panduan lebih luas tentang pembagian harta warisan, baik 

dalam sistem hukum perdata maupun sistem hukum agama yang 

diterima oleh pihak-pihak terkait (Sukarno, 2021). Hukum waris juga 

mengatur prosedur distribusi warisan bagi yang tidak memiliki surat 

wasiat, serta hak-hak yang perlu dilindungi selama proses pewarisan. 

Hukum Kekayaan adalah cabang hukum yang mengatur hak atas 

benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang bersifat pribadi maupun 

bersama. Dalam hukum ini, ada pembahasan mengenai hak kepemilikan, 

peralihan hak milik, dan hak serta kewajiban yang timbul dari 

kepemilikan benda tersebut. Misalnya, hukum kekayaan mengatur 

tentang hak milik atas tanah, bangunan, dan kekayaan intelektual seperti 

hak cipta, paten, dan merek dagang. Di dalam hukum kekayaan, juga 

diatur bagaimana peralihan hak atas suatu barang atau properti 

dilakukan, baik itu melalui jual beli, hibah, warisan, atau cara lainnya. 

Hukum kekayaan juga mengatur hak-hak tertentu yang dimiliki oleh 

individu atau badan hukum atas benda yang dimiliki, termasuk hak untuk 

mengalihkan kepemilikan, hak untuk meminjamkan, dan hak untuk 

menjual (Alfarizi, 2022). Salah satu contoh yang relevan adalah hak atas 
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tanah dan bangunan yang sering kali menjadi subjek sengketa hukum 

terkait dengan kepemilikan dan penggunaan properti. 

 

4. Hukum Perdata Internasional 

Hukum Perdata Internasional mengatur hubungan hukum antara 

individu atau badan hukum dari negara yang berbeda. Seiring dengan 

perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, hubungan 

antarnegara semakin sering terjadi, dan kebutuhan akan hukum yang 

mengatur transaksi serta hubungan hukum internasional semakin 

penting. Hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk perjanjian 

internasional, pengaturan perdagangan lintas negara, hak cipta 

internasional, serta perlindungan data pribadi yang melibatkan lebih dari 

satu negara. 

Salah satu contoh penting dalam hukum perdata internasional 

adalah perjanjian-perjanjian yang mengatur perdagangan internasional, 

di mana negara-negara yang terlibat sepakat untuk menetapkan standar 

tertentu dalam transaksi bisnis. Salah satu instrumen hukum yang sangat 

penting dalam hal ini adalah Konvensi PBB tentang Kontrak 

Perdagangan Internasional (CISG), yang mengatur transaksi jual beli 

barang internasional. CISG bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum dalam hubungan dagang antarnegara, dengan menetapkan 

pedoman yang jelas mengenai syarat-syarat kontrak, kewajiban para 

pihak, serta solusi bagi penyelesaian sengketa dalam kontrak 

perdagangan internasional (Harahap, 2020). 

Hukum perdata internasional juga mencakup perlindungan hak 

cipta dan kekayaan intelektual lintas negara. Seiring dengan kemajuan 

teknologi dan peralihan dunia yang semakin mengarah ke ekonomi 

digital, masalah hak cipta menjadi semakin penting. Organisasi 

internasional seperti Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) 

berperan besar dalam mengatur perlindungan hak cipta secara global. 

Perjanjian internasional, seperti Konvensi Bern yang mengatur hak cipta, 

memberikan pedoman mengenai perlindungan karya kreatif lintas batas 

negara, memastikan bahwa karya tersebut mendapatkan perlindungan 

hukum di berbagai negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. 

 

5. Hukum Perdata Terkait dengan Teknologi 

Hukum Perdata Terkait dengan Teknologi mencakup berbagai 

isu hukum yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, seperti 



38  Transformasi Hukum Perdata 

hukum siber, perdagangan elektronik, dan perlindungan data pribadi. Di 

era digital, banyak transaksi dan interaksi hukum yang kini berlangsung 

melalui platform online, yang memunculkan tantangan baru bagi sistem 

hukum perdata yang sudah ada. Salah satu aspek yang semakin relevan 

adalah kontrak elektronik, yang dapat dilakukan melalui internet tanpa 

tatap muka fisik antara pihak-pihak yang bertransaksi. Kontrak ini 

meliputi perjanjian yang dibuat dalam bentuk digital dan diakui sah 

berdasarkan tanda tangan elektronik atau otentikasi online, yang diatur 

dalam peraturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) di Indonesia. 

Transaksi e-commerce juga menjadi fokus penting dalam hukum 

perdata terkait teknologi. E-commerce, yang mencakup transaksi jual 

beli yang dilakukan secara online, membawa konsekuensi baru terkait 

perlindungan hak konsumen, keabsahan transaksi, serta kewajiban dan 

hak penjual dan pembeli dalam transaksi tersebut. Salah satu aspek yang 

perlu diatur adalah mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi 

elektronik, yang sering kali melibatkan pihak-pihak yang berbeda negara 

dan yurisdiksi, serta penggunaan metode pembayaran digital yang 

memerlukan aturan hukum yang jelas dan proteksi bagi konsumen. 

Perlindungan data pribadi juga menjadi isu yang sangat penting 

dalam konteks hukum perdata terkait teknologi. Dengan maraknya 

penggunaan internet dan platform digital, data pribadi individu menjadi 

sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Pengumpulan, penyimpanan, 

dan pemrosesan data pribadi di dunia maya harus tunduk pada regulasi 

yang memastikan bahwa data tersebut dilindungi dan diperlakukan 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sebagai contoh, 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru-baru 

ini diberlakukan di Indonesia memberikan aturan yang lebih ketat 

mengenai bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, digunakan, dan 

dilindungi oleh entitas yang memprosesnya. Penggunaan data pribadi 

secara online, baik untuk tujuan pemasaran maupun untuk analisis 

perilaku pengguna, harus dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari 

pemilik data. 

 

D. Relevansi Prinsip-Prinsip Dasar di Era Digital 

 

Di era digital yang serba terhubung ini, perkembangan teknologi 

telah membawa perubahan signifikan dalam hampir semua aspek 
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kehidupan, termasuk dalam sistem hukum, khususnya hukum perdata. 

Prinsip-prinsip dasar hukum perdata yang telah ada sejak lama, seperti 

asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas perlindungan hak, 

tetap relevan. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, prinsip-

prinsip ini harus disesuaikan dan diterjemahkan dalam konteks digital 

agar dapat terus menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat yang 

semakin terhubung secara global. 

 

1. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas Kebebasan Berkontrak merupakan salah satu prinsip dasar 

dalam hukum perdata yang memberikan kebebasan kepada individu 

untuk membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain sesuai dengan 

kehendaknya, sepanjang kontrak tersebut tidak melanggar hukum atau 

kepentingan umum. Prinsip ini memberikan dasar bagi pihak-pihak yang 

terlibat dalam kontrak untuk menentukan syarat dan ketentuan yang 

disetujui secara bebas. Sebagai contoh, dalam hukum perdata Indonesia, 

kebebasan berkontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata), yang menekankan bahwa selama tidak 

bertentangan dengan hukum, moralitas, dan ketertiban umum, setiap 

orang dapat membuat kontrak sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginannya (Munir, 2021). 

Pada konteks digital yang semakin berkembang, asas kebebasan 

berkontrak ini tetap relevan meski dengan beberapa penyesuaian. Dunia 

digital, khususnya platform e-commerce dan transaksi elektronik, telah 

memperkenalkan bentuk baru dari perjanjian yang dikenal dengan 

kontrak elektronik. Kontrak elektronik terjadi ketika dua pihak sepakat 

terhadap syarat dan ketentuan yang ada dalam media digital, seperti saat 

membeli barang melalui internet atau mengklik “setuju” pada syarat dan 

ketentuan sebuah aplikasi. Perkembangan ini mengubah cara orang 

membuat dan menandatangani kontrak, namun prinsip kebebasan 

berkontrak tetap berlaku, artinya setiap individu atau entitas bisnis tetap 

memiliki hak untuk menentukan isi kontrak sesuai keinginan 

(Sudarsono, 2020). 

Di Indonesia, asas kebebasan berkontrak dalam dunia digital 

telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE memberikan dasar hukum yang 

mengakui kontrak elektronik sebagai sah dan mengikat secara hukum, 

yang sekaligus memperkuat kebebasan berkontrak dalam ranah digital. 
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Hal ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi 

elektronik untuk menggunakan teknologi sebagai sarana dalam membuat 

kesepakatan yang sah (Sudarsono, 2020). Namun demikian, meskipun 

asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam 

pembuatan kontrak, tetap ada tantangan besar yang harus diperhatikan.  

 

2. Asas Itikad Baik (Good Faith) 

Asas Itikad Baik (Good Faith) adalah prinsip fundamental dalam 

hukum perdata yang mengharuskan setiap pihak dalam suatu hubungan 

hukum untuk bertindak dengan niat yang baik, jujur, adil, dan tanpa 

tujuan yang merugikan pihak lain. Dalam konteks hukum perdata, asas 

ini tidak hanya berlaku dalam hubungan kontraktual, tetapi juga dalam 

transaksi sehari-hari dan penyelesaian sengketa. Asas itikad baik 

berperan untuk memastikan bahwa semua pihak dalam suatu transaksi 

berkomitmen untuk menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung 

jawab dan tanpa adanya niat buruk, seperti penipuan atau manipulasi. 

Sebagai contoh, dalam hukum perjanjian di Indonesia, asas itikad baik 

tercermin dalam kewajiban pihak yang terlibat untuk tidak 

menyembunyikan informasi penting yang dapat mempengaruhi 

keputusan pihak lain (Tampubolon, 2020). 

Di era digital, asas itikad baik menjadi semakin penting, 

mengingat peningkatan pesat penggunaan teknologi untuk melakukan 

transaksi yang dapat mengarah pada praktik yang tidak transparan, 

penipuan online, dan penyalahgunaan data pribadi. Dalam dunia digital, 

transaksi sering kali dilakukan secara anonim atau dengan identitas yang 

tidak jelas, yang membuka peluang bagi tindakan yang merugikan pihak 

lain. Misalnya, dalam transaksi e-commerce atau penggunaan aplikasi 

online, penyedia layanan dapat bertindak dengan itikad buruk jika 

menyalahgunakan data pribadi pengguna tanpa izin, atau 

menyembunyikan syarat dan ketentuan yang merugikan konsumen 

(Harahap, 2021). Sebagai contoh, praktik penggunaan data pribadi yang 

tidak sah, atau kebijakan privasi yang membingungkan, adalah bentuk 

pelanggaran terhadap asas itikad baik, karena dapat menyebabkan 

konsumen merasa dirugikan tanpa pemahaman yang jelas. 

Banyak platform digital menggunakan algoritma yang kompleks 

yang sering kali tidak transparan bagi pengguna, yang dapat 

menimbulkan kerugian atau ketidakadilan tanpa sepengetahuan pihak 

yang terlibat. Jika penyedia platform atau teknologi bertindak dengan 
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niat buruk, bisa saja memperburuk ketimpangan posisi tawar antara 

konsumen dan penyedia layanan, atau memanipulasi pengguna untuk 

keuntungan pribadi (Sudarsono, 2020). Oleh karena itu, asas itikad baik 

dalam dunia digital mengharuskan semua pihak yang terlibat untuk 

menjalankan transaksi dan hubungan hukum dengan cara yang 

transparan, adil, dan tanpa manipulasi. 

 

3. Asas Perlindungan Hak 

Asas Perlindungan Hak adalah prinsip dasar dalam hukum 

perdata yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak individu, 

termasuk hak kekayaan intelektual, hak privasi, serta hak-hak yang 

timbul dalam hubungan perjanjian. Dalam dunia digital yang terus 

berkembang, perlindungan terhadap hak-hak ini menjadi semakin 

penting, mengingat tingginya volume data pribadi yang dipertukarkan 

secara elektronik dan maraknya penyalahgunaan data serta pelanggaran 

terhadap hak kekayaan intelektual. Asas ini memastikan bahwa setiap 

individu dapat menjalani hak-haknya dengan aman, baik dalam dunia 

fisik maupun dunia maya. 

Salah satu aspek penting dari asas perlindungan hak adalah 

perlindungan data pribadi. Di era digital, data pribadi menjadi salah satu 

aset yang sangat berharga, baik untuk individu maupun untuk 

perusahaan. Oleh karena itu, perlindungan hak atas data pribadi sangat 

krusial. Regulasi seperti General  Data Protection  Regulation (GDPR) 

di Uni Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di 

Indonesia mengatur dengan tegas bagaimana data pribadi harus 

dikumpulkan, disimpan, dan digunakan, serta hak individu untuk 

mengontrol data. Aturan ini melindungi individu dari penyalahgunaan 

data, seperti penyalahgunaan dalam konteks pemasaran, pencurian 

identitas, dan penggunaan data yang tidak sah (Harahap, 2021). 

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual juga menjadi fokus 

utama dalam hukum perdata, khususnya di dunia digital. Kekayaan 

intelektual, yang meliputi hak cipta, paten, dan merek dagang, semakin 

rentan terhadap pelanggaran di dunia maya. Dengan mudahnya 

informasi atau karya kreatif disalin dan dibagikan secara digital, 

perlindungan terhadap hak-hak kekayaan intelektual sangat dibutuhkan. 

Hukum perdata harus dapat menanggapi hal ini dengan memberikan 

perlindungan yang tepat, baik bagi pencipta maupun pemilik hak. 

Misalnya, di Indonesia, terdapat regulasi terkait hak cipta yang 
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memberikan perlindungan terhadap karya kreatif dan mencegah 

penggandaan tanpa izin (Tumpal, 2023). 

 

4. Asas Keadilan 

Asas Keadilan dalam hukum perdata menuntut adanya 

keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam 

suatu hubungan hukum. Prinsip ini bertujuan agar tidak ada pihak yang 

dirugikan atau diperlakukan tidak adil dalam suatu perjanjian atau 

transaksi. Dalam konteks dunia digital, penerapan asas keadilan menjadi 

lebih kompleks karena adanya sifat transaksi yang anonim, cepat, dan 

sering kali melibatkan pihak-pihak lintas negara. Transaksi digital dapat 

dilakukan tanpa kehadiran fisik, yang membuat pengawasan dan 

penegakan hukum menjadi lebih sulit (Sutedi, 2020). 

Salah satu tantangan terbesar adalah dalam hal penyelesaian 

sengketa digital. Dengan adanya transaksi lintas batas negara, terkadang 

pihak-pihak yang terlibat sulit untuk dijangkau oleh hukum nasional, 

sehingga penyelesaian sengketa menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, 

penting bagi negara dan badan legislatif untuk memperbarui dan 

menyesuaikan hukum perdata agar mencakup isu-isu keadilan dalam 

dunia digital, seperti mengatur bagaimana hak-hak konsumen dilindungi 

dalam e-commerce atau bagaimana perdagangan internasional yang 

berbasis teknologi dapat dilakukan dengan adil dan transparan (Sutedi, 

2020). 

Keadilan juga harus diwujudkan dalam hal akses terhadap 

teknologi. Di dunia digital, terdapat disparitas yang cukup signifikan 

antara individu atau kelompok yang memiliki akses ke teknologi canggih 

dan yang tidak. Akses terhadap internet, perangkat, dan informasi harus 

diperhatikan agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk 

memanfaatkan teknologi tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks ini, 

hukum perdata berperan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar 

individu terlindungi, termasuk hak untuk mengakses informasi dan untuk 

mendapatkan perlindungan hukum yang setara di dunia maya. 

 

5. Asas Kepastian Hukum 

Asas Kepastian Hukum dalam dunia digital berperan yang sangat 

penting untuk memberikan rasa aman kepada semua pihak yang terlibat 

dalam transaksi digital. Kepastian hukum mencakup adanya peraturan 

yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh pengguna, penyedia 
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layanan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks 

digital, ini berarti bahwa setiap individu dan entitas bisnis harus 

mengetahui hak dan kewajiban dalam berbagai transaksi online, serta 

mengetahui apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan menurut hukum 

(Munir, 2021). 

Salah satu aspek utama dari kepastian hukum di dunia digital 

adalah peraturan yang mengatur transaksi e-commerce, yang terus 

berkembang seiring dengan perubahan teknologi. Di Indonesia, 

misalnya, peraturan yang mengatur perdagangan elektronik dan hukum 

siber memberikan landasan hukum yang kuat untuk transaksi online. 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah 

salah satu contoh regulasi yang sangat penting untuk memberikan 

kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. UU ITE, bersama 

dengan peraturan lain yang relevan, membantu mengatur hak dan 

kewajiban dalam transaksi elektronik, serta menetapkan sanksi bagi 

pelanggaran yang terjadi. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan 

kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum akan tetap berlaku 

dengan jelas meskipun transaksi dilakukan secara digital dan lintas batas 

(Munir, 2021). 

Kepastian hukum juga sangat penting dalam penegakan hukum 

terhadap tindak pidana dunia maya. Dalam era digital, kejahatan seperti 

pencurian data pribadi, penipuan online, dan pelanggaran hak cipta 

semakin marak. Tanpa kepastian hukum yang jelas dan tegas, pihak-

pihak yang melakukan pelanggaran ini bisa lebih leluasa tanpa merasa 

takut akan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, untuk memberikan 

perlindungan yang maksimal, hukum perdata digital harus mengatur 

dengan jelas tindak pidana yang dapat terjadi dalam dunia maya, serta 

menetapkan prosedur penegakan hukum yang efisien dan dapat diakses. 

Misalnya, dalam kasus pencurian data atau penipuan online, pelaku 

dapat dihadapkan pada sanksi yang telah ditetapkan dengan jelas dalam 

peraturan yang ada (Munir, 2021). 

 

6. Asas Tanggung Jawab 

Asas Tanggung Jawab dalam hukum perdata mengacu pada 

kewajiban setiap pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi untuk 

memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan yang telah 

dibuat. Dalam konteks dunia digital, asas ini menjadi semakin relevan 

dan kompleks mengingat peran teknologi yang semakin besar dalam 
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interaksi antara individu, perusahaan, dan platform online. Teknologi 

digital membawa tantangan baru terkait dengan siapa yang bertanggung 

jawab apabila terjadi pelanggaran hukum atau kerugian yang timbul dari 

penggunaan teknologi, seperti pelanggaran data pribadi atau penipuan 

online. 

Di dunia digital, tanggung jawab tidak hanya terletak pada pihak 

yang secara langsung terlibat dalam transaksi, seperti pengguna atau 

perusahaan yang menyediakan layanan. Pihak penyedia platform digital, 

penyelenggara transaksi elektronik, serta perusahaan teknologi juga 

memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistemnya aman dan 

dapat melindungi data pribadi pengguna. Misalnya, jika terjadi 

kebocoran data atau pelanggaran privasi, pertanyaan utama adalah siapa 

yang akan menanggung kerugian tersebut apakah itu penyedia platform, 

pihak ketiga yang mengelola data, atau pengguna yang tidak hati-hati. 

Seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan siber, 

tanggung jawab juga mencakup upaya untuk menjaga keamanan 

transaksi elektronik. Serangan siber, seperti peretasan dan pencurian 

data, dapat menimbulkan kerugian besar bagi pengguna dan konsumen. 

Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi digital harus 

menjaga keamanan platform dan sistem. Perusahaan penyedia layanan e-

commerce, misalnya, wajib mengimplementasikan teknologi enkripsi 

untuk melindungi data konsumen dan memastikan bahwa transaksi 

dilakukan secara aman (Sukarno, 2021). Tanpa adanya jaminan ini, 

pengguna dapat dengan mudah menjadi korban penipuan online atau 

pencurian identitas.  
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BAB III 
KONTRAK ELEKTRONIK 

 

 

 

Kontrak elektronik adalah bentuk kesepakatan hukum yang 

dilakukan melalui media digital, menggantikan cara konvensional yang 

menggunakan dokumen fisik. Dalam era digital, kontrak ini menjadi 

elemen penting untuk mendukung aktivitas perdagangan elektronik, 

transaksi online, dan berbagai layanan berbasis teknologi. 

Keberadaannya diakui secara hukum di banyak negara, termasuk di 

Indonesia melalui UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE). Validitas kontrak elektronik bergantung 

pada pemenuhan unsur-unsur seperti kesepakatan para pihak, legalitas 

objek, dan mekanisme seperti tanda tangan digital untuk autentikasi. 

Namun, tantangan seperti keamanan siber dan kesenjangan akses 

teknologi masih menjadi perhatian. Transformasi ini menunjukkan 

bahwa hukum perdata terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat 

digital untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam transaksi. 

 

A. Definisi dan Bentuk Kontrak Elektronik 

 

Kontrak elektronik adalah kesepakatan antara dua atau lebih 

pihak yang dibuat, dikomunikasikan, dan diselesaikan melalui perangkat 

atau sistem elektronik. Secara umum, kontrak ini memiliki dasar hukum 

yang sama dengan kontrak tradisional, yaitu persetujuan bebas dari para 

pihak (consensus ad idem) dan keabsahan sesuai hukum yang berlaku. 

Dalam perspektif internasional, definisi kontrak elektronik sering 

merujuk pada transaksi digital yang memenuhi kriteria kesepakatan 

secara elektronik dan dapat diakses kembali dalam format digital 

(Barnes, 2021). Di Indonesia, kontrak elektronik diatur oleh UU No. 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 

sebagaimana diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016. Pasal 1 angka 17 UU 

ITE mendefinisikan kontrak elektronik sebagai: "perjanjian para pihak 
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yang dibuat melalui sistem elektronik." Dengan demikian, sistem hukum 

Indonesia mengakui keberadaan dan validitas kontrak elektronik 

sepanjang memenuhi syarat umum kontrak yang diatur dalam 

KUHPerdata, seperti kesepakatan, kemampuan para pihak, objek 

tertentu, dan tujuan yang sah. Bentuk kontrak elektronik sangat 

bervariasi, bergantung pada konteks dan teknologi yang digunakan. 

Beberapa bentuk umum kontrak elektronik meliputi: 

 

1. Kontrak Klik (Clickwrap Agreement) 

Kontrak Klik (Clickwrap Agreement) adalah jenis kontrak 

elektronik yang sering digunakan dalam transaksi digital, di mana 

pengguna diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan sebelum 

melanjutkan dengan penggunaan layanan atau produk. Biasanya, kontrak 

ini diterapkan dalam situasi di mana pengguna harus mengeklik tombol 

seperti "Setuju" atau "Accept" untuk mengonfirmasi bahwa ia 

memahami dan menyetujui persyaratan yang telah ditetapkan oleh 

penyedia layanan. Kontrak klik sering ditemukan ketika seseorang 

menginstal perangkat lunak, mendaftar untuk akun online, atau 

mengakses aplikasi tertentu yang memerlukan persetujuan syarat dan 

ketentuan sebelum melanjutkan. 

Salah satu contoh paling umum dari penerapan kontrak klik 

adalah saat pengguna menginstal perangkat lunak komputer atau aplikasi 

mobile. Sebelum mengakses aplikasi atau menggunakan perangkat lunak 

tersebut, pengguna biasanya diminta untuk menyetujui syarat dan 

ketentuan yang tertera. Dalam banyak kasus, syarat dan ketentuan 

tersebut mencakup ketentuan mengenai penggunaan data pribadi, hak 

cipta, serta pembatasan tanggung jawab dari pengembang atau penyedia 

layanan. Dengan mengklik tombol "Setuju," pengguna secara sah 

menyetujui seluruh isi kontrak tersebut, meskipun dalam praktiknya 

banyak pengguna yang tidak membaca syarat dan ketentuan secara rinci. 

Kontrak klik juga sering digunakan dalam konteks layanan 

berbasis internet seperti e-commerce, jejaring sosial, dan layanan cloud. 

Misalnya, saat mendaftar untuk akun baru di situs web atau aplikasi, 

pengguna diwajibkan untuk menyetujui kebijakan privasi dan syarat 

penggunaan yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Penggunaan 

kontrak klik dalam transaksi digital memberikan kemudahan dan 

efisiensi, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait dengan pemahaman 

dan kesadaran pengguna terhadap hak-haknya dalam perjanjian tersebut. 
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2. Kontrak Browsewrap  (Browsewrap Agreement) 

Kontrak Browsewrap (Browsewrap Agreement) adalah bentuk 

kontrak elektronik yang lebih pasif dibandingkan dengan kontrak klik. 

Dalam kontrak ini, pengguna tidak diminta untuk secara eksplisit 

menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia layanan 

atau situs web. Sebagai gantinya, persetujuan dianggap telah diberikan 

secara implisit jika pengguna melanjutkan untuk menggunakan platform 

atau situs web tersebut setelah diberitahukan tentang adanya syarat dan 

ketentuan. Syarat dan ketentuan ini biasanya disediakan dalam bentuk 

tautan yang dapat ditemukan di bagian bawah halaman situs web atau di 

tempat yang tidak terlalu mencolok. Dalam banyak kasus, pengguna 

diharapkan untuk mengakses dan membaca syarat dan ketentuan 

tersebut, meskipun tidak diwajibkan untuk mengeklik tombol atau 

memberikan persetujuan aktif (Sudarsono, 2020). 

Contoh penerapan kontrak Browsewrap dapat ditemukan di 

hampir setiap situs web yang menawarkan layanan berbasis internet, 

mulai dari e-commerce, platform media sosial, hingga layanan 

penyimpanan cloud. Pada situs-situs ini, seringkali terdapat link yang 

bertuliskan "Terms and Conditions" atau "Privacy Policy" yang 

diletakkan di bagian bawah halaman utama atau di menu pengaturan. 

Pengguna dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan tersebut 

ketika melanjutkan untuk menggunakan situs atau aplikasi tanpa 

melakukan tindakan eksplisit untuk menyetujui perjanjian tersebut. 

Misalnya, saat mengunjungi situs web untuk pertama kalinya, pengguna 

dapat langsung mulai menelusuri halaman tanpa perlu mengklik tombol 

"Setuju" atau sejenisnya, dan persetujuan dianggap sah dengan 

melanjutkan aktivitas tersebut. 

Meskipun tampaknya lebih sederhana dibandingkan dengan 

kontrak klik, kontrak Browsewrap seringkali menimbulkan perdebatan 

hukum, terutama mengenai seberapa jelas persetujuan pengguna 

terhadap syarat dan ketentuan yang ada. Karena persetujuan dalam 

kontrak Browsewrap tidak diberikan secara aktif, ada risiko bahwa 

pengguna tidak menyadari atau tidak membaca syarat dan ketentuan 

tersebut, yang dapat mengarah pada ketidakseimbangan dalam hubungan 

hukum antara pengguna dan penyedia layanan. Pengguna mungkin tidak 

sepenuhnya memahami hak-haknya atau kewajiban yang diterima, yang 

bisa berisiko dalam hal penyalahgunaan data atau klaim yang merugikan 

oleh penyedia layanan (Harahap, 2021). 
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3. Kontrak Elektronik melalui Email 

Kontrak Elektronik melalui Email merupakan salah satu bentuk 

kontrak yang dapat diterapkan dalam dunia digital, di mana negosiasi 

dan penyepakatan perjanjian dilakukan melalui pertukaran email antara 

dua pihak atau lebih. Dalam praktiknya, proses ini melibatkan 

pengiriman pesan yang berisi ketentuan-ketentuan kontrak, dan 

persetujuan dari pihak yang bersangkutan diwakili oleh balasan atau 

konfirmasi melalui email yang diterima. Sebagai media komunikasi yang 

umum digunakan, email menjadi alat yang sangat efisien untuk mencatat 

dan mengarsipkan setiap rincian perjanjian yang tercapai antara pihak-

pihak yang bertransaksi, serta sebagai bukti sah terkait dengan 

pembentukan kontrak itu sendiri (Sudarsono, 2020). 

Penerapan kontrak elektronik melalui email sering kali terjadi 

dalam berbagai transaksi bisnis, terutama di kalangan perusahaan yang 

terlibat dalam kerjasama internasional atau antar perusahaan, di mana 

negosiasi harus dilakukan secara cepat dan praktis. Misalnya, 

perusahaan A mengirimkan tawaran melalui email yang memuat syarat 

dan ketentuan tertentu, kemudian perusahaan B merespons dengan 

menerima atau menyesuaikan ketentuan tersebut melalui email balasan. 

Dengan adanya pertukaran pesan yang saling mendukung ini, 

kesepakatan secara sah dapat terbentuk dan diperkuat sebagai kontrak 

yang sah secara hukum. 

Keunggulan dari penggunaan email sebagai media kontrak 

adalah kemampuan untuk menyediakan rekam jejak yang jelas dan 

terstruktur. Setiap email yang dikirim dan diterima dapat disimpan dalam 

arsip elektronik yang mudah diakses dan diperiksa kapan saja, 

memberikan transparansi yang lebih besar dalam hubungan hukum 

antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, email juga memberikan 

fleksibilitas bagi para pihak untuk mengedit, menambahkan, atau 

mengubah persyaratan yang ada sesuai dengan kesepakatan bersama, 

yang kemudian dapat disahkan dengan konfirmasi email lebih lanjut 

(Harahap, 2021). 

 

4. Smart Contracts 

Smart Contracts adalah kontrak digital yang menggunakan 

teknologi blockchain untuk mengotomatiskan eksekusi ketentuan 

perjanjian setelah persyaratan tertentu dipenuhi. Dalam prinsipnya, 

Smart contract bertindak sebagai program komputer yang berfungsi 
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untuk menyimpan, memverifikasi, dan mengeksekusi ketentuan yang 

telah disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, tanpa 

memerlukan pihak ketiga atau perantara (Vukovic, 2023). Kontrak ini 

ditulis dalam bentuk kode yang disimpan di dalam jaringan blockchain, 

yang memastikan keabsahan dan transparansi karena setiap transaksi 

atau perubahan status kontrak tercatat secara permanen di dalam ledger 

yang terdistribusi dan tidak dapat diubah. 

Penggunaan Smart Contracts menjadi semakin populer, terutama 

dalam konteks transaksi cryptocurrency dan manajemen hak digital. 

Dalam dunia cryptocurrency, Smart Contracts digunakan untuk 

memfasilitasi transaksi antara pihak-pihak yang tidak saling mengenal 

tanpa bergantung pada lembaga keuangan tradisional. Misalnya, dalam 

transaksi Bitcoin atau Ethereum, Smart contract dapat secara otomatis 

mengalihkan kepemilikan aset digital setelah persyaratan tertentu seperti 

pembayaran atau konfirmasi pengiriman terpenuhi. Teknologi ini 

mengurangi risiko kesalahan manusia atau penipuan karena proses 

otomatisnya yang tidak memerlukan campur tangan pihak ketiga. 

Smart Contracts juga mulai digunakan dalam manajemen hak 

digital, seperti dalam pengelolaan hak cipta atau lisensi media digital. 

Dalam hal ini, Smart contract memastikan bahwa pemilik hak menerima 

pembayaran otomatis setiap kali karyanya digunakan, tanpa memerlukan 

proses manual atau perantara. Sebagai contoh, dalam industri musik, 

Smart contract dapat digunakan untuk memastikan bahwa pencipta lagu 

mendapatkan royalti secara otomatis setiap kali lagunya diputar atau 

diunduh, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. 

 

5. Contracts Data Interchange (EDI) 

Contracts Data Interchange (EDI) adalah sistem yang digunakan 

untuk pertukaran data bisnis dalam format digital yang dapat dibaca oleh 

mesin, yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan dokumen atau 

kontrak tanpa intervensi manual. Sistem ini banyak diterapkan dalam 

perdagangan B2B (business-to-business), di mana perusahaan-

perusahaan saling bertukar informasi penting seperti pesanan, faktur, 

atau surat perjanjian secara otomatis melalui jaringan komputer. EDI 

memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi 

operasional dan mengurangi biaya transaksi dalam hubungan bisnis antar 

perusahaan. 
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Salah satu keuntungan utama dari EDI adalah penghilangan 

proses manual dalam pengolahan data. Sebelumnya, dokumen bisnis 

seperti faktur atau pesanan sering kali dikirim dalam bentuk kertas dan 

harus diproses secara manual, yang bisa memakan waktu dan rentan 

terhadap kesalahan manusia. Dengan EDI, data yang ditransfer langsung 

dapat diproses oleh sistem komputer yang terhubung, mempercepat 

transaksi dan mengurangi potensi kesalahan. Misalnya, ketika 

perusahaan menerima pesanan melalui EDI, sistem langsung dapat 

mengonfirmasi ketersediaan barang, mengirimkan faktur, dan bahkan 

mengatur pengiriman tanpa perlu input manual dari karyawan. 

EDI juga mengurangi biaya komunikasi dan pengolahan 

informasi. Penggunaan faksimile atau surat tradisional yang memerlukan 

biaya pengiriman dan pencetakan dapat digantikan dengan pengiriman 

data digital yang lebih murah dan lebih cepat. Di sektor perdagangan 

internasional, EDI juga memudahkan perusahaan untuk mengatur 

kontrak dengan mitra bisnis di berbagai negara, mengingat sistem ini 

mendukung berbagai format dan protokol internasional yang 

memungkinkan interoperabilitas antara sistem yang berbeda. Sistem ini 

juga mempercepat waktu siklus transaksi, mengurangi keterlambatan, 

dan meningkatkan ketepatan waktu dalam pengiriman barang dan 

pembayaran. 

 

B. Validitas Hukum Kontrak Elektronik 

 

Validitas hukum kontrak elektronik ditentukan oleh pengakuan 

hukum yang mendasarinya, baik pada tingkat nasional maupun 

internasional. Di Indonesia, kontrak elektronik diatur oleh UU No. 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016, serta peraturan 

pelaksananya seperti PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Pasal 46 PP PSTE 

menyebutkan bahwa kontrak elektronik sah jika memenuhi unsur-unsur 

hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, yaitu: 

1. Kesepakatan para pihak. 

2. Kecakapan hukum untuk membuat perikatan. 

3. Adanya objek tertentu. 

4. Tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, 

atau ketertiban umum (Pasal 1320 KUHPerdata). 
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Secara internasional, kerangka hukum seperti United Nations  

Convention  on the Use of Contracts Communications  in International  

Contracts (UNCITRAL, 2005) mendukung validitas kontrak elektronik 

dengan syarat bahwa informasi elektronik dapat diakses kembali untuk 

digunakan sebagai bukti. 

 

1. Kriteria Validitas Kontrak Elektronik 

Validitas kontrak elektronik bergantung pada beberapa kriteria 

yang sangat penting untuk memastikan bahwa kontrak tersebut sah 

secara hukum. Pertama, identitas dan persetujuan para pihak harus jelas 

dan terverifikasi. Dalam dunia digital, di mana transaksi dilakukan 

melalui platform online, penting untuk memastikan bahwa pihak yang 

berkontrak benar-benar memiliki identitas yang sah dan bahwa 

persetujuannya tidak diragukan. Salah satu cara untuk memastikan hal 

ini adalah dengan menggunakan tanda tangan elektronik (e-signature), 

yang memberikan bukti otentik bahwa persetujuan diberikan oleh pihak 

yang berwenang (UU ITE, Pasal 11). Ini memastikan bahwa tidak ada 

pihak yang dapat mengklaim tidak memberikan persetujuan terhadap 

kontrak yang telah disetujui secara elektronik. 

Format dan dokumen elektronik juga menjadi faktor utama 

dalam validitas kontrak elektronik. Agar kontrak elektronik diakui sah, 

dokumen yang digunakan harus sesuai dengan standar yang dapat 

diverifikasi. UU ITE menyebutkan bahwa dokumen elektronik yang 

disusun dengan benar dan dapat dibuktikan keasliannya memiliki 

kekuatan hukum yang setara dengan dokumen tertulis. Ini berarti 

dokumen elektronik harus dapat disimpan dalam format yang 

memungkinkan verifikasi integritas dan keasliannya, seperti format PDF 

atau XML yang mendukung tanda tangan digital atau metode verifikasi 

lainnya. 

Penggunaan tanda tangan elektronik merupakan elemen penting 

dalam validitas kontrak elektronik. Tanda tangan elektronik, yang diatur 

dalam UU ITE, harus memenuhi syarat autentikasi dan integritas. Tanda 

tangan ini harus menggunakan mekanisme yang cukup kuat untuk 

menjamin bahwa tanda tangan tersebut tidak dapat dipalsukan atau 

diubah setelah ditandatangani. Tanda tangan elektronik yang sah sering 

kali menggunakan sertifikat digital dari penyedia layanan yang 

terakreditasi dan memiliki sistem keamanan yang memadai untuk 
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memastikan bahwa tanda tangan tersebut sah dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

2. Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik 

Tanda tangan elektronik berperan penting dalam menjamin 

validitas kontrak elektronik, yang kini semakin umum digunakan dalam 

transaksi digital. Di Indonesia, tanda tangan elektronik dibagi menjadi 

dua jenis utama: tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan 

elektronik tidak tersertifikasi. Kedua jenis tanda tangan ini memiliki 

kekuatan hukum yang diakui, namun dengan perbedaan mekanisme dan 

jaminan keamanannya.  

Tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang 

divalidasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (PSE) yang terdaftar 

dan diawasi oleh otoritas resmi, seperti Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo). Penyelenggara sertifikasi elektronik ini berperan 

dalam memastikan bahwa tanda tangan yang diberikan adalah sah dan 

otentik, serta memiliki jaminan integritas dan keamanan yang tinggi. 

Sertifikasi ini biasanya melibatkan penggunaan alat dan prosedur yang 

lebih ketat, seperti penggunaan sertifikat digital yang dikeluarkan oleh 

pihak yang berwenang, serta mekanisme autentikasi yang kuat, seperti 

penggunaan kata sandi atau biometrik. Karena adanya sertifikasi 

tersebut, tanda tangan ini menjadi lebih terpercaya dan memiliki validitas 

hukum yang lebih kuat, yang membuatnya sering digunakan dalam 

kontrak yang melibatkan pihak-pihak dengan tingkat risiko tinggi atau 

dalam transaksi internasional. 

Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi digunakan tanpa 

melibatkan penyelenggara sertifikasi pihak ketiga, namun tetap memiliki 

kekuatan hukum jika memenuhi kriteria tertentu. Kriteria yang harus 

dipenuhi untuk memastikan validitas tanda tangan ini meliputi 

autentikasi (yakni, memastikan bahwa pihak yang menandatangani 

adalah benar pihak yang bersangkutan) dan integritas (yakni, 

memastikan bahwa dokumen tidak diubah setelah ditandatangani). 

Meskipun tidak ada proses sertifikasi resmi yang terlibat, tanda tangan 

elektronik jenis ini tetap sah secara hukum jika dapat dibuktikan bahwa 

persetujuan diberikan oleh pihak yang berwenang dan bahwa dokumen 

tersebut tidak mengalami perubahan setelah proses penandatanganan. 

Dalam beberapa kasus, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sering 
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digunakan untuk transaksi yang lebih sederhana atau yang tidak 

memerlukan tingkat keamanan yang tinggi. 

 

3. Pengakuan Internasional terhadap Kontrak Elektronik 

Pengakuan internasional terhadap kontrak elektronik semakin 

berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital dan transaksi 

lintas batas. Berbagai negara telah mengadopsi kerangka hukum yang 

mengatur validitas kontrak elektronik, dengan tujuan untuk memberikan 

kepastian hukum dalam transaksi global dan memastikan bahwa kontrak 

elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak 

konvensional. 

Salah satu contoh utama dari pengakuan hukum internasional 

terhadap kontrak elektronik adalah Contracts Signatures in Global and 

National Commerce Act (E-SIGN Act) yang diberlakukan di Amerika 

Serikat pada tahun 2000. Undang-undang ini memberikan pengakuan 

penuh terhadap kontrak elektronik yang menggunakan tanda tangan 

digital, menjamin bahwa kontrak yang disepakati secara elektronik 

memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik yang 

ditandatangani secara manual. E-SIGN Act mempermudah proses 

transaksi bisnis dalam skala nasional dan internasional, mengurangi 

hambatan administratif dan logistik yang terkait dengan pertukaran 

dokumen fisik. Undang-undang ini juga mendorong adopsi teknologi 

digital yang lebih luas di sektor bisnis dan pemerintahan, memungkinkan 

transaksi elektronik dilakukan dengan aman dan sah. 

Di Uni Eropa, pengakuan terhadap kontrak elektronik juga diatur 

secara komprehensif melalui Regulation (EU) No 910/2014, yang 

dikenal sebagai eIDAS Regulation (Contracts Identification, 

Authentication and trust Services). Regulasi ini mengatur standar yang 

seragam untuk tanda tangan elektronik, pengenalan identitas digital, dan 

layanan kepercayaan elektronik yang digunakan dalam transaksi digital. 

Salah satu pencapaian utama dari eIDAS Regulation adalah memberikan 

dasar hukum bagi tanda tangan elektronik untuk diakui secara 

internasional, termasuk dalam transaksi lintas batas antara negara-negara 

anggota Uni Eropa dan negara lain di luar wilayah tersebut. Dengan 

adanya standar yang seragam ini, eIDAS memfasilitasi adopsi kontrak 

elektronik yang aman, efisien, dan sah secara hukum di seluruh Uni 

Eropa. Regulasi ini juga mendukung transaksi digital yang lebih 
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transparan dan dapat dipercaya, baik bagi individu, perusahaan, maupun 

institusi pemerintah. 

 

4. Tantangan Validitas Kontrak Elektronik 

Kontrak elektronik, meskipun memiliki kekuatan hukum yang 

jelas, menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk 

memastikan keabsahannya di dunia digital. Salah satu tantangan terbesar 

adalah keamanan data dan privasi. Dalam dunia digital, data yang 

digunakan dalam kontrak elektronik rentan terhadap ancaman seperti 

peretasan, pencurian identitas, dan manipulasi informasi. Ketika data 

pribadi atau informasi penting terkait kontrak diserang atau diubah, 

integritas kontrak tersebut bisa dipertanyakan. Untuk itu, sangat penting 

bagi sistem yang digunakan untuk kontrak elektronik memiliki langkah-

langkah keamanan yang kuat, seperti enkripsi dan autentikasi yang 

memadai, guna memastikan bahwa data yang dipertukarkan tetap aman 

dan tidak terkompromikan (Sudarsono, 2020). 

Tantangan kedua adalah jurisdiksi hukum dalam transaksi 

internasional. Ketika kontrak elektronik melibatkan pihak-pihak yang 

berasal dari negara yang berbeda, penentuan yurisdiksi hukum sering 

kali menjadi isu yang kompleks. Berbeda dengan transaksi tradisional 

yang memiliki lokasi fisik yang jelas, transaksi elektronik dapat 

dilakukan dari mana saja di dunia, membuat sulit untuk menentukan 

negara mana yang memiliki kewenangan hukum atas kontrak tersebut. 

Hal ini menjadi lebih rumit ketika terjadi sengketa terkait pelanggaran 

kontrak atau penipuan, karena hukum yang berlaku bisa berbeda-beda di 

setiap negara. Misalnya, peraturan tentang perlindungan data pribadi, 

seperti GDPR di Uni Eropa, mungkin tidak berlaku di negara lain, yang 

dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak secara keseluruhan (Harahap, 

2021). Oleh karena itu, penetapan mekanisme penyelesaian sengketa 

yang efektif dan pengakuan terhadap hukum internasional sangat penting 

dalam kontrak elektronik lintas negara. 

Tantangan ketiga adalah ketimpangan akses teknologi. Tidak 

semua individu atau pihak memiliki akses yang setara terhadap teknologi 

yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam transaksi elektronik. Di 

negara berkembang atau di daerah yang memiliki infrastruktur teknologi 

terbatas, individu atau organisasi mungkin tidak dapat mengakses 

perangkat yang dibutuhkan untuk menandatangani kontrak elektronik 

atau bahkan untuk memahami syarat dan ketentuan yang berlaku dalam 
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kontrak tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana 

pihak-pihak yang lebih mampu secara teknologi lebih diuntungkan, 

sementara pihak yang kurang mampu mungkin terpaksa menerima 

kondisi yang tidak menguntungkan atau bahkan terjebak dalam kontrak 

yang merugikan. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi sistem 

hukum untuk memastikan bahwa semua pihak diberikan perlakuan yang 

adil, termasuk dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke 

teknologi dan edukasi yang memadai terkait kontrak elektronik (Sutedi, 

2020). 

 

C. Penandatanganan Digital 

 

Penandatanganan digital adalah metode autentikasi elektronik 

yang menggunakan teknologi kriptografi untuk memastikan keaslian dan 

integritas dokumen serta identitas penandatangan. Menurut Singh et al. 

(2022), tanda tangan digital memanfaatkan algoritma kriptografi 

asimetris, yaitu pasangan kunci publik dan kunci privat, untuk membuat 

tanda tangan unik yang tidak dapat disangkal oleh pihak lain. 

 

1. Kerangka Hukum Penandatanganan Digital 

Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur penandatanganan 

digital dijabarkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan 

UU No. 19 Tahun 2016. UU ini memberikan dasar hukum yang kuat 

untuk pengakuan tanda tangan digital sebagai alat sah dalam transaksi 

elektronik. Salah satu ketentuan penting dalam UU ITE adalah Pasal 11, 

yang mengatur bahwa tanda tangan elektronik dapat dianggap sah jika 

memenuhi beberapa syarat. Pertama, data yang digunakan untuk 

membuat tanda tangan harus hanya terkait dengan penandatangan, 

memastikan bahwa hanya penandatangan yang dapat membuat tanda 

tangan tersebut. Kedua, data tanda tangan harus berada di bawah kontrol 

penuh penandatangan selama proses penandatanganan, yang menjamin 

bahwa tidak ada pihak lain yang dapat memanipulasi tanda tangan 

tersebut. Ketiga, harus ada metode yang dapat memastikan identitas 

penandatangan, seperti penggunaan sistem autentikasi yang valid. 

Terakhir, metode untuk mendeteksi perubahan terhadap dokumen 

elektronik juga diperlukan, untuk memastikan bahwa dokumen tersebut 

tetap utuh setelah tanda tangan diterapkan (Tumpal, 2023). 
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Peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah No. 71 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(PSTE), memberikan rincian lebih lanjut mengenai tata cara 

penyelenggaraan dan pengelolaan sistem elektronik yang terkait dengan 

tanda tangan digital, serta mengatur penyelenggara sertifikasi elektronik 

yang bertugas untuk memberikan sertifikat kepada pengguna tanda 

tangan digital. Secara internasional, kerangka hukum untuk tanda tangan 

digital juga telah diterima dan diatur oleh berbagai negara. Di Uni Eropa, 

regulasi eIDAS (Contracts Identification and Trust Services Regulation, 

EU Regulation No. 910/2014) menetapkan standar yang seragam untuk 

tanda tangan elektronik dan layanan identitas digital, menjadikan 

transaksi elektronik lebih mudah dan aman di seluruh negara anggota 

Uni Eropa. eIDAS memberikan dasar hukum untuk tanda tangan 

elektronik yang diterima secara sah, memungkinkan penggunaan tanda 

tangan digital dalam transaksi lintas batas tanpa perlu khawatir tentang 

pengakuan legalitas di negara yang berbeda. Di Amerika Serikat, 

Contracts Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN 

Act, 2000) memberikan pengakuan penuh terhadap tanda tangan digital 

dalam transaksi bisnis dan memastikan bahwa kontrak elektronik yang 

ditandatangani secara digital memiliki kekuatan hukum yang setara 

dengan tanda tangan tradisional. 

 

2. Proses Penandatanganan Digital 

Proses penandatanganan digital adalah langkah penting dalam 

memastikan keabsahan dan integritas transaksi elektronik. Proses ini 

terdiri dari tiga langkah utama yang saling berhubungan untuk menjamin 

bahwa tanda tangan yang diterima adalah sah dan dokumen yang 

ditandatangani tidak mengalami perubahan. Langkah pertama adalah 

penggunaan kunci privat oleh penandatangan. Kunci privat ini 

merupakan bagian dari sistem kriptografi yang digunakan untuk 

menghasilkan tanda tangan digital. Penandatangan akan menggunakan 

kunci privatnya untuk mengenkripsi data atau informasi yang 

terkandung dalam dokumen tersebut. Kunci privat bersifat pribadi dan 

hanya diketahui oleh penandatangan, memastikan bahwa hanya pihak 

yang berwenang yang dapat melakukan penandatanganan tersebut. 

Langkah kedua adalah pembuatan hash dari dokumen. Sebelum 

penandatanganan dilakukan, dokumen yang akan ditandatangani akan 

diproses untuk menghasilkan sebuah hash unik. Hash ini merupakan 
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representasi digital dari isi dokumen yang telah dienkripsi, menghasilkan 

kode alfanumerik yang panjang dan unik, yang secara matematis 

merepresentasikan setiap elemen dalam dokumen tersebut. Tujuan 

pembuatan hash adalah untuk menjamin bahwa isi dokumen tidak 

berubah setelah penandatanganan dilakukan. Jika dokumen diubah 

sedikit pun setelah penandatanganan, hash yang dihasilkan akan 

berbeda, yang memudahkan pendeteksian perubahan tersebut. 

Langkah ketiga adalah verifikasi kunci publik. Setelah dokumen 

ditandatangani, penerima dokumen dapat menggunakan kunci publik 

untuk memverifikasi keaslian tanda tangan dan memastikan integritas 

dokumen. Kunci publik adalah pasangan dari kunci privat yang 

digunakan penandatangan, dan biasanya tersedia secara bebas untuk 

penerima. Penerima menggunakan kunci publik ini untuk mendekripsi 

tanda tangan digital dan mencocokkannya dengan hash dokumen yang 

ada. Jika tanda tangan yang terverifikasi sesuai dengan hash yang 

dihitung dari dokumen yang diterima, maka dokumen dianggap sah dan 

tidak ada perubahan yang dilakukan setelah penandatanganan. 

Proses ini memberikan tingkat keamanan yang tinggi dalam 

transaksi digital karena menggabungkan kriptografi dengan metode 

verifikasi yang efektif. Dengan menggunakan tanda tangan digital, setiap 

pihak dapat yakin bahwa dokumen yang ditandatangani tidak hanya sah 

secara hukum, tetapi juga terlindungi dari manipulasi atau perubahan 

setelah penandatanganan. Proses ini sangat penting dalam dunia digital, 

di mana kepercayaan dan keamanan transaksi menjadi isu utama, 

terutama dalam transaksi bisnis, keuangan, dan legal. Tanda tangan 

digital memungkinkan penyelesaian transaksi dengan efisien dan aman 

tanpa memerlukan kehadiran fisik para pihak yang terlibat. 

 

3. Jenis Penandatanganan Digital 

Penandatanganan digital dapat dibedakan menjadi dua jenis 

utama, yaitu tanda tangan digital tersertifikasi dan tanda tangan digital 

tidak tersertifikasi. Keduanya digunakan untuk menjamin keabsahan dan 

integritas dokumen elektronik, namun ada perbedaan dalam hal 

mekanisme dan tingkat validitasnya. 

a. Tanda Tangan Digital Tersertifikasi adalah jenis tanda tangan yang 

menggunakan layanan penyelenggara sertifikasi elektronik yang 

diakui oleh otoritas yang berwenang. Di Indonesia, penyelenggara 

sertifikasi elektronik ini terdaftar dan diatur oleh Kementerian 
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Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tanda tangan digital ini 

memiliki tingkat validitas yang tinggi karena melibatkan pihak 

ketiga yang dipercaya untuk memverifikasi identitas penandatangan. 

Prosesnya melibatkan penggunaan kunci publik dan privat yang 

dipasangkan dengan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh 

penyelenggara sertifikasi. Sertifikat ini memberikan jaminan bahwa 

tanda tangan tersebut berasal dari pihak yang berwenang dan tidak 

ada perubahan dalam dokumen setelah ditandatangani. Oleh karena 

itu, tanda tangan digital tersertifikasi sering digunakan dalam 

transaksi yang memerlukan tingkat keabsahan yang tinggi, seperti 

kontrak bisnis atau transaksi pemerintah. 

b. Tanda Tangan Digital Tidak Tersertifikasi, di sisi lain, tidak 

memerlukan pihak ketiga untuk validasi. Meskipun demikian, tanda 

tangan digital ini tetap dapat sah secara hukum asalkan memenuhi 

kriteria yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, seperti yang 

tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Dalam hal ini, penting untuk 

memastikan bahwa tanda tangan digital tersebut dapat diidentifikasi 

dengan jelas sebagai milik penandatangan, serta dapat dibuktikan 

bahwa dokumen yang ditandatangani tidak mengalami perubahan 

setelah penandatanganan. Tanda tangan ini sering digunakan dalam 

transaksi yang tidak membutuhkan validasi tinggi dari pihak ketiga, 

atau dalam konteks yang lebih sederhana, seperti surat elektronik 

atau dokumen internal perusahaan. 

 

4. Manfaat Penandatanganan Digital 

Penandatanganan digital menawarkan berbagai manfaat yang 

membuatnya sangat penting dalam dunia transaksi elektronik dan 

administrasi modern. Tiga manfaat utama dari penandatanganan digital 

adalah keamanan, efisiensi, dan non-repudiasi. 

a. Keamanan adalah salah satu manfaat paling penting dari 

penandatanganan digital. Dengan menggunakan teknologi enkripsi 

canggih, tanda tangan digital memastikan bahwa dokumen yang 

telah ditandatangani tidak dapat diubah tanpa terdeteksi. Setiap tanda 

tangan digital terhubung dengan dokumen melalui hash yang 

terenkripsi, yang membuat perubahan terhadap dokumen setelah 

penandatanganan hampir mustahil dilakukan tanpa merusak 

integritas tanda tangan. Teknologi ini juga melibatkan penggunaan 
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kunci privat dan publik untuk memverifikasi identitas 

penandatangan, yang menambah lapisan keamanan tambahan. Jika 

ada upaya untuk memodifikasi dokumen setelah penandatanganan, 

tanda tangan digital akan menjadi tidak valid, memberikan jaminan 

keamanan yang lebih besar dibandingkan dengan tanda tangan fisik. 

b. Efisiensi juga merupakan manfaat signifikan dari penandatanganan 

digital. Proses penandatanganan dokumen secara elektronik jauh 

lebih cepat dan lebih praktis daripada metode tradisional yang 

melibatkan tanda tangan fisik. Dokumen dapat ditandatangani secara 

instan tanpa memerlukan perjalanan fisik atau pengiriman dokumen 

melalui pos. Hal ini mempercepat proses administrasi, terutama 

dalam transaksi bisnis dan pemerintahan, mengurangi waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan perjanjian atau kontrak. Selain itu, 

penandatanganan digital mengurangi penggunaan kertas, yang 

sejalan dengan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan 

mendukung keberlanjutan. Penggunaan tanda tangan digital 

mempermudah pengelolaan dokumen, meminimalkan risiko 

kehilangan dokumen fisik, dan memungkinkan akses mudah ke arsip 

digital. 

c. Non-repudiasi adalah manfaat lain yang tidak kalah penting. Dalam 

dunia hukum dan bisnis, non-repudiasi mengacu pada kemampuan 

untuk memastikan bahwa pihak yang menandatangani dokumen 

tidak dapat menyangkal bahwa ia telah menyetujui isi dokumen 

tersebut. Dengan penandatanganan digital, setiap transaksi 

dilengkapi dengan jejak bukti yang kuat, yang memverifikasi 

identitas penandatangan dan memastikan bahwa ia tidak dapat 

membantah telah menandatangani dokumen tersebut. Tanda tangan 

digital yang dihasilkan dengan sistem kunci publik dan privat 

memberikan bukti yang sah bahwa transaksi atau kontrak telah 

disetujui oleh pihak yang berwenang. Ini sangat berguna dalam 

menghindari sengketa hukum, karena dokumen yang ditandatangani 

secara digital memiliki validitas hukum yang setara dengan dokumen 

yang ditandatangani secara manual.  

 

5. Tantangan Penandatanganan Digital 

Meskipun penandatanganan digital menawarkan banyak 

manfaat, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan 

adopsi dan efektivitasnya dalam transaksi elektronik. Beberapa 
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tantangan utama yang dihadapi termasuk kesadaran dan adopsi yang 

rendah, masalah keamanan siber, dan kompleksitas hukum internasional. 

a. Kesadaran dan Adopsi merupakan salah satu hambatan terbesar 

dalam penerapan penandatanganan digital. Meskipun teknologi ini 

telah ada selama beberapa tahun, banyak individu dan organisasi 

yang belum sepenuhnya memahami atau mengadopsinya. Salah satu 

penyebabnya adalah ketidaktahuan tentang cara kerja dan manfaat 

penandatanganan digital, serta kekhawatiran mengenai 

keamanannya. Di banyak negara, terutama di daerah dengan 

infrastruktur teknologi yang terbatas, masih ada kesenjangan 

pengetahuan yang menghalangi masyarakat untuk beralih dari sistem 

tanda tangan manual ke digital. Untuk mengatasi tantangan ini, 

diperlukan pendidikan dan pelatihan yang lebih luas tentang cara 

kerja tanda tangan digital dan keuntungan yang ditawarkannya, baik 

dari segi efisiensi maupun keamanan. 

b. Keamanan Siber juga merupakan tantangan utama yang dihadapi 

oleh sistem penandatanganan digital. Meskipun teknologi ini 

didesain dengan enkripsi dan sistem verifikasi yang canggih, tetap 

ada risiko terhadap integritasnya, terutama jika kunci privat yang 

digunakan untuk membuat tanda tangan digital dicuri atau diretas. 

Jika seseorang berhasil mengakses kunci privat, dapat 

menggunakannya untuk menandatangani dokumen tanpa izin atau 

mengubah isi dokumen setelah tanda tangan diberikan. Risiko ini 

bisa merusak kepercayaan pada sistem penandatanganan digital dan 

menghalangi lebih banyak individu dan organisasi untuk beralih ke 

metode ini. Untuk mengatasi masalah ini, perlindungan tambahan, 

seperti enkripsi yang lebih kuat dan kebijakan pengelolaan kunci 

yang lebih baik, sangat diperlukan. Selain itu, organisasi perlu 

mengedukasi penggunanya tentang pentingnya menjaga kerahasiaan 

dan keamanan kunci privat. 

c. Kompleksitas Hukum Internasional juga menjadi tantangan yang 

signifikan dalam penerapan penandatanganan digital, terutama 

dalam transaksi lintas negara. Karena setiap negara memiliki hukum 

dan peraturan yang berbeda mengenai tanda tangan digital, transaksi 

internasional bisa menjadi sangat rumit. Beberapa negara mungkin 

belum mengakui tanda tangan digital sebagai bentuk kontrak yang 

sah, atau memiliki persyaratan yang berbeda terkait validitas dan 

penerimaan tanda tangan digital. Untuk memfasilitasi transaksi 
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internasional yang lebih mudah, dibutuhkan pengakuan hukum yang 

seragam atau standar internasional yang diterima oleh banyak 

negara. Beberapa peraturan internasional, seperti eIDAS di Uni 

Eropa dan E-SIGN Act di Amerika Serikat, telah menetapkan 

kerangka hukum yang memadai untuk penandatanganan digital. 

Namun, masih ada banyak negara yang belum mengadopsi standar 

yang serupa, yang dapat mempersulit transaksi antarnegara dan 

menambah lapisan kompleksitas hukum dalam transaksi bisnis 

global. 

 

D. Kasus dan Yurisprudensi Terkait Kontrak Elektronik 

 

Di era digital, keberadaan kontrak elektronik sebagai bentuk baru 

dari kesepakatan telah menghasilkan berbagai kasus dan yurisprudensi 

yang memperjelas penerapan hukum dalam konteks ini. Berikut adalah 

beberapa contoh kasus dan pendekatan hukum terkait kontrak elektronik 

yang relevan: 

 

1. Kasus Nasional: Kontrak Elektronik di Indonesia 

Di Indonesia, kontrak elektronik diatur oleh Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE), yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. UU 

ITE memberikan landasan hukum yang mengakui validitas kontrak yang 

dilakukan secara elektronik, termasuk transaksi melalui platform digital 

dan e-commerce. Salah satu contoh kasus yang menguji penerapan 

kontrak elektronik dalam praktik adalah kasus yang melibatkan platform 

e-commerce Shopee pada tahun 2020. 

Pada kasus ini, seorang konsumen menggugat Shopee setelah 

terjadi pembatalan sepihak terhadap transaksi yang telah disepakati 

secara elektronik. Konsumen tersebut mengklaim bahwa tindakan 

pembatalan oleh platform marketplace tersebut melanggar ketentuan 

dalam kontrak elektronik yang telah dibuat melalui platform tersebut. 

Meskipun pembatalan tersebut dilakukan oleh pihak platform, 

pengadilan menilai bahwa kontrak elektronik yang terjalin antara 

konsumen dan Shopee tetap memiliki validitas hukum berdasarkan 

peraturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa syarat 

sahnya suatu kontrak adalah adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, 
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objek yang halal, dan sebab yang halal. Selain itu, Pasal 11 UU ITE juga 

menyatakan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang 

sama dengan kontrak tertulis, asalkan memenuhi ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam undang-undang. 

Meskipun kontrak elektronik diakui sah, dalam kasus ini 

pengadilan tidak memutuskan perkara melalui proses litigasi langsung, 

melainkan menyarankan penyelesaian sengketa melalui mekanisme 

alternatif seperti mediasi. Hal ini sesuai dengan regulasi Perlindungan 

Konsumen yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, yang 

mendorong penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan efisien 

tanpa melalui proses pengadilan yang panjang. Penyelesaian sengketa 

melalui mediasi atau arbitrase memberikan keuntungan bagi kedua belah 

pihak, karena proses ini lebih cepat, biaya lebih rendah, dan dapat 

menghindari kerugian lebih lanjut yang timbul akibat perselisihan 

hukum. 

Kasus Shopee ini memberikan beberapa pelajaran penting terkait 

penerapan kontrak elektronik di Indonesia. Pertama, validitas kontrak 

elektronik yang dilakukan melalui platform e-commerce tetap diakui 

secara hukum selama memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 

KUH Perdata dan Pasal 11 UU ITE. Kedua, meskipun kontrak elektronik 

diakui sah, penyelesaian sengketa dalam transaksi online cenderung 

diarahkan pada mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase, yang 

lebih fleksibel dan efisien dibandingkan proses litigasi formal. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah mengubah cara transaksi 

dilakukan, aspek hukum dan perlindungan konsumen tetap menjadi 

prioritas dalam menjaga keadilan dalam transaksi elektronik. 

 

2. Kasus Internasional: Yurisprudensi di Luar Negeri 

Kasus internasional terkait kontrak elektronik sering kali 

memberikan panduan penting mengenai validitas dan penerapan kontrak 

yang dibuat melalui platform digital. Salah satu kasus yang sangat 

penting dalam yurisprudensi kontrak elektronik di Amerika Serikat 

adalah ProCD, Inc. v. Zeidenberg (1996). Dalam kasus ini, pengadilan 

AS menguji validitas "Clickwrap  Agreement," yaitu bentuk kontrak 

elektronik di mana pengguna setuju dengan syarat dan ketentuan hanya 

dengan mengklik tombol "I Agree." Tergugat, dalam hal ini, membeli 

perangkat lunak dan kemudian melanggar lisensi penggunaan yang 

tercantum secara elektronik dalam kontrak tersebut. Pengadilan AS 



 63 Buku Referensi 

memutuskan bahwa kontrak tersebut sah dan mengikat secara hukum, 

meskipun hanya dilaksanakan melalui klik pada layar komputer. 

Keputusan ini menegaskan bahwa klik untuk menyetujui syarat dan 

ketentuan yang muncul dalam bentuk pop-up atau kotak dialog dapat 

dianggap sah secara hukum, asal pengguna diberikan informasi yang 

cukup mengenai isi syarat yang disetujui. 

Keputusan dalam kasus ProCD menjadi landasan bagi banyak 

kasus lainnya terkait kontrak elektronik. Salah satu pelajaran penting dari 

kasus ini adalah pengakuan yang lebih kuat terhadap Clickwrap 

Agreement dibandingkan dengan Browsewrap Agreements, yang hanya 

mengharuskan pengguna untuk menavigasi situs web dan tidak 

membutuhkan persetujuan eksplisit. Clickwrap Agreement, dengan 

persetujuan yang jelas dari pengguna, lebih sering diakui sah di 

pengadilan daripada Browsewrap, yang dapat menimbulkan ambiguitas 

mengenai apakah pengguna benar-benar menyetujui syarat yang berlaku. 

Kasus Ryanair v. PR Aviation (2015) di Uni Eropa memberikan 

kontribusi signifikan dalam menentukan batasan sahnya kontrak 

elektronik. Dalam kasus ini, Mahkamah Uni Eropa memeriksa apakah 

klausul kontrak yang ditemukan di situs web Ryanair, yang membatasi 

pengambilan data oleh pihak ketiga, sah secara hukum. Pengadilan 

memutuskan bahwa klausul elektronik tersebut valid selama pengguna 

diberi kesempatan yang cukup untuk memahami syarat yang disetujui. 

Dalam hal ini, meskipun syarat dan ketentuan terletak di hyperlink yang 

harus diklik oleh pengguna untuk melihatnya, pengadilan menilai bahwa 

selama pengguna diberikan kesempatan yang jelas dan cukup untuk 

memahami isi syarat dan ketentuan, kontrak tersebut sah. 

 

3. Yurisprudensi Terkait Validitas Tanda Tangan Digital 

Yurisprudensi terkait validitas tanda tangan digital di berbagai 

negara menunjukkan bagaimana teknologi ini diakui sebagai alat sah 

dalam transaksi hukum. Di Indonesia, salah satu contoh implementasi 

tanda tangan digital yang mendapat perhatian adalah penggunaan e-KTP 

digital. Sistem e-KTP digital yang diluncurkan oleh pemerintah 

Indonesia menggunakan tanda tangan elektronik yang telah diverifikasi 

oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang diakui, seperti yang 

diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE). Kasus penggunaan e-KTP ini menunjukkan bahwa 

tanda tangan digital, yang disertai dengan proses verifikasi yang sah, 
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memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional. 

Penggunaan e-KTP digital dalam layanan pemerintahan dan berbagai 

transaksi di sektor swasta semakin membuktikan bahwa tanda tangan 

digital dapat diterima dalam konteks formal dan legal di Indonesia. 

Kasus Mehta v. Kaushik (2019) di India juga memberikan 

kontribusi penting terhadap pengakuan tanda tangan digital dalam 

transaksi bisnis dan penyelesaian sengketa kontrak. Dalam kasus ini, 

Mahkamah Tinggi India mengakui bahwa tanda tangan elektronik yang 

telah diverifikasi oleh penyedia layanan sertifikasi yang diakui memiliki 

validitas hukum. Pengadilan menegaskan bahwa dokumen yang 

menggunakan tanda tangan digital dapat dianggap sah sepanjang proses 

verifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus ini 

menjadi referensi penting dalam menegaskan bahwa tanda tangan digital 

dapat digunakan dalam transaksi lintas negara, yang melibatkan berbagai 

pihak dari negara yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda. 

Relevansi kedua kasus ini menunjukkan pentingnya infrastruktur 

hukum yang mendukung penggunaan tanda tangan digital, serta perlunya 

kepercayaan terhadap teknologi enkripsi dan sistem sertifikasi yang 

digunakan. Dalam kedua kasus, baik di Indonesia maupun India, 

pengadilan memandang tanda tangan digital sebagai alat sah yang dapat 

digunakan dalam konteks hukum, dengan catatan bahwa verifikasi yang 

tepat dan prosedur sertifikasi yang diakui harus dipenuhi. Keputusan-

keputusan ini memperkuat posisi tanda tangan digital sebagai sarana 

yang sah dalam transaksi elektronik, baik itu dalam konteks administrasi 

pemerintahan maupun dalam transaksi bisnis internasional.  
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BAB IV 
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI 

 

 

 

Perlindungan data pribadi menjadi isu penting di era digital, di 

mana semakin banyak data pribadi yang dikumpulkan, diproses, dan 

disebarkan oleh berbagai entitas, baik pemerintah, perusahaan, maupun 

platform digital. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi berfungsi 

untuk memastikan bahwa hak-hak individu terkait dengan informasi 

pribadinya dilindungi dari penyalahgunaan dan akses yang tidak sah. 

Berdasarkan General Data Protection Regulation (GDPR) yang 

diterapkan di Uni Eropa, serta peraturan serupa di berbagai negara, 

perlindungan data pribadi diharapkan dapat menjaga keseimbangan 

antara kebutuhan untuk mengolah data dan hak atas privasi individu. Di 

Indonesia, dengan diterapkannya Undang-Undang Perlindungan Data 

Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022, langkah besar telah diambil untuk 

melindungi data pribadi warganya. Meskipun demikian, tantangan dalam 

implementasi dan kesesuaian dengan regulasi internasional tetap ada, 

terutama terkait dengan kesadaran dan penegakan hukum yang efektif. 

Melalui perbandingan dengan regulasi internasional seperti GDPR, 

PDPA Singapura, dan CCPA di California, perlindungan data pribadi di 

Indonesia diharapkan bisa berkembang lebih jauh, menjaga kepercayaan 

publik, dan mendorong perkembangan ekonomi digital yang 

berkelanjutan. 

 

A. Pentingnya Perlindungan Data Pribadi 

 

Perlindungan data pribadi merupakan elemen krusial di era 

digital, di mana data pribadi menjadi bagian tak terpisahkan dari 

kehidupan sehari-hari. Informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor 

telepon, data kesehatan, hingga preferensi konsumen sering kali 

dikumpulkan, diproses, dan digunakan oleh berbagai pihak, baik 

pemerintah maupun perusahaan swasta, untuk beragam tujuan. Namun, 
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kemajuan teknologi juga membawa risiko serius terhadap keamanan 

data, seperti kebocoran informasi, pencurian identitas, dan 

penyalahgunaan data untuk tujuan ilegal. 

 

1. Relevansi di Era Digital 

Di era digital saat ini, perlindungan data pribadi menjadi semakin 

relevan mengingat ketergantungan kita yang semakin tinggi terhadap 

teknologi digital. Aktivitas sehari-hari, seperti berbelanja online, bekerja 

dari jarak jauh, berkomunikasi secara digital, hingga mengakses layanan 

publik, sering kali melibatkan pertukaran data pribadi melalui jaringan 

internet. Ketika data ini tidak dilindungi dengan baik, individu dapat 

mengalami berbagai kerugian, mulai dari pencurian identitas, kebocoran 

informasi keuangan, hingga dampak psikologis seperti stres atau 

kerugian privasi yang serius (Solove, 2021). 

Salah satu contoh nyata adalah ketika perusahaan teknologi 

global mengalami kebocoran data yang besar, yang berakibat pada 

kerugian yang signifikan bagi pengguna. Sebuah laporan yang 

diterbitkan oleh Greenleaf (2022) menunjukkan bahwa sekitar 70% 

pengguna internet global merasa khawatir tentang bagaimana data 

pribadinya digunakan oleh pihak ketiga. Kekhawatiran ini membahas 

perlunya regulasi yang kuat untuk melindungi privasi pengguna. Tanpa 

adanya regulasi yang memadai, data pribadi dapat dengan mudah 

digunakan atau dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, 

baik untuk tujuan komersial, politik, atau bahkan kejahatan siber. 

Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di 

Uni Eropa dan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik) di Indonesia adalah langkah penting dalam mengatur dan 

memastikan perlindungan data pribadi di era digital. Aturan-aturan ini 

menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk mengatur bagaimana data 

pribadi dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. GDPR, misalnya, 

memperkenalkan hak-hak baru bagi individu terkait kontrol atas data 

pribadinya, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus 

data yang telah dikumpulkan. Di Indonesia, UU ITE juga memberikan 

perlindungan yang jelas terhadap data pribadi, serta menekankan 

pentingnya transparansi dalam pemrosesan data. 
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2. Hak Asasi dan Kepercayaan Publik 

Perlindungan data pribadi bukan hanya sekadar isu teknis, tetapi 

juga merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Dalam Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, hak atas privasi diakui 

sebagai hak dasar yang melindungi individu dari campur tangan 

sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap individu berhak mengontrol data pribadinya dan 

menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan. Oleh karena itu, 

perlindungan data pribadi secara langsung berhubungan dengan 

perlindungan hak dasar seseorang untuk merasa aman dan terlindungi 

dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. 

Perlindungan data pribadi juga berperan penting dalam 

membangun kepercayaan publik terhadap sistem digital. Dalam dunia 

yang semakin bergantung pada layanan digital, transparansi dan 

keamanan dalam pengelolaan data pribadi menjadi faktor kunci yang 

memengaruhi keputusan konsumen. Studi yang dilakukan oleh 

Accenture (2023) mengungkapkan bahwa 82% konsumen lebih 

cenderung memilih layanan digital yang memiliki kebijakan 

perlindungan data yang jelas dan dapat dipercaya. Hal ini membahas 

bahwa kepercayaan konsumen sangat bergantung pada seberapa baik 

perusahaan dalam mengelola dan melindungi data. 

Dengan pengelolaan data yang etis dan transparan, perusahaan 

tidak hanya melindungi hak privasi individu, tetapi juga mendapatkan 

keuntungan kompetitif. Perusahaan yang dianggap dapat dipercaya 

dalam mengelola data pribadi cenderung memiliki hubungan jangka 

panjang dengan konsumen. Kepercayaan ini menjadi aset yang sangat 

berharga, karena konsumen akan lebih setia dan lebih sering 

menggunakan layanan yang dipercayai. Sebaliknya, jika perlindungan 

data pribadi diabaikan atau dikelola dengan buruk, ini dapat merusak 

reputasi perusahaan dan menyebabkan kerugian yang signifikan, baik 

dalam hal finansial maupun dalam kehilangan kepercayaan dari publik. 

 

3. Dampak Ekonomi 

Data pribadi telah menjadi salah satu aset paling bernilai di era 

digital, dengan perusahaan-perusahaan menggunakan informasi ini 

untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan 

preferensi konsumen serta menciptakan strategi pemasaran yang lebih 

efektif. Data pribadi memungkinkan perusahaan untuk 
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mempersonalisasi pengalaman pengguna, meningkatkan efisiensi 

operasional, dan memprediksi tren pasar dengan lebih akurat. Namun, 

dengan semakin besarnya ketergantungan pada data pribadi, terdapat 

risiko signifikan yang dapat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan 

jika data tersebut disalahgunakan. 

Penyalahgunaan data pribadi, seperti kebocoran data atau 

penyalahgunaan informasi tanpa izin, dapat menyebabkan kerugian yang 

tidak hanya merugikan individu tetapi juga memiliki dampak ekonomi 

yang luas. Misalnya, dalam kasus kebocoran data besar, informasi yang 

sensitif bisa jatuh ke tangan yang salah, membuka celah untuk penipuan, 

pencurian identitas, dan penyalahgunaan lainnya. Dampak ini bukan 

hanya terjadi pada individu, tetapi juga merembet pada perusahaan yang 

kehilangan kepercayaan pelanggan dan mengalami kerugian finansial 

yang signifikan. Menurut studi PwC (2023), kebocoran data dapat 

menimbulkan kerugian ekonomi global hingga $6 triliun per tahun, yang 

mencakup biaya langsung dari peretasan serta dampak jangka panjang 

dari kehilangan kepercayaan dan reputasi perusahaan. 

Kerugian ekonomi yang timbul dari kebocoran data mencakup 

berbagai aspek, mulai dari biaya pemulihan, biaya hukum, hingga 

pengaruh buruk terhadap harga saham perusahaan yang terlibat dalam 

insiden tersebut. Selain itu, kebocoran data juga dapat menghambat 

inovasi dan memperlambat adopsi teknologi baru, karena konsumen 

menjadi lebih waspada dan enggan berbagi data pribadinya. Ketika 

perusahaan tidak dapat mengakses atau menggunakan data pribadi 

dengan cara yang sah dan aman, hal ini bisa mengurangi potensi ekonomi 

yang dapat digali dari data tersebut. 

 

4. Regulasi Sebagai Solusi 

Perlindungan data pribadi yang efektif memerlukan kerangka 

hukum yang jelas, tegas, dan dapat diimplementasikan dengan konsisten. 

Di Indonesia, langkah penting dalam hal ini adalah diterbitkannya 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 

Pribadi (UU PDP). UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan 

hukum yang lebih kuat kepada individu terkait dengan data pribadinya, 

mengingat semakin pentingnya peran data dalam kehidupan digital saat 

ini. 

Salah satu aspek utama yang ditekankan dalam UU PDP adalah 

transparansi. Pengumpulan, penggunaan, dan pemrosesan data pribadi 
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oleh pihak ketiga harus dilakukan dengan cara yang jelas dan terbuka. 

Individu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana datanya akan 

digunakan dan oleh siapa, serta untuk apa tujuan penggunaan data 

tersebut. UU ini juga menetapkan bahwa setiap individu memiliki hak 

untuk mengakses data pribadi yang dikumpulkan tentangnya, serta hak 

untuk memperbarui atau menghapus data tersebut jika diperlukan. Ini 

memberikan kontrol lebih besar kepada individu atas informasi pribadi, 

yang sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap 

platform digital dan perusahaan. 

UU PDP menekankan pada akuntabilitas. Artinya, pengendali 

data dan prosesor data bertanggung jawab penuh untuk menjaga data 

pribadi yang dikelola. Diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah 

keamanan yang memadai guna mencegah terjadinya kebocoran data atau 

penyalahgunaan data. Pihak yang melanggar ketentuan perlindungan 

data ini dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan denda yang 

signifikan, yang memberi tekanan kepada perusahaan dan organisasi 

untuk mematuhi regulasi ini. UU PDP juga memberikan hak-hak 

individu yang lebih jelas, seperti hak untuk menyetujui atau menolak 

pengumpulan data pribadinya, serta hak untuk meminta agar datanya 

dihapus setelah tidak digunakan lagi. Hal ini menciptakan keseimbangan 

antara kebutuhan bisnis untuk memanfaatkan data dan perlindungan 

terhadap hak individu. 

 

B. Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia 

 

Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk melindungi 

data pribadi melalui regulasi khusus. Hal ini diwujudkan dalam Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 

PDP), yang menjadi dasar hukum utama dalam memberikan 

perlindungan terhadap informasi pribadi individu. UU PDP mengadopsi 

praktik terbaik dari regulasi internasional, seperti General Data 

Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, dan menyesuaikannya 

dengan kebutuhan serta konteks lokal. 

 

1. Tujuan dan Cakupan UU PDP 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan 

Data Pribadi (UU PDP) bertujuan untuk memberikan perlindungan 

hukum yang kuat terhadap data pribadi milik individu atau subjek data. 
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Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, di mana data pribadi 

sering kali dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh berbagai entitas, 

UU PDP hadir untuk mengatur dan menjamin bahwa data pribadi 

dikelola dengan cara yang sah, aman, dan sesuai dengan hak-hak subjek 

data. Salah satu tujuan utama dari UU PDP adalah memastikan bahwa 

penggunaan data pribadi dilakukan secara transparan, memberikan 

kontrol kepada individu atas informasi pribadi, serta memberikan sanksi 

kepada pihak yang melanggar ketentuan perlindungan data. 

UU PDP memberikan definisi yang jelas tentang apa yang 

dimaksud dengan data pribadi. Data pribadi adalah informasi yang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Ini termasuk informasi seperti nama, alamat, 

nomor identitas, data kontak, hingga data biometrik yang lebih sensitif. 

Dengan definisi yang komprehensif ini, undang-undang ini mencakup 

berbagai jenis data yang dapat digunakan untuk tujuan identifikasi 

individu, memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap semua 

bentuk informasi pribadi. 

UU PDP menegaskan hak-hak yang dimiliki oleh subjek data. 

Individu memiliki hak untuk mengetahui apa saja data pribadi yang 

dikumpulkan tentangnya, hak untuk mengakses data tersebut, serta hak 

untuk memperbarui atau mengoreksi informasi yang tidak akurat. Selain 

itu, juga memiliki hak untuk menghapus data pribadinya jika data 

tersebut sudah tidak relevan atau diperlukan lagi. UU ini juga 

memberikan hak kepada individu untuk menolak pemrosesan data 

pribadi, terutama jika data tersebut diproses tanpa persetujuan yang sah 

atau untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Semua hak 

ini dirancang untuk memberikan kontrol penuh kepada individu atas data 

pribadinya dan mencegah penyalahgunaan informasi tersebut. 

 

2. Prinsip-Prinsip Utama 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di 

Indonesia menegakkan beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan data 

pribadi, yang bertujuan untuk menjaga hak individu serta memastikan 

bahwa datanya digunakan secara sah dan bertanggung jawab. Prinsip-

prinsip ini menjadi landasan dalam memastikan bahwa data pribadi tidak 

hanya terlindungi, tetapi juga dikelola dengan transparansi dan 

akuntabilitas yang tinggi. 
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Prinsip pertama adalah Legalitas dan Transparansi. Menurut 

prinsip ini, setiap pengumpulan dan pemrosesan data pribadi harus 

dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya, pengendali data 

wajib memastikan bahwa ada dasar hukum yang sah sebelum 

mengumpulkan atau memproses data pribadi, baik itu persetujuan subjek 

data, kewajiban kontraktual, atau alasan hukum lainnya. Selain itu, 

prinsip transparansi mengharuskan pengendali data untuk memberikan 

informasi yang jelas dan lengkap kepada subjek data mengenai 

pengumpulan dan penggunaan data. Subjek data harus diberitahukan 

tentang jenis data yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan data, dan 

pihak yang akan mengakses data tersebut. Hal ini memastikan bahwa 

subjek data tidak hanya merasa aman tetapi juga dapat membuat 

keputusan yang lebih informasi mengenai penggunaan data pribadi 

(Gellman, 2022). 

Prinsip kedua adalah Tujuan Tertentu. Prinsip ini menegaskan 

bahwa data pribadi hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah 

disetujui oleh subjek data. Data tidak boleh digunakan untuk tujuan yang 

tidak sesuai dengan yang telah dijelaskan atau disetujui sebelumnya. 

Oleh karena itu, pengendali data wajib memastikan bahwa setiap proses 

pengumpulan data dilakukan dengan maksud yang sah dan relevan 

dengan tujuan yang telah diungkapkan kepada subjek data. Sebagai 

contoh, data yang dikumpulkan untuk tujuan pemasaran tidak boleh 

digunakan untuk tujuan yang tidak relevan, seperti penjualan kepada 

pihak ketiga tanpa persetujuan tambahan dari subjek data (Greenleaf, 

2022). Prinsip ini juga memastikan bahwa data pribadi tidak 

disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan individu atau 

melanggar privasi. 

Prinsip ketiga adalah Keamanan Data. Dalam dunia digital yang 

semakin berkembang, penting bagi pengendali data untuk mengambil 

langkah-langkah yang memadai guna melindungi data pribadi dari 

potensi ancaman, seperti kebocoran atau akses yang tidak sah. 

Pengendali data wajib mengimplementasikan teknologi dan prosedur 

yang memadai untuk melindungi data pribadi, termasuk enkripsi, 

pengaturan akses, dan sistem pemulihan data yang efektif. Dengan 

demikian, setiap data pribadi yang dikumpulkan dan disimpan dapat 

terlindungi dengan baik dari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang 

tidak berwenang. Selain itu, jika terjadi pelanggaran atau kebocoran data, 
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pengendali data juga wajib memberi tahu subjek data dan pihak 

berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PwC, 2023). 

 

3. Pelaksanaan dan Pengawasan 

Pelaksanaan dan pengawasan terhadap Undang-Undang 

Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia melibatkan peran 

aktif pemerintah melalui pembentukan otoritas independen yang 

bertugas untuk memastikan keberhasilan implementasi peraturan ini. 

Sebagai bagian dari upaya untuk melindungi data pribadi, UU PDP 

menetapkan kewajiban bagi pengendali data dan prosesor data untuk 

mematuhi prinsip-prinsip yang telah digariskan, termasuk transparansi, 

akuntabilitas, dan keamanan data. Untuk memastikan bahwa 

pengelolaan data pribadi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Perlindungan Data 

Pribadi (BPDP), yang berfungsi sebagai lembaga pengawas dan pengatur 

dalam hal perlindungan data pribadi. Badan ini memiliki wewenang 

untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua pihak yang 

mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data pribadi, baik sektor 

publik maupun swasta, mematuhi ketentuan UU PDP. 

Pada pelaksanaannya, BPDP bertanggung jawab untuk 

menangani berbagai pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran 

perlindungan data pribadi. Jika ditemukan pelanggaran, BPDP memiliki 

kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan, 

pembatasan kegiatan pengolahan data pribadi, hingga penghentian 

sementara kegiatan pengumpulan atau pemrosesan data oleh pihak yang 

bersangkutan. Selain itu, sanksi pidana juga dapat diterapkan, termasuk 

denda yang signifikan atau bahkan hukuman penjara, bagi yang terbukti 

dengan sengaja atau ceroboh melanggar ketentuan UU PDP. Sanksi ini 

bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pihak yang tidak mematuhi 

peraturan dan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem 

perlindungan data di Indonesia. 

UU PDP juga mengatur bahwa subjek data memiliki hak untuk 

mengajukan pengaduan jika merasa hak-haknya dilanggar dalam hal 

pengelolaan data pribadinya. Hal ini memperkuat mekanisme 

perlindungan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Pengaduan 

dapat diajukan ke BPDP atau melalui mekanisme lain yang diatur dalam 

perundang-undangan, yang memungkinkan penyelesaian sengketa 

secara efisien. Sebagai contoh, BPDP dapat berfungsi sebagai mediator 
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atau pengawas dalam proses penyelesaian sengketa, memastikan bahwa 

penyalahgunaan data pribadi ditangani dengan adil. 

 

C. Implementasi Perlindungan Data di Era Digital 

 

Di era digital, perlindungan data pribadi menjadi tantangan besar 

karena meningkatnya penggunaan teknologi, transaksi elektronik, dan 

pertukaran informasi secara daring. Implementasi perlindungan data di 

Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang dirancang untuk 

mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, diproses, dan 

dilindungi. 

 

1. Strategi Implementasi Perlindungan Data 

Strategi implementasi perlindungan data pribadi sangat penting 

dalam menjaga keamanan informasi pribadi dan memastikan kepatuhan 

terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan 

Data Pribadi (UU PDP). Salah satu langkah utama dalam implementasi 

ini adalah penerapan kebijakan internal oleh organisasi yang 

mengumpulkan atau memproses data pribadi. Organisasi diharuskan 

untuk merancang prosedur yang jelas terkait pengumpulan, 

penyimpanan, dan pengelolaan data, serta penunjukan petugas 

perlindungan data pribadi (Data Protection  Officer atau DPO). DPO 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur 

perlindungan data dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam UU PDP. Selain itu, organisasi perlu memiliki sistem 

manajemen keamanan informasi yang efektif untuk melindungi data dari 

akses tidak sah dan kebocoran informasi yang dapat merugikan pihak 

terkait. 

Penggunaan teknologi juga berperanan penting dalam 

implementasi perlindungan data pribadi. Teknologi enkripsi dan 

tokenisasi, misalnya, digunakan untuk mengamankan data agar tidak 

dapat diakses atau dimodifikasi tanpa izin. Enkripsi mengubah data 

menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi, sementara 

tokenisasi menggantikan data sensitif dengan nilai yang tidak memiliki 

arti di luar sistem. Penggunaan firewall juga sangat diperlukan untuk 

mencegah akses yang tidak sah terhadap data yang disimpan di dalam 

sistem organisasi. Sebagai contoh, data kartu kredit yang digunakan 
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dalam transaksi online akan dienkripsi untuk melindunginya dari potensi 

pencurian oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. 

Edukasi dan kesadaran publik juga merupakan bagian penting 

dari strategi implementasi perlindungan data. Pemerintah, bersama 

dengan organisasi swasta, harus melakukan kampanye edukasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya melindungi data pribadi. Masyarakat perlu diberitahu tentang 

risiko berbagi informasi pribadi secara daring serta pentingnya 

memahami hak-haknya terkait pengelolaan data pribadi. Dengan 

demikian, masyarakat dapat lebih berhati-hati dan lebih memahami 

mekanisme perlindungan yang ada. 

 

2. Tantangan Implementasi 

Implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia 

menghadapi beberapa tantangan signifikan yang perlu diatasi agar tujuan 

perlindungan data dapat tercapai dengan efektif. Salah satu tantangan 

utama adalah kekurangan infrastruktur teknologi, terutama di kalangan 

organisasi kecil dan menengah. Banyak organisasi ini belum memiliki 

infrastruktur yang memadai untuk memenuhi standar perlindungan data 

yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU 

PDP). Infrastruktur ini mencakup sistem yang dapat melindungi data 

secara efisien, seperti sistem enkripsi yang kuat, firewall, serta sistem 

pemantauan untuk mendeteksi dan mencegah kebocoran data. Tanpa 

infrastruktur yang memadai, organisasi akan kesulitan untuk mematuhi 

kewajiban perlindungan data, yang pada gilirannya meningkatkan risiko 

kebocoran data yang merugikan individu dan perusahaan. 

Tantangan lain yang dihadapi adalah kesadaran yang rendah, 

baik di kalangan individu maupun organisasi, terkait kewajiban dan 

haknya dalam perlindungan data pribadi. Meskipun berbagai upaya 

edukasi dan kampanye telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga 

terkait, banyak masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya 

menjaga privasi data pribadi. Banyak individu tidak menyadari potensi 

risiko yang terkait dengan berbagi data pribadi secara sembarangan, baik 

melalui platform digital maupun dalam kehidupan sehari-hari. Demikian 

pula, meskipun organisasi besar semakin menyadari pentingnya 

perlindungan data, organisasi kecil dan menengah sering kali 

mengabaikan hal ini atau belum sepenuhnya memahami bagaimana 

mengimplementasikan kebijakan perlindungan data secara efektif. 
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Ancaman siber yang terus berkembang juga menjadi tantangan 

besar dalam upaya melindungi data pribadi. Serangan ransomware, 

phishing, dan malware semakin canggih dan dapat merusak sistem 

perlindungan data yang ada. Misalnya, dalam serangan ransomware, data 

yang disimpan dapat dienkripsi oleh pihak jahat dan diminta tebusan 

untuk pemulihannya. Selain itu, teknik phishing yang semakin canggih 

membuat individu mudah tertipu untuk membocorkan data pribadi 

kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Ancaman-ancaman ini 

membutuhkan strategi keamanan yang terus diperbarui dan teknologi 

yang lebih canggih untuk menghadapi teknik-teknik serangan yang 

semakin berkembang. 

 

3. Studi Kasus: Implementasi di Indonesia 

Di Indonesia, implementasi perlindungan data pribadi dalam 

berbagai sektor menghadapi tantangan yang beragam, namun juga 

menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satu sektor yang telah 

mengadopsi perlindungan data pribadi secara serius adalah sektor e-

commerce. Platform e-commerce di Indonesia, seperti Tokopedia, 

Bukalapak, dan Shopee, telah menerapkan teknologi keamanan seperti 

SSL (Secure Socket Layer) untuk melindungi transaksi dan data pribadi 

pengguna dari ancaman siber. Selain itu, mematuhi peraturan UU 

Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan transparansi 

dalam pengumpulan data serta hak-hak individu untuk mengakses dan 

menghapus data pribadi. Pengguna kini semakin dapat merasa aman 

berbelanja daring, dengan perlindungan yang ditawarkan oleh platform-

platform ini untuk menjaga informasi seperti alamat, nomor telepon, dan 

riwayat transaksi. 

Sektor perbankan di Indonesia juga berfokus pada perlindungan 

data nasabah dengan mengadopsi teknologi keamanan yang canggih. 

Bank-bank besar seperti Bank Mandiri, BCA, dan BRI menggunakan 

sistem autentikasi multi-faktor (MFA) yang mengharuskan nasabah 

untuk memasukkan beberapa lapisan verifikasi sebelum dapat 

mengakses akun. Selain itu, sistem deteksi penipuan berbasis kecerdasan 

buatan (AI) digunakan untuk memonitor transaksi yang mencurigakan 

secara real-time. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menghindari 

pencurian identitas atau penipuan yang dapat merugikan nasabah dan 

mengancam stabilitas sistem keuangan. Dengan adopsi teknologi ini, 
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sektor perbankan di Indonesia semakin memperkuat kepercayaan publik 

dalam menjaga keamanan data keuangan pribadi nasabah. 

Aplikasi pemerintah seperti PeduliLindungi, yang digunakan 

selama pandemi COVID-19 untuk melacak penyebaran virus, menjadi 

sorotan utama terkait perlindungan data pribadi. Aplikasi ini 

mengumpulkan data kesehatan pribadi pengguna, seperti riwayat 

perjalanan dan hasil tes COVID-19. Mengingat sensitifnya data tersebut, 

banyak pihak khawatir tentang potensi kebocoran data pribadi. 

Meskipun aplikasi ini dimaksudkan untuk kepentingan kesehatan 

masyarakat, kritik muncul terkait transparansi dan perlindungan data 

yang kurang memadai. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia 

kemudian meningkatkan langkah-langkah keamanan dengan 

memperkuat enkripsi data dan memastikan adanya pengawasan yang 

lebih ketat terhadap pengelolaan data pribadi. Selain itu, pemerintah juga 

melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, dengan 

menjelaskan lebih lanjut mengenai penggunaan data yang dikumpulkan 

dan memberikan akses bagi pengguna untuk menghapus datanya setelah 

penggunaan aplikasi selesai. 

 

4. Relevansi Internasional 

Di era digital yang terus berkembang pesat, perlindungan data 

pribadi di Indonesia tidak hanya melibatkan upaya domestik tetapi juga 

memerlukan kerjasama internasional. Indonesia, sebagai bagian dari 

komunitas global, telah menyadari pentingnya beradaptasi dengan 

standar internasional untuk melindungi data pribadi warganya, terutama 

mengingat volume data yang melintas lintas batas negara. Salah satu 

inisiatif global yang diikuti Indonesia adalah ASEAN Framework on 

Personal Data Protection . Inisiatif ini bertujuan untuk menyelaraskan 

kebijakan perlindungan data pribadi antarnegara ASEAN, dengan 

memperkenalkan pedoman dan prinsip yang diakui secara internasional, 

serta memastikan kebijakan yang konsisten di seluruh kawasan. 

Keikutsertaan Indonesia dalam kerangka ini menunjukkan 

komitmen negara untuk tidak hanya mengimplementasikan regulasi 

yang sesuai dengan kepentingan domestik, tetapi juga untuk 

menciptakan kerangka kerja yang kompatibel dengan standar global, 

seperti Regulasi Perlindungan Data Umum (GDPR) yang diterapkan di 

Uni Eropa. Dengan adanya keselarasan antara kebijakan nasional dan 

regulasi internasional, Indonesia dapat memperkuat posisi dalam 
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perdagangan global, terutama dalam sektor yang bergantung pada data, 

seperti e-commerce dan teknologi informasi. 

Kerja sama internasional dalam perlindungan data juga berperan 

penting dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh aliran data 

antarnegara. Sebagai contoh, dalam era digital, data sering kali melintasi 

berbagai yurisdiksi, yang memerlukan kesepakatan internasional untuk 

memastikan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, negara-

negara seperti Indonesia yang telah bergabung dalam inisiatif 

internasional juga mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data yang 

sejalan dengan GDPR atau peraturan sejenis di negara maju, guna 

mempermudah aliran data sambil memastikan perlindungan hak pribadi. 

Selain itu, dengan kerja sama internasional, Indonesia dapat 

memanfaatkan teknologi dan praktik terbaik dalam mengelola data 

pribadi, yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas regulasi 

perlindungan data pribadi di dalam negeri. Implementasi kebijakan yang 

lebih baik, didukung oleh mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan 

alat hukum yang lebih solid, akan membantu Indonesia mengurangi 

risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. 

 

D. Perbandingan dengan Regulasi Internasional 

 

Pada konteks perlindungan data pribadi, Indonesia menghadapi 

tantangan untuk menyelaraskan regulasinya dengan standar 

internasional yang telah mapan, seperti General Data Protection  

Regulation (GDPR) di Uni Eropa, yang dianggap sebagai tolok ukur 

global. UU PDP Indonesia memiliki beberapa kesamaan dengan GDPR, 

tetapi juga terdapat perbedaan dalam cakupan, penegakan hukum, dan 

pengaturan khusus. 

 

1. Persamaan antara UU PDP Indonesia dan GDPR 

Perlindungan data pribadi di Indonesia melalui Undang-Undang 

Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki banyak kesamaan 

dengan regulasi perlindungan data yang diterapkan di Uni Eropa, yaitu 

General Data Protection Regulation (GDPR). Kedua regulasi ini 

menekankan perlindungan terhadap hak privasi individu dan 

memperkenalkan berbagai mekanisme untuk memastikan data pribadi 

tidak disalahgunakan. Salah satu kesamaan utama antara UU PDP 

Indonesia dan GDPR adalah prinsip perlindungan data yang keduanya 
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tekankan. Prinsip pertama adalah transparansi, yang mengharuskan 

organisasi untuk memberikan informasi yang jelas kepada individu 

tentang bagaimana datanya dikumpulkan, diproses, dan digunakan. 

Dalam hal ini, individu harus diberi pemahaman yang cukup mengenai 

tujuan pengumpulan data. Kedua, prinsip keamanan menuntut organisasi 

untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, baik itu melalui 

teknologi enkripsi, kontrol akses, maupun prosedur keamanan lainnya. 

Prinsip hak subjek data juga diatur dalam kedua regulasi ini, yang 

memberikan hak kepada individu untuk mengakses data, mengoreksi 

informasi yang salah, atau menghapus data yang tidak lagi relevan atau 

yang telah diproses secara ilegal. 

Kedua regulasi ini juga mensyaratkan penunjukan Data 

Protection Officer (DPO) bagi organisasi yang memproses data dalam 

skala besar. DPO bertugas untuk memastikan bahwa organisasi 

mematuhi regulasi terkait perlindungan data pribadi, memberikan saran 

terkait kebijakan perlindungan data, serta mengawasi implementasi 

prosedur yang relevan. Ini memastikan bahwa tanggung jawab 

perlindungan data dikelola oleh seseorang yang berkompeten dalam 

masalah ini. Sanksi administratif adalah kesamaan lain antara UU PDP 

dan GDPR. Keduanya memberikan sanksi yang signifikan bagi 

pelanggaran perlindungan data pribadi, meskipun besaran denda yang 

dikenakan oleh GDPR jauh lebih besar. GDPR memberikan denda yang 

dapat mencapai 4% dari pendapatan tahunan global perusahaan atau €20 

juta (mana yang lebih besar), sementara UU PDP Indonesia memberikan 

denda yang lebih rendah, namun tetap memberikan efek jera bagi 

pelanggar. 

 

2. Perbedaan Utama antara UU PDP dan GDPR 

Terdapat sejumlah perbedaan utama antara Undang-Undang 

Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia dan General Data 

Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa. Salah satu 

perbedaan yang paling mencolok adalah cakupan wilayah. GDPR tidak 

hanya berlaku bagi organisasi yang berbasis di Uni Eropa, tetapi juga 

bagi perusahaan atau entitas global yang memproses data pribadi warga 

negara Uni Eropa, terlepas dari lokasi. Hal ini berarti, meskipun sebuah 

perusahaan beroperasi di luar Uni Eropa, jika perusahaan tersebut 

mengumpulkan atau memproses data warga Uni Eropa, maka 

perusahaan tersebut tetap wajib mematuhi GDPR. Sebaliknya, UU PDP 
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Indonesia lebih terbatas pada yurisdiksi domestik, artinya undang-

undang ini umumnya hanya berlaku untuk entitas yang beroperasi di 

Indonesia dan yang memproses data pribadi warga negara Indonesia. 

Denda dan penegakan hukum merupakan aspek lain yang 

membedakan kedua regulasi ini. GDPR dikenal dengan besaran denda 

yang sangat besar, yakni hingga €20 juta atau 4% dari pendapatan 

tahunan global perusahaan, mana yang lebih besar. Denda yang sangat 

signifikan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan yang lebih ketat 

terhadap regulasi perlindungan data pribadi di seluruh dunia. Di sisi lain, 

UU PDP Indonesia memberikan denda yang lebih kecil dalam hal 

pelanggaran perlindungan data, meskipun tetap ada sanksi administratif 

dan pidana. Penegakan hukum di Indonesia juga belum seketat di Uni 

Eropa, yang dapat dilihat dari pengawasan dan sanksi yang lebih 

konsisten dan terstruktur di bawah GDPR. 

Perbedaan lainnya terletak pada kategori data sensitif yang diatur 

dalam kedua regulasi. GDPR memiliki kategori data sensitif yang lebih 

terperinci dan jelas, seperti data genetika dan biometrik. Data sensitif ini 

memerlukan perlindungan yang lebih ketat karena potensi 

penyalahgunaannya yang lebih tinggi. Sementara itu, UU PDP tidak 

mencantumkan kategori data sensitif secara spesifik, meskipun tetap ada 

ketentuan yang mewajibkan pengelolaan data pribadi dengan hati-hati 

dan bijaksana. Selain itu, ada juga perbedaan dalam penggunaan data 

oleh pemerintah. GDPR memberikan batasan yang ketat terhadap 

penggunaan data pribadi oleh pemerintah, dengan tujuan untuk 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa data 

pribadi hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan 

prinsip perlindungan data. Di sisi lain, UU PDP memberikan 

kelonggaran tertentu bagi pemerintah Indonesia, terutama dalam konteks 

keamanan nasional. Hal ini berarti bahwa dalam beberapa situasi, 

pemerintah dapat mengakses dan memproses data pribadi tanpa 

persetujuan individu jika dianggap perlu untuk kepentingan keamanan 

negara atau penegakan hukum. 

 

3. Perbandingan dengan Regulasi Negara Lain 

Perbandingan antara regulasi perlindungan data di Indonesia 

dengan negara lain menunjukkan perbedaan pendekatan dalam mengatur 

privasi dan pengelolaan data pribadi. Salah satu contoh regulasi yang 

sering dibandingkan adalah California Consumer Privacy Act (CCPA) 
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di Amerika Serikat. CCPA lebih terfokus pada hak konsumen dan 

kontrol yang diberikan kepada individu atas data pribadi. Berbeda 

dengan GDPR dan UU PDP yang lebih holistik, CCPA tidak memiliki 

persyaratan seketat itu dalam hal pemrosesan data dan pengawasan 

pemerintah. Meskipun CCPA mendorong transparansi dan memberikan 

hak kepada konsumen untuk mengakses dan menghapus datanya, 

regulasi ini lebih menitikberatkan pada hak individu untuk mengontrol 

informasi yang dimiliki perusahaan, tanpa memberi regulasi yang 

mendalam tentang tanggung jawab organisasi terhadap data secara 

keseluruhan. Selain itu, CCPA hanya berlaku untuk konsumen di 

California dan tidak mencakup penerapan di seluruh negara seperti 

GDPR yang bersifat global. 

Di Singapura, regulasi perlindungan data pribadi diatur melalui 

Personal Data Protection Act (PDPA). PDPA Singapura memiliki 

kesamaan struktur dengan UU PDP Indonesia, terutama dalam hal 

prinsip-prinsip dasar perlindungan data seperti transparansi, tujuan 

tertentu, dan keamanan data. Namun, PDPA Singapura lebih maju dalam 

implementasi dan penegakannya berkat adanya lembaga khusus yang 

menangani perlindungan data, yaitu Personal Data Protection 

Commission (PDPC). Lembaga ini berperan penting dalam memastikan 

bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan memberikan denda yang 

fleksibel tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi. PDPA juga 

memiliki pendekatan yang lebih terperinci dalam menangani 

pelanggaran data, menjadikannya lebih efektif dalam menegakkan hak-

hak individu dan melindungi data pribadi. 

Di Australia, regulasi privasi data diatur oleh Privacy Act 1988, 

yang lebih menekankan pada kewajiban organisasi untuk melindungi 

data pribadi dan melaporkan insiden keamanan secara real-time. Hal ini 

berbeda dengan UU PDP Indonesia yang belum mengatur secara rinci 

mekanisme pelaporan insiden pelanggaran data. Privacy Act di Australia 

memberikan panduan yang lebih jelas mengenai bagaimana organisasi 

harus menangani kebocoran data atau serangan siber yang dapat 

mengancam keamanan data pribadi. Dalam hal ini, Australia lebih 

proaktif dalam menanggapi insiden yang terjadi, dengan kewajiban 

untuk memberi laporan cepat dan transparansi tentang pelanggaran yang 

melibatkan data pribadi. Meskipun demikian, dibandingkan dengan UU 

PDP Indonesia, Australia memiliki sistem pengawasan yang lebih 
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matang dan struktur yang lebih jelas untuk memastikan pemenuhan 

regulasi. 

 

4. Relevansi Harmonisasi dengan Standar Internasional 

Harmonisasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Indonesia 

dengan standar internasional seperti GDPR (General Data Protection 

Regulation) berperan yang sangat penting dalam memperkuat sistem 

perlindungan data pribadi dan meningkatkan kepercayaan global 

terhadap sektor ekonomi digital Indonesia. Salah satu manfaat utama dari 

harmonisasi ini adalah peningkatan kepercayaan terhadap pelaku usaha 

Indonesia, terutama dalam konteks perdagangan elektronik lintas negara. 

Dengan semakin banyaknya transaksi dan interaksi global yang 

melibatkan data pribadi, konsumen dan mitra bisnis di luar negeri akan 

lebih cenderung untuk bertransaksi dengan perusahaan Indonesia jika 

yakin bahwa datanya akan dilindungi dengan standar yang setara atau 

lebih tinggi dari yang diharapkan di pasar internasional. Hal ini dapat 

membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain 

utama dalam ekonomi digital global. 

Kerja sama dalam kawasan ASEAN juga menjadi langkah 

strategis dalam mewujudkan harmonisasi regulasi perlindungan data 

pribadi. Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam inisiatif seperti ASEAN 

Framework on Digital Data Governance, yang bertujuan untuk 

mengadopsi standar perlindungan data yang serupa di seluruh Asia 

Tenggara. Kerja sama ini penting karena di kawasan Asia Tenggara 

terdapat keragaman dalam kebijakan perlindungan data, yang dapat 

menyebabkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan yang beroperasi 

lintas batas. Dengan adanya harmonisasi regulasi, negara-negara 

ASEAN, termasuk Indonesia, dapat menciptakan ekosistem yang lebih 

aman dan terjamin dalam pertukaran data pribadi, memfasilitasi 

perdagangan antarnegara, serta memperkuat hubungan ekonomi dan 

digital di kawasan tersebut. 

Pengembangan ekonomi digital di Indonesia juga sangat 

bergantung pada adopsi standar internasional dalam perlindungan data. 

Ekonomi digital Indonesia semakin berkembang, dengan pertumbuhan 

pesat dalam sektor e-commerce, fintech, dan teknologi lainnya. Untuk 

memastikan bahwa perkembangan ini berkelanjutan dan dapat bersaing 

di pasar global, Indonesia perlu memiliki kerangka hukum yang kokoh 

untuk melindungi data pribadi. Dengan harmonisasi UU PDP dengan 
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regulasi internasional, Indonesia akan lebih mudah menarik investasi 

asing, terutama dari perusahaan yang beroperasi di negara-negara 

dengan regulasi perlindungan data yang ketat, seperti Uni Eropa dan 

Amerika Serikat. Investor akan lebih percaya diri untuk berinvestasi di 

Indonesia jika yakin bahwa regulasi perlindungan data yang ada setara 

dengan yang berlaku di pasar internasional, sehingga meningkatkan daya 

tarik Indonesia sebagai destinasi investasi yang aman dan dapat 

diandalkan dalam ranah digital.  
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BAB V 
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

 

 

 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada hak-hak yang 

diberikan kepada individu atau entitas atas karya ciptaan yang dihasilkan 

melalui kreativitas dan inovasi. HKI mencakup berbagai jenis hak, 

seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia 

dagang, yang memberikan perlindungan hukum terhadap produk 

intelektual. Di era digital saat ini, HKI menghadapi tantangan baru, 

termasuk pembajakan karya digital, pelanggaran hak cipta secara online, 

dan sulitnya penegakan hukum di ranah virtual. Dengan berkembangnya 

teknologi, baik dalam konteks produksi maupun distribusi, perlindungan 

terhadap HKI menjadi semakin kompleks dan membutuhkan kebijakan 

yang adaptif serta mekanisme pemantauan yang lebih efisien. 

Perlindungan HKI tidak hanya penting untuk kepentingan pencipta 

karya, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan kreativitas yang menjadi 

fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di tingkat 

global. Di Indonesia, upaya untuk memperkuat regulasi HKI terus 

dilakukan melalui perubahan undang-undang dan penyempurnaan 

kebijakan agar lebih sejalan dengan perkembangan teknologi dan standar 

internasional. 

 

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sebuah konsep yang 

penting dalam hukum, berfungsi untuk melindungi karya kreatif dan 

inovatif individu atau kelompok dari penggunaan yang tidak sah atau 

tanpa izin (Sanusi, 2024). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada 

hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada individu atau organisasi atas 

hasil karya intelektual, yang dianggap sebagai produk dari kreativitas 

dan inovasi. Konsep ini melindungi karya-karya yang dihasilkan melalui 

pemikiran, penemuan, dan ekspresi manusia yang memiliki nilai 
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ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. HKI 

memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemiliknya untuk 

menggunakan, mengalihkan, atau melarang orang lain untuk 

menggunakan hasil karya tersebut dalam jangka waktu tertentu. 

HKI dibagi menjadi dua kategori besar: Hak Cipta dan Hak 

Industri. Menurut Sanusi (2024), HKI terdiri dari beberapa aspek, di 

antaranya hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan hak rahasia 

dagang. Hak cipta melindungi karya karya seperti musik, film, dan 

tulisan; hak paten melindungi penemuan dan inovasi teknologi; hak 

merek dagang melindungi merek dan identitas produk; dan hak rahasia 

dagang melindungi informasi rahasia bisnis. Setiap aspek ini memiliki 

peraturan dan prosedur yang berbeda dalam penerapannya, namun 

semuanya bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas serta 

memberikan penghargaan kepada pencipta atau penemu. 

Menurut Kurniawan (2021), sistem HKI berfungsi untuk 

mendorong inovasi dan menciptakan insentif bagi pencipta atau penemu 

untuk terus berkarya. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, pencipta 

akan merasa bahwa karyanya mudah dicuri atau disalahgunakan tanpa 

kompensasi yang layak. Perlindungan HKI berkontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi, karena mendorong penelitian dan pengembangan 

dalam berbagai sektor seperti teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan. 

HKI di era digital menjadi semakin penting karena kemudahan distribusi 

karya melalui internet yang memungkinkan karya intelektual untuk 

dengan cepat diproduksi dan disebarluaskan secara luas. Hal ini 

menambah kompleksitas dalam hal perlindungan dan penegakan hak-

hak tersebut, mengingat tingginya kemungkinan pelanggaran hak cipta 

dan pembajakan di dunia maya. 

 

B. HKI dalam Konteks Digital 

 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks digital merujuk 

pada perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya-karya 

intelektual yang dihasilkan dan didistribusikan melalui media digital. Era 

digital telah mengubah cara orang menciptakan, berbagi, dan mengakses 

karya intelektual, yang sebelumnya lebih terpusat pada media fisik, 

menjadi lebih terdesentralisasi dan terhubung secara global melalui 

platform online, aplikasi, dan jaringan sosial. Salah satu perubahan 

signifikan yang terjadi adalah cara distribusi karya melalui internet, yang 
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telah membuat pelanggaran hak cipta dan pembajakan menjadi masalah 

besar. Dalam konteks ini, HKI meliputi beberapa aspek yang mencakup 

berbagai produk kreatif yang dihasilkan secara digital, seperti perangkat 

lunak komputer, karya seni digital, musik, video, dan bahkan algoritma 

serta inovasi berbasis data. 

 

1. Perlindungan terhadap Hak Cipta Digital 

Perlindungan terhadap hak cipta digital menjadi isu yang 

semakin penting di era digital, di mana karya-karya orisinal dapat dengan 

mudah didistribusikan secara online. Hak cipta digital melindungi 

berbagai jenis karya, termasuk musik, film, teks, perangkat lunak, dan 

gambar, yang dapat dengan mudah ditransmisikan atau disalin dalam 

format digital. Peran utama dari hak cipta adalah untuk memberikan 

pengakuan dan perlindungan hukum kepada pencipta karya, serta untuk 

memastikan bahwa ia menerima manfaat ekonomi atas penggunaan 

karyanya. 

Tantangan besar dalam perlindungan hak cipta digital adalah 

kemudahan akses dan penyebaran ilegal. Situs berbagi file dan platform 

streaming ilegal sering menjadi perantara utama dalam pelanggaran hak 

cipta. Misalnya, pengguna dapat dengan mudah mengunduh musik atau 

film tanpa izin dari pemegang hak cipta, menyebabkan kerugian 

ekonomi yang signifikan bagi industri kreatif. Studi oleh Amir dan 

Wahyuni (2022) mencatat bahwa praktik ini mengancam kelangsungan 

pelaku industri kreatif, terutama yang bergantung pada penjualan dan 

distribusi digital. Selain itu, perangkat lunak yang dilindungi hak cipta 

juga sering menjadi target pembajakan, di mana salinan ilegal perangkat 

lunak didistribusikan tanpa kompensasi kepada pengembangnya. 

Beberapa mekanisme hukum dan teknologi telah dikembangkan 

untuk melindungi hak cipta digital. Secara global, perjanjian seperti 

WIPO Copyright Treaty (WCT) dan Digital Millennium Copyright Act 

(DMCA) di Amerika Serikat menjadi dasar hukum dalam perlindungan 

karya digital. Kedua regulasi ini mengatur pembatasan penggunaan 

teknologi untuk bypass perlindungan hak cipta dan memberikan sanksi 

tegas terhadap pelanggaran. Di Indonesia, perlindungan hak cipta digital 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

yang mencakup perlindungan karya digital dan sanksi terhadap 

pelanggaran. 
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2. Paten dan Merek Dagang di Era Digital 

Paten dan merek dagang memiliki peran penting dalam era 

digital, terutama dalam melindungi inovasi teknologi dan identitas 

merek. Paten memberikan perlindungan hukum atas penemuan atau 

teknologi baru, seperti perangkat keras, perangkat lunak, atau algoritma 

yang memiliki nilai komersial. Contohnya, paten dapat mencakup 

metode pemrograman unik atau sistem analisis data yang digunakan oleh 

perusahaan teknologi untuk menyelesaikan masalah spesifik. Menurut 

Adji dan Kristanto (2021), paten di dunia digital membantu perusahaan 

menjaga keunggulan kompetitif dengan memastikan bahwa inovasinya 

tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Hal ini menciptakan 

dorongan bagi inovasi dan investasi lebih lanjut dalam teknologi. 

Namun, paten dalam dunia digital juga menghadapi tantangan. 

Algoritma atau perangkat lunak sering kali sulit didefinisikan secara 

spesifik dalam konteks paten, sehingga memerlukan proses pengajuan 

yang rumit. Selain itu, paten yang tumpang tindih atau terlalu luas dapat 

menyebabkan konflik hukum antar perusahaan teknologi, yang dikenal 

sebagai "patent wars." Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan 

penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk mengatasi 

tantangan ini. 

Merek dagang dalam era digital melindungi identitas dan reputasi 

bisnis di berbagai platform digital seperti situs web, aplikasi, dan media 

sosial. Merek dagang memastikan bahwa logo, nama, atau simbol 

perusahaan yang dikenal publik tidak digunakan secara ilegal atau 

menyesatkan oleh pihak lain. Dalam dunia digital, merek dagang tidak 

hanya melindungi citra perusahaan, tetapi juga membangun kepercayaan 

pelanggan. Seperti yang disampaikan oleh Mansur (2023), kekuatan 

merek digital bergantung pada reputasi yang konsisten di seluruh 

platform, dan pelanggaran terhadap merek dagang dapat merusak 

hubungan perusahaan dengan pelanggan. Tantangan dalam perlindungan 

merek dagang di era digital melibatkan masalah seperti pembajakan 

merek di media sosial atau penggunaan domain internet yang 

menyerupai nama merek terkenal (cybersquatting). Fenomena ini dapat 

mengaburkan identitas merek asli dan merugikan konsumen serta 

pemilik merek. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan merek 

dagang digital melibatkan pemantauan aktif di dunia maya dan tindakan 

hukum yang cepat terhadap pelanggaran. 
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3. Tantangan dan Solusi dalam Perlindungan HKI Digital 

Tantangan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

digital sangat signifikan karena sifat dunia maya yang mempermudah 

duplikasi, distribusi, dan penggunaan tanpa izin karya intelektual. Salah 

satu kendala utama adalah sulitnya menegakkan hak-hak HKI di 

lingkungan digital yang bersifat global, di mana konten dapat dengan 

mudah diakses dan disebarkan lintas batas yurisdiksi. Selain itu, 

pelanggaran seperti pembajakan, plagiarisme, dan penyalahgunaan 

merek dagang di platform digital semakin umum terjadi, merugikan 

pencipta dan pemilik HKI. Untuk mengatasi tantangan ini, teknologi 

baru seperti blockchain mulai diterapkan untuk melacak asal-usul karya 

dan memperkuat bukti kepemilikan. Blockchain memungkinkan 

pencatatan kepemilikan yang transparan, tidak dapat diubah, dan dapat 

diverifikasi secara global. Menurut Nugroho (2022), teknologi ini 

memberikan perlindungan tambahan bagi pencipta dengan 

mempermudah identifikasi pelanggaran HKI dan pengambilan tindakan 

hukum yang sesuai. Dengan blockchain, pemilik karya dapat 

membuktikan haknya secara digital, bahkan di pengadilan. 

Upaya regulasi internasional juga menjadi penting. Perjanjian 

internasional seperti WIPO Copyright Treaty (WCT) dan Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) berfungsi 

sebagai landasan untuk menyelaraskan perlindungan HKI di berbagai 

negara. Perjanjian ini membantu negara-negara dengan tingkat 

perlindungan hukum yang berbeda-beda untuk mengadopsi standar yang 

sama, sehingga menciptakan ekosistem perlindungan HKI yang lebih 

kohesif di tingkat global (Hidayat, 2021). Namun, implementasi regulasi 

ini juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran dan 

infrastruktur hukum di beberapa negara berkembang. Untuk mengatasi 

masalah ini, diperlukan edukasi yang berkelanjutan bagi pencipta, 

konsumen, dan institusi hukum tentang pentingnya HKI dan dampak 

pelanggaran terhadap ekonomi kreatif. Pemerintah juga perlu 

meningkatkan kapasitas lembaga penegakan hukum serta 

memperkenalkan mekanisme pengaduan yang lebih efisien untuk 

menangani pelanggaran HKI. 
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C. Tantangan Perlindungan HKI di Era Digital 

 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital 

menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring dengan 

berkembangnya teknologi dan kemudahan akses informasi. Era digital 

telah mengubah cara karya-karya kreatif diproduksi, didistribusikan, dan 

dikonsumsi, yang tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga 

membuka celah baru bagi pelanggaran hak kekayaan intelektual. 

Beberapa tantangan utama dalam perlindungan HKI di dunia digital 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Pelanggaran dan Pembajakan Digital 

Pelanggaran dan pembajakan digital menjadi tantangan utama 

dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era teknologi. 

Salah satu bentuk pelanggaran paling umum adalah pembajakan, yaitu 

tindakan menggandakan, mendistribusikan, atau mengakses karya 

digital tanpa izin dari pemilik hak. Internet mempermudah akses ke 

karya-karya kreatif, seperti musik, film, buku elektronik, dan perangkat 

lunak, yang sering kali disebarluaskan melalui situs berbagi file, 

platform streaming ilegal, atau layanan torrent. Dalam industri musik, 

misalnya, pembajakan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan 

bagi musisi dan perusahaan rekaman. Banyak lagu yang diunggah secara 

ilegal ke platform online, mengurangi potensi pendapatan dari penjualan 

digital atau layanan streaming berlisensi. Fenomena serupa juga terjadi 

dalam industri film, di mana karya-karya terbaru sering kali tersedia 

secara gratis di situs-situs streaming ilegal hanya beberapa jam setelah 

peluncuran resminya. Menurut Nugroho (2022), pembajakan digital 

secara global mengurangi pendapatan industri kreatif, menghambat 

inovasi, dan mengurangi insentif bagi pencipta untuk menghasilkan 

karya baru. 

Perangkat lunak adalah sektor lain yang sangat rentan terhadap 

pembajakan. Banyak pengguna mengunduh perangkat lunak bajakan 

yang tidak berlisensi untuk menghindari biaya, meskipun ini sering kali 

meningkatkan risiko keamanan, seperti malware atau serangan siber. Hal 

ini tidak hanya merugikan pengembang perangkat lunak, tetapi juga 

membahayakan data dan privasi pengguna. Penyebab utama pembajakan 

digital meliputi kemudahan akses teknologi, kurangnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya perlindungan HKI, dan lemahnya 
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penegakan hukum di beberapa negara. Banyak individu tidak memahami 

bahwa tindakan seperti mengunduh atau membagikan karya tanpa izin 

merupakan pelanggaran hukum. Di sisi lain, di beberapa negara 

berkembang, harga lisensi atau konten berbayar yang tinggi 

dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sering menjadi alasan 

pembajakan. 

Untuk mengatasi masalah ini, berbagai solusi telah 

dikembangkan. Teknologi digital rights management (DRM) digunakan 

untuk melindungi karya dari penggandaan atau distribusi ilegal. Selain 

itu, platform streaming berlisensi seperti Spotify dan Netflix 

menawarkan alternatif yang lebih terjangkau dan mudah diakses, 

sehingga dapat mengurangi insentif untuk menggunakan layanan ilegal. 

Regulasi yang lebih ketat juga diperlukan untuk menangani pembajakan 

digital, termasuk peningkatan penegakan hukum dan kerja sama 

internasional untuk memberantas platform ilegal. Edukasi masyarakat 

tentang pentingnya menghormati HKI menjadi langkah penting lainnya. 

Dengan kombinasi pendekatan teknologi, regulasi, dan edukasi, dampak 

pembajakan digital dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan yang 

lebih adil bagi pencipta dan pemilik karya di dunia digital. 

 

2. Anonimitas di Internet 

Anonimitas di internet menjadi salah satu faktor yang 

memperburuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era 

digital. Kemampuan individu untuk menyembunyikan identitasnya saat 

mengakses atau mendistribusikan karya secara ilegal menciptakan 

tantangan besar bagi penegakan hukum. Dengan berbagai alat seperti 

jaringan pribadi virtual (VPN), layanan penyamaran IP, dan platform 

komunikasi anonim, pelaku pelanggaran dapat menyamarkan lokasi atau 

identitasnya dengan mudah. Hal ini membuat pemegang hak cipta sulit 

melacak pelaku pelanggaran, memperpanjang proses hukum, dan sering 

kali menurunkan efektivitas tindakan penegakan. Misalnya, dalam kasus 

situs berbagi file atau platform streaming ilegal, operator situs sering kali 

menggunakan server yang ditempatkan di yurisdiksi dengan regulasi 

lemah terhadap pelanggaran HKI, memanfaatkan anonimitas internet 

untuk menghindari tuntutan hukum. Bahkan, pengguna individu yang 

mengunggah atau mengunduh konten ilegal dapat tetap tidak 

teridentifikasi berkat teknologi seperti enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-

end encryption) dan penyamaran data. 
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Anonimitas juga berperan dalam memperburuk skala 

pelanggaran. Pengguna yang merasa aman dari pengawasan cenderung 

lebih berani melakukan tindakan ilegal, termasuk mendistribusikan 

konten tanpa izin. Studi oleh Kurniawan dan Suyanto (2021) 

menunjukkan bahwa banyak pelanggaran di internet dilakukan dengan 

asumsi bahwa anonimitas melindungi pelaku dari konsekuensi hukum. 

Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan multidimensi diperlukan. 

Pemerintah dan organisasi internasional perlu meningkatkan kerja sama 

untuk menciptakan regulasi global yang memungkinkan pengawasan 

lebih efektif terhadap aktivitas ilegal di dunia maya. Standar global 

seperti yang diusung oleh WIPO dan TRIPS dapat menjadi landasan bagi 

tindakan hukum yang lebih terkoordinasi. 

Teknologi juga dapat digunakan untuk melawan penyalahgunaan 

anonimitas. Misalnya, penerapan teknologi blockchain dapat membantu 

melacak kepemilikan karya secara transparan dan memastikan data sulit 

dimanipulasi. Selain itu, algoritma cerdas dapat digunakan untuk 

mendeteksi aktivitas mencurigakan di platform digital. Edukasi 

masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran 

akan pentingnya menghormati HKI. Dengan memahami dampak negatif 

pelanggaran, seperti kerugian bagi pencipta karya dan ekonomi kreatif, 

masyarakat diharapkan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan 

internet. 

 

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum 

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) di dunia digital menghadapi berbagai tantangan 

signifikan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan regulasi dan 

implementasi hukum terkait HKI di berbagai negara. Meskipun ada 

upaya harmonisasi melalui konvensi internasional seperti WIPO 

Copyright Treaty (WCT) dan Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS), banyak negara memiliki 

pendekatan yang berbeda dalam mengatur dan menegakkan 

perlindungan HKI. Hal ini menciptakan ketimpangan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran untuk menghindari tindakan 

hukum. Sebagai contoh, situs berbagi file atau platform streaming ilegal 

sering kali beroperasi dari negara-negara dengan regulasi yang lemah 

terhadap pelanggaran HKI. Hal ini membuat otoritas hukum di negara-

negara dengan perlindungan ketat, seperti Uni Eropa, kesulitan untuk 



 91 Buku Referensi 

mengambil tindakan. Menurut Hidayat (2021), kurangnya kerja sama 

hukum antarnegara memperpanjang proses hukum dan sering kali 

menggagalkan upaya untuk melindungi hak pencipta karya. 

Tantangan lainnya adalah evolusi teknologi digital yang lebih 

cepat dibandingkan adaptasi sistem hukum. Inovasi teknologi seperti 

enkripsi, jaringan anonim (dark web), dan platform berbasis peer-to-peer 

mempersulit identifikasi dan pelacakan pelaku pelanggaran. Di sisi lain, 

mekanisme hukum tradisional sering kali membutuhkan waktu yang 

lama untuk menanggapi laporan pelanggaran, sehingga pencipta karya 

sering kehilangan momentum untuk melindungi haknya. Kesulitan 

dalam mengumpulkan bukti digital yang sah juga menjadi hambatan. 

Banyak pelanggaran HKI yang terjadi di dunia maya tidak meninggalkan 

jejak yang cukup untuk dijadikan dasar tuntutan hukum. Teknologi yang 

digunakan oleh pelaku sering kali dirancang untuk menghapus bukti atau 

mengaburkan asal-usul kegiatan ilegal, sehingga mempersulit proses 

investigasi. 

Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan multidimensi 

diperlukan. Kerja sama internasional yang lebih erat harus ditingkatkan 

melalui forum-forum global seperti WIPO dan ASEAN. Upaya ini dapat 

menciptakan standar yang lebih seragam dalam perlindungan dan 

penegakan HKI, sehingga menutup celah hukum yang dimanfaatkan 

pelaku pelanggaran. Teknologi modern harus digunakan untuk 

mendukung penegakan hukum. Sistem berbasis blockchain, misalnya, 

dapat digunakan untuk melacak dan memverifikasi keaslian karya digital 

secara transparan. Selain itu, algoritma kecerdasan buatan dapat 

membantu mendeteksi pelanggaran secara otomatis di platform digital. 

Pemerintah dan lembaga hukum perlu meningkatkan kapasitas dalam 

menangani kasus HKI digital. Hal ini mencakup pelatihan khusus bagi 

penegak hukum, pembaruan regulasi, dan peningkatan infrastruktur 

teknologi. 

 

4. Perkembangan Teknologi dan Inovasi 

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah menciptakan 

tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

Teknologi seperti blockchain, cloud computing, dan kecerdasan buatan 

(AI) menghadirkan dimensi baru yang belum sepenuhnya tercakup 

dalam kerangka hukum saat ini. Inovasi-inovasi ini tidak hanya 

membawa manfaat, tetapi juga memperumit perlindungan HKI. Sebagai 
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contoh, kecerdasan buatan dapat menghasilkan karya seperti musik, 

gambar, atau teks yang menyerupai karya manusia. Hal ini menimbulkan 

pertanyaan mendasar tentang kepemilikan dan hak cipta: Apakah karya 

tersebut menjadi milik pengembang AI, pengguna AI, atau entitas lain? 

Undang-undang tradisional sering kali tidak memiliki jawaban pasti 

untuk skenario seperti ini, menciptakan celah hukum yang dapat 

dimanfaatkan pihak tertentu (Adji & Kristanto, 2021). 

Teknologi blockchain telah digunakan untuk menciptakan sistem 

pencatatan yang transparan dan tidak dapat diubah, memberikan solusi 

potensial untuk melacak dan membuktikan keaslian karya digital. 

Namun, sifat teknologi ini juga memungkinkan pengguna untuk 

menyembunyikan identitas, yang dapat menyulitkan penegakan hukum 

ketika digunakan untuk tujuan ilegal, seperti berbagi file yang melanggar 

hak cipta. Cloud computing juga menghadirkan tantangan unik. Dengan 

data yang disimpan di berbagai server di seluruh dunia, sering kali sulit 

untuk menentukan yurisdiksi hukum yang berlaku. Selain itu, layanan 

cloud dapat menjadi sarana penyebaran karya digital secara ilegal, yang 

dapat merugikan pemilik HKI secara signifikan. 

Inovasi lain, seperti perangkat lunak berbasis AI, dapat 

menimbulkan masalah pelanggaran paten. Perangkat lunak ini mungkin 

secara tidak sengaja atau sengaja menggunakan teknologi yang sudah 

dipatenkan tanpa izin. Kompleksitas masalah ini sering kali terletak pada 

kesulitan dalam mendeteksi dan membuktikan pelanggaran, terutama 

jika perangkat lunak tersebut dikembangkan secara tersembunyi. 

Teknologi telah membawa berbagai kemajuan dalam melindungi hak 

kekayaan intelektual di era digital. Beberapa teknologi yang dapat 

digunakan meliputi (Sanusi, 2023): 

a. Watermarking: Teknologi watermarking dapat memberikan 

pembaca air atau label digital pada karya cipta untuk 

mengidentifikasi pemilik asli dan mencegah penggunaan yang 

tidak sah. 

b. Fingerprinting: Teknologi fingerprinting menciptakan sidik jari 

digital unik dari karya cipta yang dapat digunakan untuk melacak 

penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran hak cipta. 

c. Enkripsi: Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk 

yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang tepat. Ini 

membantu melindungi karya cipta digital dari akses yang tidak 

sah atau pencurian. 
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d. Blockchain: Teknologi blockchain dapat menciptakan catatan 

transparan dan tidak dapat diubah untuk kepemilikan dan 

transaksi hak kekayaan intelektual. Informasi mengenai hak 

cipta, paten, atau merek dagang dapat dicatat dengan aman dan 

diverifikasi secara publik. 

e. Sistem Pendaftaran Kekayaan Intelektual Berbasis Daring: 

Pendaftaran hak kekayaan intelektual dapat dilakukan secara 

daring melalui sistem yang disediakan oleh lembaga atau badan 

berwenang. Ini memudahkan pemilik hak untuk melindungi dan 

mengamankan hak kekayaan intelektual dengan mudah dan 

efisien. 

f. Teknologi Digital Rights Management (DRM): DRM digunakan 

untuk mengontrol dan melindungi penggunaan dan distribusi 

karya cipta digital. Ini dapat membatasi akses, mengontrol 

salinan, dan melacak penggunaan karya cipta digital. 

g. Teknologi Analisis Data: Teknologi analisis data dapat 

mendeteksi dan menganalisis pola penggunaan yang 

mencurigakan atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ini 

membantu pemilik hak mengidentifikasi pelanggaran dan 

mengambil tindakan yang sesuai. 

Untuk mengatasi tantangan ini, adaptasi hukum diperlukan. 

Pemerintah dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk 

memperbarui regulasi yang ada agar relevan dengan perkembangan 

teknologi. Misalnya, perlu ada aturan yang lebih jelas mengenai 

kepemilikan karya yang dihasilkan oleh AI, serta mekanisme yang 

efektif untuk menangani pelanggaran paten di era digital. Selain itu, 

kolaborasi antara pengembang teknologi dan regulator dapat membantu 

menciptakan solusi teknis yang mendukung perlindungan HKI. 

Contohnya adalah penggunaan teknologi blockchain untuk mencatat 

kepemilikan hak cipta dan paten, serta penerapan algoritma berbasis AI 

untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis di internet. 

 

5. Perlindungan Data dan Privasi 

Perlindungan data dan privasi menjadi aspek krusial dalam dunia 

digital yang semakin berbasis data. Dengan meningkatnya aktivitas dan 

transaksi online, data pribadi pengguna sering kali menjadi elemen 

penting dalam proses kreatif, inovasi, dan pengembangan teknologi. Hal 

ini menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara 
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perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan privasi individu. 

Dalam konteks perlindungan HKI, data yang dikumpulkan dari 

pengguna sering kali digunakan untuk menciptakan produk atau layanan 

baru. Misalnya, aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mengolah 

data pengguna dapat menghasilkan karya kreatif, seperti desain, musik, 

atau tulisan. Tantangan muncul ketika data pribadi yang diproses 

tersebut tidak dikelola dengan benar, sehingga berpotensi melanggar hak 

cipta atau privasi pengguna. Selain itu, jika algoritma AI menghasilkan 

karya yang serupa dengan paten atau hak cipta yang ada, pertanyaan 

hukum tentang kepemilikan dan tanggung jawab menjadi lebih 

kompleks. 

Privasi individu juga terancam ketika data pribadi digunakan 

tanpa izin atau tidak sesuai dengan peraturan perlindungan data. 

Misalnya, pelanggaran privasi dapat terjadi melalui pengumpulan data 

yang berlebihan atau pemanfaatan data untuk tujuan komersial tanpa 

persetujuan. Regulasi seperti GDPR di Uni Eropa dan UU PDP di 

Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap data 

pribadi, tetapi penerapannya dalam konteks HKI masih memerlukan 

penyelarasan yang lebih baik. Salah satu contoh spesifik adalah dalam 

pengembangan teknologi biometrik, di mana data seperti sidik jari atau 

pengenalan wajah digunakan untuk meningkatkan layanan digital. Data 

ini, meskipun sangat sensitif, dapat menjadi subjek pelanggaran jika 

tidak dilindungi dengan standar keamanan yang memadai. Selain itu, 

karya kreatif yang dihasilkan dari analisis data biometrik juga dapat 

menimbulkan konflik terkait paten atau hak cipta. 

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mengintegrasikan 

perlindungan data dan privasi ke dalam kerangka perlindungan HKI. 

Pendekatan seperti privacy by design dan data minimization dapat 

diterapkan untuk memastikan bahwa data pribadi hanya digunakan untuk 

tujuan yang sah dan sesuai dengan peraturan. Selain itu, penguatan 

regulasi lokal yang selaras dengan standar internasional, seperti GDPR, 

dapat membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Di 

tingkat teknis, teknologi seperti enkripsi data dan anonimisasi dapat 

diterapkan untuk melindungi privasi individu. Di sisi lain, pemanfaatan 

blockchain dapat memberikan transparansi dalam penggunaan data, 

sehingga memudahkan pelacakan asal-usul data yang digunakan dalam 

karya kreatif atau teknologi baru. 
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D. Solusi dan Kebijakan HKI Digital 

 

Di era digital yang terus berkembang, perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) menghadapi tantangan yang semakin 

kompleks, seperti pelanggaran hak cipta melalui pembajakan online, 

pencurian konten, serta kesulitan dalam menegakkan hak secara global. 

Namun, ada berbagai solusi dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk 

mengatasi masalah ini, baik melalui penggunaan teknologi maupun 

pembaruan kebijakan yang relevan. 

 

1. Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Perlindungan 

HKI 

Teknologi telah menjadi kunci dalam meningkatkan 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital, di mana 

pelanggaran hak cipta dan pembajakan menjadi tantangan signifikan. 

Salah satu solusi yang umum digunakan adalah Digital Rights 

Management (DRM). Teknologi ini dirancang untuk melindungi karya 

digital seperti musik, film, e-book, dan perangkat lunak dari penyebaran 

atau penggunaan ilegal. DRM memungkinkan pemegang hak cipta untuk 

mengontrol cara karyanya diakses, termasuk membatasi jumlah 

perangkat yang dapat memutar konten tersebut atau memblokir distribusi 

tanpa izin. Dengan fitur ini, pelanggaran dapat diminimalkan melalui 

sistem peringatan atau blokir otomatis terhadap aktivitas ilegal di 

platform digital (Adji & Kristanto, 2021). 

Blockchain menjadi inovasi revolusioner dalam pelacakan dan 

perlindungan HKI. Teknologi ini menawarkan transparansi dan 

keamanan melalui sistem pencatatan permanen yang tidak dapat diubah, 

sehingga sangat cocok untuk melacak asal-usul karya dan memastikan 

keabsahan kepemilikan hak cipta. Blockchain memungkinkan pencipta 

untuk mencatat karyanya dengan "cap waktu" digital, memastikan setiap 

perubahan atau transfer kepemilikan terdokumentasi secara jelas. 

Misalnya, seorang seniman dapat menggunakan blockchain untuk 

mendaftarkan hak cipta karya seni digital, sehingga mempermudah 

pembuktian kepemilikan jika terjadi sengketa hukum (Kurniawan & 

Suyanto, 2021). 

Teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) mulai digunakan 

untuk mendeteksi pelanggaran HKI secara otomatis. Algoritma AI dapat 

memindai jutaan konten di internet untuk menemukan duplikasi atau 
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penggunaan tanpa izin dari karya tertentu. Misalnya, YouTube 

menggunakan sistem Content ID untuk memeriksa video yang diunggah 

terhadap basis data karya berhak cipta. Jika pelanggaran ditemukan, 

platform dapat segera memberikan notifikasi kepada pemegang hak cipta 

atau menghapus konten tersebut. Solusi berbasis AI ini tidak hanya 

mempercepat proses identifikasi, tetapi juga mengurangi ketergantungan 

pada pelaporan manual yang membutuhkan waktu lebih lama. 

 

2. Pembaruan dan Penyesuaian Kebijakan Hukum 

Pembaruan dan penyesuaian kebijakan hukum sangat penting 

dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat digitalisasi, khususnya 

dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Di banyak 

negara, undang-undang yang ada tidak sepenuhnya mampu 

mengakomodasi isu-isu baru yang terkait dengan perkembangan 

teknologi digital. Sebagai contoh, di Indonesia, Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 

2020 menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbarui kebijakan 

yang relevan dengan era digital. UU ini mengatur pengumpulan, 

pengolahan, dan perlindungan data pribadi, yang menjadi semakin 

penting seiring dengan meningkatnya transaksi dan aktivitas berbasis 

data di dunia maya. Perlindungan data pribadi ini erat kaitannya dengan 

hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya, karena karya-karya 

kreatif di dunia digital sering kali melibatkan pengumpulan data pribadi 

pengguna (Hidayat, 2021). 

Tantangan utama dalam perlindungan HKI di dunia digital 

adalah pembajakan yang semakin meluas. Pembajakan online sering kali 

terjadi melintasi batas negara, yang membuat penegakan hukum menjadi 

lebih kompleks. Oleh karena itu, kerja sama internasional sangat 

diperlukan untuk menyamakan standar perlindungan HKI dan 

menangani pelanggaran di dunia maya secara efektif. Perjanjian 

internasional seperti TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights) dan WIPO Copyright Treaty (WCT) memberikan 

landasan hukum yang penting untuk menangani pembajakan online 

secara global. TRIPS, yang merupakan bagian dari kesepakatan 

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), mengatur berbagai aspek terkait 

dengan hak cipta, paten, dan merek dagang, termasuk pelaksanaan 

hukum terhadap pembajakan. WCT, yang diadopsi oleh World 

Intellectual Property Organization (WIPO), menyediakan ketentuan 
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mengenai perlindungan hak cipta di dunia digital. Meskipun demikian, 

implementasi dari perjanjian ini tidak selalu mudah, mengingat 

perbedaan peraturan yang ada di tiap negara, serta tantangan dalam 

menegakkan hukum di dunia maya yang sangat dinamis dan cepat 

berubah (Nugroho, 2022). 

Pentingnya pembaruan undang-undang dan peningkatan kerja 

sama internasional dalam perlindungan HKI menunjukkan bahwa 

kebijakan hukum perlu lebih responsif terhadap perubahan zaman. 

Tanpa adanya adaptasi yang tepat terhadap perkembangan teknologi, 

peraturan yang ada akan semakin tidak relevan dan sulit untuk 

diterapkan. Oleh karena itu, perlu adanya keselarasan antara kebijakan 

hukum yang diterapkan di tingkat nasional dengan peraturan 

internasional, serta penegakan hukum yang lebih efektif untuk 

menghadapi tantangan perlindungan HKI di era digital. 

 

3. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat 

Edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di dunia digital berperan 

yang sangat vital. Banyak pengguna internet yang masih belum 

sepenuhnya memahami hak-hak yang dimiliki oleh pencipta karya 

kreatif, serta dampak negatif dari pelanggaran hak cipta yang sering 

terjadi di dunia maya. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum 

adalah pembajakan digital, di mana karya-karya seperti musik, film, 

perangkat lunak, dan karya tulis lainnya dapat diduplikasi dan disebarkan 

tanpa izin. Hal ini tidak hanya merugikan para pencipta dan pemegang 

hak cipta, tetapi juga merusak ekosistem digital yang lebih luas, yang 

bergantung pada perlindungan hak cipta untuk mendorong inovasi dan 

kreativitas (Hidayat, 2021). 

Untuk mengatasi masalah ini, kampanye edukasi yang efektif 

sangat dibutuhkan. Pemerintah dan organisasi internasional memiliki 

peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya menghargai karya cipta. Melalui kampanye yang 

menekankan bahaya pembajakan dan pentingnya akses legal terhadap 

konten digital, masyarakat dapat dibimbing untuk lebih sadar akan hak-

hak pencipta karya. Salah satu cara yang efektif adalah dengan 

memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi yang 

mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. 
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Pendidikan mengenai HKI sebaiknya juga dimasukkan ke dalam 

kurikulum pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari tingkat dasar 

hingga perguruan tinggi. Dengan memulai pendidikan ini sejak dini, 

diharapkan generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang lebih 

baik mengenai hak cipta dan etika penggunaan karya orang lain. 

Pengenalan tentang pentingnya hak cipta dan cara mengakses karya 

secara sah akan membantu mengurangi pelanggaran yang terjadi. 

Dengan cara ini, perlindungan HKI dapat berjalan lebih efektif, karena 

masyarakat tidak hanya mengetahui haknya sebagai pengguna konten 

digital, tetapi juga sebagai pencipta yang berhak untuk dilindungi 

(Hidayat, 2021). 

 

4. Perlindungan Data Pribadi dalam HKI Digital 

Di era digital, penggunaan data pribadi dalam produk dan 

layanan semakin meluas, yang membawa tantangan baru dalam 

perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Seiring dengan 

perkembangan teknologi dan pemanfaatan data pribadi untuk inovasi, 

seperti dalam pembuatan karya-karya kreatif yang melibatkan data 

pengguna, penting untuk mengintegrasikan kebijakan perlindungan data 

pribadi ke dalam kebijakan perlindungan HKI. Peraturan seperti General 

Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa memberikan contoh 

terbaik dalam hal ini. GDPR menetapkan standar yang ketat untuk 

pengelolaan data pribadi, termasuk hak pengguna untuk mengontrol data 

dan bagaimana data tersebut dapat digunakan oleh pihak ketiga, 

termasuk dalam konteks produk dan layanan berbasis digital (Adji & 

Kristanto, 2021). 

Di banyak industri, seperti musik, film, dan perangkat lunak, data 

pribadi seringkali menjadi bagian integral dari produk dan layanan yang 

ditawarkan. Misalnya, aplikasi atau platform streaming yang 

mengumpulkan data pengguna untuk menyesuaikan konten yang 

disajikan, atau perusahaan yang menggunakan data untuk 

mengembangkan produk baru. Dalam kasus-kasus ini, penting untuk 

memastikan bahwa pengumpulan dan pemrosesan data pribadi tidak 

melanggar hak kekayaan intelektual yang terkait dengan karya tersebut. 

Perlindungan data pribadi tidak hanya melindungi privasi individu, tetapi 

juga dapat berdampak langsung pada hak cipta atau hak atas karya yang 

dihasilkan. 



 99 Buku Referensi 

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan data 

pribadi ke dalam regulasi HKI, diharapkan dapat tercipta keseimbangan 

antara inovasi digital dan penghormatan terhadap hak individu. Hal ini 

juga dapat membantu mengurangi potensi pelanggaran hak cipta yang 

berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi, serta memberikan dasar 

yang jelas bagi pencipta karya untuk mengontrol penggunaan datanya 

dalam proses pembuatan karya (Hidayat, 2021). Oleh karena itu, penting 

bagi setiap negara untuk memperbarui kebijakan hukum agar lebih 

responsif terhadap kebutuhan perlindungan baik untuk HKI maupun data 

pribadi dalam era digital yang terus berkembang. 

 

5. Peningkatan Infrastruktur Digital untuk Pengawasan 

Peningkatan infrastruktur digital untuk pengawasan hak 

kekayaan intelektual (HKI) merupakan langkah krusial dalam 

menghadapi tantangan pelanggaran yang semakin kompleks di dunia 

maya. Pemerintah dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam 

perlindungan HKI perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk 

memperkuat sistem pengawasan dan deteksi pelanggaran hak cipta. 

Salah satu solusi yang berkembang pesat adalah penggunaan teknologi 

pemantauan otomatis yang mengandalkan kecerdasan buatan (AI) dan 

algoritma pembelajaran mesin (machine learning). Teknologi ini 

memungkinkan deteksi pelanggaran hak cipta secara lebih cepat dan 

akurat, bahkan sebelum karya-karya tersebut menyebar lebih luas di 

internet. 

AI dan machine learning dapat menganalisis data dalam jumlah 

besar dan mengenali pola yang menunjukkan adanya pelanggaran hak 

cipta, seperti penggunaan karya tanpa izin di situs berbagi file, platform 

streaming ilegal, atau media sosial. Dengan adanya sistem otomatis ini, 

lembaga pengawas HKI dapat melakukan tindakan preventif yang lebih 

efektif, misalnya dengan memblokir akses atau memberi peringatan 

kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran (Kurniawan & Suyanto, 

2021). Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan, 

tetapi juga memperkecil kemungkinan pembajakan atau penyalahgunaan 

karya digital yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. 

Infrastruktur digital yang baik juga memungkinkan integrasi 

antara berbagai platform online untuk berbagi informasi dan data terkait 

pelanggaran HKI. Hal ini penting karena pelanggaran hak cipta sering 

kali terjadi di berbagai platform yang berbeda, yang masing-masing 
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memiliki kebijakan dan regulasi yang berbeda. Dengan memanfaatkan 

teknologi canggih ini, penegakan hukum dan perlindungan terhadap 

karya intelektual dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan 

menyeluruh.  
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BAB VI 
TRANSAKSI DAN PEMBAYARAN 

ELEKTRONIK 
 

 

 

Transaksi dan pembayaran elektronik telah menjadi pilar utama 

dalam transformasi digital yang mengubah cara individu dan bisnis 

berinteraksi secara global. Dengan kemajuan teknologi, seperti internet, 

aplikasi keuangan digital, dan sistem pembayaran berbasis blockchain, 

transaksi kini dapat dilakukan dengan cepat, aman, dan efisien. Transaksi 

elektronik mencakup berbagai bentuk, mulai dari e-commerce hingga 

pembayaran daring menggunakan dompet digital. Regulasi dan 

teknologi keamanan, seperti enkripsi data dan otentikasi multifaktor, 

berperan penting dalam menjamin kepercayaan pengguna. Dalam 

konteks ini, penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen menjadi 

tantangan yang perlu diatasi untuk mendukung ekosistem digital yang 

berkelanjutan. 

 

A. Pengertian dan Jenis Transaksi Elektronik 

 

Transaksi elektronik adalah kegiatan pertukaran barang, jasa, 

atau informasi yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi, terutama internet atau sistem jaringan komputer lainnya. 

Konsep ini mencakup berbagai transaksi yang melibatkan pengiriman 

dan penerimaan data secara digital antara dua pihak atau lebih, termasuk 

pembelian barang, penyediaan layanan, atau pemindahan uang melalui 

platform digital. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), transaksi elektronik 

mencakup seluruh bentuk transaksi yang dilakukan dengan 

menggunakan sistem elektronik yang memungkinkan pertukaran 

informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Transaksi ini mencakup 

berbagai proses, mulai dari transaksi jual beli produk, penyediaan 
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layanan, hingga transfer dana, yang dilakukan tanpa adanya pertemuan 

fisik antara pihak-pihak yang terlibat. 

Dengan berkembangnya teknologi, transaksi elektronik kini 

sangat umum di berbagai sektor, termasuk perbankan, e-commerce, serta 

sektor pemerintahan dalam pelayanan publik. Salah satu contoh yang 

banyak dijumpai adalah e-commerce, di mana transaksi jual beli 

dilakukan melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, 

yang memungkinkan pembeli dan penjual bertemu secara virtual, tanpa 

harus bertatap muka secara fisik. Beberapa jenis transaksi elektronik 

yang paling sering dilakukan di dunia digital saat ini, antara lain: 

 

1. E-commerce (Perdagangan Elektronik) 

E-commerce atau perdagangan elektronik merujuk pada transaksi 

bisnis yang dilakukan melalui platform digital, di mana barang atau jasa 

dipertukarkan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa perlu adanya 

pertemuan fisik. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi 

internet, e-commerce telah menjadi bagian penting dari kehidupan 

sehari-hari, mengubah cara konsumen membeli barang dan jasa. 

Transaksi e-commerce dapat dibagi dalam beberapa kategori, seperti 

B2C (Business to Consumer), B2B (Business to Business), dan C2C 

(Consumer to Consumer). Pada model B2C, bisnis menjual produk atau 

layanan langsung kepada konsumen, seperti yang dilakukan oleh 

Amazon atau Tokopedia. Sementara pada B2B, transaksi terjadi antar 

perusahaan, seperti pemasok bahan baku yang menjual ke perusahaan 

manufaktur. Sedangkan pada C2C, konsumen dapat menjual barang 

langsung kepada konsumen lain, misalnya melalui platform seperti eBay 

atau Bukalapak. 

Perkembangan e-commerce telah mempermudah konsumen 

dalam mengakses produk dan layanan tanpa harus pergi ke toko fisik. 

Hal ini memberikan kenyamanan dan efisiensi, karena konsumen dapat 

berbelanja kapan saja dan dari mana saja. E-commerce juga membuka 

peluang bagi berbagai jenis usaha, baik besar maupun kecil, untuk 

menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, transaksi online 

memberikan berbagai metode pembayaran yang lebih fleksibel, 

termasuk kartu kredit, transfer bank, hingga pembayaran digital seperti 

e-wallet dan uang elektronik. 

Meskipun memberikan banyak kemudahan, e-commerce juga 

menghadirkan tantangan, terutama dalam hal keamanan transaksi dan 
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perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, regulasi yang ketat mengenai 

perlindungan konsumen dan pengelolaan data diperlukan agar transaksi 

tetap aman dan menguntungkan bagi semua pihak. Pemerintah di banyak 

negara, termasuk Indonesia, telah memperkenalkan undang-undang dan 

peraturan yang mengatur perdagangan elektronik, seperti Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk memastikan 

transaksi berjalan sesuai aturan yang berlaku. 

 

2. E-Banking (Perbankan Elektronik) 

E-banking, atau perbankan elektronik, merupakan bentuk 

transaksi perbankan yang dilakukan melalui platform digital, 

memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan 

tanpa harus datang ke bank fisik. Layanan ini mencakup berbagai 

kegiatan, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, cek saldo, hingga 

pembelian produk dan layanan lainnya. Salah satu contoh dari e-banking 

adalah mobile banking dan internet banking, yang memungkinkan 

nasabah mengakses akun bank melalui aplikasi atau situs web, baik 

menggunakan komputer maupun perangkat mobile. 

Perbankan elektronik menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi 

pengguna, karena transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, 

asalkan terhubung dengan internet. Ini mengurangi kebutuhan akan 

antrean panjang di bank dan mempercepat proses transaksi, seperti 

pembayaran tagihan atau transfer antar bank. Selain itu, e-banking 

memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, karena 

nasabah dapat dengan mudah mengecek saldo dan histori transaksi 

secara real-time. 

Dengan kemudahan yang ditawarkan, e-banking juga 

menghadirkan tantangan dalam hal keamanan. Oleh karena itu, Bank 

Indonesia (BI) sebagai regulator utama sistem pembayaran di Indonesia, 

menetapkan berbagai regulasi untuk memastikan bahwa transaksi e-

banking dapat dilakukan secara aman dan efisien. Salah satu regulasi 

penting adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur sistem 

pembayaran elektronik, dengan fokus pada keamanan transaksi dan 

perlindungan data nasabah. PBI ini mengharuskan bank dan penyedia 

layanan untuk menerapkan sistem keamanan yang ketat, seperti enkripsi 

dan otentikasi dua faktor, guna melindungi data dan dana nasabah dari 

ancaman penipuan atau pembobolan. 
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3. E-Payment (Pembayaran Elektronik) 

E-payment, atau pembayaran elektronik, adalah metode transaksi 

yang dilakukan secara digital, menggantikan transaksi pembayaran 

tradisional yang melibatkan uang tunai. Dalam sistem ini, pembayaran 

dilakukan melalui berbagai platform atau aplikasi yang memanfaatkan 

teknologi internet, seperti kartu kredit, dompet digital, atau transfer antar 

rekening bank secara online. Sistem pembayaran ini memungkinkan 

konsumen untuk melakukan transaksi secara cepat dan aman tanpa harus 

bertemu langsung dengan penjual atau penyedia layanan. 

Beberapa metode yang umum digunakan dalam e-payment antara 

lain kartu kredit dan debit, dompet digital seperti GoPay, OVO, dan 

Dana, serta transfer antar rekening bank melalui aplikasi mobile banking 

atau internet banking. Pembayaran melalui kartu kredit atau debit 

mengandalkan jaringan pembayaran yang aman dan memungkinkan 

transaksi instan dengan verifikasi yang cepat. Di sisi lain, dompet digital 

menawarkan kenyamanan lebih dengan memungkinkan pengguna 

menyimpan saldo elektronik untuk berbagai jenis transaksi, mulai dari 

pembayaran belanja online hingga pembayaran tagihan bulanan. 

Keamanan merupakan aspek yang sangat penting dalam 

pembayaran elektronik. Sistem enkripsi dan otentikasi yang kuat, seperti 

penggunaan PIN atau otentikasi dua faktor, menjadi standar yang wajib 

diterapkan oleh penyelenggara layanan pembayaran untuk melindungi 

informasi pribadi dan keuangan pengguna. Bank Indonesia dan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur dan memantau industri e-payment 

di Indonesia untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan aman, 

efisien, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk 

yang belum memiliki rekening bank (inklusi keuangan). 

 

4. Digital Wallet (Dompet Digital) 

Dompet digital (digital wallet) adalah teknologi yang 

memungkinkan penyimpanan informasi pembayaran seperti nomor kartu 

kredit, informasi rekening bank, dan data transaksi dalam format digital. 

Teknologi ini memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi 

keuangan secara cepat dan aman tanpa memerlukan kartu fisik atau uang 

tunai. Dompet digital dapat diakses melalui perangkat mobile atau 

komputer, memungkinkan transaksi kapan saja dan di mana saja dengan 

menggunakan aplikasi tertentu. Contoh populer dari dompet digital ini 

adalah PayPal, GoPay, dan OVO, yang banyak digunakan untuk 
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berbagai jenis transaksi, baik itu untuk pembayaran belanja online, 

pembelian tiket, hingga pembayaran di toko fisik. 

Keuntungan utama dari dompet digital adalah kenyamanan dan 

efisiensi. Pengguna tidak perlu lagi membawa banyak kartu atau uang 

tunai, cukup dengan satu perangkatnya dapat melakukan pembayaran 

hanya dengan beberapa ketukan. Sebagai tambahan, dompet digital juga 

menawarkan fitur keamanan yang tinggi, seperti enkripsi data dan 

autentikasi multi-faktor, untuk melindungi informasi pembayaran yang 

tersimpan di dalamnya. Beberapa dompet digital juga menggunakan 

teknologi tokenisasi, yang menggantikan data sensitif pengguna dengan 

token unik selama transaksi, sehingga membuat data lebih aman dari 

ancaman pencurian. 

Dompet digital juga sering kali dilengkapi dengan fitur 

tambahan, seperti program loyalitas, kartu hadiah, dan pelacakan 

pengeluaran. Misalnya, GoPay dan OVO menawarkan program 

cashback dan diskon untuk pengguna yang melakukan transaksi 

menggunakan platform. Di sisi lain, PayPal menyediakan fasilitas untuk 

melakukan transaksi internasional, sehingga memudahkan pengguna 

yang melakukan pembelian dari luar negeri. 

 

B. Regulasi Pembayaran Elektronik 

 

Pembayaran elektronik adalah salah satu aspek penting dalam 

ekonomi digital yang semakin berkembang, dan berbagai negara telah 

menyusun regulasi untuk mengatur sistem pembayaran ini agar berjalan 

aman, transparan, dan efisien. Di Indonesia, regulasi pembayaran 

elektronik melibatkan beberapa peraturan yang berfokus pada aspek 

perlindungan konsumen, keandalan sistem, serta pengawasan oleh 

otoritas terkait. 

 

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian disempurnakan dengan 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, merupakan regulasi penting dalam 

mendukung perkembangan transaksi elektronik di Indonesia, termasuk 

pembayaran digital. Undang-Undang ITE memberikan landasan hukum 

yang jelas bagi transaksi elektronik, yang mencakup kegiatan e-

commerce, pembayaran online, dan penggunaan tanda tangan elektronik. 
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Dengan adanya regulasi ini, transaksi yang dilakukan secara elektronik 

dapat diakui sebagai sah secara hukum jika memenuhi sejumlah kriteria, 

seperti validitas digital, integritas data, dan otentikasi yang memadai. 

Salah satu aspek penting dari Undang-Undang ITE adalah 

pengaturan terkait tanda tangan elektronik. Dalam konteks pembayaran 

digital, tanda tangan elektronik memiliki fungsi vital sebagai bentuk 

otentikasi yang mengonfirmasi identitas pihak yang melakukan transaksi 

dan memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan terverifikasi. Hal ini 

memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam 

transaksi, baik penyedia layanan maupun konsumen, karena transaksi 

elektronik yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Undang-Undang ITE memberikan jaminan hukum terhadap 

penyalahgunaan transaksi elektronik, seperti penipuan online dan 

kebocoran data pribadi. Regulasi ini berupaya melindungi konsumen dan 

penyedia layanan dari tindakan yang dapat merugikan pihak lain, 

sehingga mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih aman dan 

terpercaya. Selain itu, Undang-Undang ITE juga memperjelas hak dan 

kewajiban bagi penyedia layanan pembayaran elektronik dan konsumen, 

yang semakin penting dengan pesatnya pertumbuhan transaksi online di 

berbagai sektor. 

 

2. Peraturan Bank Indonesia (BI) 

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas yang mengawasi sistem 

pembayaran di Indonesia, telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang 

berperan krusial dalam mengatur sektor pembayaran elektronik. Salah 

satu peraturan penting yang dikeluarkan oleh BI adalah Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) No. 19/8/PBI/2017 tentang Sistem Pembayaran. 

Peraturan ini menetapkan kerangka hukum untuk berbagai mekanisme 

pembayaran, termasuk pembayaran menggunakan kartu kredit, kartu 

debit, dan transfer dana elektronik, yang bertujuan untuk memastikan 

kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di Indonesia. PBI ini 

mengatur aspek-aspek teknis dan prosedural yang harus dipatuhi oleh 

penyelenggara sistem pembayaran, serta memberikan pedoman bagi 

pengawasan dan evaluasi sistem pembayaran agar tetap aman dan 

efisien. 

Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia 

No. 21/15/PBI/2019 tentang Uang Elektronik, yang mengatur 

pengelolaan uang elektronik di Indonesia. Peraturan ini memiliki 
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cakupan yang lebih spesifik terkait dengan operator dompet digital dan 

lembaga penyelenggara sistem pembayaran yang beroperasi di 

Indonesia. Tujuan utama dari PBI ini adalah untuk memastikan integritas 

dan efisiensi transaksi uang elektronik, serta memberikan perlindungan 

kepada pengguna dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan 

melalui dompet digital dan aplikasi pembayaran elektronik lainnya 

aman, terkendali, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan 

ini juga mengatur tentang tata kelola uang elektronik, yang mencakup 

kewajiban pengelola sistem untuk melakukan pengawasan internal yang 

ketat, serta memastikan transparansi dan perlindungan terhadap dana 

pengguna. 

 

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peraturan yang 

penting terkait dengan pengelolaan pembayaran elektronik, terutama 

dalam sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Salah satu 

peraturan utama yang diterbitkan oleh OJK adalah Peraturan OJK No. 

12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggara Pembayaran. Peraturan ini 

bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan sistem pembayaran oleh 

lembaga keuangan, termasuk penyelenggara pembayaran yang 

menggunakan platform elektronik untuk transaksi. 

Pentingnya peraturan ini terletak pada pengaturan yang lebih 

rinci mengenai kewajiban penyelenggara sistem pembayaran dalam hal 

pengelolaan dana konsumen, kebijakan keamanan transaksi, serta 

perlindungan data pribadi pengguna. Penyelenggara sistem pembayaran 

diharuskan untuk memenuhi standar yang ketat terkait dengan 

pengelolaan dan pemrosesan data transaksi, untuk memastikan 

transparansi dan keamanan. Misalnya, lembaga penyelenggara harus 

menerapkan prosedur keamanan yang memadai untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran data dan penipuan. 

Peraturan ini juga mengharuskan lembaga penyelenggara untuk 

melakukan pengawasan internal yang ketat, serta menyediakan 

perlindungan bagi konsumen, baik dari sisi transaksi yang aman maupun 

dari sisi hak atas data pribadi. Melalui regulasi ini, OJK berusaha 

menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang lebih aman dan efisien 

di Indonesia, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transaksi 

elektronik. 
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4. Keamanan Pembayaran Elektronik 

Keamanan dalam pembayaran elektronik merupakan aspek yang 

sangat penting dalam menjamin keberhasilan dan kepercayaan terhadap 

sistem pembayaran digital. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 

18/40/PBI/2016 tentang Keamanan Transaksi Pembayaran mengatur 

berbagai aspek keamanan dalam transaksi elektronik. Regulasi ini 

menetapkan kewajiban bagi penyelenggara sistem pembayaran untuk 

menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat, termasuk 

penggunaan sistem enkripsi, prosedur otentikasi yang kuat, serta 

teknologi keamanan lainnya. 

Salah satu elemen penting dalam regulasi ini adalah keharusan 

bagi penyelenggara sistem pembayaran untuk menerapkan enkripsi data. 

Proses enkripsi memastikan bahwa informasi yang dikirimkan antara 

pihak-pihak dalam transaksi pembayaran tidak dapat diakses atau 

dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, regulasi ini 

juga menekankan pentingnya otentikasi dua faktor atau multi-faktor 

dalam setiap transaksi, yang berfungsi untuk menambah lapisan 

keamanan dan memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat 

melanjutkan transaksi. 

Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem 

pembayaran yang lebih aman dengan mengurangi potensi ancaman 

seperti penipuan, pembobolan akun, atau penyalahgunaan data pribadi 

pengguna. Selain itu, penyelenggara sistem pembayaran juga diwajibkan 

untuk melakukan audit dan pengawasan berkala terhadap sistem 

keamanannya untuk memastikan bahwa sistem yang ada selalu 

diperbarui dan sesuai dengan standar keamanan terkini. 

 

5. Perlindungan Konsumen dalam Pembayaran Elektronik 

Perlindungan konsumen dalam pembayaran elektronik sangat 

penting untuk menjaga hak-hak konsumen agar tidak disalahgunakan 

dalam transaksi digital. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang 

menyatakan bahwa konsumen berhak untuk menerima informasi yang 

benar, jelas, dan jujur terkait barang dan jasa yang dibeli, termasuk dalam 

konteks transaksi elektronik. Penyelenggara layanan pembayaran 

elektronik, seperti dompet digital dan platform pembayaran online, harus 

memberikan informasi yang transparan tentang layanan yang 

ditawarkan. Ini termasuk informasi mengenai biaya transaksi, kebijakan 
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pengembalian dana, serta hak-hak konsumen jika terjadi masalah selama 

transaksi. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan solusi jika 

mengalami kerugian akibat kesalahan atau pelanggaran dari 

penyelenggara layanan. 

Regulasi lain yang berperan dalam perlindungan konsumen 

adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/8/PBI/2017 tentang 

Sistem Pembayaran, yang mewajibkan penyelenggara sistem 

pembayaran untuk memenuhi standar yang ketat mengenai transparansi, 

keamanan, dan keandalan layanan yang diberikan kepada konsumen. Hal 

ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem transaksi yang tidak hanya 

efisien, tetapi juga aman bagi konsumen. Dengan meningkatnya 

penggunaan pembayaran elektronik, sangat penting bagi regulator dan 

penyelenggara layanan untuk menjaga perlindungan konsumen melalui 

pengawasan yang ketat. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah 

praktik penipuan, kebocoran data pribadi, dan memastikan bahwa hak-

hak konsumen tetap terjaga dalam ekosistem pembayaran digital yang 

terus berkembang. 

 

C. Keamanan Transaksi Elektronik 

 

Keamanan transaksi elektronik merupakan salah satu aspek 

paling krusial dalam ekosistem digital yang berkembang pesat saat ini. 

Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara online, baik 

dalam sektor e-commerce, perbankan digital, maupun pembayaran 

tagihan, ancaman terhadap keamanan data pribadi, dana, dan informasi 

sangatlah tinggi. Oleh karena itu, regulasi dan teknologi yang efektif 

dalam menjaga keamanan transaksi elektronik sangat penting untuk 

memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran 

digital. 

 

1. Ancaman terhadap Keamanan Transaksi Elektronik 

Ancaman terhadap keamanan transaksi elektronik merupakan 

salah satu tantangan utama dalam era digital. Berbagai risiko dapat 

muncul selama proses pembayaran digital, mulai dari penipuan hingga 

serangan cyber yang mengancam data pengguna. Salah satu ancaman 

utama adalah penipuan digital, di mana pelaku menggunakan teknik 

seperti phishing, skimming, atau social engineering untuk mencuri 

informasi sensitif. Dalam kasus phishing, misalnya, pengguna diarahkan 
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ke situs web palsu yang menyerupai platform asli untuk mencuri 

informasi login atau data kartu kredit. Skimming juga sering terjadi, 

terutama pada perangkat seperti ATM atau mesin pembayaran yang telah 

dimodifikasi untuk membaca data kartu tanpa izin. 

Ancaman lainnya adalah serangan malware dan ransomware. 

Malware, seperti trojan dan virus, dapat menyusup ke perangkat 

pengguna melalui email atau tautan mencurigakan. Setelah terinstal, 

malware ini mampu mencuri data transaksi atau bahkan mengubah 

informasi dalam sistem pembayaran untuk mengalihkan dana secara 

ilegal. Ransomware, di sisi lain, mengenkripsi data penting dalam sistem 

dan meminta tebusan dari korban untuk mengakses kembali data 

tersebut. Kedua jenis ancaman ini dapat menyebabkan kerugian finansial 

yang signifikan bagi pengguna dan penyedia layanan. 

Kebocoran data pribadi menjadi salah satu risiko terbesar dalam 

transaksi elektronik. Sistem yang tidak dilengkapi dengan langkah 

keamanan yang memadai, seperti enkripsi data atau autentikasi multi-

faktor, dapat mempermudah akses pihak tidak bertanggung jawab 

terhadap data pengguna. Kebocoran data ini tidak hanya membahayakan 

keamanan finansial pengguna tetapi juga membuka peluang bagi 

penyalahgunaan data untuk kejahatan lain, seperti pencurian identitas. 

 

2. Teknologi Keamanan Transaksi Elektronik 

Teknologi keamanan transaksi elektronik dirancang untuk 

melindungi data pengguna dari berbagai ancaman selama proses 

pembayaran digital. Salah satu teknologi utama yang digunakan adalah 

enkripsi, yang berfungsi untuk menyandi data sehingga hanya pihak 

yang berwenang dapat membaca informasi tersebut. Protokol seperti 

SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) sangat 

penting dalam mengamankan komunikasi antara pengguna dan platform 

pembayaran. Dengan enkripsi, data sensitif seperti nomor kartu kredit 

dan informasi pribadi pengguna terlindungi dari akses pihak tidak sah 

selama pengiriman melalui jaringan. Autentikasi dua faktor (2FA) juga 

menjadi salah satu teknologi keamanan yang efektif. Sistem ini 

menambahkan lapisan perlindungan tambahan di luar kata sandi, 

biasanya dengan meminta pengguna memasukkan kode verifikasi yang 

dikirim melalui SMS atau aplikasi autentikasi. Pendekatan ini 

memastikan bahwa meskipun kata sandi pengguna bocor, transaksi tetap 

tidak dapat dilakukan tanpa kode tambahan tersebut. 
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Tokenisasi adalah teknologi lain yang banyak diterapkan untuk 

menjaga keamanan data transaksi. Dalam proses tokenisasi, informasi 

sensitif seperti nomor kartu kredit digantikan oleh token unik yang tidak 

dapat digunakan kembali atau diterjemahkan menjadi data asli. Ini sangat 

efektif dalam mengurangi risiko pencurian data, karena meskipun token 

dicuri, informasi sensitif tetap aman. Teknologi keamanan lainnya 

adalah biometrik, yang menggunakan karakteristik unik seperti sidik jari, 

pengenalan wajah, atau suara untuk otentikasi pengguna. Biometrik 

meningkatkan keamanan dengan memastikan hanya pemilik sah akun 

yang dapat melakukan transaksi. Penggunaan biometrik, seperti dalam 

sistem pembayaran digital modern, mengurangi risiko pemalsuan atau 

pencurian akun, karena data biometrik sangat sulit untuk disalin atau 

diretas. 

 

3. Regulasi Keamanan Transaksi Elektronik di Indonesia 

Regulasi keamanan transaksi elektronik di Indonesia terus 

berkembang untuk mengimbangi pesatnya adopsi sistem pembayaran 

digital. Salah satu payung hukum utama adalah Undang-Undang No. 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-

undang ini mengatur berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk 

tanggung jawab penyelenggara untuk menjaga keamanan sistem yang 

dikelola. Di bawah UU ITE, tindakan penipuan, akses ilegal, dan 

kejahatan siber lainnya melalui platform digital juga dikenai sanksi 

hukum, menciptakan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan 

konsumen dan pelaku bisnis. Selain UU ITE, Peraturan Bank Indonesia 

(PBI) No. 19/8/PBI/2017 tentang Sistem Pembayaran menjadi regulasi 

penting lainnya. Peraturan ini menekankan pada pengelolaan aspek 

teknis dan operasional sistem pembayaran, termasuk penerapan protokol 

keamanan untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data pengguna. 

Bank Indonesia juga mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran 

untuk memastikan bahwa transaksi berjalan dengan aman, sesuai standar 

internasional. 

PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Keamanan Transaksi 

Pembayaran memberikan panduan terperinci terkait langkah-langkah 

mitigasi risiko keamanan. Regulasi ini mencakup penerapan teknologi 

keamanan seperti enkripsi, autentikasi ganda, dan pemantauan aktivitas 

untuk mendeteksi ancaman siber. Penyelenggara diwajibkan untuk terus 

memutakhirkan sistemnya agar mampu mengatasi ancaman yang 
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semakin kompleks. Kolaborasi antara lembaga seperti Bank Indonesia, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo) juga berperan penting dalam mengawasi 

penerapan regulasi ini. Ketiganya bekerja bersama untuk memastikan 

sistem keamanan transaksi elektronik di Indonesia tidak hanya 

melindungi konsumen, tetapi juga mendorong kepercayaan publik 

terhadap ekosistem digital. 

 

4. Tantangan dalam Keamanan Transaksi Elektronik 

Meskipun teknologi dan regulasi keamanan terus berkembang, 

menjaga keamanan transaksi elektronik tetap menghadapi sejumlah 

tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah evolusi 

ancaman keamanan. Kejahatan siber berkembang pesat dengan metode 

yang semakin canggih. Penyerang sering menggunakan teknik seperti 

ransomware, yang mengunci data penting pengguna hingga tebusan 

dibayar, atau serangan Distributed Denial of Service (DDoS), yang dapat 

melumpuhkan layanan dengan membanjiri sistem dengan lalu lintas 

palsu. Perubahan pola serangan ini memaksa penyelenggara sistem 

pembayaran untuk terus memperbarui langkah-langkah keamanan. 

Tantangan lainnya adalah penyalahgunaan data pribadi. Data pengguna 

yang bocor akibat pelanggaran keamanan dapat dijual di pasar gelap dan 

digunakan untuk berbagai bentuk penipuan, seperti pencurian identitas 

atau akses ilegal ke akun pengguna. Meskipun Indonesia telah 

memberlakukan regulasi seperti Undang-Undang ITE dan Peraturan 

Perlindungan Data Pribadi, penerapan dan penegakan regulasi ini masih 

membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah pelanggaran. 

Kesadaran pengguna juga menjadi hambatan besar dalam 

menjaga keamanan transaksi elektronik. Banyak pengguna masih 

menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, mengabaikan autentikasi 

dua faktor (2FA), atau gagal mengenali tanda-tanda penipuan seperti 

email phishing. Perilaku ini sering kali membuka celah bagi kejahatan 

siber, meskipun teknologi keamanan telah diterapkan. Tantangan ini 

juga diperumit oleh keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah, 

terutama dalam mendukung teknologi keamanan yang lebih maju. Di sisi 

lain, organisasi sering kali menghadapi kendala biaya dalam 

mengimplementasikan sistem keamanan mutakhir. Untuk mengatasi 

tantangan ini, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan 

peningkatan edukasi pengguna, investasi dalam teknologi keamanan, 
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serta kolaborasi erat antara regulator, penyelenggara sistem pembayaran, 

dan penegak hukum. Dengan upaya kolektif ini, ekosistem transaksi 

elektronik yang lebih aman dapat tercipta, mendukung pertumbuhan 

ekonomi digital yang berkelanjutan. 

 

5. Solusi dan Kebijakan Keamanan Transaksi Elektronik 

Menghadapi tantangan dalam keamanan transaksi elektronik 

memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup solusi teknis, edukasi, 

dan regulasi. Salah satu langkah penting adalah edukasi pengguna, yang 

bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai praktik terbaik 

dalam transaksi digital. Program edukasi ini dapat mencakup 

penggunaan kata sandi yang kuat, pentingnya penerapan autentikasi dua 

faktor (2FA), dan cara mengenali potensi ancaman seperti email phishing 

atau situs web palsu. Dengan pengetahuan yang memadai, pengguna 

dapat menjadi lapisan perlindungan pertama dalam ekosistem keamanan 

digital. 

Penyedia layanan transaksi elektronik perlu terus menerapkan 

teknologi keamanan yang lebih canggih. Investasi dalam teknologi 

seperti enkripsi end-to-end, autentikasi biometrik, dan tokenisasi data 

dapat memperkuat perlindungan informasi pengguna. Di era kecerdasan 

buatan (AI), sistem berbasis AI dapat membantu mendeteksi aktivitas 

mencurigakan secara real-time, seperti pola transaksi yang tidak biasa 

atau akses dari lokasi tak dikenal. Penggunaan teknologi ini tidak hanya 

meningkatkan keamanan tetapi juga menumbuhkan kepercayaan 

pengguna terhadap layanan digital. 

Kebijakan regulasi yang tegas menjadi fondasi utama dalam 

menciptakan lingkungan transaksi elektronik yang aman. Pemerintah, 

melalui lembaga seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), harus memastikan bahwa regulasi selalu relevan dengan 

perkembangan teknologi dan ancaman terbaru. Regulasi yang kuat 

mencakup kewajiban penyelenggara sistem untuk mematuhi standar 

keamanan tinggi, memberikan laporan insiden keamanan, serta 

menjamin privasi data pengguna. Pemberian sanksi tegas terhadap 

pelanggaran keamanan juga diperlukan untuk menciptakan efek jera. 
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D. Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik 

 

Penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik menjadi 

semakin penting dengan berkembangnya transaksi digital yang sering 

melibatkan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi. Sengketa ini dapat 

muncul akibat pelanggaran kontrak, penipuan, kerugian akibat serangan 

siber, atau kegagalan teknis. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme 

penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan sesuai dengan karakteristik 

transaksi elektronik. 

 

1. Penyebab Sengketa dalam Transaksi Elektronik 

Sengketa dalam transaksi elektronik sering terjadi karena 

berbagai alasan, terutama karena sifat transaksi yang mengandalkan 

teknologi dan komunikasi jarak jauh. Salah satu penyebab utamanya 

adalah ketidaksesuaian produk atau layanan. Dalam banyak kasus, 

barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan deskripsi 

yang disediakan penjual di platform elektronik. Ketidaksesuaian ini 

dapat mencakup perbedaan kualitas, ukuran, warna, atau bahkan 

pengiriman barang yang salah. Hal ini seringkali memunculkan rasa 

kecewa dan ketidakpercayaan konsumen terhadap penjual. Selain itu, 

keamanan dan privasi data juga menjadi penyebab utama sengketa. 

Kebocoran data pribadi pengguna akibat sistem keamanan yang lemah 

atau serangan siber dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara 

finansial maupun non-finansial. Pengguna yang merasa datanya tidak 

dilindungi dengan baik cenderung mengajukan keluhan atau tuntutan 

kepada penyedia layanan yang bersangkutan. 

Penyebab lain adalah kegagalan sistem atau transaksi, yang dapat 

terjadi karena kesalahan teknis pada platform transaksi elektronik, sistem 

pembayaran, atau jaringan internet. Misalnya, dana yang sudah 

ditransfer tidak tercatat di sistem atau barang yang dibayar tidak dikirim 

karena kesalahan teknis. Situasi seperti ini dapat menyebabkan frustrasi 

di pihak pengguna, terutama jika tidak ada mekanisme pengaduan yang 

jelas. Penipuan juga menjadi tantangan besar dalam transaksi elektronik. 

Hal ini melibatkan praktik seperti penggunaan identitas palsu, 

manipulasi informasi, atau pencurian data untuk melakukan transaksi 

ilegal. Konsumen atau bahkan penjual sering kali menjadi korban 

penipuan, yang mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi. 
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2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa 

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik 

dirancang untuk memberikan solusi yang adil dan efisien bagi pihak-

pihak yang berselisih. Salah satu metode yang sering digunakan adalah 

negosiasi dan mediasi. Negosiasi dilakukan secara langsung antara pihak 

yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks 

transaksi elektronik, platform seperti marketplace biasanya menyediakan 

layanan mediasi melalui pusat resolusi internal. Layanan ini bertujuan 

membantu pembeli dan penjual menyelesaikan perselisihan, seperti 

pengembalian barang atau pengembalian dana, secara cepat dan tanpa 

harus melibatkan pihak luar. 

Jika mediasi tidak berhasil, mekanisme lain yang dapat 

digunakan adalah arbitrase online. Proses arbitrase melibatkan pihak 

ketiga sebagai arbiter yang netral untuk memberikan keputusan yang 

mengikat. Keunggulan arbitrase online meliputi waktu penyelesaian 

yang lebih singkat, fleksibilitas prosedur, dan biaya yang relatif lebih 

rendah dibandingkan dengan pengadilan. Arbitrase online sangat cocok 

untuk sengketa lintas batas karena dapat dilakukan secara daring, 

sehingga menghemat waktu dan biaya perjalanan. Proses ini banyak 

diadopsi dalam transaksi internasional. 

Jika langkah-langkah tersebut tidak membuahkan hasil, sengketa 

dapat dibawa ke pengadilan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa 

transaksi elektronik memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE). Pengadilan sering menjadi pilihan terakhir, terutama jika sengketa 

melibatkan nilai yang signifikan atau pelanggaran hukum yang serius. 

Namun, proses pengadilan memiliki kekurangan seperti waktu 

penyelesaian yang lama dan biaya yang tinggi, sehingga sering dihindari 

jika ada alternatif yang lebih efisien. 

 

3. Peran Pemerintah dan Regulasi 

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung 

penyelesaian sengketa transaksi elektronik melalui penerapan berbagai 

regulasi dan kebijakan. Salah satu landasan utama adalah Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE), yang memberikan kerangka hukum untuk transaksi 

elektronik. UU ITE mengatur hak dan kewajiban penyelenggara sistem 

elektronik serta pengguna, termasuk penyelesaian sengketa yang timbul 



116  Transformasi Hukum Perdata 

dari pelanggaran keamanan, penipuan, atau masalah dalam transaksi 

digital. Selain itu, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum 

bagi korban kejahatan siber serta menetapkan sanksi terhadap pelaku 

pelanggaran. 

Regulasi lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 71 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(PSTE). Peraturan ini menekankan tanggung jawab penyelenggara 

sistem elektronik, termasuk memastikan keamanan data pengguna dan 

menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. 

Penyelenggara diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dan keutuhan data 

serta bekerja sama dengan pihak yang berwenang dalam menangani 

pelanggaran atau sengketa yang mungkin terjadi. Peraturan ini 

memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan teknologi untuk 

mengelola sistem dan transaksi elektronik secara bertanggung jawab. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam 

mengawasi sengketa yang melibatkan sistem pembayaran, perbankan, 

atau lembaga keuangan lainnya. Sebagai regulator, OJK memastikan 

bahwa institusi keuangan mematuhi standar keamanan transaksi 

elektronik dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa bagi 

nasabah. Misalnya, OJK telah menetapkan kebijakan perlindungan 

konsumen yang mencakup prosedur pengaduan dan mediasi antara 

nasabah dan lembaga keuangan. Pemerintah juga mendukung inisiatif 

penyelesaian sengketa melalui pendirian lembaga mediasi dan arbitrase, 

baik yang dilakukan secara offline maupun online. Hal ini 

mempermudah pengguna untuk mendapatkan solusi sengketa tanpa 

harus melalui proses pengadilan yang kompleks dan memakan waktu. 

 

4. Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik 

Penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik menghadapi 

berbagai tantangan yang kompleks di era digital. Salah satu tantangan 

utama adalah yurisdiksi lintas negara, yang muncul karena transaksi 

elektronik sering kali melibatkan pihak-pihak dari negara berbeda. Hal 

ini menyulitkan penentuan hukum mana yang berlaku, mengingat setiap 

negara memiliki regulasi berbeda terkait transaksi elektronik. Sebagai 

contoh, sengketa yang melibatkan konsumen di Indonesia dan penyedia 

layanan berbasis di luar negeri memerlukan koordinasi hukum 

internasional, yang sering kali memakan waktu dan biaya besar. 
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Tantangan lain adalah kurangnya kesadaran konsumen. Banyak 

konsumen tidak sepenuhnya memahami hak-haknya dalam transaksi 

elektronik, termasuk mekanisme yang dapat digunakan untuk 

melaporkan sengketa. Sebagai akibatnya, banyak sengketa tidak pernah 

dilaporkan atau diselesaikan, meskipun tersedia mekanisme 

penyelesaian seperti mediasi atau arbitrase. Rendahnya tingkat edukasi 

dan literasi digital konsumen menjadi salah satu penyebab utama kondisi 

ini. 

Kendala teknis juga menjadi hambatan signifikan, terutama 

dalam penyelesaian sengketa secara daring. Infrastruktur teknologi yang 

diperlukan untuk menjalankan platform mediasi atau arbitrase daring 

tidak selalu tersedia di semua negara atau wilayah, terutama di daerah 

terpencil. Bahkan ketika teknologi tersedia, keandalan sistem tersebut, 

seperti keamanan data dan koneksi yang stabil, sering menjadi masalah. 

Hal ini dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan proses 

penyelesaian sengketa elektronik. 

 

5. Solusi dan Rekomendasi 

Untuk menghadapi tantangan penyelesaian sengketa transaksi 

elektronik, beberapa solusi dan rekomendasi dapat diterapkan untuk 

meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem tersebut. Salah satu 

langkah utama adalah peningkatan edukasi konsumen. Konsumen perlu 

diberi pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-haknya dalam 

transaksi elektronik dan bagaimana cara melaporkan serta 

menyelesaikan sengketa yang muncul. Program edukasi ini dapat 

dilakukan melalui kampanye online, penyuluhan melalui platform e-

commerce, dan kolaborasi dengan pemerintah untuk menyosialisasikan 

hak-hak konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ada. 

Hal ini penting agar konsumen dapat lebih percaya diri dalam 

menggunakan layanan transaksi elektronik dan memahami langkah-

langkah yang dapat diambil apabila terjadi masalah. 

Penerapan teknologi blockchain dapat menjadi solusi efektif 

untuk mengurangi potensi sengketa. Blockchain memiliki keunggulan 

dalam mencatat setiap transaksi secara transparan dan tidak dapat 

diubah, yang memungkinkan pencatatan yang lebih akurat dan 

mengurangi peluang manipulasi data. Dengan menggunakan blockchain, 

data transaksi dapat lebih terpercaya dan pihak-pihak yang terlibat dapat 

memverifikasi keabsahan transaksi dengan mudah. Teknologi ini dapat 
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diterapkan dalam berbagai sistem pembayaran digital dan e-commerce 

untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi sengketa terkait 

ketidaksesuaian produk atau pembayaran. 

Kerja sama internasional juga sangat penting dalam penyelesaian 

sengketa transaksi elektronik, terutama yang melibatkan pihak-pihak 

dari berbagai negara. Negara-negara perlu bekerja sama untuk menyusun 

aturan dan regulasi internasional yang dapat diterapkan dalam 

menyelesaikan sengketa lintas batas. Dengan adanya kesepakatan 

internasional mengenai hukum yang berlaku, proses penyelesaian 

sengketa dapat dilakukan lebih efisien tanpa hambatan yurisdiksi yang 

rumit. Hal ini juga dapat menciptakan keseragaman dalam standar 

keamanan dan penyelesaian sengketa di berbagai negara, sehingga 

memperkuat kepercayaan konsumen dan penyedia layanan digital secara 

global.  
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BAB VII 
E-COMMERCE DAN 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 
 

 

 

Perkembangan e-commerce telah membawa perubahan 

signifikan dalam dunia perdagangan, di mana transaksi jual beli kini 

dapat dilakukan secara digital melalui platform online. Kemudahan 

akses, harga yang lebih bersaing, dan kenyamanan berbelanja adalah 

beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh e-commerce. Namun, 

dengan pesatnya pertumbuhan sektor ini, muncul pula tantangan terkait 

perlindungan konsumen, seperti potensi penipuan, penyalahgunaan data 

pribadi, dan ketidaksesuaian produk yang diterima oleh konsumen. 

Untuk itu, perlindungan konsumen dalam e-commerce menjadi isu 

penting yang perlu diatur dengan jelas melalui regulasi yang 

komprehensif. Di Indonesia, regulasi tentang e-commerce terus 

berkembang untuk melindungi hak-hak konsumen, mulai dari hak atas 

informasi yang akurat, hak untuk mengajukan klaim, hingga mekanisme 

penyelesaian sengketa yang efisien di dunia digital. Seiring dengan terus 

berkembangnya sektor ini, penting bagi pemerintah dan pelaku usaha 

untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan 

konsumen demi menciptakan lingkungan perdagangan digital yang aman 

dan adil. 

 

A. Definisi dan Perkembangan E-commerce 

 

E-commerce, atau perdagangan elektronik, adalah aktivitas jual 

beli barang atau jasa yang dilakukan melalui internet. E-commerce 

mencakup berbagai bentuk transaksi digital, mulai dari Business-to-

Consumer (B2C), Business-to-Business (B2B), Consumer-to-Consumer 

(C2C), hingga Government-to-Consumer (G2C) (Turban et al., 2022). 

E-commerce tidak hanya melibatkan proses transaksi, tetapi juga 
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mencakup pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan yang dilakukan 

secara online. 

 

1. Perkembangan E-commerce 

Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mengalami 

lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh sejumlah 

faktor penting. Salah satu faktor utama adalah peningkatan penggunaan 

internet dan teknologi mobile. Dengan semakin banyaknya pengguna 

internet, terutama di kalangan masyarakat urban, platform e-commerce 

seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak semakin populer. Platform-

platform ini memanfaatkan kemudahan akses melalui aplikasi mobile 

yang memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara praktis dan 

efisien. Seiring dengan itu, media sosial juga berperan besar dalam 

memasarkan produk-produk e-commerce, memperluas jangkauan pasar 

secara signifikan. 

Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite (2023), angka 

transaksi e-commerce di Indonesia mencapai lebih dari Rp400 triliun 

pada 2022, yang mencerminkan pertumbuhan pesat yang terjadi dalam 

industri ini. Salah satu pendorong utama pertumbuhan ini adalah 

pandemi COVID-19, yang membuat masyarakat lebih bergantung pada 

pembelian online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama masa 

pandemi, banyak orang yang sebelumnya enggan berbelanja secara 

daring mulai beralih ke platform online untuk membeli kebutuhan pokok 

dan barang lainnya, yang mempercepat transisi ke belanja digital. 

Kemudahan dalam melakukan pembayaran juga menjadi faktor 

penting dalam perkembangan pesat e-commerce di Indonesia. Berbagai 

solusi pembayaran digital, seperti dompet digital dan sistem pembayaran 

elektronik, membuat proses transaksi menjadi lebih cepat dan aman. 

Integrasi teknologi ini dengan platform e-commerce mempermudah 

konsumen untuk melakukan pembayaran dan melacak pesanan dengan 

lebih mudah. 

 

2. Inovasi dalam E-commerce 

Inovasi dalam e-commerce telah membawa perubahan signifikan 

dalam cara konsumen berinteraksi dengan platform belanja digital. Salah 

satu inovasi utama adalah penggunaan Artificial Intelligence (AI), yang 

memungkinkan personalisasi pengalaman pengguna. AI menganalisis 

data pembelian dan perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi 
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produk yang lebih relevan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan 

potensi konversi penjualan. Ini memungkinkan e-commerce untuk 

menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih individual, 

memudahkan konsumen menemukan produk yang dibutuhkan dengan 

lebih cepat (Setyowati, 2023). Selain AI, chatbots semakin banyak 

digunakan dalam layanan pelanggan untuk memberikan respon cepat 

dan efisien. Chatbots ini dapat menangani pertanyaan umum, membantu 

dalam proses pembelian, dan memberikan informasi pelacakan pesanan 

tanpa intervensi manusia. Hal ini mengurangi waktu tunggu dan 

meningkatkan pengalaman konsumen, terutama di platform e-commerce 

dengan volume transaksi yang tinggi. 

Blockchain juga semakin diterapkan dalam e-commerce untuk 

memastikan transparansi transaksi. Teknologi ini menyediakan catatan 

yang aman dan tidak dapat diubah untuk setiap transaksi, yang 

membantu mengurangi risiko penipuan, memastikan keaslian produk, 

dan meningkatkan kepercayaan antara penjual dan konsumen. Dengan 

blockchain, e-commerce dapat menawarkan tingkat keamanan yang 

lebih tinggi, memberikan jaminan bahwa transaksi yang dilakukan aman 

dan transparan. Teknologi Internet of Things (IoT) juga turut mendukung 

efisiensi operasional e-commerce. IoT memungkinkan pelacakan 

inventaris secara real-time dan pengelolaan logistik yang lebih efisien, 

yang pada gilirannya mempercepat proses pengiriman dan 

meminimalkan kekurangan stok. Misalnya, dengan menggunakan sensor 

dan perangkat yang terhubung, e-commerce dapat memonitor status 

produk dan barang yang ada di gudang, serta memastikan pengiriman 

yang lebih tepat waktu. 

 

3. Tren Masa Depan E-commerce 

Tren masa depan e-commerce di Indonesia diperkirakan akan 

semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan 

perubahan dalam perilaku konsumen. Salah satu faktor kunci yang akan 

mendorong pertumbuhan e-commerce adalah implementasi teknologi 

5G. Dengan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi dan latensi yang 

lebih rendah, teknologi 5G akan meningkatkan pengalaman pengguna 

dalam berbelanja online, terutama untuk transaksi yang membutuhkan 

banyak data, seperti streaming produk dalam format video berkualitas 

tinggi. Ini akan memungkinkan konsumen mengakses platform e-
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commerce dengan lebih lancar, bahkan di wilayah yang sebelumnya 

kurang terjangkau oleh jaringan internet cepat. 

Aksesibilitas internet yang lebih baik di daerah terpencil juga 

akan mendukung perkembangan e-commerce. Pemerintah Indonesia 

telah mengambil langkah besar untuk memperluas jangkauan internet, 

yang memungkinkan lebih banyak konsumen di luar kota besar untuk 

ikut berpartisipasi dalam ekonomi digital. Dengan semakin banyaknya 

masyarakat yang dapat mengakses platform e-commerce, potensi pasar 

untuk berbagai produk dan layanan akan semakin besar. 

Tren lain yang diperkirakan akan berkembang adalah social 

commerce, yaitu berbelanja melalui platform media sosial seperti 

Instagram, Facebook, dan TikTok. Platform-platform ini telah 

mengintegrasikan fitur belanja langsung di dalam aplikasi, 

memungkinkan konsumen untuk membeli produk tanpa harus 

meninggalkan aplikasi tersebut. Social commerce memanfaatkan 

pengaruh media sosial dan konten influencer, yang memungkinkan 

penjual untuk langsung terhubung dengan audiens dan memfasilitasi 

transaksi dengan cara yang lebih langsung dan mudah. 

 

B. Regulasi E-commerce di Indonesia 

 

Regulasi e-commerce di Indonesia didasarkan pada beberapa 

undang-undang dan peraturan yang berfokus pada perlindungan 

konsumen, keamanan transaksi, dan tata kelola pelaku usaha. Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum utama yang mengatur 

transaksi elektronik di Indonesia. Peraturan ini diperkuat oleh Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mencakup 

aspek perdagangan melalui sistem elektronik. 

 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan regulasi 

penting yang mengatur perdagangan dalam dunia digital di Indonesia. 

PP ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi 

pelaku usaha e-commerce dan untuk melindungi konsumen serta 

menjaga integritas pasar digital. Salah satu ketentuan utama dalam PP 

ini adalah kewajiban pendaftaran usaha bagi setiap pelaku usaha yang 
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melakukan perdagangan elektronik. Pelaku usaha diharuskan untuk 

memiliki izin usaha yang sah yang diatur melalui sistem perizinan 

berbasis risiko. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang 

dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, meningkatkan 

transparansi, dan memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa ia 

bertransaksi dengan penyedia jasa yang sah dan terdaftar. 

PP Nomor 80 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya 

perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Pelaku usaha 

diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas, benar, dan akurat 

tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Informasi ini meliputi harga, 

spesifikasi produk, dan ketentuan terkait pembatalan transaksi. Ini 

bertujuan untuk menghindari praktik penipuan atau informasi yang 

menyesatkan yang dapat merugikan konsumen. Keamanan data pribadi 

juga menjadi fokus dalam regulasi ini. Sejalan dengan Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), PP 

ini mengharuskan pelaku usaha e-commerce untuk menjaga dan 

melindungi data pribadi konsumen. Pengumpulan, pengolahan, dan 

penyimpanan data pribadi harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencegah kebocoran 

informasi yang dapat merugikan pihak konsumen. 

 

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam 

pengawasan dan pengaturan sektor keuangan di Indonesia, termasuk 

dalam aspek pembayaran elektronik yang semakin berkembang pesat 

dalam e-commerce. Dalam hal ini, OJK berkolaborasi dengan Bank 

Indonesia (BI) untuk mengawasi dan menetapkan regulasi yang 

memastikan keamanan serta kelancaran transaksi elektronik. Salah satu 

regulasi penting yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem 

Pembayaran. Peraturan ini mengatur berbagai hal terkait sistem 

pembayaran elektronik, termasuk penggunaan e-wallet (dompet 

elektronik) dan fintech (financial technology). PBI ini menetapkan 

standar keamanan yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan 

pembayaran elektronik, termasuk kewajiban untuk melakukan verifikasi 

identitas pengguna, menjaga kerahasiaan data transaksi, serta 

memastikan adanya mekanisme yang mampu mendeteksi dan mengatasi 

transaksi yang mencurigakan. 
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OJK juga memiliki kewenangan dalam mengawasi lembaga-

lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan keuangan 

digital, seperti fintech lending, investasi, dan asuransi. OJK berupaya 

untuk menciptakan ekosistem yang aman bagi para pengguna, dengan 

memfokuskan pada perlindungan konsumen dan pencegahan praktik 

yang merugikan masyarakat, seperti penipuan atau penyalahgunaan data. 

Dalam prakteknya, OJK juga bekerja untuk memastikan bahwa semua 

pihak yang terlibat dalam transaksi pembayaran elektronik memiliki izin 

yang sah dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ini termasuk 

memfasilitasi integrasi antara layanan pembayaran elektronik dan sistem 

perbankan nasional, serta memastikan adanya transparansi dalam biaya 

dan layanan yang diberikan kepada konsumen. 

 

3. Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam 

melindungi hak-hak konsumen, termasuk dalam sektor e-commerce 

yang semakin berkembang. Regulasi ini dirancang untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen dalam berbagai transaksi, baik yang 

dilakukan secara langsung maupun melalui platform digital. Salah satu 

hak utama yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur 

tentang barang dan jasa yang ditawarkan. Dalam konteks e-commerce, 

hal ini berarti bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang 

akurat tentang produk, harga, ketentuan transaksi, dan segala aspek lain 

yang relevan. Informasi yang tidak sesuai atau menyesatkan bisa 

merugikan konsumen, oleh karena itu, perlindungan ini sangat penting 

agar konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang informasional 

dan bertanggung jawab. 

Undang-undang ini juga menjamin perlindungan terhadap 

konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan atau 

kualitas yang diharapkan. Dalam e-commerce, ini mencakup produk 

yang rusak, palsu, atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh 

penjual. Jika produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang 

dijanjikan, berhak untuk mengajukan klaim dan meminta pengembalian 

dana atau penggantian barang. Mekanisme penyelesaian sengketa yang 

diatur oleh undang-undang ini. Dalam e-commerce, perselisihan antara 

konsumen dan pelaku usaha seringkali terjadi karena berbagai masalah, 
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seperti ketidaksesuaian barang, pengiriman yang terlambat, atau masalah 

pembayaran. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan konsumen 

akses ke mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur mediasi, 

arbitrase, atau pengadilan. Proses ini memberi konsumen peluang untuk 

mendapatkan keadilan tanpa harus terjebak dalam proses hukum yang 

panjang dan rumit. 

 

4. Implementasi dan Tantangan 

Implementasi regulasi e-commerce di Indonesia, seperti 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, memang menghadapi 

sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya 

tingkat literasi digital di kalangan sebagian besar masyarakat. Meskipun 

adopsi teknologi internet dan perangkat digital semakin tinggi, masih 

banyak konsumen dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami 

hak-haknya dalam transaksi elektronik maupun mekanisme penyelesaian 

sengketa yang ada. Hal ini mengarah pada kesulitan dalam menjalankan 

regulasi secara efektif, karena tanpa pemahaman yang memadai, 

konsumen mungkin tidak melaporkan masalah atau menggunakan jalur 

penyelesaian sengketa yang tersedia. 

Regulasi dalam e-commerce juga menghadapi tantangan dari 

aspek pengawasan pelaku usaha lintas negara. Banyak platform e-

commerce besar yang beroperasi secara global, dan sering kali pelaku 

usaha berada di luar yurisdiksi Indonesia. Ini menyulitkan pemerintah 

dalam mengawasi kepatuhan pelaku usaha asing terhadap peraturan 

nasional, seperti ketentuan terkait pajak atau perlindungan konsumen. 

Sistem hukum yang mengatur transaksi lintas negara perlu adanya 

kesepakatan internasional agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan 

dengan adil dan efisien. 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menjadi 

tantangan besar bagi regulasi yang ada. Misalnya, dengan kemunculan 

teknologi baru seperti blockchain, cryptocurrency, atau penggunaan AI 

dalam personalisasi e-commerce, regulasi yang ada saat ini mungkin 

belum sepenuhnya mencakup semua aspek teknologi ini. Untuk itu, 

regulasi perlu bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan cepat, dan 

tidak menghambat inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan 

pengalaman pengguna dalam bertransaksi elektronik. Hal ini 

memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, pelaku industri, 
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serta ahli teknologi untuk mengembangkan kebijakan yang 

komprehensif dan responsif. 

 

C. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam E-commerce 

 

Pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban 

konsumen dalam e-commerce sangat penting untuk menciptakan 

ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Dengan regulasi yang 

memadai dan pelaksanaan yang konsisten, diharapkan konsumen dapat 

menikmati transaksi elektronik dengan lebih nyaman dan terlindungi, 

sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. 

 

1. Hak Konsumen dalam E-commerce 

Konsumen yang bertransaksi melalui platform e-commerce 

memiliki sejumlah hak yang dilindungi oleh hukum di Indonesia, 

terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) dan Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 

PDP). Hak-hak ini mencakup aspek transparansi, keamanan, dan 

kenyamanan, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan konsumen 

dalam dunia e-commerce yang terus berkembang. Salah satu hak utama 

konsumen adalah hak atas informasi yang benar. Berdasarkan Pasal 4 

UU Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk mendapatkan 

informasi yang jelas, akurat, dan jujur terkait produk atau jasa yang 

dibeli. Informasi tersebut mencakup harga, spesifikasi produk, serta 

ketentuan garansi yang berlaku. Di platform e-commerce, hal ini berarti 

penyedia harus mencantumkan deskripsi produk yang lengkap, termasuk 

syarat dan ketentuan transaksi secara transparan, agar konsumen dapat 

membuat keputusan yang tepat sebelum melakukan pembelian. 

Hak kedua adalah hak atas keamanan dan keselamatan. Sesuai 

dengan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, konsumen berhak 

menggunakan produk atau jasa yang tidak membahayakan atau 

merugikannya. Produk yang tidak memenuhi standar keselamatan atau 

yang memiliki cacat dapat dikembalikan atau diganti, memberikan 

perlindungan bagi konsumen jika barang yang diterima tidak sesuai 

dengan harapan atau tidak aman digunakan. Selain itu, konsumen juga 

memiliki hak atas privasi data. Dalam konteks e-commerce, di mana data 

pribadi konsumen sering dikumpulkan untuk memproses transaksi, UU 
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PDP memberikan perlindungan khusus terhadap data pribadi. Platform 

e-commerce wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi konsumen dan 

tidak boleh menyalahgunakan atau membagikan data tersebut tanpa izin, 

memastikan bahwa data yang terkumpul hanya digunakan untuk tujuan 

yang sah. 

 

2. Kewajiban Konsumen dalam E-commerce 

Konsumen dalam e-commerce tidak hanya memiliki hak-hak 

tertentu, tetapi juga memikul kewajiban yang penting untuk memastikan 

bahwa transaksi berjalan dengan aman dan bertanggung jawab. 

Kewajiban pertama yang harus dipenuhi konsumen adalah 

menyampaikan informasi yang benar. Hal ini mencakup pemberian data 

yang akurat saat melakukan transaksi, seperti alamat pengiriman, 

informasi kontak, dan data pembayaran. Menyediakan informasi yang 

tepat membantu mengurangi risiko kesalahan pengiriman atau 

penyalahgunaan data pribadi, yang dapat merugikan konsumen maupun 

penjual. Selanjutnya, konsumen memiliki kewajiban untuk membaca 

dan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum menyetujui 

transaksi. Dengan memahami ketentuan ini, konsumen dapat mengetahui 

hak dan tanggung jawab dalam proses pembelian, termasuk kebijakan 

pengembalian barang, ketentuan pengembalian dana, serta syarat 

garansi. Hal ini penting untuk menghindari kebingungannya di kemudian 

hari jika terjadi masalah dengan transaksi atau produk yang diterima. 

Konsumen juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan 

pembayaran yang telah disepakati. Ini berarti bahwa konsumen harus 

melakukan pembayaran sesuai dengan metode dan waktu yang telah 

disepakati antara ia dan penyedia layanan. Keterlambatan atau 

ketidakpatuhan dalam pembayaran dapat mengakibatkan pembatalan 

transaksi atau penerapan sanksi tertentu, yang dapat merugikan 

konsumen itu sendiri. Kewajiban terakhir adalah menggunakan produk 

atau jasa dengan cara yang bertanggung jawab. Konsumen harus 

memastikan bahwa ia menggunakan produk sesuai dengan petunjuk 

penggunaan yang disertakan oleh penjual atau produsen. 

Penyalahgunaan produk, seperti menggunakan barang tidak sesuai 

dengan instruksi atau melanggar ketentuan yang ada, dapat 

mengakibatkan hilangnya hak konsumen untuk klaim garansi atau 

pengembalian barang. Dengan demikian, konsumen perlu bertanggung 
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jawab atas penggunaan produk yang dibeli untuk menjaga kualitas dan 

keamanannya. 

 

D. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Era Digital 

 

Penyelesaian sengketa konsumen di era digital menghadirkan 

tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan mekanisme 

penyelesaian sengketa tradisional. Dalam transaksi e-commerce, sering 

kali konsumen dan pelaku usaha terpisah oleh ruang dan waktu, serta 

perbedaan lokasi hukum yang mempengaruhi cara penyelesaian 

sengketa. Namun, perkembangan teknologi telah membuka berbagai 

jalur baru untuk penyelesaian sengketa ini, baik melalui mekanisme 

formal maupun informal. 

 

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi (Pengadilan) 

Penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan masih 

menjadi jalur hukum yang sah, meskipun memerlukan waktu dan biaya 

yang cukup tinggi. Di Indonesia, konsumen yang merasa dirugikan 

dalam transaksi e-commerce dapat mengajukan gugatan melalui 

pengadilan negeri atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK), yang merupakan bagian dari upaya untuk menyelesaikan 

sengketa dengan cara yang lebih efisien. Penggunaan jalur litigasi di 

pengadilan untuk sengketa e-commerce sering kali dianggap sebagai 

langkah terakhir, karena proses hukum di pengadilan bisa memakan 

waktu lama, memerlukan biaya tinggi, dan belum tentu memberikan 

hasil yang memuaskan dalam waktu yang cepat. Selain itu, banyak 

pengadilan di Indonesia yang belum sepenuhnya siap menangani 

masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan transaksi e-commerce, 

yang cenderung lebih dinamis dan membutuhkan pemahaman yang 

mendalam terkait perkembangan teknologi dan regulasi digital. 

BPSK menawarkan solusi alternatif yang lebih cepat dan lebih 

murah bagi konsumen yang mengalami sengketa dalam transaksi e-

commerce. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, BPSK memberikan layanan penyelesaian 

sengketa secara lebih sederhana, tanpa memerlukan biaya yang besar. 

Proses ini lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan jalur 

pengadilan, sehingga konsumen dapat memperoleh solusi tanpa harus 

melalui prosedur yang panjang dan rumit. Namun, dalam kasus sengketa 
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yang lebih kompleks atau yang melibatkan nilai kerugian yang besar, 

jalur litigasi melalui pengadilan negeri mungkin tetap diperlukan. 

Meskipun BPSK dapat menjadi pilihan utama untuk 

menyelesaikan sengketa konsumen dalam e-commerce, 

ketidaksesediaan atau ketidaktertarikan beberapa pihak dalam mengikuti 

mekanisme ini terkadang memaksa konsumen atau pelaku usaha untuk 

melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Oleh 

karena itu, meskipun penyelesaian sengketa secara litigasi adalah hak 

yang sah, penting bagi konsumen dan pelaku usaha untuk 

mempertimbangkan pilihan alternatif yang lebih efisien dan ramah 

biaya. 

 

2. Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) dan Online Dispute 

Resolution (ODR) 

Penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dan Online Dispute 

Resolution (ODR) merupakan solusi yang semakin populer dalam 

menyelesaikan masalah yang timbul dalam transaksi e-commerce. ODR 

merujuk pada proses penyelesaian sengketa yang dilakukan sepenuhnya 

melalui platform digital, memungkinkan konsumen dan pelaku usaha 

untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu bertemu langsung. ODR 

mencakup beberapa metode penyelesaian sengketa seperti mediasi, 

negosiasi, atau arbitrase secara online. Keuntungan utama dari ODR 

adalah fleksibilitas waktu dan biaya yang lebih efisien, mengingat proses 

ini dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa memerlukan kehadiran fisik 

para pihak yang terlibat. 

Di Indonesia, meskipun regulasi mengenai ODR belum 

sepenuhnya terstruktur, beberapa platform e-commerce telah 

mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital. Banyak 

platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak menyediakan fitur 

pengaduan atau klaim yang memungkinkan konsumen untuk 

melaporkan masalah terkait produk, layanan, atau transaksi secara 

langsung melalui platform. Setelah laporan diterima, tim penyelesaian 

sengketa internal platform akan menangani masalah tersebut dan 

berusaha mencari solusi tanpa melalui jalur litigasi yang memakan waktu 

dan biaya tinggi. 

ODR menawarkan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha, 

terutama dalam hal aksesibilitas dan penyelesaian yang lebih cepat. 

Dengan sistem ini, sengketa dapat diselesaikan dalam hitungan hari, 
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bukan bulan seperti halnya di pengadilan. Selain itu, ODR 

memungkinkan penyelesaian masalah secara lebih terstruktur dan 

transparan, dengan adanya rekam jejak setiap tahapan proses yang dapat 

diakses oleh semua pihak. 

 

3. Sistem Escrow dan Perlindungan Pembayaran 

Sistem escrow merupakan salah satu metode penyelesaian 

sengketa yang sangat berguna dalam transaksi e-commerce, terutama 

untuk melindungi kepentingan konsumen dan mengurangi risiko 

penipuan. Dalam sistem ini, uang pembayaran dari konsumen tidak 

langsung diterima oleh penjual. Sebaliknya, uang tersebut disimpan 

terlebih dahulu oleh pihak ketiga yang independen, seperti platform e-

commerce atau penyedia layanan pembayaran. Uang baru akan 

disalurkan ke penjual setelah konsumen menerima barang atau layanan 

yang sesuai dengan kesepakatan atau merasa puas dengan transaksi 

tersebut. 

Sistem ini memiliki fungsi penting dalam mengatasi 

ketidakpastian yang sering terjadi dalam transaksi antara konsumen dan 

penjual yang tidak saling mengenal. Dengan adanya pihak ketiga yang 

menjaga dana tersebut, konsumen merasa lebih aman karena uang tidak 

akan diberikan kepada penjual sebelum produk diterima dengan baik. 

Jika terjadi sengketa, pihak ketiga dapat menjadi perantara untuk 

menyelesaikan masalah, baik dengan memutuskan untuk 

mengembalikan uang kepada konsumen atau memproses pembayaran 

kepada penjual setelah perselisihan diselesaikan. 

Di Indonesia, beberapa platform e-commerce besar seperti 

Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee telah mengadopsi sistem escrow 

sebagai bagian dari kebijakan dalam menangani sengketa transaksi. 

Sistem ini memberikan rasa aman bagi konsumen yang khawatir akan 

penipuan atau barang yang tidak sesuai dengan deskripsi. Selain itu, 

platform-platform tersebut juga menyediakan mekanisme lain untuk 

menyelesaikan sengketa, seperti fitur pengaduan atau bantuan 

pelanggan, yang lebih mudah diakses tanpa memerlukan jalur hukum 

formal yang mahal dan memakan waktu. 
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4. Perlindungan Hukum dan Regulasi Terkait Penyelesaian 

Sengketa 

Di Indonesia, penyelesaian sengketa yang timbul dalam transaksi 

e-commerce tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), tetapi juga oleh beberapa regulasi 

lain yang mendukung perlindungan konsumen di ranah digital. Salah 

satu undang-undang penting dalam hal ini adalah Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan 

landasan hukum bagi transaksi elektronik dan pengaduan yang berkaitan 

dengan transaksi online. UU ITE mengatur aspek seperti keabsahan 

transaksi elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, dan 

perlindungan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Ketika 

konsumen merasa dirugikan dalam transaksi online, bisa mengajukan 

laporan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE, yang memberikan 

perlindungan hukum bagi yang menjadi korban penipuan atau kesalahan 

dalam transaksi digital. 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan 

pada tahun 2022 juga memiliki dampak signifikan dalam penyelesaian 

sengketa di era digital. UU ini memberikan hak kepada konsumen untuk 

mengakses, memperbaiki, atau bahkan menghapus data pribadi jika 

disalahgunakan oleh pihak ketiga, termasuk pelaku usaha dalam e-

commerce. Hal ini menjadi penting, mengingat banyaknya transaksi 

yang melibatkan pengumpulan data pribadi konsumen. Ketika data 

pribadi digunakan atau disebarkan tanpa izin, konsumen dapat 

memanfaatkan UU Perlindungan Data Pribadi untuk menuntut hak-

haknya, baik dalam bentuk ganti rugi maupun penghentian penggunaan 

data yang tidak sah. 

Dengan adanya peraturan-peraturan ini, konsumen di Indonesia 

memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menyelesaikan sengketa 

yang berhubungan dengan transaksi e-commerce, baik terkait dengan 

masalah produk, data pribadi, maupun penyalahgunaan teknologi. 

Pemerintah dan lembaga terkait terus bekerja untuk memastikan bahwa 

perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi digital dapat 

berjalan dengan efektif, serta memberikan rasa aman bagi konsumen 

yang berbelanja secara online. 
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5. Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Perlindungan Data 

Pribadi 

Penyelesaian sengketa konsumen di era digital semakin 

kompleks, khususnya terkait dengan pelanggaran data pribadi yang 

sering terjadi dalam transaksi e-commerce. Salah satu aspek yang 

menjadi perhatian utama adalah bagaimana perlindungan data pribadi 

konsumen diatur dan diimplementasikan. Konsumen sering kali 

mengalami sengketa terkait dengan pencurian data, kebocoran informasi, 

atau penggunaan data pribadi tanpa izin. Dalam hal ini, UU Perlindungan 

Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022, menjadi 

regulasi yang sangat penting dalam memberikan hak perlindungan 

terhadap data pribadi konsumen. 

UU PDP memberikan hak-hak yang jelas bagi konsumen untuk 

mengakses, memperbaiki, atau menghapus data pribadinya yang 

disalahgunakan. Misalnya, jika data pribadi konsumen digunakan tanpa 

izin atau terjadi kebocoran data, konsumen dapat meminta klarifikasi, 

memperbaiki informasi yang salah, atau bahkan mengajukan ganti rugi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sangat penting karena 

banyak transaksi e-commerce yang melibatkan pengumpulan data 

pribadi konsumen, seperti nama, alamat, nomor kartu kredit, dan riwayat 

pembelian, yang berpotensi disalahgunakan. 

Platform e-commerce juga memiliki kewajiban untuk 

memastikan bahwa data pribadi konsumen dijaga kerahasiaannya dan 

diproses dengan cara yang aman. Penyedia layanan e-commerce harus 

menyediakan mekanisme yang memungkinkan konsumen untuk 

mengontrol informasi pribadi dan memastikan bahwa data tersebut tidak 

digunakan di luar tujuan yang telah disepakati. Dalam hal terjadi 

pelanggaran, platform e-commerce harus bertanggung jawab atas 

kerugian yang ditimbulkan dan memberikan solusi yang memadai.   
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BAB VIII 
TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DAN 

SMART CONTRACTS 
 

 

 

Teknologi blockchain dan Smart Contracts telah muncul sebagai 

inovasi yang mengubah berbagai sektor industri di seluruh dunia. 

Blockchain, sebagai teknologi yang mendasari cryptocurrency seperti 

Bitcoin, memungkinkan terciptanya sistem pencatatan transaksi yang 

transparan, aman, dan terdesentralisasi tanpa memerlukan pihak ketiga. 

Smart Contracts, yang merupakan aplikasi dari teknologi blockchain, 

adalah kontrak digital yang dieksekusi otomatis berdasarkan kondisi 

yang telah ditentukan sebelumnya, mengurangi kebutuhan akan 

intermediari dalam transaksi dan memastikan kepatuhan hukum secara 

otomatis. Dalam konteks digital, keduanya menawarkan potensi besar 

untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta merampingkan 

proses bisnis di berbagai sektor, termasuk keuangan, logistik, hukum, 

dan kesehatan. Meskipun demikian, penerapan teknologi ini juga 

dihadapkan pada tantangan terkait aspek hukum, skalabilitas, dan 

penerimaan pasar yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. 

 

A. Pengertian Blockchain dan Smart Contracts 

 

Blockchain adalah sebuah teknologi yang memungkinkan 

pencatatan transaksi secara terdesentralisasi dan transparan, yang 

menggunakan kriptografi untuk memastikan keamanan dan integritas 

data. Blockchain berfungsi sebagai buku besar digital yang terdistribusi, 

yang mencatat setiap transaksi atau perubahan data dalam "blok" yang 

saling terhubung membentuk sebuah rantai (chain). Setiap blok berisi 

informasi tentang transaksi yang terjadi dan dilengkapi dengan tanda 

tangan digital yang tidak dapat diubah, menjadikannya hampir tidak 

mungkin untuk dimanipulasi tanpa diketahui oleh seluruh jaringan. 
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Teknologi ini pertama kali terkenal melalui cryptocurrency seperti 

Bitcoin, tetapi kini telah diperluas penggunaannya ke berbagai bidang 

seperti perbankan, logistik, dan manajemen data. 

Pada prinsipnya, blockchain beroperasi melalui konsensus 

terdesentralisasi, di mana semua pihak dalam jaringan memvalidasi 

transaksi. Ini memungkinkan blockchain untuk mengeliminasi 

kebutuhan akan pihak ketiga atau perantara, yang sering menjadi sumber 

biaya dan potensi kecurangan dalam sistem tradisional. Sifat transparansi 

yang dimiliki blockchain juga memungkinkan semua pihak yang terlibat 

untuk melihat dan memverifikasi transaksi yang terjadi, meskipun 

identitas individu tetap terlindungi melalui penggunaan teknologi 

kriptografi (Nakamoto, 2008; Tapscott & Tapscott, 2016). 

Smart Contracts adalah program atau aplikasi yang berjalan pada 

jaringan blockchain, yang secara otomatis menjalankan, mengontrol, 

atau mendokumentasikan perjanjian kontraktual sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Berbeda dengan kontrak 

tradisional yang memerlukan pihak ketiga untuk memastikan eksekusi, 

Smart contract melakukan ini secara otomatis tanpa intervensi manusia. 

Program ini mengandalkan kode komputer yang mengatur semua aspek 

dari kesepakatan, dan dapat dieksekusi hanya jika kondisi yang telah 

ditentukan dipenuhi. 

Keuntungan utama dari Smart Contracts adalah kemampuannya 

untuk mengurangi waktu dan biaya yang biasanya terlibat dalam proses 

manual dan memastikan bahwa semua pihak dalam kontrak 

diperlakukan dengan adil berdasarkan ketentuan yang telah disetujui 

sebelumnya. Misalnya, dalam transaksi jual beli properti, Smart contract 

dapat secara otomatis mengalihkan kepemilikan properti dan memproses 

pembayaran begitu semua syarat dipenuhi tanpa perlu notaris atau pihak 

ketiga (Buterin, 2013; Szabo, 1994). 

 

B. Potensi dan Tantangan Implementasi Blockchain 

 

Blockchain memiliki potensi yang luar biasa untuk mengubah 

berbagai sektor dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

keamanan. Namun, tantangan terkait skalabilitas, konsumsi energi, 

regulasi, interoperabilitas, dan perlindungan data masih menjadi 

hambatan yang perlu diatasi. Penerapan blockchain secara efektif 

memerlukan inovasi teknologi lebih lanjut, serta dukungan dari pembuat 
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kebijakan untuk menciptakan lingkungan hukum yang jelas dan 

mendukung pertumbuhan teknologi ini. Sebagai teknologi yang sedang 

berkembang, blockchain membutuhkan kolaborasi antara sektor publik 

dan swasta untuk menciptakan solusi yang dapat diterima secara global. 

 

1. Potensi Implementasi Blockchain 

Implementasi teknologi blockchain menawarkan berbagai 

potensi yang dapat merevolusi berbagai sektor, berkat sifatnya yang 

terdesentralisasi, transparan, dan aman. Salah satu potensi terbesarnya 

adalah peningkatan keamanan dan transparansi. Blockchain beroperasi 

dengan cara menyimpan data transaksi dalam blok yang terhubung 

secara berurutan, di mana setiap blok memiliki informasi yang tidak 

dapat diubah tanpa persetujuan mayoritas jaringan. Keamanan ini sangat 

penting di sektor-sektor seperti keuangan, asuransi, dan logistik, di mana 

integritas data sangat krusial. Dengan verifikasi transaksi yang dilakukan 

oleh seluruh jaringan, blockchain dapat mengurangi risiko penipuan dan 

kecurangan, menjadikannya lebih transparan dibandingkan dengan 

sistem tradisional (Narayanan et al., 2016). 

Desentralisasi dalam blockchain menawarkan potensi untuk 

mengurangi ketergantungan pada perantara atau pihak ketiga yang sering 

kali terlibat dalam transaksi konvensional. Dalam sistem blockchain, 

setiap pengguna atau node dalam jaringan berfungsi sebagai validator 

transaksi, menghilangkan kebutuhan untuk pihak ketiga seperti bank 

atau agen. Ini tidak hanya mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan 

untuk transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi. Sistem ini dapat 

diterapkan dalam berbagai industri, mulai dari perbankan hingga 

distribusi energi dan manajemen rantai pasokan (Tapscott & Tapscott, 

2016). Tanpa adanya perantara, proses transaksi menjadi lebih langsung 

dan lebih cepat. 

Automatisasi melalui Smart Contracts adalah salah satu inovasi 

terbesar yang dapat diimplementasikan dalam blockchain. Smart 

Contracts memungkinkan perjanjian untuk dilaksanakan secara otomatis 

ketika kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya terpenuhi, tanpa perlu 

campur tangan pihak ketiga. Misalnya, dalam transaksi jual beli digital, 

pembayaran dan pengiriman barang dapat dilakukan secara otomatis dan 

aman ketika ketentuan tertentu telah dipenuhi. Penerapan Smart 

Contracts juga dapat meningkatkan efisiensi di sektor lain seperti 
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asuransi dan properti, di mana kesalahan manusia dapat diminimalisir 

dan proses transaksi menjadi lebih cepat (Buterin, 2013). 

Blockchain juga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi 

biaya dalam berbagai aspek. Dengan menghilangkan kebutuhan untuk 

perantara, blockchain dapat mempercepat proses transaksi dan 

mengurangi biaya yang biasanya terkait dengan pengelolaan transaksi, 

terutama dalam transaksi lintas negara. Di banyak negara, biaya transfer 

internasional sering kali tinggi, sementara blockchain dapat menawarkan 

solusi yang lebih murah dan lebih cepat. Selain itu, transparansi dalam 

rantai pasokan dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan blockchain 

untuk melacak barang dari produsen hingga konsumen. Ini tidak hanya 

mengurangi potensi penipuan, tetapi juga memungkinkan pengelolaan 

pasokan yang lebih efisien dan aman (Zohar, 2020). 

 

2. Tantangan Implementasi Blockchain 

Implementasi teknologi blockchain menawarkan banyak potensi, 

namun terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi untuk 

mewujudkan adopsinya secara luas. Salah satu tantangan utama adalah 

skalabilitas. Blockchain yang digunakan dalam cryptocurrency seperti 

Bitcoin mengalami kesulitan dalam mengelola volume transaksi yang 

terus meningkat. Setiap transaksi dicatat dalam blok yang harus diproses 

dan diverifikasi oleh seluruh jaringan, yang dapat menyebabkan 

kemacetan dan penurunan kecepatan transaksi. Ini menjadi masalah 

besar ketika blockchain diterapkan pada sektor-sektor yang 

membutuhkan volume transaksi tinggi, seperti keuangan dan logistik. 

Meskipun solusi seperti proof of stake (PoS) dan sidechains sedang 

dikembangkan untuk mengatasi masalah ini, implementasi blockchain 

pada skala besar masih memerlukan inovasi lebih lanjut agar bisa 

berjalan secara efisien tanpa mengalami penurunan performa (Croman et 

al., 2016). 

Konsumsi energi yang tinggi juga menjadi tantangan besar dalam 

implementasi blockchain, khususnya pada sistem yang menggunakan 

proof of work (PoW) seperti Bitcoin. Proses verifikasi transaksi atau 

mining di blockchain memerlukan perhitungan matematis yang sangat 

intensif, yang menghabiskan banyak energi listrik. Hal ini tidak hanya 

berkontribusi pada biaya operasional yang tinggi tetapi juga 

menimbulkan masalah lingkungan karena dampak emisi karbon yang 

besar. Dampak negatif ini menjadi perhatian serius bagi banyak negara 
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dan perusahaan yang ingin mengimplementasikan blockchain secara 

berkelanjutan, yang membutuhkan pengembangan algoritma dan solusi 

yang lebih efisien dalam hal konsumsi energi (Narayanan et al., 2016). 

Regulasi dan kepastian hukum juga menjadi tantangan besar 

dalam implementasi blockchain. Karena sifat desentralisasi teknologi 

ini, regulasi yang mengatur penggunaan blockchain dan cryptocurrency 

masih belum jelas di banyak negara. Beberapa negara seperti China dan 

India memiliki kebijakan yang sangat ketat terhadap penggunaan 

teknologi ini, sementara negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan 

Uni Eropa sedang berusaha mengembangkan regulasi yang 

memungkinkan integrasi blockchain ke dalam sistem hukum. 

Ketidakpastian regulasi ini dapat menghambat adopsi teknologi 

blockchain karena bisnis dan individu mungkin enggan untuk 

berinvestasi dalam teknologi yang belum memiliki landasan hukum yang 

kuat, dan ini dapat memperlambat inovasi serta adopsi luas di berbagai 

sektor (Böhme et al., 2015). 

 

C. Aspek Hukum Smart Contracts 

 

Smart Contracts adalah program komputer yang secara otomatis 

mengeksekusi atau mengatur kondisi-kondisi yang telah disepakati oleh 

para pihak tanpa memerlukan perantara. Smart Contracts berjalan di atas 

platform teknologi blockchain, yang memungkinkan pelaksanaan 

transaksi secara desentralisasi dan tanpa adanya campur tangan pihak 

ketiga (Szabo, 1997). Smart Contracts ditulis dalam bentuk kode dan 

secara otomatis dijalankan ketika kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya, 

dalam kontrak jual beli barang, pembayaran dapat dilakukan secara 

otomatis ketika barang diterima oleh pembeli, tanpa memerlukan pihak 

ketiga untuk memverifikasi transaksi. Meskipun teknologi blockchain 

dan Smart Contracts menawarkan banyak keuntungan, terdapat 

sejumlah tantangan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam 

penerapannya. Aspek hukum yang terlibat dalam Smart Contracts 

meliputi validitas hukum, penegakan kontrak, dan hak-hak pihak yang 

terlibat dalam transaksi. 

 

1. Validitas Hukum dan Pengakuan Kontrak Digital 

Validitas hukum dan pengakuan kontrak digital, khususnya 

Smart Contracts, merupakan tantangan utama yang dihadapi dalam 
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penerapan teknologi blockchain. Smart Contracts, yang dijalankan 

otomatis berdasarkan kode komputer, memungkinkan pelaksanaan 

perjanjian tanpa perlu intervensi pihak ketiga. Namun, dalam banyak 

sistem hukum, kontrak tradisional diatur oleh hukum perdata yang 

mengharuskan adanya unsur-unsur tertentu seperti kesepakatan yang 

jelas antara pihak-pihak yang terlibat, kapasitas hukum yang sah, serta 

objek yang diperjanjikan harus memenuhi ketentuan hukum yang 

berlaku. Dalam konteks Smart Contracts, beberapa elemen ini bisa 

menjadi masalah. 

Masalah kesepakatan dapat timbul karena Smart contract tidak 

selalu memperhitungkan nuansa perundingan atau pemahaman yang 

biasa ada dalam kontrak tradisional. Kontrak tradisional biasanya 

menyertakan elemen-elemen seperti tanda tangan fisik atau pertemuan 

tatap muka, yang menjadi bukti adanya kesepakatan antara pihak-pihak 

yang terlibat. Dalam Smart contract, meskipun ada bentuk kesepakatan, 

namun bentuk ini lebih berupa kesepakatan berbasis kode yang belum 

tentu dipahami oleh semua pihak dengan cara yang sama (Pinna, 2019). 

Smart Contracts mungkin menghadapi masalah terkait kapasitas 

hukum. Sebagian yurisdiksi mengharuskan para pihak dalam kontrak 

untuk memiliki kapasitas hukum yang jelas, yang mencakup usia dan 

kewarganegaraan yang sah. Dalam konteks kontrak digital, sulit untuk 

memastikan bahwa semua pihak memiliki kapasitas hukum sesuai 

dengan persyaratan hukum yang berlaku di setiap negara. Hal ini dapat 

menghambat pengakuan Smart Contracts sebagai kontrak yang sah. 

 

2. Masalah Kompetensi dan Kapasitas Pihak-pihak dalam 

Kontrak 

Masalah kompetensi dan kapasitas pihak-pihak dalam kontrak 

merupakan tantangan penting dalam penerapan Smart Contracts dalam 

sistem hukum. Dalam sistem hukum tradisional, setiap pihak yang 

terlibat dalam kontrak harus memiliki kapasitas hukum yang jelas untuk 

membuat keputusan yang sah. Kapasitas ini mencakup berbagai aspek, 

seperti kemampuan mental yang stabil, kewenangan untuk bertindak atas 

nama entitas tertentu, dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau 

obat-obatan yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk membuat 

keputusan yang rasional. Misalnya, dalam kontrak tradisional, jika salah 

satu pihak terbukti tidak memiliki kapasitas hukum seperti seorang anak 



 139 Buku Referensi 

di bawah umur atau individu yang tidak sehat mental maka kontrak 

tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. 

Pada Smart Contracts, masalah ini menjadi lebih kompleks. 

Smart Contracts berjalan otomatis berdasarkan kode yang telah 

diprogram sebelumnya, tanpa melibatkan interaksi langsung atau 

evaluasi dari pihak ketiga. Sistem ini bekerja dengan asumsi bahwa 

semua pihak yang terlibat secara aktif berpartisipasi dalam kontrak 

dengan pemahaman yang lengkap dan kemampuan untuk membuat 

keputusan yang sah. Sayangnya, sistem ini tidak memiliki mekanisme 

untuk mendeteksi keadaan emosional atau faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi kapasitas mental salah satu pihak. Misalnya, seseorang 

yang menandatangani Smart contract saat berada di bawah pengaruh 

alkohol atau dalam keadaan tertekan tidak akan terdeteksi oleh sistem 

ini. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum yang signifikan tentang 

bagaimana Smart Contracts dapat dianggap sah atau batal apabila 

terbukti salah satu pihak tidak memiliki kapasitas hukum yang sah saat 

membuat keputusan. Beberapa penelitian menyarankan bahwa untuk 

mengatasi masalah ini, sistem hukum mungkin perlu memperkenalkan 

metode verifikasi kapasitas hukum para pihak sebelum Smart contract 

dijalankan, atau memperkenalkan mekanisme yang memungkinkan 

pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkan kontrak berdasarkan 

ketidakseimbangan kapasitas mental pada saat penandatanganan kontrak 

(Werbach, 2018). Selain itu, beberapa negara mungkin perlu 

menyesuaikan peraturan agar lebih inklusif terhadap teknologi baru ini, 

dengan mengakui bahwa kode atau tanda tangan digital yang digunakan 

dalam Smart Contracts mungkin tidak selalu mencerminkan kondisi 

hukum atau mental pihak-pihak yang terlibat. 

 

3. Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa 

Perlindungan konsumen dalam Smart Contracts menjadi salah 

satu isu yang cukup krusial, terutama karena potensi ketidakadilan yang 

dapat timbul akibat ketidakseimbangan dalam penyusunan kontrak atau 

desain kode yang lebih menguntungkan satu pihak. Karena Smart 

Contracts dijalankan secara otomatis melalui kode yang telah diprogram 

sebelumnya, potensi ketidakadilan yang ada di dalamnya bisa sangat 

merugikan pihak yang tidak berdaya. Misalnya, jika salah satu pihak 

dalam kontrak menulis kode yang sangat menguntungkan dirinya atau 
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menyembunyikan informasi penting dari pihak lain, maka pihak yang 

dirugikan akan kesulitan untuk melakukan perubahan atau pembatalan 

kontrak setelah eksekusi dilakukan. Situasi semacam ini memunculkan 

kebutuhan akan perlindungan konsumen yang lebih kuat dalam 

penerapan teknologi ini. 

Salah satu masalah utama yang muncul adalah kesulitan dalam 

penyelesaian sengketa. Berbeda dengan kontrak tradisional yang dapat 

dibatalkan atau direvisi jika terdapat perselisihan, Smart Contracts yang 

berbasis blockchain tidak memberikan ruang untuk perubahan setelah 

kontrak dijalankan. Kode yang telah dieksekusi akan tetap berjalan 

sesuai dengan instruksi yang diberikan, sehingga menambah 

kompleksitas dalam hal penyelesaian sengketa. Sebagai contoh, dalam 

kasus perdagangan elektronik atau transaksi bisnis lainnya yang 

menggunakan Smart Contracts, jika ada sengketa mengenai syarat-

syarat kontrak atau pelaksanaan yang tidak adil, pihak yang merasa 

dirugikan mungkin kesulitan untuk memperoleh ganti rugi atau 

pembatalan. 

Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Salah 

satu solusi yang mulai diterapkan adalah melalui proses alternatif 

penyelesaian sengketa (ADR), seperti arbitrase atau mediasi, yang dapat 

dilakukan tanpa harus melalui jalur pengadilan formal. Dalam beberapa 

kasus, sistem Smart Contracts sudah mengadopsi mekanisme ini untuk 

menyelesaikan perselisihan secara lebih cepat dan murah, daripada 

menunggu keputusan pengadilan yang mungkin memakan waktu lama. 

Teknologi blockchain juga memungkinkan untuk menggunakan oracle 

yaitu pihak ketiga yang dapat memvalidasi informasi di luar blockchain 

untuk memberikan solusi terhadap sengketa yang melibatkan data 

eksternal yang tidak dapat diprediksi atau diubah oleh kontrak itu sendiri. 

 

4. Keamanan dan Kepercayaan dalam Implementasi Kontrak 

Keamanan dan kepercayaan adalah dua elemen kunci dalam 

implementasi Smart Contracts, meskipun teknologi blockchain sendiri 

dikenal dengan tingkat keamanannya yang tinggi. Smart Contracts 

beroperasi dalam ekosistem terdesentralisasi yang memungkinkan 

eksekusi otomatis tanpa keterlibatan pihak ketiga, namun tetap rentan 

terhadap risiko teknis, termasuk potensi kesalahan dalam kode dan 

serangan dari pihak ketiga (Narayanan et al., 2016). Salah satu masalah 

utama yang dihadapi Smart Contracts adalah kesalahan dalam kode yang 
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dapat mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan atau eksekusi yang 

tidak sesuai dengan maksud awal. Kesalahan semacam ini dapat terjadi 

selama proses pengkodean atau pembaruan kode Smart contract yang 

mempengaruhi alur transaksi. Selain itu, jika kode tidak diperiksa 

dengan cermat sebelum diimplementasikan, potensi celah keamanan 

terbuka lebar, memungkinkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk 

mengeksploitasi kelemahan tersebut. Kasus yang terkenal adalah DAO 

hack pada tahun 2016, di mana celah dalam Smart contract 

memungkinkan peretasan yang mengakibatkan kerugian jutaan dolar. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi pengembang untuk melakukan audit 

keamanan secara menyeluruh terhadap Smart contract untuk 

meminimalisir risiko ini. 

Kepercayaan terhadap blockchain sebagai platform yang 

menjalankan Smart Contracts juga menjadi elemen yang tak kalah 

penting. Blockchain memang terkenal karena sifatnya yang aman dan 

transparan, tetapi masih ada potensi kerentanannya jika terjadi serangan 

terhadap jaringan, seperti serangan 51% atau manipulasi data oleh pihak 

yang menguasai sebagian besar jaringan. Sebagai contoh, meskipun 

blockchain Bitcoin cukup aman, blockchain yang lebih kecil atau baru 

mungkin lebih rentan terhadap serangan, yang bisa mempengaruhi 

validitas dan integritas Smart Contracts yang berjalan di atasnya. Dalam 

hal ini, kepercayaan terhadap teknologi blockchain itu sendiri termasuk 

algoritma konsensus yang digunakan dan penyimpanan data yang 

terdistribusi merupakan faktor yang mendasar dalam memastikan 

eksekusi Smart Contracts berjalan dengan aman. 

 

5. Hukum dan Pengaturan Negara terhadap Smart Contracts 

Hukum dan pengaturan negara terhadap Smart Contracts masih 

sangat bervariasi di seluruh dunia, dengan beberapa negara mulai 

merumuskan regulasi yang mendukung adopsi teknologi ini, sementara 

yang lainnya masih dalam tahap evaluasi atau penyelidikan. Negara-

negara seperti Estonia dan Swiss sudah jauh lebih maju dalam 

mengintegrasikan Smart Contracts ke dalam sistem hukum. Estonia, 

misalnya, telah dikenal sebagai negara yang sangat mendukung 

penggunaan teknologi blockchain dan Smart Contracts, bahkan 

menjadikannya bagian dari kebijakan nasional. Negara ini telah 

menyusun regulasi yang memungkinkan penggunaan Smart Contracts 
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dalam berbagai transaksi hukum, memberinya validitas hukum yang 

jelas dan mengurangi ketidakpastian hukum (Werbach, 2018). 

Swiss juga telah menciptakan lingkungan hukum yang ramah 

terhadap blockchain dan Smart Contracts, terutama di Kanton Zug, yang 

dikenal sebagai “Crypto Valley.” Negara ini telah menetapkan aturan 

yang memadai bagi pengakuan Smart Contracts dalam transaksi bisnis 

dan keuangan, meskipun ada beberapa batasan dan peraturan yang perlu 

diikuti agar Smart Contracts tetap sah secara hukum. Namun, di banyak 

negara lainnya, masalah ketidakpastian hukum masih menjadi hambatan 

utama. Banyak negara yang belum memiliki regulasi yang jelas terkait 

Smart Contracts. Misalnya, di beberapa negara besar seperti Amerika 

Serikat dan Tiongkok, sementara beberapa wilayah atau negara bagian 

mulai mengatur penggunaan Smart Contracts, ada banyak perbedaan 

dalam pendekatannya. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian 

seperti Wyoming sudah mulai menetapkan hukum yang mengakui dan 

mengatur Smart Contracts, tetapi regulasi secara keseluruhan di tingkat 

federal masih terbatas. Begitu juga di Tiongkok, meskipun negara ini 

menunjukkan minat terhadap teknologi blockchain, kebijakan yang lebih 

ketat terkait cryptocurrency dan penggunaan Smart Contracts masih 

menjadi topik yang sedang dievaluasi oleh pemerintah. 

Ketidakpastian regulasi ini menciptakan tantangan besar bagi 

adopsi Smart Contracts secara global, karena perusahaan dan individu 

mungkin merasa ragu untuk berinvestasi dalam teknologi ini tanpa 

adanya kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu, sangat penting bagi 

pemerintah di berbagai negara untuk mengembangkan kerangka hukum 

yang komprehensif dan jelas untuk Smart Contracts. Regulasi yang tepat 

akan memberikan kepastian hukum, mendorong adopsi teknologi, serta 

mengurangi potensi risiko yang terkait dengan penerapan Smart 

Contracts dalam transaksi yang lebih luas. Kejelasan ini juga akan 

membantu menciptakan ekosistem yang lebih aman dan terorganisir bagi 

penggunaan blockchain dalam bisnis dan sektor lainnya (Werbach, 

2018). 

 

D. Kasus Implementasi Blockchain dan Smart Contracts 

 

Blockchain dan Smart Contracts telah mengubah berbagai sektor 

industri, dari keuangan hingga sektor hukum, dengan kemampuannya 

untuk menciptakan transaksi yang aman, efisien, dan otomatis. Dalam 
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beberapa tahun terakhir, berbagai perusahaan dan negara telah 

mengimplementasikan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi 

operasional dan mempercepat transaksi. Meskipun teknologi ini 

menawarkan banyak potensi, penerapannya di dunia nyata masih 

menemui berbagai tantangan dan permasalahan, baik dari sisi hukum, 

teknologi, maupun penerimaan pasar. Pada bagian ini, kita akan 

membahas beberapa contoh kasus implementasi blockchain dan Smart 

Contracts di berbagai sektor. 

 

1. Kasus Implementasi dalam Sektor Keuangan 

Implementasi blockchain dalam sektor keuangan semakin 

mendapatkan perhatian global, dengan banyak lembaga keuangan besar 

yang mulai membahas penggunaan teknologi ini untuk meningkatkan 

efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan mempercepat transaksi. 

Salah satu contoh paling signifikan dari implementasi blockchain dalam 

sektor ini adalah inisiatif yang dilakukan oleh Deutsche Bank dalam 

menggali potensi teknologi blockchain untuk memperbaiki sistem 

pembayaran global. Pada tahun 2020, Deutsche Bank bekerja sama 

dengan beberapa lembaga keuangan besar lainnya untuk menguji dan 

mengembangkan solusi berbasis blockchain untuk transaksi pembayaran 

antarbank. Solusi yang dikembangkan menggunakan Smart Contracts, 

yang secara otomatis mengonfirmasi dan menyelesaikan transaksi 

antarbank tanpa memerlukan verifikasi manual. Penggunaan Smart 

Contracts ini berpotensi untuk mengurangi biaya transaksi dan waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi internasional, yang 

sering kali terhambat oleh proses manual dan risiko kesalahan manusia. 

Hasil dari uji coba ini sangat menjanjikan, dengan pengurangan yang 

signifikan dalam biaya dan waktu proses transaksi, yang pada gilirannya 

bisa meningkatkan efisiensi sistem pembayaran global. Hal ini 

menunjukkan bagaimana blockchain, dengan kemampuan 

otomatisasinya melalui Smart Contracts, dapat merevolusi sektor 

perbankan, memungkinkan transaksi yang lebih cepat, lebih aman, dan 

lebih murah (Narayanan et al., 2016). 

Platform pembayaran berbasis blockchain Ripple juga 

menunjukkan bagaimana Smart Contracts dapat diterapkan dalam 

pembayaran internasional. Ripple berfungsi sebagai platform 

pembayaran lintas negara yang memungkinkan transfer dana antarbank 

dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih cepat 
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dibandingkan metode pembayaran tradisional, seperti SWIFT. Platform 

ini menggunakan Smart Contracts untuk memastikan bahwa 

pembayaran hanya dilakukan jika kondisi tertentu telah dipenuhi, 

sehingga mengurangi risiko kesalahan atau penipuan. Dengan 

menggunakan teknologi blockchain, Ripple memungkinkan proses 

pembayaran yang lebih transparan dan dapat diandalkan, yang sangat 

penting dalam transaksi internasional yang melibatkan banyak pihak dan 

mata uang yang berbeda. Ripple telah berhasil menarik perhatian 

beberapa bank besar dunia, termasuk Santander dan American Express, 

yang menggunakannya untuk mempercepat pembayaran internasional. 

Implementasi Smart Contracts dalam Ripple menawarkan keunggulan 

dalam hal efisiensi dan keandalan, yang membuatnya menjadi pilihan 

yang menarik bagi lembaga keuangan global yang ingin 

menyederhanakan transaksi di pasar internasional (Zohar, 2017). 

Kedua kasus ini menunjukkan potensi besar dari blockchain dan 

Smart Contracts dalam merevolusi sektor keuangan. Penggunaan 

teknologi ini dapat mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan 

tradisional, yang sering kali melibatkan banyak pihak dan memerlukan 

waktu dan biaya yang signifikan untuk memverifikasi transaksi. Dengan 

blockchain, terutama melalui Smart Contracts, proses pembayaran 

internasional dapat dipercepat dan menjadi lebih efisien, sambil 

memastikan keamanan dan transparansi yang lebih baik. Ke depannya, 

adopsi yang lebih luas dari teknologi ini berpotensi untuk mengubah 

lanskap sistem keuangan global, memberikan manfaat yang lebih besar 

bagi lembaga keuangan, bisnis, dan konsumen. 

 

2. Kasus Implementasi dalam Sektor Hukum 

Pada sektor hukum, penggunaan teknologi blockchain dan Smart 

Contracts semakin berkembang dan menawarkan cara-cara baru untuk 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam berbagai 

transaksi hukum. Salah satu contoh paling terkenal dari implementasi 

blockchain dalam sektor hukum adalah program e-Residency di Estonia. 

Estonia telah lama menjadi pelopor dalam mengintegrasikan teknologi 

blockchain ke dalam sistem pemerintahan, dan e-Residency adalah salah 

satu inovasi yang paling menonjol. Program ini memungkinkan warga 

negara asing untuk mendaftar sebagai "residen digital" yang dapat 

mengakses berbagai layanan pemerintah secara online, termasuk 

membuka dan mengelola bisnis, menandatangani dokumen secara 
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digital, dan membayar pajak, tanpa harus berada di Estonia secara fisik. 

Program ini memanfaatkan teknologi blockchain untuk menjamin 

keamanan dan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan, 

termasuk penggunaan Smart Contracts untuk memastikan bahwa setiap 

transaksi bisnis dan hukum dapat dieksekusi secara otomatis dan tanpa 

perlu keterlibatan pihak ketiga. Dengan menggunakan Smart Contracts, 

Estonia dapat mempercepat proses bisnis, mengurangi birokrasi, dan 

memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan integritas yang 

lebih tinggi. Hal ini telah menjadikan Estonia sebagai model global bagi 

negara-negara lain yang ingin mengadopsi teknologi blockchain dalam 

pemerintahan (Werbach, 2018). 

Singapura juga merupakan negara yang telah 

mengimplementasikan Smart Contracts dalam sektor hukum, terutama 

dalam transaksi jual beli properti. Di Singapura, Smart Contracts 

digunakan untuk memastikan bahwa proses jual beli properti hanya akan 

dilanjutkan jika semua syarat transaksi telah dipenuhi, seperti 

pembayaran dan dokumentasi yang lengkap. Dengan menggunakan 

Smart Contracts, sistem ini mengotomatisasi seluruh proses transaksi, 

memastikan bahwa properti hanya berpindah tangan setelah semua 

ketentuan hukum terpenuhi. Hal ini mengurangi kebutuhan akan 

perantara hukum tradisional, seperti notaris, yang sering kali 

memerlukan biaya dan waktu tambahan. Dengan menghilangkan pihak 

ketiga, transaksi menjadi lebih efisien, transparan, dan aman, serta 

mengurangi risiko ketidakpatuhan atau penipuan. Proyek ini di 

Singapura telah menunjukkan bagaimana Smart Contracts dapat 

mengubah cara sektor hukum menangani transaksi, menjadikannya lebih 

cepat dan lebih dapat diandalkan. Implementasi Smart Contracts dalam 

transaksi properti ini bukan hanya mengurangi biaya dan waktu, tetapi 

juga meningkatkan kepercayaan dalam sistem hukum, karena semua 

syarat dan ketentuan dapat dipastikan dan dieksekusi secara otomatis 

sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak (Werbach, 2018). 

Kedua contoh ini menggambarkan bagaimana teknologi 

blockchain dan Smart Contracts dapat mengubah cara sektor hukum 

beroperasi, dari pengelolaan bisnis hingga transaksi properti. Dengan 

memanfaatkan kemampuan otomatisasi dan transparansi yang 

ditawarkan oleh teknologi ini, kedua negara tersebut telah berhasil 

menciptakan sistem yang lebih efisien, aman, dan dapat dipercaya. 

Selain itu, implementasi ini memberikan contoh yang baik bagi negara-
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negara lain yang ingin mengintegrasikan teknologi serupa ke dalam 

sistem hukum, dengan potensi untuk meningkatkan kinerja, mengurangi 

biaya, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan 

untuk berbagai transaksi hukum. 

 

3. Kasus Implementasi dalam Sektor Logistik dan Rantai Pasokan 

Implementasi blockchain dalam sektor logistik dan rantai 

pasokan telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi 

dan transparansi. Salah satu contoh paling signifikan adalah kolaborasi 

antara IBM dan Maersk melalui proyek TradeLens. Sistem ini dirancang 

untuk menciptakan jaringan blockchain global yang memungkinkan 

pemangku kepentingan dalam rantai pasokan, seperti pengirim barang, 

operator pelabuhan, otoritas pabean, dan perusahaan transportasi, untuk 

berbagi informasi secara real-time dengan tingkat keamanan dan 

transparansi yang tinggi. 

Pada sistem ini, Smart Contracts digunakan untuk 

mengotomatiskan berbagai aspek dari proses logistik. Sebagai contoh, 

Smart Contracts dapat digunakan untuk memastikan pembayaran hanya 

dilakukan setelah barang mencapai lokasi tertentu atau ketika dokumen-

dokumen penting telah diverifikasi. Dengan cara ini, TradeLens 

meminimalkan kebutuhan akan proses manual yang sering kali lambat 

dan rawan kesalahan. Sebelumnya, pengiriman barang secara 

internasional dapat memerlukan beberapa hari hingga berminggu-

minggu untuk menyelesaikan dokumentasi dan proses pembayaran. 

Namun, dengan TradeLens, waktu tersebut berkurang secara signifikan, 

bahkan hanya menjadi hitungan jam dalam beberapa kasus (Pinna, 

2019). 

Sistem ini juga meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan 

global. Setiap transaksi atau perubahan status dalam rantai pasokan 

tercatat dalam blockchain, yang berarti bahwa semua pihak yang terlibat 

dapat melihat data yang sama dalam waktu nyata. Hal ini membantu 

mengurangi risiko kecurangan atau kesalahan, karena semua data telah 

diverifikasi secara otomatis oleh sistem. Selain itu, TradeLens 

memungkinkan perusahaan untuk melacak pergerakan barang secara 

lebih akurat, dari awal produksi hingga tiba di tangan konsumen. Dengan 

lebih dari 100 perusahaan yang terlibat, termasuk pelabuhan besar dan 

perusahaan logistik global, TradeLens telah menjadi salah satu 

implementasi blockchain paling sukses di dunia industri. Sistem ini tidak 
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hanya menawarkan efisiensi operasional tetapi juga membantu 

memenuhi persyaratan regulasi yang semakin ketat di sektor logistik. 

Sebagai contoh, otoritas pabean dapat mengakses data yang relevan lebih 

cepat, yang mempercepat proses inspeksi dan pelepasan barang di 

pelabuhan. 

 

4. Kasus Implementasi dalam Sektor Kesehatan 

Proyek MedRec merupakan salah satu inovasi terkemuka yang 

menggunakan teknologi blockchain untuk mengatasi tantangan dalam 

manajemen data medis. Sistem ini dirancang untuk memberikan pasien 

kendali lebih besar atas data kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi 

dan keamanan dalam penyimpanan serta pertukaran data medis. Dalam 

sistem ini, blockchain berfungsi sebagai platform terdistribusi yang 

menyimpan catatan medis pasien, sementara Smart Contracts digunakan 

untuk mengatur dan mengontrol akses ke data tersebut. Salah satu fitur 

utama MedRec adalah kemampuannya untuk memberikan akses yang 

aman dan selektif kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti dokter, 

rumah sakit, dan penyedia layanan kesehatan lainnya. Dengan 

menggunakan Smart Contracts, sistem ini memastikan bahwa data medis 

hanya dapat diakses setelah mendapat persetujuan eksplisit dari pasien. 

Hal ini mengatasi masalah privasi dan keamanan yang sering kali 

menjadi tantangan besar dalam pengelolaan data kesehatan tradisional. 

MedRec juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi 

operasional di sektor kesehatan. Dalam sistem konvensional, data medis 

pasien sering tersebar di berbagai fasilitas kesehatan dan sulit 

diintegrasikan, yang dapat menyebabkan redundansi atau bahkan 

kesalahan dalam perawatan. Dengan MedRec, semua catatan medis 

tersentralisasi secara virtual di blockchain, memungkinkan akses yang 

lebih cepat dan lebih terorganisir oleh penyedia layanan kesehatan. 

Selain itu, pasien dapat dengan mudah melacak siapa yang telah 

mengakses datanya dan untuk tujuan apa, memberikan transparansi yang 

lebih baik dalam pengelolaan informasi pribadi. Keamanan data juga 

menjadi fokus utama dalam sistem ini. Blockchain menyediakan 

mekanisme penyimpanan data yang tahan manipulasi, sehingga 

mengurangi risiko kehilangan, kebocoran, atau pengubahan data yang 

tidak sah. Hal ini sangat penting dalam mencegah pelanggaran data yang 

dapat merugikan pasien maupun institusi kesehatan. 
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5. Kasus Implementasi dalam Sektor Energi 

Power Ledger adalah perusahaan berbasis di Australia yang telah 

memelopori penggunaan teknologi blockchain untuk memperkenalkan 

model perdagangan energi yang terdesentralisasi. Dengan 

memanfaatkan Smart Contracts, sistem ini memungkinkan transaksi 

energi secara peer-to-peer (P2P), memberikan kesempatan bagi 

konsumen dan produsen energi untuk bertransaksi langsung tanpa 

memerlukan perantara seperti perusahaan utilitas besar. Dalam sistem 

ini, individu atau entitas yang menghasilkan energi dari sumber 

terbarukan, seperti panel surya, dapat menjual kelebihan energi ke 

pengguna lain. Smart Contracts berperan penting dengan 

mengotomatiskan transaksi tersebut. Misalnya, ketika energi tersedia 

dan permintaan dari pengguna terpenuhi, kontrak secara otomatis 

mengeksekusi pembelian, memastikan efisiensi tanpa intervensi manual. 

Hal ini juga membantu mengurangi biaya operasional yang biasanya 

muncul dalam sistem perdagangan energi tradisional. 

Keunggulan utama dari sistem Power Ledger adalah transparansi 

dan akuntabilitas yang ditawarkan oleh teknologi blockchain. Setiap 

transaksi dicatat di blockchain, sehingga semua pihak dapat 

memverifikasi jumlah energi yang diproduksi, dikonsumsi, dan 

diperjualbelikan. Selain itu, karena transaksi energi diotomatiskan 

melalui Smart Contracts, risiko kesalahan atau manipulasi data dapat 

diminimalkan. Power Ledger telah diimplementasikan di beberapa 

negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan India, menunjukkan 

fleksibilitasnya dalam berbagai konteks pasar energi. Di Australia, 

misalnya, sistem ini memungkinkan komunitas lokal untuk berbagi 

energi yang dihasilkan oleh instalasi surya komunitas. Di Amerika 

Serikat, Power Ledger telah bermitra dengan perusahaan utilitas untuk 

menguji model perdagangan energi yang lebih hemat biaya dan ramah 

lingkungan.        
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BAB IX 
HUKUM KELUARGA DI ERA 

DIGITAL 
 

 

 

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak 

signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum 

keluarga. Di era digital ini, dinamika keluarga mengalami perubahan 

yang mendalam, baik dalam hal interaksi antar anggota keluarga, 

pernikahan, perceraian, pengasuhan anak, maupun pembagian warisan. 

Teknologi telah mempermudah komunikasi, namun juga memunculkan 

tantangan baru, seperti pernikahan dan perceraian yang dilakukan secara 

online, serta perlunya perlindungan terhadap hak asuh anak yang 

melibatkan platform digital. Selain itu, dengan semakin banyaknya aset 

digital yang dimiliki oleh keluarga, aspek hukum warisan juga 

mengalami perkembangan, di mana hukum keluarga harus 

mengakomodasi kebutuhan terkait dengan pembagian harta digital. Oleh 

karena itu, hukum keluarga di era digital memerlukan adaptasi agar dapat 

menjawab tantangan baru yang timbul seiring dengan kemajuan 

teknologi. 

 

A. Perubahan Dinamika Keluarga di Era Digital 

 

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika 

keluarga, yang mencakup cara orang berkomunikasi, berinteraksi, 

hingga mengasuh anak. Teknologi digital, terutama internet dan 

perangkat pintar, telah memperkenalkan cara-cara baru dalam menjalani 

kehidupan keluarga yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Salah 

satu perubahan utama adalah dalam cara anggota keluarga 

berkomunikasi. Dulu, interaksi sering dilakukan secara tatap muka, 

namun kini banyak komunikasi keluarga dilakukan melalui pesan instan, 

video call, atau aplikasi media sosial, yang memungkinkan jarak fisik 
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tidak menghalangi hubungan emosional antaranggota keluarga (Miller & 

Ling, 2020). 

 

1. Pengaruh terhadap Pola Pengasuhan 

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan 

dalam pola pengasuhan anak, khususnya bagi generasi yang lahir di era 

digital. Anak-anak saat ini terpapar pada perangkat teknologi seperti 

ponsel, tablet, dan komputer sejak usia dini, menciptakan tantangan baru 

bagi orang tua dalam mengelola interaksi anak dengan teknologi 

tersebut. Di satu sisi, teknologi menawarkan manfaat edukatif, seperti 

akses ke sumber belajar interaktif, aplikasi edukasi, dan permainan yang 

mendukung perkembangan kognitif. Namun, di sisi lain, penggunaan 

teknologi yang tidak diawasi dapat menyebabkan dampak negatif, 

termasuk gangguan perkembangan sosial dan emosional akibat paparan 

konten yang tidak sesuai usia (Dixon & Garcia, 2021). 

Orangtua sering kali menggunakan aplikasi dan perangkat digital 

untuk mengawasi aktivitas online anak-anak, misalnya dengan fitur 

kontrol orang tua atau aplikasi pemantauan. Meskipun metode ini 

membantu membatasi akses anak-anak ke konten yang tidak pantas, hal 

ini juga memunculkan dilema terkait privasi dan kebebasan pribadi anak. 

Beberapa ahli menekankan bahwa pemantauan berlebihan bisa 

berdampak pada kepercayaan antara orang tua dan anak, yang dapat 

memengaruhi hubungan emosional di kemudian hari. Tantangan lain 

yang muncul adalah mengatur waktu layar atau screen time. Studi 

menunjukkan bahwa paparan berlebihan terhadap layar dapat 

menyebabkan berbagai masalah, seperti gangguan tidur, obesitas, hingga 

kesulitan dalam membangun hubungan sosial tatap muka. Oleh karena 

itu, banyak orang tua kini menerapkan kebijakan pembatasan waktu 

layar, mengintegrasikan teknologi dengan aktivitas yang mendukung 

interaksi langsung dan eksplorasi fisik. 

 

2. Dampak terhadap Struktur Keluarga 

Perubahan teknologi dan pola kehidupan modern telah membawa 

dampak besar terhadap struktur keluarga, terutama dalam hal pembagian 

peran dan dinamika antaranggota. Peran tradisional dalam keluarga, di 

mana ayah dianggap sebagai pencari nafkah utama dan ibu bertanggung 

jawab atas urusan rumah tangga, kini semakin berubah. Banyak keluarga 

modern yang mengadopsi peran yang lebih fleksibel. Kemajuan 



 151 Buku Referensi 

teknologi, seperti komunikasi berbasis internet dan pekerjaan jarak jauh, 

memungkinkan anggota keluarga untuk bekerja dari rumah atau dengan 

jam kerja yang lebih fleksibel, sehingga tanggung jawab rumah tangga 

dan pengasuhan anak dapat lebih mudah dibagi secara merata antara 

pasangan (Soni, 2022). 

Teknologi telah membantu mendekatkan anggota keluarga yang 

terpisah secara geografis. Aplikasi video conferencing, seperti Zoom dan 

Skype, serta platform media sosial memungkinkan keluarga untuk tetap 

terhubung dan berbagi momen meskipun berjauhan. Hal ini sangat 

bermanfaat dalam era globalisasi, di mana anggota keluarga sering kali 

tinggal atau bekerja di kota atau negara yang berbeda. Dengan 

komunikasi yang lebih mudah, hubungan emosional antaranggota 

keluarga dapat tetap terjaga, meskipun jarak fisik memisahkannya. 

Perubahan ini juga membawa tantangan baru. Dalam beberapa 

kasus, pergeseran peran tradisional dapat memunculkan ketegangan jika 

anggota keluarga belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan 

dinamika baru. Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan di 

dalam rumah, seperti ketergantungan pada ponsel atau media sosial, 

dapat mengurangi kualitas interaksi tatap muka antara anggota keluarga. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa teknologi, meskipun 

mendekatkan secara virtual, dapat menciptakan jarak emosional jika 

tidak digunakan dengan bijak. 

 

3. Isu Sosial dan Privasi 

Meskipun teknologi membawa banyak manfaat bagi keluarga, 

terdapat tantangan besar yang muncul terkait privasi dan isu sosial, 

terutama dalam konteks media sosial. Media sosial telah menjadi bagian 

integral dari kehidupan keluarga modern, di mana anggota keluarga 

sering berbagi momen kebahagiaan, pencapaian, atau aktivitas sehari-

hari secara online. Namun, fenomena ini menciptakan tekanan sosial 

yang signifikan bagi banyak keluarga. Paparan terhadap kehidupan 

orang lain di media sosial dapat mendorong keluarga untuk 

membandingkan dirinya dengan standar kehidupan tertentu yang sering 

kali tidak realistis (Zhao, 2023). Misalnya, keluarga yang secara 

konsisten membagikan momen bahagia di media sosial dapat 

menimbulkan persepsi bahwa kehidupan sempurna, yang pada akhirnya 

memengaruhi keluarga lain untuk merasa bahwa ia harus memenuhi 

ekspektasi serupa. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan, tekanan 
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emosional, dan bahkan konflik dalam keluarga yang merasa tertinggal 

atau tidak mampu mengikuti gaya hidup yang dipamerkan di media 

sosial. 

Penggunaan teknologi juga membawa isu privasi yang serius. 

Ketika anggota keluarga, termasuk anak-anak, membagikan informasi 

pribadi secara online, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan 

informasi meningkat. Banyak platform media sosial mengumpulkan data 

pengguna untuk tujuan komersial, yang dapat melibatkan penggunaan 

informasi pribadi tanpa persetujuan eksplisit. Dalam konteks keluarga, 

hal ini dapat menciptakan risiko bagi keamanan dan kesejahteraan, 

terutama bagi anak-anak yang belum memahami dampak dari berbagi 

informasi pribadi secara online. Selain itu, media sosial sering kali 

menciptakan situasi di mana privasi antaranggota keluarga terganggu. 

Ketika orang tua atau anak-anak berbagi momen keluarga tanpa 

persetujuan anggota lain, hal ini dapat menyebabkan ketegangan atau 

perasaan bahwa privasinya tidak dihargai. Isu ini menjadi semakin 

kompleks ketika anak-anak memasuki usia remaja, di mana mulai 

mengembangkan kebutuhan akan otonomi dan kontrol atas citranya di 

dunia digital. 

 

4. Kesehatan Mental dan Kecanduan Teknologi 

Kecanduan teknologi telah menjadi tantangan besar bagi 

kesehatan mental keluarga modern, terutama di era di mana perangkat 

digital semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak dan 

remaja, yang sering kali menghabiskan waktu berlebihan di depan layar, 

rentan mengalami berbagai masalah kesehatan mental, seperti 

kecemasan, stres, dan depresi. Kondisi ini sering kali diperparah oleh 

paparan media sosial yang tidak sehat, konten yang berlebihan, dan 

tekanan untuk mengikuti standar tertentu di dunia maya (Lee & Wilkins, 

2022). Kecanduan teknologi tidak hanya berdampak pada anak-anak, 

tetapi juga orang tua. Orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan 

digital atau media sosial sendiri mungkin kurang memberikan perhatian 

emosional kepada anak-anak, sehingga menciptakan jarak emosional 

dalam hubungan keluarga. Ketidakseimbangan ini dapat memperburuk 

masalah kesehatan mental, karena anak-anak mungkin merasa diabaikan 

dan kurang mendapatkan dukungan emosional yang dibutuhkan. 

Dampak dari kecanduan teknologi juga meluas pada rutinitas 

keluarga secara keseluruhan. Pola tidur yang terganggu akibat 
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penggunaan perangkat sebelum tidur, kurangnya aktivitas fisik, dan 

pengurangan waktu berkualitas bersama keluarga adalah beberapa 

contoh nyata bagaimana teknologi dapat memengaruhi keseimbangan 

kehidupan keluarga. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak bagi 

keluarga untuk menetapkan batasan dan kebijakan penggunaan teknologi 

yang bijak. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menciptakan 

waktu khusus tanpa gangguan teknologi, seperti "jam bebas layar" 

selama makan malam atau akhir pekan. Selain itu, penting bagi orang tua 

untuk menjadi teladan dalam penggunaan teknologi, dengan 

menunjukkan keseimbangan antara kehidupan digital dan nyata. Orang 

tua juga dapat melibatkan anak-anak dalam diskusi terbuka tentang 

manfaat dan risiko teknologi, serta membantu memahami pentingnya 

manajemen waktu layar yang sehat. 

 

B. Perkawinan dan Perceraian Online 

 

Perkawinan dan perceraian online menjadi topik yang semakin 

relevan di era digital, seiring dengan perkembangan teknologi yang 

mempermudah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal hukum 

keluarga. Penggunaan platform digital dalam perkawinan dan perceraian 

memberikan kemudahan akses bagi individu yang membutuhkan proses 

hukum yang lebih efisien dan cepat, namun juga menimbulkan tantangan 

terkait dengan legalitas, prosedur, dan perlindungan hak. 

 

1. Perkawinan Online 

Perkawinan online adalah fenomena yang semakin berkembang, 

terutama dengan kemajuan teknologi digital yang mempermudah 

berbagai aspek kehidupan, termasuk proses pernikahan. Konsep ini 

merujuk pada pendaftaran dan pengesahan perkawinan melalui platform 

digital, seperti aplikasi atau situs web yang dikelola oleh lembaga 

pemerintah atau peradilan. Di Indonesia, layanan ini mulai 

diperkenalkan untuk menyederhanakan proses administrasi perkawinan. 

Pasangan dapat mendaftarkan pernikahan secara daring tanpa harus hadir 

secara fisik di kantor pencatatan sipil atau kantor urusan agama. Namun, 

implementasi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keabsahan 

hukum, verifikasi identitas, dan pemenuhan persyaratan adat atau agama 

yang sering kali tidak dapat sepenuhnya difasilitasi secara digital. 
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Di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan beberapa 

bagian Eropa, perkawinan online mendapatkan penerimaan yang lebih 

luas, khususnya ketika dilaksanakan oleh pihak berwenang yang 

memiliki izin resmi. Contohnya, beberapa negara bagian di AS 

mengizinkan pernikahan virtual dengan dukungan teknologi video 

conference. Teknologi ini memungkinkan pasangan yang terpisah oleh 

jarak untuk melangsungkan upacara pernikahan secara real-time, dengan 

pengesahan dari pejabat hukum atau agama setempat (Parker, 2021). 

Model ini sangat bermanfaat, terutama selama pandemi COVID-19, 

ketika pembatasan sosial menghalangi pelaksanaan pernikahan secara 

tatap muka. 

Meskipun memiliki keunggulan dalam efisiensi dan aksesibilitas, 

perkawinan online juga memunculkan sejumlah isu penting. Salah 

satunya adalah perlunya sistem yang andal untuk memastikan validitas 

identitas para pihak yang menikah, guna mencegah penyalahgunaan atau 

penipuan. Selain itu, keabsahan hukum dari pernikahan yang dilakukan 

secara daring harus diatur dengan jelas agar dapat diakui oleh negara, 

baik untuk tujuan administrasi maupun hukum internasional. Masalah 

lain yang muncul adalah kurangnya elemen personal dan tradisional 

yang biasanya menjadi bagian integral dari upacara pernikahan, 

khususnya di negara-negara dengan adat atau budaya yang kuat. 

 

2. Perceraian Online 

Perceraian online merupakan proses hukum untuk mengakhiri 

pernikahan melalui platform digital, menawarkan solusi modern bagi 

pasangan yang ingin mengajukan cerai tanpa harus hadir secara fisik di 

pengadilan. Di beberapa negara maju, seperti Kanada, Amerika Serikat, 

dan Inggris, sistem perceraian online telah lebih mapan. Layanan ini 

memberikan kemudahan akses, terutama bagi individu yang tinggal di 

daerah terpencil, memiliki keterbatasan mobilitas, atau tidak dapat hadir 

langsung di pengadilan karena alasan pekerjaan, kesehatan, atau kendala 

lainnya (Smith, 2022). Proses ini sering melibatkan pengajuan dokumen 

melalui portal daring, penggunaan konferensi video untuk sidang, serta 

keputusan yang disampaikan secara elektronik. 

Di Indonesia, perceraian online mulai diterapkan melalui Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikelola oleh Mahkamah 

Agung. Sistem ini memungkinkan pengajuan gugatan cerai secara 

daring, yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. 
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Melalui SIPP, pihak yang ingin bercerai dapat mengajukan dokumen 

tanpa harus hadir langsung di pengadilan. Namun, penerapannya masih 

menghadapi tantangan, terutama terkait aspek legalitas dan administratif. 

Proses seperti verifikasi bukti, pengumpulan dokumen, dan validasi 

identitas memerlukan ketelitian untuk memastikan keabsahan hukum. 

Tantangan lainnya melibatkan penyelesaian sengketa yang sering 

kali muncul dalam perceraian, seperti pembagian harta bersama, hak 

asuh anak, dan kewajiban nafkah. Banyak dari isu-isu ini membutuhkan 

diskusi mendalam atau mediasi yang sulit dilakukan sepenuhnya secara 

daring. Selain itu, perceraian di Indonesia juga sering kali dipengaruhi 

oleh nilai-nilai budaya dan agama, yang memerlukan pendekatan lebih 

personal dan kontekstual. Ketidakhadiran langsung di pengadilan bisa 

menjadi hambatan dalam menyelesaikan masalah emosional atau sosial 

yang mungkin timbul selama proses perceraian. 

 

3. Keuntungan dan Tantangan Perkawinan dan Perceraian 

Online 

Perkawinan dan perceraian online menawarkan sejumlah 

keuntungan yang signifikan, terutama dalam hal efisiensi waktu dan 

kemudahan akses. Proses yang sebelumnya memerlukan waktu lama dan 

kunjungan fisik ke kantor atau pengadilan kini dapat dilakukan melalui 

platform digital. Ini sangat membantu individu yang memiliki jadwal 

sibuk, tinggal di lokasi terpencil, atau menghadapi keterbatasan 

mobilitas. Selain itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi atau situs 

web juga mengurangi beban administratif bagi lembaga yang mengelola 

pendaftaran perkawinan dan perceraian. 

Implementasi digital ini tidak lepas dari berbagai tantangan. 

Dalam perkawinan online, salah satu isu utama adalah verifikasi identitas 

pasangan. Tanpa prosedur yang ketat, risiko terjadinya penipuan, 

pernikahan palsu, atau pelanggaran hukum adat dan agama menjadi lebih 

tinggi. Sistem perlu memastikan keabsahan semua dokumen dan izin 

yang diperlukan, serta mengakomodasi berbagai norma dan tradisi yang 

mungkin sulit diterjemahkan ke dalam format digital. 

Untuk perceraian online, tantangannya lebih kompleks. 

Verifikasi bukti dan keabsahan dokumen sering kali memerlukan 

interaksi langsung, yang sulit dilakukan secara virtual. Selain itu, 

perceraian sering melibatkan aspek emosional dan sosial yang 

mendalam, seperti mediasi hak asuh anak, pembagian harta, dan 
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negosiasi hak dan kewajiban lainnya. Kehadiran langsung dalam 

persidangan atau pertemuan dengan mediator sering kali dianggap lebih 

efektif untuk menyelesaikan konflik yang mungkin tidak dapat diatasi 

sepenuhnya melalui komunikasi digital. 

 

4. Aspek Hukum dan Peraturan 

Di Indonesia, peraturan terkait perkawinan dan perceraian online 

sudah mulai diatur, meskipun masih dalam tahap pengembangan. 

Beberapa ketentuan dasar dapat ditemukan dalam Undang-Undang 

Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan yang memberikan dasar hukum bagi 

pendaftaran perkawinan melalui sistem administrasi kependudukan, 

termasuk pengajuan dokumen secara digital. Meskipun demikian, 

regulasi yang lebih komprehensif dan terperinci mengenai pelaksanaan 

pernikahan dan perceraian secara online masih perlu disusun agar sesuai 

dengan perkembangan teknologi. 

Masalah yang harus diperhatikan dalam implementasi 

perkawinan dan perceraian online adalah keberagaman sosial dan budaya 

yang ada di Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki keragaman 

budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai agama yang sangat penting, 

peraturan mengenai perkawinan dan perceraian online harus dirancang 

untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Hal ini sangat penting untuk 

mencegah timbulnya konflik atau ketidakadilan, terutama terkait dengan 

norma-norma sosial dan agama yang tidak selalu bisa disesuaikan 

dengan proses yang sepenuhnya berbasis teknologi. Sebagai contoh, 

beberapa tradisi atau upacara adat yang terkait dengan perkawinan dan 

perceraian, seperti di beberapa daerah, mungkin memerlukan kehadiran 

fisik atau upacara yang tidak bisa dilakukan secara daring. 

Tantangan lainnya terkait verifikasi identitas dan keabsahan 

dokumen. Dalam konteks perceraian online, misalnya, pemisahan harta 

bersama dan hak asuh anak seringkali melibatkan aspek-aspek 

emosional dan interaksi langsung yang perlu diperhitungkan dalam 

pengaturan hukum yang baru ini. Oleh karena itu, peraturan yang ada 

harus memperhatikan perlunya prosedur hukum yang kuat dan sah untuk 

memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi dengan baik, dan 

teknologi tidak digunakan untuk menutupi potensi penyalahgunaan. 
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C. Pengasuhan Anak dan Hak Asuh di Era Digital 

 

Di era digital, pengasuhan anak dan hak asuh mengalami 

perubahan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi yang 

mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Teknologi informasi dan 

komunikasi, seperti media sosial, aplikasi perpesanan, dan perangkat 

digital, tidak hanya mempermudah akses informasi tetapi juga 

memengaruhi dinamika pengasuhan dan keputusan terkait hak asuh 

anak. Era digital telah menciptakan tantangan baru, baik bagi orang tua 

maupun sistem hukum, dalam menjamin perlindungan anak dan hak asuh 

yang adil. 

 

1. Peran Teknologi dalam Pengasuhan Anak 

Teknologi memiliki peran ganda dalam pengasuhan anak, 

memberikan manfaat sekaligus tantangan yang perlu dihadapi oleh orang 

tua. Di satu sisi, perangkat digital seperti tablet, ponsel pintar, dan 

aplikasi berbasis internet dapat memperkaya pengalaman belajar anak. 

Anak-anak kini dapat mengakses berbagai sumber daya pendidikan 

online, seperti video pembelajaran, aplikasi yang meningkatkan 

keterampilan, dan situs web interaktif yang dapat mendukung 

perkembangan akademik. Selain itu, teknologi juga memudahkan orang 

tua untuk memantau perkembangan anak, berkat aplikasi parenting yang 

memberikan informasi tentang pola perkembangan dan kebiasaan sehat 

anak. Fitur video call, misalnya, memungkinkan komunikasi jarak jauh 

yang menyatukan keluarga meskipun terpisah oleh jarak fisik. Media 

sosial pun memberi ruang bagi orang tua untuk berbagi pengalaman dan 

mendapatkan dukungan sosial dari komunitas yang memiliki 

pengalaman serupa, yang bisa sangat membantu dalam pengasuhan anak 

(Berson & Berson, 2020). 

Sisi lain dari penggunaan teknologi dalam pengasuhan anak tidak 

kalah penting untuk diperhatikan. Paparan terhadap konten negatif, 

seperti kekerasan atau informasi yang tidak sesuai usia, menjadi risiko 

yang harus diawasi dengan ketat. Cyberbullying juga menjadi masalah 

yang semakin umum, di mana anak-anak menjadi korban intimidasi atau 

pelecehan di dunia maya, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan 

mental. Selain itu, ketergantungan pada perangkat digital berisiko 

mengurangi waktu interaksi langsung antara anak dengan orang tua serta 

dengan teman-teman sebaya. Ini dapat mengganggu perkembangan 
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sosial dan emosional anak, yang sangat penting untuk membantu 

membangun keterampilan interpersonal dan memahami emosi. Paparan 

berlebihan terhadap layar juga dapat menyebabkan gangguan tidur, 

masalah penglihatan, dan obesitas, akibat kurangnya aktivitas fisik 

(Dixon & Garcia, 2021). 

 

2. Hak Asuh Anak di Era Digital 

Hak asuh anak di era digital melibatkan aspek yang lebih 

kompleks dibandingkan dengan era sebelumnya, di mana selain hak 

untuk merawat dan mendidik anak, orang tua juga harus mengelola aspek 

privasi dan keamanan anak di dunia maya. Di era digital, anak-anak 

memiliki akses ke perangkat dan platform yang memungkinkan 

berinteraksi dengan dunia luar, baik melalui media sosial, aplikasi pesan, 

maupun platform permainan online. Oleh karena itu, hak asuh kini 

mencakup pengawasan terhadap interaksi digital anak, untuk 

memastikan bahwa ia tetap aman dari risiko yang ada di dunia maya, 

seperti perundungan siber (cyberbullying) atau paparan terhadap konten 

yang tidak sesuai dengan usia (Kowalski et al., 2021). 

Teknologi juga memungkinkan orang tua yang terpisah atau 

bercerai untuk menjaga komunikasi dengan anak, terutama dalam hal 

pengaturan hak asuh yang lebih fleksibel. Dalam situasi perceraian, 

misalnya, teknologi memungkinkan anak untuk tetap terhubung dengan 

kedua orang tuanya meskipun terpisah secara fisik. Video call dan 

aplikasi pesan memungkinkan interaksi rutin yang dapat membantu 

mempertahankan hubungan emosional antara anak dan orang tua, 

meskipun jarak menjadi kendala. Dengan demikian, penggunaan 

teknologi dapat mempermudah pembagian waktu hak asuh dan 

membantu mengurangi rasa keterasingan yang mungkin dialami anak 

dalam situasi keluarga yang terpisah (Padilla-Walker et al., 2020). 

Fenomena "digital custody" atau pengasuhan berbasis teknologi 

ini juga menimbulkan tantangan baru. Orang tua yang terpisah sering 

kali menghadapi kesulitan dalam menetapkan aturan yang konsisten 

mengenai penggunaan perangkat digital atau mengatur interaksi anak 

dengan orang tua lainnya melalui media sosial atau aplikasi pesan. 

Ketidaksepakatan mengenai pengaturan ini dapat menimbulkan konflik, 

terutama jika ada perbedaan dalam cara orang tua mengelola privasi dan 

kebebasan digital anak. Hal ini penting karena interaksi yang tidak sehat 

atau terlalu sering melalui perangkat digital dapat berdampak buruk pada 
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kesejahteraan psikologis anak, yang membutuhkan interaksi langsung 

dan perhatian emosional dari kedua orang tua. Oleh karena itu, 

pengaturan hak asuh di dunia maya harus dilakukan dengan hati-hati 

untuk memastikan keseimbangan antara kebebasan digital dan kesehatan 

psikologis anak. 

 

3. Perlindungan Anak di Dunia Digital 

Perlindungan anak di dunia digital menjadi isu yang semakin 

relevan di era teknologi ini, mengingat banyaknya potensi risiko yang 

dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak-anak saatnya 

mengakses internet. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak 

(UU No. 35 Tahun 2014) memberikan landasan hukum yang penting 

untuk melindungi anak dari eksploitasi digital, seperti perdagangan anak, 

prostitusi daring, dan penyalahgunaan teknologi lainnya. Undang-

undang ini berfokus pada perlindungan anak dari berbagai bentuk 

kekerasan, termasuk yang terjadi di dunia maya, dengan mengatur 

pembatasan terhadap konten yang tidak sesuai dengan usia serta 

melarang penyalahgunaan data pribadi anak (Budiarjo, 2021). 

Peran orang tua juga sangat penting dalam mengawasi dan 

mengatur akses anak terhadap teknologi digital. Mengingat anak-anak 

semakin mudah mengakses perangkat elektronik dan internet, orang tua 

harus mengenalkan pada konsep privasi dan keamanan digital sejak usia 

dini. Pendidikan mengenai pengaturan privasi, penghindaran konten 

berbahaya, serta penggunaan media sosial yang bijak menjadi kunci 

untuk melindungi anak dari risiko yang mungkin muncul. Misalnya, 

orang tua perlu mengajarkan anak untuk tidak membagikan informasi 

pribadi secara sembarangan di media sosial dan memantau penggunaan 

aplikasi yang mungkin dapat membuka akses ke konten yang merugikan 

(Livingstone & Helsper, 2020). 

Berbagai aplikasi pengawasan digital kini banyak tersedia untuk 

membantu orang tua memonitor aktivitas anak secara online. Aplikasi 

ini memungkinkan orang tua untuk mengatur batasan penggunaan 

internet, memblokir situs yang tidak pantas, serta memantau interaksi 

anak di dunia maya. Meski demikian, orang tua juga harus berhati-hati 

agar tidak terlalu ketat dalam mengawasi, agar anak-anak tetap merasa 

memiliki ruang untuk berkembang dan belajar melalui teknologi dengan 

cara yang sehat. Perlindungan ini perlu dilakukan dengan bijaksana agar 
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anak tetap terlindungi tanpa menghambat potensi perkembangan di 

dunia digital. 

 

4. Dinamika Hak Asuh di Pengadilan 

Dinamika hak asuh di pengadilan semakin terpengaruh oleh 

perkembangan teknologi, yang memberikan kemudahan dalam 

mengumpulkan bukti digital serta memfasilitasi proses hukum, termasuk 

dalam kasus perceraian dan hak asuh anak. Salah satu dampak positif 

teknologi adalah kemampuannya untuk menyediakan bukti komunikasi 

digital, seperti rekaman percakapan melalui aplikasi pesan atau video 

call, yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. 

Teknologi ini memungkinkan pengadilan untuk mengevaluasi bukti 

dengan lebih akurat dan objektif, serta memudahkan proses pengambilan 

keputusan terkait hak asuh anak. Selain itu, dalam beberapa kasus, 

penggunaan teknologi untuk pertemuan virtual atau sidang jarak jauh 

semakin populer, terutama saat pihak-pihak yang terlibat tidak dapat 

hadir secara langsung di pengadilan karena alasan geografis atau 

kesehatan. Sidang jarak jauh ini memungkinkan orang tua dan hakim 

untuk berkomunikasi dengan lebih fleksibel dan efisien (Parker & 

McGivern, 2021). 

Meskipun teknologi dapat memfasilitasi proses hukum dan 

membuatnya lebih efisien, ada tantangan besar yang harus diperhatikan. 

Aspek emosional dan psikologis anak, yang sering kali menjadi faktor 

utama dalam penentuan hak asuh, membutuhkan interaksi langsung 

antara anak, orang tua, dan pihak pengadilan. Kehadiran fisik orang tua 

dan anak dalam ruang sidang memungkinkan hakim untuk lebih 

memahami dinamika hubungan dan dampak emosional yang dialami 

anak. Penggunaan teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan 

pentingnya interaksi tatap muka dalam mengukur perasaan dan 

kesejahteraan anak (Schildkraut, 2020). Oleh karena itu, meskipun 

teknologi membawa banyak manfaat, pengadilan tetap harus 

mempertimbangkan kesejahteraan psikologis anak secara holistik dalam 

mengambil keputusan hak asuh. 

 

D. Waris dan Pembagian Harta di Era Digital 

 

Di era digital, isu waris dan pembagian harta menghadapi 

tantangan baru seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi 
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dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan aset digital yang semakin 

banyak seperti akun media sosial, cryptocurrency, dan file elektronik 

membuka ruang baru dalam perencanaan waris dan pembagian harta. 

Masalah yang muncul mencakup bagaimana cara mengelola dan 

mewariskan aset digital ini dengan sah dan adil, serta bagaimana 

teknologi memengaruhi proses hukum dalam distribusi kekayaan. 

 

1. Aset Digital dalam Konteks Warisan 

Aset digital, yang meliputi berbagai bentuk kepemilikan digital 

seperti akun email, media sosial, data yang disimpan di cloud, hingga 

cryptocurrency, semakin menjadi bagian penting dari kehidupan 

modern. Namun, seringkali aset-aset ini tidak tercatat dalam perencanaan 

warisan tradisional, yang berfokus pada aset fisik seperti properti, 

kendaraan, atau uang tunai. Padahal, aset digital ini dapat memiliki nilai 

yang signifikan, baik secara finansial maupun emosional. Misalnya, 

akun media sosial yang berisi kenangan pribadi atau cryptocurrency 

yang dapat mengalami fluktuasi nilai yang besar. 

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, telah ada 

regulasi yang secara khusus mengatur bagaimana aset digital dapat 

diwariskan. Salah satu contohnya adalah Uniform Fiduciary Access to 

Digital Assets Act yang memberikan hak akses kepada keluarga atau 

eksekutor untuk mengelola akun digital yang dimiliki oleh almarhum. 

Undang-undang ini memungkinkan untuk mengakses file yang disimpan 

di cloud atau akun media sosial, sehingga memungkinkan eksekusi surat 

wasiat dilakukan dengan lebih lancar (Nicolas, 2021). Regulasi seperti 

ini sangat membantu untuk memastikan bahwa aset digital tidak hilang 

atau terlupakan setelah seseorang meninggal. 

Di Indonesia, pengaturan mengenai warisan aset digital masih 

sangat terbatas. Banyak ahli hukum yang menganggap bahwa 

ketidakpastian hukum terkait pembagian aset digital menjadi salah satu 

kendala utama. Hal ini diperburuk dengan kurangnya pemahaman 

tentang pentingnya mengatur aset digital dalam perencanaan warisan. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi individu untuk mulai memikirkan 

cara untuk mengelola aset digital, terutama dengan semakin banyaknya 

orang yang bergantung pada platform digital dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

 



162  Transformasi Hukum Perdata 

2. Peran Teknologi dalam Pembagian Harta 

Teknologi berperan penting dalam proses pembagian harta 

warisan, memberikan kemudahan, transparansi, dan keamanan dalam 

perencanaan dan pelaksanaannya. Salah satu perkembangan signifikan 

adalah penggunaan wasiat elektronik yang memungkinkan individu 

untuk membuat dokumen hukum yang sah secara daring. Di Indonesia, 

meskipun peraturan terkait wasiat elektronik masih dalam tahap 

pengembangan, semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk 

memanfaatkan platform daring untuk menyusun wasiat. Platform ini 

memungkinkan pembuatan dokumen hukum yang valid dengan lebih 

mudah, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang terkadang 

rentan terhadap kesalahan dan penyalahgunaan (Olsson, 2020). 

Teknologi blockchain, yang dikenal karena penggunaannya 

dalam cryptocurrency, juga mulai diterapkan dalam dunia perencanaan 

warisan. Teknologi ini menawarkan sistem yang lebih aman dan 

transparan untuk pembuatan dan pengelolaan warisan. Blockchain dapat 

memastikan bahwa data terkait wasiat atau aset digital disimpan secara 

aman dan tidak dapat diubah, memberi jaminan kepada pihak-pihak yang 

terlibat dalam pembagian warisan bahwa informasi yang digunakan 

adalah autentik dan tidak dapat dimanipulasi. Ini mengurangi potensi 

perselisihan hukum yang mungkin timbul terkait keaslian dokumen atau 

informasi tentang harta yang diwariskan. 

Berbagai platform perencanaan warisan berbasis aplikasi juga 

semakin populer. Platform-platform ini memungkinkan individu untuk 

merencanakan dan mendokumentasikan pembagian harta dengan lebih 

terorganisir. Pengguna dapat menyimpan informasi penting tentang aset 

secara digital dan menyusunnya dalam format yang mudah diakses oleh 

ahli waris setelah kematian. Hal ini membantu mengurangi kebingungan 

dan potensi konflik di antara ahli waris, yang sering terjadi ketika 

informasi mengenai pembagian harta warisan tidak jelas atau terbuka. 

 

3. Aspek Hukum dalam Pembagian Harta di Era Digital 

Pembagian harta warisan di era digital menghadapi berbagai 

tantangan hukum, terutama terkait dengan pengakuan dan pengaturan 

aset digital dalam sistem hukum yang ada. Di banyak negara, termasuk 

Indonesia, hukum waris tradisional lebih fokus pada aset fisik seperti 

properti, tanah, dan uang, yang memiliki wujud nyata. Namun, dengan 

munculnya aset digital seperti akun media sosial, cryptocurrency, dan 
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data pribadi di cloud, terdapat kebutuhan untuk mengadaptasi regulasi 

agar mencakup jenis kekayaan yang tidak tampak secara fisik ini. 

Di Indonesia, hukum waris diatur oleh Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 

tentang Kewarisan. Meskipun undang-undang ini mengatur pembagian 

harta yang bersifat fisik, ada celah hukum yang belum mencakup aset 

digital. Aset digital seringkali tidak disebutkan dalam dokumen wasiat, 

dan jika ada, pengaturannya dalam sistem peradilan Indonesia masih 

terbatas. Misalnya, bagaimana hak akses ke akun digital atau 

cryptocurrency dapat dipindahkan kepada ahli waris atau eksekutor 

masih belum jelas, mengingat aset-aset tersebut tidak memiliki bentuk 

fisik yang dapat diterima oleh sistem hukum tradisional. 

Tantangan lainnya adalah mengenai keamanan dan kerahasiaan 

data. Beberapa jenis aset digital, seperti akun media sosial dan data 

pribadi yang tersimpan di cloud, melibatkan masalah privasi dan dapat 

melibatkan peraturan internasional, yang bisa berbeda antar negara. Oleh 

karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan peraturan 

yang lebih komprehensif yang mengatur hak ahli waris atas aset digital 

dan mempermudah pelaksanaan wasiat terkait aset-aset tersebut. Agar 

pembagian harta warisan digital dapat lebih efektif dan sah secara 

hukum, penting bagi individu untuk memasukkan aset digital dalam 

perencanaan warisan. Ini termasuk mendokumentasikan aset digital dan 

memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana mengaksesnya.  

 

4. Tantangan Hukum dalam Pembagian Aset Digital 

Pembagian aset digital dalam konteks hukum menghadapi 

sejumlah tantangan signifikan yang memerlukan perhatian khusus, 

mengingat sifatnya yang sering kali tidak tampak secara fisik dan 

melibatkan berbagai platform digital yang tersebar di seluruh dunia. 

Salah satu tantangan terbesar adalah masalah validitas dan akses 

terhadap akun digital yang terlindungi oleh kata sandi, autentikasi dua 

faktor, atau enkripsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai 

bagaimana ahli waris atau eksekutor dapat mengakses akun yang 

terkunci setelah pemiliknya meninggal. Dalam beberapa kasus, platform 

digital memiliki kebijakan yang membatasi akses kepada pihak ketiga, 

bahkan jika ia adalah ahli waris sah (Solove, 2021). Ini menambah 

kompleksitas dalam pembagian aset yang terkandung dalam akun-akun 

tersebut. 
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Di samping itu, terdapat masalah hukum terkait dengan 

pengakuan cryptocurrency sebagai barang yang dapat diwariskan. 

Cryptocurrency, seperti Bitcoin atau Ethereum, tidak memiliki bentuk 

fisik dan biasanya tidak diakui sebagai properti yang dapat diwariskan 

menurut hukum tradisional. Sebagian besar sistem hukum, termasuk di 

Indonesia, belum sepenuhnya mengatur pengelolaan dan pembagian 

cryptocurrency dalam konteks warisan, meskipun nilai ekonominya 

semakin signifikan. Tantangan ini memerlukan perubahan regulasi untuk 

memastikan bahwa aset digital ini dapat diakui dan diperlakukan dengan 

adil dalam proses pembagian warisan. 

Masalah yang lebih rumit muncul ketika aset digital terkait 

dengan yurisdiksi internasional. Banyak platform digital beroperasi 

secara global, dan setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait 

dengan pengelolaan warisan digital. Hal ini menyebabkan kesulitan 

dalam menegakkan hukum waris, terutama ketika seseorang meninggal 

di satu negara tetapi memiliki aset digital yang dikelola di negara lain. 

Perbedaan hukum antar negara bisa menghambat proses peralihan aset 

digital kepada ahli waris, karena setiap negara memiliki peraturan yang 

berbeda tentang hak akses dan pengelolaan data pribadi, serta warisan 

digital (Solove, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan 

kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif di tingkat global untuk 

mengatasi tantangan hukum ini.  
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BAB X 
HUKUM PERDATA 

INTERNASIONAL DAN ERA 

DIGITAL 
 

 

 

Hukum Perdata Internasional di Era Digital adalah topik yang 

semakin relevan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan 

globalisasi. Dalam konteks ini, transaksi, kontrak, dan interaksi antar 

individu atau entitas bisnis yang melibatkan pihak dari berbagai negara 

tidak lagi terbatas oleh batas geografis, melainkan berlangsung dalam 

ruang digital yang memungkinkan pertukaran informasi dan barang 

secara cepat dan efisien. Namun, dengan hadirnya teknologi digital, 

muncul pula berbagai tantangan hukum, termasuk konflik yurisdiksi, 

perlindungan data pribadi, serta penyelesaian sengketa internasional 

yang semakin kompleks. Kerjasama internasional dalam merumuskan 

regulasi dan standarisasi hukum perdata digital menjadi sangat penting 

agar sistem hukum dapat diterapkan secara konsisten di seluruh dunia. 

Perkembangan ini juga mengharuskan negara-negara untuk 

menyesuaikan kebijakan hukum dengan dinamika perubahan teknologi 

digital guna melindungi hak-hak konsumen dan mencegah 

penyalahgunaan yang dapat terjadi dalam transaksi lintas negara. 

 

A. Pengertian Hukum Perdata Internasional 

 

Hukum Perdata Internasional adalah cabang hukum yang 

mengatur hubungan hukum antara individu, perusahaan, atau badan 

hukum yang berada di negara yang berbeda. Secara lebih spesifik, 

hukum perdata internasional mengatur tentang masalah-masalah seperti 

kewarganegaraan, kontrak internasional, sengketa antara pihak-pihak 

yang berada di negara yang berbeda, dan masalah-masalah terkait 
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dengan pengakuan serta pelaksanaan keputusan hukum antarnegara 

(Marek, 2019). Dalam konteks ini, hukum perdata internasional 

bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang dapat 

menyelesaikan konflik yang muncul antara berbagai sistem hukum yang 

ada di dunia. Sebagai contoh, jika seorang individu dari Indonesia 

terlibat dalam sengketa kontrak dengan perusahaan dari Amerika 

Serikat, hukum perdata internasional akan menentukan negara mana 

yang memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara tersebut dan hukum 

mana yang berlaku untuk menyelesaikannya (Barton, 2020). 

Ciri khas dari hukum perdata internasional adalah penanganan 

mengenai "konflik hukum", yaitu keadaan di mana lebih dari satu negara 

mungkin memiliki klaim yang sah atas kasus tertentu, yang memerlukan 

penentuan hukum mana yang harus diterapkan. Ini juga mencakup 

masalah "yurisdiksi", yaitu menentukan pengadilan negara mana yang 

berwenang untuk menangani suatu kasus, terutama dalam transaksi 

internasional, atau sengketa antarindividu atau badan hukum yang 

berada di negara yang berbeda (Pazartzis, 2021). Lebih lanjut, hukum 

perdata internasional juga berfokus pada penyelesaian sengketa secara 

damai dan adil melalui mekanisme yang sudah disepakati secara 

internasional, seperti arbitrase internasional atau mediasi. Di era 

globalisasi ini, perkembangan teknologi, khususnya internet dan e-

commerce, telah memicu evolusi dalam bidang ini, mengingat semakin 

banyak transaksi lintas batas negara yang terjadi secara digital. Oleh 

karena itu, hukum perdata internasional harus beradaptasi untuk 

menangani berbagai isu baru, termasuk perlindungan data pribadi dalam 

transaksi digital dan penyelesaian sengketa internasional secara online 

(Fernandez, 2021). 

 

B. Konflik Hukum dan Yurisdiksi di Era Digital 

 

Konflik hukum dan yurisdiksi di era digital menjadi isu yang 

semakin penting seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, 

khususnya dalam hal transaksi lintas negara yang dilakukan melalui 

internet. Dalam konteks hukum perdata internasional, konflik hukum 

merujuk pada situasi di mana lebih dari satu negara dapat mengklaim hak 

untuk mengatur atau menyelesaikan suatu perkara, sementara yurisdiksi 

berkaitan dengan penentuan negara atau pengadilan mana yang memiliki 

wewenang untuk menangani suatu sengketa. Kedua isu ini menjadi lebih 
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kompleks ketika berbicara tentang aktivitas digital, di mana para pihak 

terhubung melalui platform online yang dapat melibatkan banyak negara 

berbeda. 

 

1. Konflik Hukum di Era Digital 

Konflik hukum di era digital menjadi isu penting seiring dengan 

meningkatnya transaksi lintas batas dan penggunaan teknologi global. 

Internet telah membuka peluang besar bagi perdagangan internasional, 

interaksi lintas negara, dan inovasi teknologi. Namun, sifatnya yang 

melintasi batas yurisdiksi memunculkan tantangan hukum yang 

kompleks, terutama ketika sistem hukum berbagai negara memiliki 

aturan yang berbeda atau bertentangan. 

Salah satu contoh nyata adalah konflik hukum terkait transaksi e-

commerce lintas negara. Ketika seorang konsumen di Indonesia membeli 

produk dari penjual di Inggris melalui platform global, timbul 

pertanyaan: negara mana yang memiliki yurisdiksi atas sengketa jika 

terjadi masalah? Sistem hukum Indonesia dan Inggris mungkin memiliki 

perbedaan dalam perlindungan konsumen, pengembalian barang, atau 

penyelesaian kontrak, yang dapat menyulitkan penyelesaian sengketa 

secara adil dan efisien. Dalam konteks ini, prinsip choice of law atau 

pemilihan hukum dalam kontrak menjadi penting, meskipun 

penerapannya sering kali tidak sederhana karena keterbatasan 

pemahaman konsumen atau kompleksitas kontrak digital. 

Perlindungan data pribadi juga menjadi salah satu area konflik 

hukum di era digital. Misalnya, peraturan General Data Protection 

Regulation (GDPR) di Uni Eropa menetapkan standar tinggi untuk 

perlindungan data pribadi, yang mungkin bertentangan dengan kebijakan 

perlindungan data negara lain. Ketika perusahaan teknologi besar seperti 

Google atau Facebook mengelola data pengguna dari berbagai negara, 

harus mematuhi regulasi yang berbeda di setiap yurisdiksi. Hal ini 

menciptakan tantangan operasional yang besar dan sering kali memicu 

sengketa hukum lintas negara. 

Hak kekayaan intelektual (HKI) digital adalah area lain yang 

rawan konflik. Di era digital, pelanggaran hak cipta dapat terjadi dengan 

mudah melalui distribusi konten digital tanpa izin di berbagai platform. 

Namun, sistem hukum negara berbeda dalam mengatur hak cipta, 

pengawasan pelanggaran, dan mekanisme penegakannya. Sebagai 

contoh, undang-undang di Amerika Serikat seperti Digital Millennium 
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Copyright Act (DMCA) memiliki pendekatan yang berbeda dari undang-

undang hak cipta di negara lain, seperti Indonesia. Ketidaksesuaian ini 

mempersulit penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang 

terjadi di ruang digital global. 

 

2. Yurisdiksi dalam Konteks Digital 

Yurisdiksi dalam konteks digital menghadapi tantangan yang 

signifikan, terutama karena sifat ruang maya yang tidak memiliki batas 

geografis yang jelas. Yurisdiksi, secara tradisional, ditentukan 

berdasarkan lokasi fisik dari para pihak yang bersengketa atau tempat 

terjadinya suatu pelanggaran. Namun, dalam dunia digital, transaksi atau 

interaksi dapat melibatkan pihak-pihak yang berada di berbagai negara, 

server yang berlokasi di yurisdiksi berbeda, serta kerangka hukum yang 

beragam. Sebagai contoh, dalam transaksi perdagangan internasional 

melalui platform e-commerce, pertanyaan besar yang muncul adalah: 

siapa yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa jika 

terjadi masalah? Beberapa faktor dapat memengaruhi penentuan 

yurisdiksi, seperti lokasi pembeli, penjual, atau server yang digunakan 

untuk memproses transaksi. Dalam hal ini, yurisdiksi dapat menjadi 

sengketa tersendiri sebelum penyelesaian perkara utama dimulai. 

Masalah lain yang sering muncul adalah terkait dengan 

perlindungan data pribadi. Beberapa negara, seperti anggota Uni Eropa 

dengan General Data Protection Regulation (GDPR), memiliki 

kebijakan ketat tentang privasi data. Di sisi lain, negara seperti Amerika 

Serikat mungkin memiliki pendekatan yang berbeda, seperti melalui 

California Consumer Privacy Act (CCPA). Jika pelanggaran privasi 

melibatkan pengguna di Eropa dan perusahaan di Amerika Serikat, 

menentukan yurisdiksi yang tepat sering kali menjadi proses yang rumit, 

terutama jika pelanggaran tersebut terjadi melalui server yang terletak di 

negara ketiga. Selain itu, yurisdiksi dalam konteks hukum digital sering 

kali diatur oleh klausul dalam kontrak, seperti forum selection clause 

atau choice of law clause, yang menentukan pengadilan atau hukum 

mana yang berlaku. Namun, klausul ini tidak selalu memadai atau dapat 

diterapkan, terutama jika pihak-pihak yang terlibat adalah konsumen 

yang kurang memahami implikasinya. 
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3. Solusi terhadap Konflik Hukum dan Yurisdiksi di Era Digital 

Konflik hukum dan yurisdiksi di era digital memunculkan 

tantangan kompleks yang membutuhkan solusi inovatif dan kolaboratif. 

Berbagai pihak, mulai dari negara, organisasi internasional, hingga 

lembaga swasta, telah berupaya menciptakan mekanisme penyelesaian 

yang efektif untuk mengatasi persoalan ini. Salah satu solusi utama 

adalah penerapan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti 

arbitrase dan mediasi internasional. Proses ini memungkinkan sengketa 

diselesaikan oleh pihak ketiga netral tanpa harus melalui pengadilan 

tradisional. Arbitrase internasional telah menjadi pilihan populer karena 

keputusannya bersifat mengikat dan lebih cepat dibandingkan litigasi di 

pengadilan. Sementara itu, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih 

fleksibel dan kooperatif, memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa 

mencapai kesepakatan secara damai. 

Kemajuan teknologi juga mendorong munculnya Online Dispute 

Resolution (ODR), sebuah sistem penyelesaian sengketa berbasis digital 

yang dirancang untuk menangani konflik dengan cepat, efisien, dan 

hemat biaya. Banyak platform e-commerce besar, seperti Amazon dan 

eBay, telah mengintegrasikan ODR ke dalam layanan untuk 

menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan penjual. ODR 

memanfaatkan teknologi seperti chatbot, platform komunikasi daring, 

dan algoritma untuk memproses klaim, sehingga mengurangi beban 

kerja pengadilan dan memberikan aksesibilitas yang lebih luas. Solusi 

lainnya adalah penyusunan kontrak internasional yang jelas. Dalam 

transaksi digital lintas batas, perjanjian kontrak sering mencakup klausul 

pilihan hukum dan yurisdiksi, yang menetapkan sistem hukum dan 

pengadilan mana yang akan digunakan jika terjadi sengketa. Contohnya, 

banyak perusahaan teknologi global mencantumkan klausul arbitrase 

yang menunjuk pengadilan tertentu sebagai forum untuk menyelesaikan 

konflik. Hal ini memberikan kejelasan dan meminimalkan potensi 

perselisihan mengenai yurisdiksi. 

 

4. Peran Regulasi Internasional dan Kolaborasi Lintas Negara 

Di era digital, regulasi internasional dan kolaborasi lintas negara 

menjadi elemen penting untuk menangani konflik hukum dan yurisdiksi 

yang muncul dari aktivitas digital lintas batas. Kompleksitas yang 

dihasilkan oleh perbedaan sistem hukum, kebijakan perlindungan data, 

dan mekanisme penyelesaian sengketa antar negara membutuhkan 
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pendekatan yang terintegrasi dan harmonisasi regulasi. Salah satu contoh 

nyata dari regulasi internasional yang berhasil diterapkan adalah General 

Data Protection Regulation (GDPR) yang diberlakukan oleh Uni Eropa. 

GDPR menetapkan standar perlindungan data pribadi yang tinggi, tidak 

hanya untuk negara-negara anggota Uni Eropa tetapi juga untuk 

organisasi di luar Uni Eropa yang memproses data warga Uni Eropa. 

Aturan ini menjadi acuan global dalam melindungi hak-hak individu 

terhadap data pribadi. Meskipun efektif di banyak aspek, adopsi standar 

serupa di negara lain masih menghadapi tantangan, seperti perbedaan 

budaya hukum, tingkat perkembangan teknologi, dan kepentingan 

nasional yang beragam. 

Di tingkat internasional, kerangka kerja kolaboratif menjadi 

sangat penting untuk menyelaraskan aturan tentang aktivitas digital. 

Salah satu pendekatan yang telah dikembangkan adalah perjanjian 

bilateral dan multilateral, yang mencakup isu-isu seperti yurisdiksi, 

perlindungan data, dan hak cipta digital. Perjanjian ini dirancang untuk 

memberikan kejelasan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

transaksi lintas negara. Contoh lainnya adalah inisiatif yang dilakukan 

oleh United Nations Commission on International Trade Law 

(UNCITRAL) dalam merumuskan aturan terkait transaksi elektronik 

lintas batas. Kolaborasi lintas negara juga dapat diwujudkan melalui 

pembentukan organisasi internasional khusus yang fokus pada 

pengaturan aktivitas digital. Misalnya, Internet Governance Forum 

(IGF), yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyediakan 

platform bagi negara-negara untuk berdiskusi dan menyusun kebijakan 

terkait internet, termasuk isu yurisdiksi dan penyelesaian sengketa. 

 

C. Penyelesaian Sengketa Internasional 

 

Penyelesaian sengketa internasional adalah suatu mekanisme 

yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan yang timbul antara 

negara atau entitas hukum di berbagai negara. Dalam konteks hukum 

perdata internasional, penyelesaian sengketa menjadi semakin penting, 

terutama dengan meningkatnya transaksi lintas batas, yang mencakup 

perdagangan internasional, investasi, dan aktivitas bisnis lainnya di era 

globalisasi dan digital. Penyelesaian sengketa ini bisa melalui berbagai 

cara, baik dengan menggunakan jalur diplomatik, peradilan 

internasional, atau metode alternatif seperti arbitrase dan mediasi. 
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1. Jalur Peradilan Internasional 

Jalur peradilan internasional merupakan salah satu mekanisme 

utama untuk menyelesaikan sengketa antar negara atau antar pihak 

dalam konteks hubungan internasional. Mahkamah Internasional 

(International  Court of Justice - ICJ) adalah institusi paling dikenal di 

jalur ini. ICJ, yang beroperasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB), bertugas menyelesaikan sengketa antar negara 

berdasarkan hukum internasional. ICJ menangani berbagai isu, seperti 

sengketa batas wilayah, pelanggaran perjanjian internasional, atau klaim 

atas wilayah maritim. Keputusan ICJ bersifat mengikat bagi negara-

negara yang menyetujui yurisdiksinya, tetapi lembaga ini hanya dapat 

memproses kasus jika semua pihak yang terlibat sepakat untuk 

menyerahkan sengketa. 

Meskipun ICJ memiliki peran signifikan, penggunaannya 

dibatasi pada sengketa antar negara. Individu, perusahaan, atau entitas 

non-negara tidak memiliki akses langsung untuk mengajukan kasus di 

ICJ. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam cakupan kasus yang dapat 

ditangani oleh pengadilan ini. Selain itu, beberapa negara enggan 

menyetujui yurisdiksi ICJ karena khawatir akan keputusan yang dapat 

merugikan kepentingan nasional. Selain ICJ, terdapat pengadilan dan 

badan arbitrase lainnya yang menangani sengketa internasional 

berdasarkan bidang tertentu. Organisasi Perdagangan Dunia (World 

Trade Organization - WTO), misalnya, memiliki mekanisme 

penyelesaian sengketa untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan 

perdagangan internasional. Badan Penyelesaian Sengketa WTO 

membantu menyelesaikan perselisihan yang muncul akibat kebijakan 

perdagangan atau praktik proteksionisme yang melanggar perjanjian 

WTO. 

Untuk sengketa bisnis dan komersial internasional, Pengadilan 

Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration - PCA) menjadi 

pilihan yang sering digunakan. PCA memiliki fleksibilitas yang lebih 

besar dibandingkan ICJ, terutama karena pihak yang berperkara tidak 

hanya terbatas pada negara, tetapi juga bisa mencakup perusahaan atau 

individu. PCA sering menangani kasus-kasus yang melibatkan investasi 

internasional, kontrak komersial lintas batas, serta sengketa lingkungan. 

Jalur peradilan internasional juga mencakup pengadilan khusus yang 

menangani isu-isu tertentu, seperti Mahkamah Kejahatan Internasional 

(International  Criminal  Court - ICC) untuk kasus-kasus kejahatan 
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perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Namun, fokus 

ICC berbeda karena pengadilan ini bersifat pidana dan lebih berorientasi 

pada individu daripada negara. 

 

2. Arbitrase Internasional 

Arbitrase internasional adalah salah satu mekanisme utama 

dalam menyelesaikan sengketa lintas negara, terutama dalam konteks 

bisnis dan komersial. Proses arbitrase melibatkan penyelesaian sengketa 

di luar pengadilan formal dengan menyerahkan kasus kepada arbiter 

independen yang netral. Arbiter, yang biasanya dipilih oleh kedua belah 

pihak, bertugas meninjau argumen dan bukti yang diajukan sebelum 

memberikan keputusan. Keputusan yang dihasilkan, yang disebut 

putusan arbitrase, bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Ini 

membuat arbitrase menjadi pilihan populer karena efisiensinya 

dibandingkan proses litigasi di pengadilan yang sering kali lambat dan 

kompleks. Arbitrase internasional memiliki keunggulan dalam 

fleksibilitas dan privasi. Proses ini memungkinkan pihak-pihak yang 

bersengketa untuk menentukan sendiri aturan, tempat, dan bahasa yang 

digunakan dalam proses arbitrase. Hal ini sangat relevan dalam sengketa 

bisnis internasional yang melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi hukum 

yang berbeda. Selain itu, sifat arbitrase yang bersifat privat memastikan 

bahwa detail kasus tidak dipublikasikan, sehingga melindungi reputasi 

dan kerahasiaan bisnis para pihak. 

Arbitrase internasional biasanya diterapkan dalam kasus 

sengketa kontrak lintas negara, termasuk sengketa mengenai 

pelaksanaan atau pelanggaran perjanjian dagang, investasi asing, dan 

proyek infrastruktur global. Lembaga arbitrase internasional yang 

terkenal, seperti International Chamber of Commerce (ICC), berperan 

penting dalam menyediakan aturan dan infrastruktur untuk memfasilitasi 

arbitrase. Aturan ICC, misalnya, digunakan secara luas karena standar 

yang jelas dan diterima secara global. Selain ICC, lembaga-lembaga 

seperti London Court of International Arbitration (LCIA) dan Singapore 

International Arbitration Centre (SIAC) juga memiliki reputasi kuat 

dalam menangani sengketa internasional. SIAC, misalnya, telah menjadi 

pilihan utama untuk arbitrase di kawasan Asia Pasifik berkat lokasinya 

yang strategis dan efisiensi administratifnya. LCIA, di sisi lain, memiliki 

daya tarik karena fleksibilitas dalam menangani kasus yang kompleks, 

terutama yang melibatkan yurisdiksi di Eropa. 
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3. Mediasi Internasional 

Mediasi internasional adalah proses penyelesaian sengketa di 

mana pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang mediator 

netral untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa melibatkan 

keputusan yang mengikat seperti pada arbitrase. Metode ini sering 

digunakan dalam kasus yang membutuhkan solusi yang dapat diterima 

kedua belah pihak, serta ketika menjaga hubungan jangka panjang antara 

pihak-pihak yang bersengketa menjadi prioritas utama. Salah satu 

keunggulan utama mediasi internasional adalah fleksibilitasnya. Tidak 

seperti proses peradilan atau arbitrase, mediasi memungkinkan pihak-

pihak untuk memiliki kontrol penuh atas proses dan hasilnya. Pihak-

pihak yang bersengketa dapat bekerja sama dengan mediator untuk 

membahas berbagai opsi penyelesaian dan menentukan solusi terbaik 

berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Proses ini 

sangat bermanfaat dalam sengketa lintas negara yang sering kali 

melibatkan perbedaan budaya, hukum, dan kepentingan politik. 

Pada konteks bisnis internasional, mediasi sering diterapkan 

untuk menyelesaikan sengketa antara perusahaan multinasional atau 

antara perusahaan dengan pemerintah. Contohnya, dalam sengketa 

kontrak perdagangan atau investasi asing langsung, mediasi dapat 

membantu menjaga hubungan bisnis di masa depan dengan menghindari 

konflik yang lebih tajam melalui pengadilan atau arbitrase. Lembaga-

lembaga seperti International Mediation Institute (IMI) menyediakan 

standar dan panduan untuk memastikan proses mediasi berjalan secara 

profesional dan efektif. Mediasi juga sering digunakan dalam sengketa 

antarnegara, terutama ketika keputusan pengadilan internasional dapat 

memperburuk hubungan diplomatik. Contohnya adalah ketika negara-

negara berusaha menyelesaikan konflik batas wilayah atau sengketa 

perdagangan. Dalam kasus seperti ini, mediasi dapat menawarkan jalur 

dialog yang lebih konstruktif dibandingkan litigasi formal. Mediator 

internasional, seperti perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) atau organisasi regional seperti ASEAN, sering kali berperan 

penting dalam memfasilitasi dialog ini. 

 

4. Penyelesaian Sengketa di Era Digital 

Penyelesaian sengketa di era digital mengalami transformasi 

besar akibat kemajuan teknologi dan perubahan pola interaksi 

internasional. Transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, hak cipta 
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digital, dan sengketa yang timbul dari platform e-commerce merupakan 

isu-isu yang membutuhkan pendekatan baru dalam penyelesaian 

sengketa internasional. Kemunculan Online Dispute Resolution (ODR) 

telah menjadi salah satu solusi inovatif untuk menjawab kebutuhan ini. 

ODR adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan 

sepenuhnya secara online. Sistem ini mengintegrasikan pendekatan 

tradisional seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase ke dalam format 

digital yang memanfaatkan teknologi komunikasi modern. Salah satu 

keuntungan utama ODR adalah efisiensinya, baik dalam hal waktu 

maupun biaya. Dengan ODR, pihak-pihak yang bersengketa dapat 

menyelesaikan konflik tanpa perlu hadir secara fisik di pengadilan atau 

lokasi arbitrase, yang sangat penting untuk sengketa lintas negara. 

Pada konteks transaksi internasional di platform digital, ODR 

sangat efektif karena dapat diakses secara global. Misalnya, platform 

eBay menawarkan sistem penyelesaian sengketa berbasis ODR untuk 

menangani konflik antara pembeli dan penjual internasional. Sistem ini 

memungkinkan kedua pihak untuk berkomunikasi, menyampaikan 

bukti, dan mencapai resolusi melalui mediasi atau arbitrase online. 

Dengan jutaan transaksi yang terjadi setiap hari, sistem ini membantu 

menjaga efisiensi operasional dan kepercayaan pengguna terhadap 

platform. Selain itu, Platform Penyelesaian Sengketa Konsumen Uni 

Eropa menyediakan layanan ODR untuk sengketa yang melibatkan 

konsumen di berbagai negara anggota. Platform ini memungkinkan 

konsumen dan bisnis untuk menyelesaikan konflik tanpa proses 

peradilan yang rumit dan mahal. Dengan mendukung berbagai bahasa 

dan standar hukum, platform ini menjadi model bagaimana teknologi 

dapat mendukung penyelesaian sengketa lintas batas. 

 

5. Kerjasama Internasional dalam Penyelesaian Sengketa 

Kerjasama internasional berperan kunci dalam penyelesaian 

sengketa lintas negara di era digital, terutama karena sifat global dari 

aktivitas digital seperti e-commerce, perlindungan data pribadi, dan hak 

cipta. Pendekatan kolaboratif antar negara dan organisasi internasional 

dapat menciptakan kerangka kerja hukum yang harmonis dan efektif 

untuk menyelesaikan sengketa digital. Salah satu inisiatif penting dalam 

kerjasama ini adalah Kerangka Kerja Penyelesaian Sengketa di Internet 

yang dikembangkan oleh organisasi internasional seperti United Nations 

Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dan 
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International Telecommunication Union (ITU). Kerangka kerja ini 

menyediakan panduan standar internasional untuk menyelesaikan 

sengketa digital, memastikan konsistensi dalam penerapan hukum di 

berbagai yurisdiksi. UNCITRAL, misalnya, telah merancang aturan dan 

rekomendasi terkait penggunaan teknologi dalam perdagangan 

internasional, termasuk penyelesaian sengketa berbasis teknologi. 

Konvensi PBB tentang Penggunaan Elektronik dalam 

Perdagangan Internasional (United Nations Convention on the Use of 

Contracts Communications in International Contracts) menjadi 

landasan penting dalam penggunaan teknologi untuk mendukung 

penyelesaian sengketa lintas negara. Konvensi ini mengatur aspek-aspek 

hukum terkait kontrak elektronik, validitas dokumen digital, dan 

mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Dengan 

penerapan konvensi ini, negara-negara dapat meminimalkan konflik 

hukum yang timbul dari perbedaan aturan domestik. Kerjasama 

internasional juga mencakup bidang-bidang spesifik seperti hak cipta 

digital, di mana organisasi seperti World Intellectual Property 

Organization (WIPO) berperan dalam melindungi karya kreatif di era 

digital. Melalui traktat seperti WIPO Copyright Treaty, negara-negara 

anggota berkomitmen untuk melindungi hak cipta digital, termasuk 

mekanisme penyelesaian sengketa yang terkait dengan pelanggaran hak 

cipta di internet. 

 

D. Kerjasama Internasional dalam Hukum Perdata Digital 

 

Kerjasama internasional dalam hukum perdata digital sangat 

penting mengingat globalisasi dan digitalisasi yang semakin meluas. 

Dalam era digital, transaksi, perdagangan, dan interaksi antar negara 

berlangsung dengan sangat cepat dan melibatkan berbagai hukum dan 

regulasi yang berbeda. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi 

suatu keharusan untuk memastikan bahwa hukum perdata digital dapat 

diterapkan secara konsisten dan efisien di seluruh dunia. 

 

1. Pentingnya Kerjasama Internasional 

Kerjasama internasional dalam hukum perdata digital sangat 

penting mengingat sifat global dari aktivitas digital saat ini. Dunia digital 

memungkinkan transaksi dan interaksi yang melibatkan pihak-pihak dari 

berbagai negara tanpa memperhatikan batas geografis. Ini menimbulkan 
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tantangan hukum, terutama ketika suatu sengketa melibatkan pihak yang 

terikat dengan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, kerjasama 

antarnegara menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan yang 

muncul dalam penyelesaian sengketa digital, termasuk masalah 

perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan peraturan e-

commerce. 

Pentingnya kerjasama internasional ini tercermin dalam berbagai 

inisiatif yang dicanangkan oleh organisasi internasional untuk 

menciptakan standar global yang dapat diterima oleh semua negara. 

Salah satunya adalah United Nations Commission on International  

Trade Law (UNCITRAL) yang berupaya untuk merancang pedoman 

yang memfasilitasi perdagangan internasional yang lebih lancar, 

termasuk dalam hal penyelesaian sengketa yang melibatkan platform 

digital. UNCITRAL mengembangkan Model Law on Contracts 

Commerce, yang memberikan panduan hukum yang dapat diterima 

secara global bagi negara-negara dalam mengatur transaksi elektronik 

dan menyelesaikan sengketa digital. 

Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) berperan penting dalam memfasilitasi diskusi antarnegara 

mengenai isu-isu hukum digital. OECD mengembangkan kebijakan dan 

pedoman untuk memastikan bahwa transaksi digital antarnegara 

dilakukan dengan cara yang adil dan efisien, serta meminimalkan konflik 

hukum yang muncul karena perbedaan peraturan domestik. OECD juga 

mengedepankan pentingnya perlindungan data pribadi, sebuah isu yang 

semakin relevan dengan meningkatnya jumlah transaksi dan interaksi 

digital di seluruh dunia. 

International  Telecommunication Union (ITU) juga berperan 

dalam mengatur standar internasional di bidang telekomunikasi dan 

penyelesaian sengketa digital. ITU bekerja sama dengan berbagai negara 

untuk merumuskan pedoman teknis dan hukum terkait pengelolaan 

jaringan digital, serta untuk memastikan bahwa akses terhadap teknologi 

digital dapat dilakukan secara adil di berbagai negara. Kerjasama antara 

negara-negara anggota ITU juga membantu mengatasi masalah 

penyelesaian sengketa yang muncul di bidang hak cipta digital, hak 

kekayaan intelektual, dan regulasi e-commerce. 
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2. Standar Internasional dan Perjanjian Multilateral 

Standar internasional dan perjanjian multilateral sangat penting 

dalam mengatur hukum perdata digital, mengingat meningkatnya 

interaksi dan transaksi lintas negara yang melibatkan teknologi digital. 

Perjanjian dan standar ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum 

yang konsisten yang dapat diterima oleh berbagai negara, sehingga 

memfasilitasi kerjasama internasional dalam mengatasi masalah seperti 

perdagangan elektronik, privasi data, dan perlindungan konsumen. Salah 

satu contoh perjanjian internasional yang krusial adalah Konvensi PBB 

tentang Penggunaan Elektronik dalam Perdagangan Internasional 

(United Nations Convention on the Use of Contracts Communications in 

International Contracts). Konvensi ini bertujuan untuk menyelaraskan 

hukum terkait transaksi digital lintas negara dengan memberikan 

kerangka hukum untuk mengatur validitas komunikasi elektronik, tanda 

tangan elektronik, serta kontrak berbasis teknologi yang berlaku di 

banyak negara. Dengan adanya konvensi ini, negara-negara dapat 

memastikan bahwa kontrak dan komunikasi elektronik yang dilakukan 

secara internasional memiliki landasan hukum yang jelas dan sah. Hal 

ini membantu mengurangi ketidakpastian yang sering muncul ketika 

berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda terlibat dalam 

transaksi digital. 

General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa 

juga berperan penting dalam pengaturan perlindungan data pribadi di 

seluruh dunia. Meskipun GDPR hanya berlaku di Uni Eropa, banyak 

negara di luar Uni Eropa yang mengadopsi standar ini karena sifat lintas 

batas dari data pribadi dan kebutuhan akan perlindungan yang konsisten. 

GDPR mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, 

dan diproses, serta memberikan hak kepada individu untuk mengontrol 

data pribadi. Peraturan ini mempengaruhi organisasi di seluruh dunia 

yang melakukan bisnis dengan warga negara Uni Eropa atau memproses 

data pribadi, memaksa negara-negara lain untuk menyesuaikan hukum 

perlindungan datanya agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 

GDPR. 

 

3. Kolaborasi dalam Penyelesaian Sengketa Digital 

Kolaborasi dalam penyelesaian sengketa digital menjadi aspek 

yang sangat penting dalam dunia hukum internasional, terutama dengan 

pesatnya perkembangan transaksi elektronik dan penggunaan teknologi 
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digital yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai negara. Dalam 

menghadapi tantangan ini, berbagai lembaga internasional dan 

mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien telah muncul, mengarah 

pada bentuk penyelesaian yang lebih terstandarisasi dan dapat diterima 

secara global. 

Salah satu inisiatif besar dalam penyelesaian sengketa digital 

adalah Online Dispute Resolution (ODR), yang dirancang untuk 

menangani sengketa yang timbul dari transaksi digital secara efisien 

melalui platform online. UNCITRAL (United Nations Commission on 

International Trade Law) telah mengembangkan pedoman untuk 

penyelesaian sengketa dengan ODR yang dapat diterapkan secara 

internasional, yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan 

sengketa tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Hal ini sangat 

penting mengingat banyaknya transaksi lintas negara yang tidak selalu 

melibatkan yurisdiksi yang sama atau pengadilan yang dapat dengan 

mudah diakses oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya ODR, 

proses penyelesaian sengketa menjadi lebih mudah, cepat, dan 

terjangkau. 

Pada dunia digital yang penuh dengan masalah hak kekayaan 

intelektual (HKI), lembaga seperti World Intellectual Property 

Organization (WIPO) berperan besar dalam menciptakan mekanisme 

penyelesaian sengketa yang efisien terkait dengan hak cipta, merek 

dagang, dan paten. Melalui WIPO Arbitration and Mediation Center, 

sengketa internasional yang melibatkan hak kekayaan intelektual di 

dunia maya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana dan 

tanpa prosedur pengadilan yang panjang dan mahal. Hal ini sangat 

membantu bagi individu dan perusahaan yang terlibat dalam sengketa 

HKI di dunia maya, mengingat sifat global dan tersebarnya pelanggaran 

HKI yang dapat terjadi dengan cepat di berbagai platform digital. 

 

4. Hambatan dan Tantangan Kerjasama Internasional dalam 

Hukum Perdata Digital 

Kerjasama internasional dalam bidang hukum perdata digital 

memang sangat penting, namun menghadapi berbagai hambatan dan 

tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah 

perbedaan sistem hukum dan budaya hukum antar negara. Setiap negara 

memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu hukum, termasuk 

privasi, perlindungan data pribadi, dan transaksi elektronik. Misalnya, 
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negara-negara yang memiliki pendekatan hukum lebih liberal terhadap 

privasi mungkin akan kesulitan untuk bekerja sama dengan negara yang 

memiliki regulasi yang lebih ketat, seperti Uni Eropa dengan regulasi 

General  Data Protection  Regulation (GDPR)-nya. GDPR menetapkan 

standar ketat tentang bagaimana data pribadi harus dilindungi, yang 

mungkin bertentangan dengan kebijakan negara-negara lain yang 

memiliki peraturan lebih longgar atau bahkan tidak ada peraturan khusus 

tentang perlindungan data pribadi. 

Adopsi teknologi baru menjadi tantangan besar dalam kerjasama 

internasional. Negara-negara maju, dengan infrastruktur teknologi yang 

lebih baik dan sumber daya yang lebih besar, cenderung lebih cepat 

mengadopsi peraturan hukum yang sesuai dengan perkembangan 

teknologi. Sebaliknya, negara-negara berkembang mungkin menghadapi 

kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan hukum digital dengan standar 

internasional yang sudah ada. Keterbatasan teknologi, keterbatasan 

sumber daya, dan perbedaan prioritas kebijakan nasional sering kali 

memperburuk kesenjangan ini. Negara-negara berkembang mungkin 

tidak memiliki infrastruktur yang memadai atau sumber daya manusia 

yang terlatih untuk menerapkan kebijakan hukum digital yang sesuai 

dengan standar internasional. Hal ini menciptakan tantangan dalam 

menyusun peraturan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. 

Masalah keterbatasan koordinasi dan implementasi peraturan 

internasional juga menjadi kendala. Dalam dunia digital, transaksi dan 

interaksi lintas negara terjadi dengan sangat cepat, sementara pembaruan 

regulasi internasional sering kali membutuhkan waktu yang lama. Ini 

berarti bahwa hukum sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi 

yang pesat, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum yang 

merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi digital 

internasional. Hal ini semakin memperburuk kesulitan dalam mengatur 

isu-isu baru seperti transaksi blockchain, kecerdasan buatan, dan e-

commerce lintas batas. 

 

5. Upaya Penguatan Kerjasama di Masa Depan 

Penguatan kerjasama internasional dalam hukum perdata digital 

menjadi sangat penting untuk menanggapi dinamika cepat di dunia 

digital. Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, 

negara-negara perlu menyesuaikan kebijakan dan peraturan agar lebih 

fleksibel dan inklusif, sehingga dapat mengakomodasi perubahan yang 
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terjadi dalam dunia digital. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, 

dan lembaga internasional menjadi kunci untuk menciptakan regulasi 

yang dapat melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital, 

termasuk konsumen, perusahaan, dan pemerintah itu sendiri. 

Salah satu contoh nyata dari kerjasama internasional yang positif 

adalah Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) yang 

melibatkan negara-negara seperti Selandia Baru, Singapura, dan Chile. 

DEPA bertujuan untuk menciptakan ruang yang aman dan transparan 

bagi transaksi digital lintas negara. Kerjasama ini berfokus pada 

penyusunan standar hukum yang memudahkan perdagangan elektronik, 

serta memastikan perlindungan data pribadi dan hak-hak konsumen 

dalam dunia digital. Inisiatif seperti DEPA memberikan contoh konkret 

bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan 

hukum digital dengan merancang regulasi yang adaptif terhadap 

perkembangan teknologi. 

Untuk memastikan bahwa kerjasama ini dapat berlanjut dan 

diperkuat di masa depan, negara-negara perlu terus memperkuat dialog 

internasional mengenai hukum digital. Penyusunan standar hukum yang 

dapat diterima bersama adalah langkah yang krusial dalam menghadapi 

tantangan global, seperti masalah perlindungan data pribadi, kejahatan 

siber, dan transparansi dalam transaksi digital. Kerjasama antara 

lembaga internasional seperti UNCITRAL (United  Nations Commission 

on International Trade Law) dan organisasi regional seperti ASEAN 

juga penting untuk merancang pedoman yang dapat diterima di tingkat 

global.        
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BAB XI 
MASA DEPAN HUKUM PERDATA 

DI ERA DIGITAL 
 

 

 

Masa depan hukum perdata di era digital dipenuhi dengan 

tantangan dan peluang yang signifikan seiring dengan pesatnya 

perkembangan teknologi. Di satu sisi, teknologi digital menawarkan 

berbagai kemudahan dalam proses hukum, seperti otomatisasi transaksi 

melalui Smart Contracts dan penyelesaian sengketa secara online. 

Namun, di sisi lain, teknologi juga menghadirkan tantangan dalam hal 

perlindungan privasi, kesenjangan akses teknologi, serta keadilan dalam 

penerapan algoritma dalam keputusan hukum. Oleh karena itu, masa 

depan hukum perdata akan membutuhkan adaptasi yang cepat terhadap 

perubahan ini, dengan penyesuaian regulasi yang dapat memastikan 

bahwa transformasi digital dalam hukum tetap berlandaskan pada 

prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi 

manusia. 

 

A. Tren dan Prediksi Perkembangan Hukum Perdata 

 

Hukum perdata di era digital mengalami berbagai perubahan 

yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Seiring dengan semakin 

meluasnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, hukum 

perdata harus beradaptasi dengan perkembangan ini untuk memastikan 

bahwa prinsip-prinsip dasar hukum perdata tetap relevan, sambil 

merespon tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh teknologi. 

Beberapa tren utama yang diperkirakan akan membentuk masa depan 

hukum perdata mencakup adopsi teknologi digital, transformasi cara 

penyelesaian sengketa, serta evolusi peraturan mengenai data pribadi dan 

perlindungannya. 

 



182  Transformasi Hukum Perdata 

1. Peningkatan Penggunaan Smart Contracts dan Blockchain 

Peningkatan penggunaan Smart Contracts dan blockchain telah 

menjadi salah satu tren terbesar dalam hukum perdata digital. Smart 

Contracts adalah kontrak digital yang dieksekusi secara otomatis ketika 

syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya dipenuhi. Teknologi ini 

menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga, seperti notaris atau 

pengacara, untuk memverifikasi dan menegakkan kontrak. Smart 

Contracts memiliki beberapa keunggulan utama, seperti transparansi, 

keamanan, dan efisiensi biaya transaksi. Setiap langkah dalam eksekusi 

kontrak tercatat dalam blockchain, yang merupakan sistem penyimpanan 

data terdesentralisasi yang aman dan tidak dapat diubah. Dengan 

demikian, blockchain memastikan bahwa semua transaksi yang 

dilakukan melalui Smart Contracts dapat dilacak dan diverifikasi secara 

publik, mengurangi risiko kecurangan atau sengketa yang mungkin 

timbul di kemudian hari (Narayanan et al., 2016). 

Penerapan teknologi blockchain dan Smart Contracts telah 

diperkenalkan di berbagai sektor, terutama dalam bisnis dan 

perdagangan. Sebagai contoh, dalam sektor perdagangan internasional, 

Smart Contracts dapat digunakan untuk mengatur dan menegakkan 

kesepakatan antara pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda, 

mengurangi kebutuhan untuk prosedur hukum yang panjang dan mahal. 

Dalam sektor finansial, blockchain memungkinkan pengiriman dana 

secara langsung antar pihak tanpa perantara, yang tidak hanya 

mempercepat proses pembayaran tetapi juga mengurangi biaya transaksi 

yang terkait dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. 

Meskipun Smart Contracts dan blockchain menawarkan banyak 

manfaat, teknologi ini juga menimbulkan tantangan hukum, terutama 

dalam hal yurisdiksi dan peraturan internasional. Karena transaksi yang 

dilakukan melalui blockchain dapat melibatkan banyak pihak yang 

berada di berbagai negara, penyelesaian sengketa dan penerapan hukum 

menjadi lebih kompleks. Salah satu tantangan utama adalah 

ketidakjelasan tentang hukum mana yang berlaku ketika terjadi sengketa 

yang melibatkan Smart Contracts, terutama jika kontrak tersebut 

dieksekusi oleh pihak yang berada di negara yang memiliki sistem 

hukum yang berbeda (Crosby et al., 2016). 
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2. Transformasi dalam Penyelesaian Sengketa (Dispute 

Resolution) 

Transformasi dalam penyelesaian sengketa di era digital 

dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi, yang memungkinkan 

adanya perubahan signifikan dalam cara sengketa diselesaikan. Salah 

satu inovasi utama dalam bidang ini adalah pengadilan berbasis cloud 

dan e-court, yang memungkinkan proses hukum dilakukan secara 

elektronik. Teknologi ini memberikan akses yang lebih luas kepada 

masyarakat untuk mengakses layanan hukum dari mana saja dan kapan 

saja, tanpa perlu hadir secara fisik di pengadilan. Keunggulan utama dari 

sistem ini adalah pengurangan biaya dan waktu yang biasanya 

diperlukan dalam proses hukum tradisional. Pengadilan elektronik 

memungkinkan para pihak untuk mengajukan dokumen, berkomunikasi 

dengan hakim, dan menerima keputusan tanpa meninggalkan rumah atau 

kantor. 

Perkembangan teknologi ini juga membuka jalan bagi 

Alternative Dispute Resolution (ADR) berbasis online, atau yang lebih 

dikenal dengan istilah Online Dispute Resolution (ODR). ODR adalah 

metode yang memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan 

sepenuhnya secara daring melalui platform yang menyediakan alat untuk 

mediasi, negosiasi, atau arbitrase. ODR sangat efektif dalam menangani 

sengketa yang melibatkan transaksi e-commerce, sengketa konsumen, 

atau sengketa komersial yang tidak membutuhkan proses hukum yang 

panjang dan rumit. Menurut Eisenberg et al. (2018), ODR diprediksi 

akan semakin diterima di masa depan, terutama dalam kasus sengketa 

kecil atau komersial yang lebih sederhana. 

Teknologi juga memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih 

fleksibel dan efisien. Platform-platform ODR sering kali menawarkan 

proses yang lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan 

tradisional, yang sering kali memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan 

bertahun-tahun. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa melalui 

ODR dapat diselesaikan dalam hitungan hari atau minggu. Hal ini sangat 

relevan bagi dunia bisnis yang serba cepat, di mana waktu adalah faktor 

yang sangat penting. 

 

3. Perlindungan Data dan Privasi Pribadi 

Perlindungan data dan privasi pribadi menjadi isu sentral dalam 

hukum perdata di era digital, karena semakin banyak data pribadi yang 
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dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh berbagai platform online. 

Data pribadi ini sering digunakan untuk tujuan komersial, seperti iklan 

yang dipersonalisasi, analisis perilaku konsumen, dan penawaran produk 

atau layanan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi seperti 

kecerdasan buatan (AI) dan big data, volume dan jenis data yang dikelola 

semakin kompleks, sehingga menambah tantangan dalam menjaga hak 

privasi individu. 

Salah satu contoh regulasi yang mengatur perlindungan data 

pribadi adalah General Data Protection Regulation (GDPR) yang 

diterapkan di Uni Eropa. GDPR memberikan pedoman yang ketat 

mengenai bagaimana perusahaan harus mengumpulkan, menyimpan, 

dan memproses data pribadi. Regulasi ini menekankan pentingnya 

persetujuan eksplisit dari individu untuk pengumpulan data, hak untuk 

mengakses dan menghapus data pribadi, serta kewajiban perusahaan 

untuk mengamankan data yang dimiliki. Negara-negara lain, termasuk 

Indonesia dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru 

saja disahkan, juga mulai menerapkan langkah-langkah serupa untuk 

memastikan privasi dan perlindungan data pribadi di ranah digital. 

Meskipun regulasi-regulasi tersebut penting, tantangan utama 

tetap ada dalam menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan 

perlindungan hak individu. Teknologi baru seperti AI dan big data 

memungkinkan analisis data dalam jumlah besar yang dapat 

memberikan wawasan berharga bagi perusahaan. Namun, penggunaan 

teknologi ini juga menambah kompleksitas dalam pengawasan dan 

perlindungan hak-hak individu. Misalnya, AI dapat digunakan untuk 

memprediksi perilaku konsumen berdasarkan data yang dikumpulkan, 

yang dapat melanggar privasi tanpa disadari oleh individu yang 

bersangkutan. Selain itu, dengan semakin terhubungnya berbagai sistem 

dan platform, data pribadi sering kali berpindah antar negara, yang dapat 

menimbulkan tantangan terkait dengan yurisdiksi hukum dan 

pengawasan atas data tersebut. 

 

4. Penyatuan Regulasi Internasional 

Penyatuan regulasi internasional dalam hukum perdata digital 

menjadi semakin mendesak seiring dengan pesatnya globalisasi dan 

digitalisasi transaksi. Dunia yang semakin terhubung melalui teknologi, 

terutama dalam konteks transaksi bisnis internasional dan pertukaran 

data, menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum negara-negara 
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yang berbeda. Masalah seperti kontrak lintas batas, penyelesaian 

sengketa internasional, dan perlindungan data pribadi menjadi lebih 

kompleks karena setiap negara memiliki pendekatan hukum yang 

berbeda-beda. Hal ini memunculkan kebutuhan akan kerangka hukum 

yang lebih harmonis di tingkat global. 

Beberapa organisasi internasional, seperti UNCITRAL (United  

Nations Commission on International Trade Law) dan OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development), telah 

memulai upaya untuk mengembangkan pedoman yang dapat 

memfasilitasi kerjasama hukum antarnegara dalam bidang hukum 

perdata digital. UNCITRAL, misalnya, telah menyusun pedoman terkait 

kontrak internasional dan penyelesaian sengketa yang berbasis digital, 

termasuk dalam konteks penggunaan teknologi baru seperti blockchain 

dan Smart Contracts. Pedoman-pedoman ini bertujuan untuk 

mempermudah negara-negara dalam mengatur transaksi digital dan 

mengurangi ketidakpastian hukum yang bisa timbul dari perbedaan 

regulasi antar negara. 

Salah satu contoh yang menonjol dalam upaya penyatuan 

regulasi adalah Konvensi PBB tentang Penggunaan Elektronik dalam 

Perdagangan Internasional, yang bertujuan untuk menyelaraskan hukum 

terkait transaksi digital lintas negara. Dengan adanya kesepakatan 

internasional seperti ini, diharapkan dapat tercipta standar bersama 

dalam hal validitas kontrak elektronik, tanda tangan digital, serta 

pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam 

transaksi digital. Keberadaan kesepakatan internasional ini diharapkan 

bisa mengurangi konflik hukum yang sering terjadi karena perbedaan 

interpretasi hukum yang berlaku di masing-masing negara. 

 

5. Penggunaan Teknologi dalam Hukum Keluarga dan Waris 

Teknologi digital semakin berperan penting dalam bidang hukum 

keluarga dan waris, memberikan kemudahan dalam proses-proses 

hukum yang sebelumnya membutuhkan interaksi fisik dan waktu yang 

lama. Salah satu inovasi besar adalah penerapan wasiat elektronik yang 

memanfaatkan teknologi blockchain. Dengan teknologi ini, proses 

pembuatan dan eksekusi wasiat dapat dilakukan secara otomatis dan 

transparan, mengurangi potensi konflik dalam pembagian warisan. 

Blockchain menyediakan sistem yang aman dan tidak dapat diubah, 

sehingga meminimalisir risiko manipulasi atau sengketa terkait keaslian 
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dokumen wasiat. Selain itu, sistem ini memastikan bahwa keinginan 

almarhum dipenuhi sesuai dengan yang telah dicatatkan, tanpa perlu 

melibatkan pihak ketiga yang rawan menimbulkan biaya tambahan atau 

konflik (Thomson Reuters, 2019). 

Kemajuan teknologi juga mengubah cara orang melakukan 

pernikahan dan perceraian. Proses ini kini dapat dilakukan secara online 

di banyak negara, mengurangi birokrasi dan mempersingkat waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur hukum tersebut. Pernikahan 

online memungkinkan pasangan untuk menikah tanpa harus bertatap 

muka langsung dengan petugas, memberikan kemudahan terutama bagi 

pasangan yang berada di luar negeri atau dalam kondisi sulit bertemu. 

Begitu juga dengan perceraian yang kini dapat diproses secara digital, 

mengurangi beban administratif dan mempercepat prosedur. Namun, 

tantangan utama masih berkaitan dengan pengakuan hukum dan 

keabsahan dari prosedur ini di berbagai yurisdiksi yang berbeda, karena 

tidak semua negara mengakui proses pernikahan atau perceraian online 

sebagai sah secara hukum (McKendrick, 2017). 

 

B. Peran Teknologi dalam Transformasi Hukum Perdata 

 

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir 

telah mengubah berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor hukum 

perdata. Teknologi tidak hanya memengaruhi cara hukum diterapkan, 

tetapi juga cara hukum dipahami, diakses, dan dijalankan dalam 

masyarakat. Transformasi ini didorong oleh inovasi dalam bidang 

digitalisasi, otomatisasi, dan pengolahan data besar (big data), serta 

kemajuan dalam blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi 

informasi lainnya. Berikut ini adalah beberapa peran utama teknologi 

dalam transformasi hukum perdata: 

 

1. Digitalisasi Proses Hukum 

Digitalisasi proses hukum merupakan salah satu perubahan 

paling signifikan dalam bidang hukum perdata, yang menghadirkan 

efisiensi dan transparansi dalam sistem peradilan. Dengan adanya sistem 

peradilan elektronik (e-court) dan platform pengadilan online, proses 

hukum yang sebelumnya memerlukan banyak waktu, tenaga, dan biaya, 

kini dapat dilakukan secara lebih mudah dan cepat. E-court 

memungkinkan para pihak yang terlibat dalam sebuah perkara untuk 
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mengajukan dokumen, melakukan pendaftaran perkara, bahkan 

mengikuti jalannya sidang, semuanya dilakukan secara online. Hal ini 

sangat mengurangi birokrasi yang umumnya ada dalam sistem peradilan 

tradisional, di mana pengajuan dokumen harus dilakukan secara fisik dan 

seringkali mengharuskan pihak-pihak terlibat untuk datang ke 

pengadilan yang jaraknya mungkin jauh. Melalui e-court, pihak-pihak 

tersebut dapat mengakses layanan hukum dari mana saja, asalkan 

memiliki koneksi internet, yang pada gilirannya meningkatkan 

aksesibilitas dan keterjangkauan sistem peradilan bagi masyarakat luas 

(Eisenberg et al., 2018). 

Keuntungan lainnya adalah peningkatan efisiensi dalam 

penyelesaian perkara. Dengan digitalisasi, proses yang biasanya 

memakan waktu lama kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat. 

Platform digital yang ada seperti e-filing dan e-signature membuat setiap 

transaksi hukum menjadi lebih transparan, yang secara signifikan 

mengurangi potensi manipulasi dokumen atau kesalahan manusia. 

Penggunaan tanda tangan elektronik, misalnya, memungkinkan 

dokumen hukum ditandatangani secara sah tanpa memerlukan kehadiran 

fisik, sehingga mengurangi kemungkinan adanya penundaan atau 

kesalahan dalam proses administrasi. Selain itu, dengan adanya sistem 

ini, hakim dan pengacara dapat mengakses informasi dan dokumen 

perkara secara real-time, yang mempermudah proses analisis dan 

pengambilan keputusan. 

Digitalisasi juga berpotensi mempercepat proses penyelesaian 

sengketa, karena mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk koordinasi 

antar pihak dan pengadilan. Hal ini bisa sangat bermanfaat dalam 

penyelesaian sengketa komersial atau sengketa dengan volume kasus 

yang tinggi, di mana waktu dan biaya menjadi faktor penting dalam 

proses hukum. Sebagai contoh, penggunaan platform penyelesaian 

sengketa online (ODR) memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam 

sengketa komersial untuk menyelesaikan masalah tanpa harus terlibat 

dalam proses pengadilan yang panjang dan mahal, yang lebih sering 

terjadi dalam sistem hukum tradisional. 

 

2. Automatisasi dalam Kontrak dan Penyelesaian Sengketa 

Automatisasi dalam kontrak dan penyelesaian sengketa, yang 

menggunakan teknologi seperti Smart Contracts berbasis blockchain, 

telah membawa inovasi besar dalam hukum perdata. Smart Contracts 



188  Transformasi Hukum Perdata 

adalah kontrak digital yang dapat dieksekusi secara otomatis ketika 

kondisi yang telah disepakati sebelumnya terpenuhi, tanpa perlu 

intervensi pihak ketiga seperti pengacara atau notaris. Hal ini 

memungkinkan kontrak dilaksanakan dengan lebih efisien dan cepat, 

serta mengurangi biaya yang biasanya dikeluarkan untuk proses manual 

yang rumit dan memakan waktu. Sebagai contoh, dalam transaksi 

perdagangan atau bisnis, kedua pihak yang terlibat dapat secara otomatis 

memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan yang ada dalam Smart 

contract, tanpa memerlukan perantara untuk memverifikasi atau 

menegakkan kontrak tersebut. 

Keuntungan utama dari Smart Contracts adalah peningkatan 

efisiensi dan pengurangan potensi kesalahan manusia. Smart Contracts 

memungkinkan perjanjian yang lebih transparan dan akurat karena setiap 

transaksi dicatat dalam blockchain, yang merupakan sistem 

penyimpanan data terdesentralisasi dan tidak dapat diubah. Setiap 

transaksi yang terjadi tercatat dalam buku besar yang dapat diakses oleh 

semua pihak terkait, memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi 

daripada sistem tradisional. Blockchain mengeliminasi risiko manipulasi 

data, memastikan bahwa informasi tidak dapat dipalsukan atau diubah 

setelah dicatat, sehingga memperkuat keabsahan dan integritas kontrak 

tersebut (Narayanan et al., 2016). 

Smart Contracts juga berperan penting dalam mempercepat 

penyelesaian sengketa. Dengan otomatisasi, penyelesaian sengketa dapat 

dilakukan lebih cepat karena kondisi yang sudah dipenuhi akan langsung 

dieksekusi, mengurangi waktu yang diperlukan untuk peninjauan dan 

persetujuan manual. Hal ini sangat relevan dalam penyelesaian sengketa 

komersial yang sering melibatkan banyak pihak dan memerlukan waktu 

panjang. Penggunaan Smart Contracts dalam manajemen hak kekayaan 

intelektual atau properti juga telah diterapkan di banyak negara sebagai 

cara untuk mengatur transfer hak atau kepemilikan tanpa memerlukan 

notaris atau lembaga perantara lainnya. 

 

3. Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Analisis Hukum 

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis hukum telah 

membawa perubahan besar dalam cara hukum diterapkan dan dianalisis. 

AI memungkinkan pengolahan dan analisis data dalam jumlah besar 

secara lebih cepat dan efisien, yang sebelumnya memerlukan waktu lama 

jika dilakukan secara manual. Salah satu aplikasi penting AI dalam dunia 
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hukum adalah dalam analisis dokumen hukum. AI dapat menganalisis 

ribuan dokumen dan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana 

suatu kasus dapat diselesaikan berdasarkan preseden hukum atau pola-

pola yang ditemukan dalam data historis. Misalnya, sistem berbasis AI 

dapat membantu pengacara untuk mencari preseden hukum yang relevan 

dengan cepat, yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam atau 

bahkan berhari-hari, dengan menganalisis ribuan keputusan hukum 

sebelumnya. 

AI juga digunakan untuk automated legal research, yang 

memungkinkan pengacara dan praktisi hukum menemukan informasi 

hukum yang relevan lebih cepat daripada menggunakan metode 

tradisional. Teknologi ini mempermudah pencarian kasus-kasus yang 

mirip dengan yang sedang ditangani, serta memberikan analisis 

mengenai kemungkinan hasil dari suatu perkara berdasarkan data 

historis yang ada (McKendrick, 2017). Dengan AI, proses pencarian 

preseden, hukum yang berlaku, dan ketentuan perundang-undangan 

menjadi jauh lebih efisien, membantu pengacara menghemat waktu dan 

biaya dalam mempersiapkan kasus. 

AI juga telah diterapkan dalam penentuan hukuman atau 

keputusan pengadilan. Dengan memanfaatkan algoritma yang mengkaji 

berbagai faktor dalam data historis, AI dapat memberikan rekomendasi 

terkait hukuman yang tepat berdasarkan analisis yang lebih 

komprehensif dan objektif daripada yang bisa dilakukan oleh manusia 

dalam waktu singkat. Sebagai contoh, AI dapat menilai berbagai variabel 

yang memengaruhi keputusan hukum, seperti beratnya tindak pidana, 

riwayat kriminal terdakwa, dan kebijakan pengadilan yang relevan, 

untuk memberikan rekomendasi hukuman yang lebih konsisten dan adil. 

 

4. Perlindungan Data dan Privasi 

Perlindungan data dan privasi menjadi isu yang semakin penting 

di era digital, di mana volume data pribadi yang dikelola oleh berbagai 

organisasi hukum dan pemerintah terus meningkat. Dengan maraknya 

transaksi digital yang melibatkan informasi pribadi, hukum perdata harus 

beradaptasi untuk memastikan bahwa data pribadi individu terlindungi 

dengan baik. Salah satu regulasi yang paling dikenal dalam hal ini adalah 

General Data Protection Regulation (GDPR) yang diberlakukan di Uni 

Eropa. GDPR memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana 

data pribadi harus dikelola, diproses, dan dilindungi oleh organisasi, 
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serta memberikan hak kepada individu untuk mengontrol penggunaan 

data. Regulasi ini menunjukkan bahwa hukum perdata perlu terus 

berkembang untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan tuntutan 

baru dalam melindungi privasi individu (Hernandez et al., 2020). 

Pada konteks teknologi, enkripsi dan sistem keamanan data yang 

lebih canggih berperan penting dalam memastikan penyimpanan dan 

pengelolaan data pribadi dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. 

Enkripsi membantu memastikan bahwa data yang disimpan tetap 

terlindungi meskipun terjadi pelanggaran keamanan. Selain itu, 

teknologi lain seperti blockchain juga menawarkan transparansi dan 

keamanan dalam pengelolaan data, yang memungkinkan pengawasan 

yang lebih ketat terhadap penggunaan data pribadi. 

Meskipun teknologi menawarkan solusi yang lebih aman untuk 

melindungi data pribadi, tantangan besar masih ada, terutama terkait 

dengan pengelolaan data lintas negara. Dalam dunia yang semakin 

terkoneksi secara digital, data pribadi sering kali melintasi batas-batas 

negara untuk diproses dan disimpan di server yang terletak di luar negara 

asalnya. Hal ini menciptakan tantangan dalam hal peraturan lintas negara 

mengenai perlindungan data, karena setiap negara memiliki kebijakan 

yang berbeda mengenai bagaimana data pribadi harus dilindungi. 

Terlebih lagi, data pribadi sering digunakan untuk kepentingan 

komersial, yang menambah kompleksitas dalam pengaturannya. 

Perusahaan dapat memanfaatkan data untuk tujuan pemasaran atau 

penelitian pasar, yang sering kali bertentangan dengan prinsip 

perlindungan privasi. 

 

5. Sistem Penyelesaian Sengketa Online (ODR) 

Sistem Penyelesaian Sengketa Online (ODR) telah berkembang 

pesat, terutama untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan 

transaksi e-commerce atau perjanjian digital. ODR memungkinkan pihak 

yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan masalah secara 

daring, tanpa memerlukan pertemuan tatap muka. Hal ini tidak hanya 

menghemat waktu dan biaya, tetapi juga memperluas akses ke sistem 

peradilan, memberikan solusi bagi individu yang tidak memiliki akses 

mudah ke pengadilan fisik atau layanan hukum tradisional (Mason, 

2019). 

Keuntungan utama dari ODR adalah efisiensi dan kemudahan 

akses. Platform digital memungkinkan pengajuan klaim, penyampaian 
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bukti, serta keputusan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh mediator 

atau arbitrator tanpa harus bertemu secara langsung. Selain itu, teknologi 

seperti konferensi video dan chatbots semakin banyak digunakan dalam 

proses mediasi, mempermudah komunikasi antara pihak yang terlibat 

dalam sengketa. Hal ini mengurangi kebutuhan akan prosedur formal 

yang rumit, sehingga proses penyelesaian sengketa bisa dilakukan lebih 

cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. 

Di beberapa negara, ODR telah diterapkan dalam sengketa 

konsumen, terutama yang melibatkan transaksi e-commerce. Platform 

seperti eBay dan PayPal telah mengadopsi ODR untuk membantu 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penjual secara online, 

memberikan keputusan yang adil dan transparan. Dengan bantuan 

teknologi, ODR juga memungkinkan untuk menangani sengketa secara 

efisien meskipun jumlahnya besar dan kompleks. Hal ini mendorong 

adopsi yang lebih luas di sektor-sektor lain yang melibatkan transaksi 

digital atau internasional. 

 

C. Tantangan Etis dan Sosial 

 

Seiring dengan kemajuan teknologi digital, muncul berbagai 

tantangan etis dan sosial yang perlu diperhatikan dalam konteks hukum 

perdata. Teknologi telah membawa dampak signifikan pada berbagai 

aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum, baik itu berkaitan 

dengan privasi, keadilan, atau dampak sosial yang ditimbulkan oleh 

penggunaan teknologi dalam transaksi hukum. Beberapa tantangan 

utama yang muncul dalam hukum perdata di era digital meliputi: 

 

1. Privasi dan Perlindungan Data Pribadi 

Di era digital, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial yang 

mempengaruhi hampir semua aspek hukum perdata. Seiring dengan 

kemajuan teknologi, penggunaan platform digital untuk transaksi 

hukum, seperti e-court dan sistem penyelesaian sengketa online, telah 

memudahkan proses hukum, namun juga membawa tantangan besar 

dalam hal privasi. Di dunia maya, data pribadi sering kali diperlukan 

untuk memfasilitasi proses hukum, misalnya dalam pengajuan dokumen, 

registrasi perkara, atau transaksi yang memerlukan identifikasi pihak-

pihak yang terlibat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi 
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kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab (Hernandez et al., 2020). 

Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) 

yang diterapkan di Uni Eropa bertujuan untuk memberikan kerangka 

hukum yang komprehensif dalam melindungi data pribadi. GDPR 

menetapkan standar tinggi terkait dengan pengumpulan, pemrosesan, 

dan penyimpanan data pribadi, serta memberikan individu hak untuk 

mengakses dan mengontrol datanya. Meskipun regulasi ini telah diakui 

secara luas, tantangan utama adalah keberagaman hukum perlindungan 

data antar negara. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda 

dalam menangani perlindungan data pribadi, yang sering kali 

menciptakan kesulitan dalam implementasi global. Misalnya, beberapa 

negara mungkin lebih fokus pada kebijakan keamanan data, sementara 

yang lain lebih memperhatikan hak privasi individu. Hal ini 

menimbulkan ketidakselarasan dalam standar perlindungan data di 

tingkat internasional, yang dapat mempersulit perusahaan dan individu 

untuk memahami dan mematuhi regulasi di berbagai yurisdiksi (Tene & 

Polonetsky, 2013). 

Konsep privasi itu sendiri tidak bersifat universal. Setiap budaya 

memiliki pemahaman yang berbeda tentang privasi dan hak individu. 

Dalam beberapa negara, privasi lebih dipandang sebagai hak 

fundamental yang harus dijaga dengan ketat, sementara di negara lain, 

privasi mungkin lebih diutamakan dalam konteks kebebasan berbicara 

atau pengawasan publik. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam 

penyusunan standar global yang dapat diterima oleh semua negara. 

Misalnya, di beberapa negara, data pribadi sering digunakan untuk 

tujuan yang lebih besar, seperti pengawasan atau kebijakan publik, 

sementara di tempat lain, ada penekanan pada privasi individu yang lebih 

ketat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk membentuk 

standar global, implementasi hukum perlindungan data pribadi tetap 

bergantung pada nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku di masing-

masing negara (Tene & Polonetsky, 2013). 

 

2. Akses dan Kesenjangan Digital 

Akses terhadap teknologi telah membawa banyak manfaat bagi 

sistem hukum, seperti meningkatkan efisiensi dan mempermudah proses 

hukum melalui platform digital seperti e-court dan sistem penyelesaian 

sengketa online (ODR). Namun, salah satu tantangan terbesar dalam 
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mengimplementasikan teknologi ini adalah kesenjangan digital yang ada 

di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. Kesenjangan 

ini mengacu pada ketidaksetaraan dalam akses terhadap teknologi, yang 

mencakup perbedaan dalam kemampuan untuk mengakses internet, 

perangkat digital, dan infrastruktur yang mendukungnya. 

Ketergantungan pada teknologi dalam sistem hukum perdata bisa 

memperburuk ketidaksetaraan ini. Orang yang tidak memiliki akses ke 

teknologi canggih mungkin kesulitan untuk memanfaatkan sistem 

hukum modern. Misalnya, yang tidak memiliki akses internet atau 

perangkat yang diperlukan untuk menggunakan e-court atau ODR bisa 

terpinggirkan dalam proses hukum, sehingga tidak mendapatkan akses 

yang sama untuk memperoleh keadilan. Hal ini menciptakan 

ketidakadilan dalam sistem peradilan, karena individu yang kurang 

terwakili, seperti yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki 

keterbatasan ekonomi, berisiko kehilangan haknya dalam proses hukum 

yang seharusnya inklusif (Cohen, 2019). 

Kesenjangan digital ini tidak hanya terbatas pada akses fisik 

terhadap teknologi, tetapi juga pada tingkat keterampilan digital yang 

dimiliki oleh individu. Di beberapa tempat, masyarakat mungkin tidak 

terlatih dalam menggunakan sistem teknologi yang tersedia, yang 

semakin memperburuk ketidaksetaraan dalam memperoleh keadilan. 

Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi masalah ini memerlukan 

pendekatan yang lebih holistik, termasuk peningkatan infrastruktur 

digital, pelatihan keterampilan digital, dan penyediaan dukungan bagi 

individu yang tidak memiliki pengetahuan atau akses untuk 

menggunakan teknologi dalam sistem hukum. 

 

3. Keadilan dan Bias Algoritma 

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan algoritma dalam sistem 

hukum menawarkan banyak potensi untuk meningkatkan efisiensi dan 

mempercepat proses hukum. Namun, teknologi ini juga membawa 

tantangan etis yang signifikan, salah satunya adalah masalah bias 

algoritma. Bias ini muncul karena algoritma yang digunakan dalam 

analisis hukum sering kali dilatih menggunakan data historis, yang bisa 

mengandung bias sosial atau budaya. Misalnya, jika data yang digunakan 

untuk melatih algoritma mengandung ketidakadilan terhadap kelompok 

tertentu, seperti minoritas rasial atau etnis, algoritma tersebut bisa 
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mencerminkan dan bahkan memperburuk bias yang ada dalam sistem 

hukum (Angwin et al., 2016). 

Contoh nyata dari masalah ini dapat ditemukan dalam 

penggunaan algoritma untuk menentukan hukuman dalam sistem 

peradilan pidana. Algoritma yang dirancang untuk mengevaluasi risiko 

atau memprediksi perilaku kriminal berdasarkan data historis terkadang 

memberikan hasil yang lebih merugikan bagi individu dari kelompok 

yang terpinggirkan, karena data historis tersebut mencerminkan bias 

dalam penegakan hukum. Misalnya, algoritma bisa lebih cenderung 

memberikan penilaian risiko yang lebih tinggi kepada individu dari latar 

belakang rasial tertentu, meskipun tidak memiliki kecenderungan untuk 

melakukan kejahatan lebih besar daripada kelompok lain. Hal ini 

berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial dan memperburuk 

kesenjangan yang sudah ada dalam sistem peradilan. 

Sebagai contoh dalam penelitian yang dilakukan oleh Angwin et 

al. (2016), ditemukan bahwa alat prediktif yang digunakan dalam sistem 

peradilan pidana di Amerika Serikat cenderung memberikan nilai risiko 

yang lebih tinggi pada orang kulit hitam dibandingkan dengan orang 

kulit putih, meskipun mungkin tidak memiliki kecenderungan kriminal 

yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bagaimana bias dalam data dapat 

memengaruhi hasil keputusan hukum, bahkan jika algoritma tersebut 

dirancang untuk bersifat objektif dan tanpa prasangka. 

 

4. Kepatuhan Terhadap Hukum yang Berlaku di Berbagai Negara 

Di dunia yang semakin terhubung secara digital, tantangan 

hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di 

berbagai negara semakin kompleks, terutama dalam hal transaksi dan 

penyelesaian sengketa. Transaksi e-commerce yang melibatkan pihak-

pihak dari negara yang berbeda sering kali menghadapi hambatan terkait 

dengan hukum yang berlaku. Setiap negara memiliki peraturan yang 

berbeda mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam 

transaksi internasional, serta cara penyelesaian sengketa yang dapat 

diambil (Aust, 2019). 

Salah satu tantangan terbesar dalam konteks ini adalah masalah 

yurisdiksi, yaitu di mana dan bagaimana sengketa dapat diselesaikan. 

Misalnya, jika sebuah sengketa hukum muncul dari transaksi digital 

antara pihak di negara yang berbeda, pengadilan negara mana yang 

memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus tersebut? Sistem hukum 
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yang berbeda-beda, ditambah dengan adanya aturan internasional yang 

saling bertentangan, dapat membuat penyelesaian sengketa menjadi 

lebih sulit dan memakan waktu. Hal ini semakin rumit ketika melibatkan 

penyimpanan data atau transaksi digital yang disimpan di server yang 

terletak di luar negara yang terlibat, yang menambah lapisan kerumitan 

dalam menegakkan hukum yang berlaku (Vogenauer, 2017). 

Permasalahan ini juga menyangkut pengakuan dan pelaksanaan 

putusan pengadilan internasional. Dalam dunia digital, data sering kali 

disimpan di server yang terletak di negara lain, yang dapat menghambat 

upaya pihak yang dirugikan untuk menegakkan hak-haknya. Tanpa 

adanya kerjasama yang efektif antara negara-negara mengenai 

pengakuan putusan pengadilan lintas negara, penegakan hukum terhadap 

pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan bisa menjadi lebih sulit. 

Meskipun beberapa negara telah membuat kemajuan dalam merumuskan 

perjanjian internasional yang mengatur pelaksanaan keputusan 

pengadilan lintas batas, masih banyak tantangan yang harus dihadapi 

dalam mengatasi perbedaan hukum antara negara. 

 

5. Tantangan Etis dalam Penggunaan Blockchain dan Smart 

Contracts 

Blockchain dan Smart Contracts menawarkan berbagai 

keuntungan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam dunia 

hukum perdata. Namun, teknologi ini juga membawa sejumlah 

tantangan etis yang perlu dipertimbangkan. Salah satu masalah utama 

adalah keadilan dan keakuratan kode dalam Smart Contracts. Smart 

Contracts mengandalkan kode untuk mengeksekusi transaksi secara 

otomatis, dan jika kode ini mengandung bug atau kesalahan, dapat 

merugikan salah satu pihak yang terlibat. Kode yang salah bisa 

menyebabkan kontrak tidak dipatuhi dengan cara yang adil, atau malah 

memberikan keuntungan yang tidak sah kepada pihak tertentu 

(Narayanan et al., 2016). 

Blockchain sebagai teknologi terdesentralisasi dan transparan 

juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan privasi dan kerahasiaan 

informasi. Karena setiap transaksi dicatat dalam ledger publik yang dapat 

diakses oleh siapa saja di jaringan, hal ini dapat mengungkapkan 

informasi yang bersifat sensitif atau pribadi. Meskipun data yang dicatat 

tidak dapat diubah atau dimanipulasi, transparansi penuh yang 

ditawarkan oleh blockchain bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi 
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beberapa individu atau perusahaan yang lebih memilih untuk menjaga 

informasinya tetap rahasia. Di beberapa sektor, seperti dalam transaksi 

pribadi atau dalam pengelolaan data sensitif, pengungkapan informasi 

semacam ini bisa bertentangan dengan prinsip privasi yang dijunjung 

tinggi oleh peraturan seperti GDPR di Uni Eropa (Zohar, 2018). 

Penerapan blockchain dan Smart Contracts memunculkan 

pertanyaan terkait dengan aksesibilitas dan keadilan. Meskipun 

blockchain dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, tidak semua 

orang memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi ini, yang 

dapat menciptakan ketimpangan dalam akses ke sistem hukum digital. 

Pihak-pihak yang tidak memahami atau tidak memiliki akses ke 

teknologi ini mungkin kesulitan untuk memanfaatkan manfaat yang 

ditawarkan oleh Smart Contracts dan blockchain (Narayanan et al., 

2016).  
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BAB XII 
KESIMPULAN 

 

 

Transformasi hukum perdata di era digital membawa dampak 

yang besar terhadap struktur dan praktik hukum yang ada, baik di tingkat 

nasional maupun internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong 

perubahan yang cepat dalam cara kita melakukan transaksi, berinteraksi, 

dan mengelola informasi. Fenomena digitalisasi ini tidak hanya 

mempengaruhi sektor ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi yang 

signifikan dalam dunia hukum perdata, yang memerlukan penyesuaian 

agar dapat mengatasi tantangan baru dan memanfaatkan peluang yang 

muncul. 

Salah satu tantangan utama dalam transformasi hukum perdata 

adalah perlindungan data pribadi. Dengan semakin banyaknya transaksi 

elektronik dan penggunaan data dalam berbagai aspek kehidupan, 

perlindungan hak privasi individu menjadi isu sentral. Regulasi 

perlindungan data pribadi seperti GDPR di Eropa dan Undang-Undang 

Perlindungan Data Pribadi di Indonesia semakin mendapatkan perhatian, 

namun implementasi yang efektif masih menghadapi banyak hambatan. 

Di sisi lain, teknologi blockchain dan Smart Contracts menawarkan 

potensi untuk menciptakan transaksi yang lebih aman, transparan, dan 

terdesentralisasi, namun keberadaan teknologi ini juga mengharuskan 

pembaruan regulasi agar dapat mengakomodasi perkembangan tersebut, 

serta menjamin kepastian hukum bagi penggunanya (Böhme et al., 

2015). 

Tantangan lain yang muncul adalah pergeseran dalam praktik 

kontraktual. Digitalisasi memungkinkan terciptanya kontrak elektronik 

yang dapat disepakati tanpa tatap muka atau bahkan tanpa interaksi 

manusia langsung. Ini menghadirkan peluang untuk mempercepat dan 

mempermudah transaksi, namun juga memunculkan permasalahan 

hukum terkait keabsahan dan eksekusi kontrak, yang sebelumnya lebih 

sederhana dalam bentuk fisik. Penyelesaian sengketa dalam transaksi 
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elektronik juga menjadi salah satu area yang memerlukan perhatian 

lebih, karena yurisdiksi dan mekanisme penyelesaian sengketa 

internasional harus dipertimbangkan dengan matang (Kok, 2021). 

Peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital sangat besar, 

terutama dalam hal efisiensi dan aksesibilitas. Teknologi dapat 

mempermudah proses pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui 

sistem penyelesaian sengketa online (ODR), yang memungkinkan pihak-

pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan masalah tanpa 

harus hadir secara fisik di pengadilan (Katsh & Rule, 2019). Ini sangat 

penting mengingat keterbatasan sumber daya dan waktu yang sering 

menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa tradisional. Selain itu, 

penggunaan teknologi juga memungkinkan sistem hukum untuk lebih 

inklusif, memberi akses yang lebih luas kepada masyarakat yang 

sebelumnya mungkin tidak memiliki kapasitas atau akses ke layanan 

hukum formal. 

Transformasi ini juga memunculkan tantangan etis yang tidak 

bisa diabaikan. Perkembangan teknologi membawa serta masalah terkait 

ketidaksetaraan akses, penyalahgunaan data pribadi, dan risiko 

penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa 

regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, risiko tersebut dapat 

memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada. Oleh karena 

itu, penting bagi para pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan antara 

inovasi teknologi dengan perlindungan hak-hak individu dan masyarakat 

(Solove, 2021). 

Peran teknologi dalam hukum perdata juga mendorong 

perubahan dalam cara masyarakat memandang dan mengakses hukum 

itu sendiri. Dengan semakin berkembangnya platform digital, 

masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi 

hukum dan layanan hukum, yang sebelumnya hanya tersedia di ruang-

ruang fisik pengadilan atau kantor pengacara. Hal ini menciptakan 

peluang besar untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemberdayaan 

masyarakat dalam menghadapi masalah hukum. Namun, perubahan ini 

juga membutuhkan sistem pendidikan hukum yang lebih adaptif, yang 

mempersiapkan praktisi hukum untuk menghadapi tantangan dan 

peluang yang ditimbulkan oleh teknologi digital (Teubner, 2020). 
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GLOSARIUM 
 

Hak:  Merupakan kewenangan atau otoritas yang 

dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk 

melakukan suatu tindakan atau mengklaim 

sesuatu berdasarkan peraturan perundang-

undangan.  

 

Hal:  Merujuk pada peristiwa, kejadian, atau isu yang 

menjadi fokus dalam perdebatan atau 

pengadilan.  

 

Kas:  Menunjukkan situasi atau peristiwa yang 

menjadi dasar dalam pembuktian atau 

penyelesaian perkara hukum.  

 

Pas:  Menggambarkan keadaan atau situasi yang 

sesuai atau cocok dengan ketentuan hukum yang 

berlaku.  

 

Sah:  Status atau kondisi yang diakui dan diterima oleh 

hukum sebagai legal atau berlaku.  

 

Fak:  Merupakan singkatan dari "fakta", yang merujuk 

pada peristiwa atau keadaan yang dapat 

dibuktikan dan memiliki kekuatan hukum dalam 

suatu perkara.  

 

Net:  Merupakan singkatan dari "internet", sebuah 

jaringan global yang menghubungkan perangkat 

secara digital.  

 

Pay:  Merujuk pada sistem pembayaran, baik 

tradisional maupun digital, yang digunakan 

dalam transaksi jual beli barang atau jasa.  
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Sim:  Singkatan dari "simulasi" atau "sistem informasi 

manajemen", yang merujuk pada penggunaan 

teknologi digital untuk menyimpan, mengolah, 

dan mengakses data.  

Klik:  Merupakan tindakan memilih atau mengakses 

sesuatu di dunia digital, seperti tautan atau 

aplikasi 

 

Chat:  Komunikasi yang terjadi dalam bentuk teks 

melalui platform digital atau aplikasi pesan.  

 

Data:  Merupakan informasi yang disimpan, diolah, 

dan dikomunikasikan secara digital 

 

Nom:  Singkatan dari "nomor", yang biasanya merujuk 

pada kode identifikasi yang digunakan dalam 

berbagai transaksi atau dokumen digital. 

 

Tek:  Merupakan singkatan dari "teknologi", yang 

menggambarkan alat atau sistem yang 

digunakan untuk memproses dan mengelola 

informasi dalam dunia digital.  

 

Krip:  Singkatan dari "kriptografi", yang adalah metode 

untuk mengamankan informasi digital agar 

hanya pihak yang berwenang yang dapat 

mengaksesnya.  
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